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Collective Files of ALSA

Direcror’s LETTER
Director ALSA Local Chapter Universitas Brawijaya Periode 2022/2023

Assalamualaikum Wr. Wb. Shalom,
Om Swastiastu,

Namo Buddhaya,

Salam kebajikan bagi kita semua

Puji dan syukur kepada hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa memberikan segala berkat,
anugerah, dan perlindungan-nya kepada kita semua.

Asian Law Students’ Association Local Chapter Universitas Brawijaya merupakan sebuah organisasi
bertujuan untuk menghubungkan seluruh mahasiswa Fakultas Hukum di Asia. Sebagai salah satu dari
15 Local Chapter di bawah naungan Asian Law Students’ Association National Chapter Indonesia,
ALSA Local Chapter Universitas Brawijaya selalu memfokuskan diri dan mempunyai prinsip yang
teguh untuk menjalankan Vision and Objectives of ALSA yang tertulis di dalam ALSA Constitution.
Demi tercapainya tujuan tersebut, ALSA Local Chapter Universitas Brawijaya bergerak untuk selalu
mengedepankan 4 pillars of ALSA agar dapat menciptakan individu-individu yang dapat memahami
sistem-sistem hukum yang berbeda dari masing-masing anggota National Chapter di dalam ALSA,
mengembangkan anggotanya menjadi individu yang mempunyai wawasan internasional, bertanggung
jawab kepada masyarakat dan sosial, mempunyai komitmen yang tinggi atas akademiknya dan juga
mempunyai kemampuan hukum yang kompetitif agar dapat diperluas manfaatnya untuk masyarakat
sekitar.

Dengan ini, saya Edelweis selaku Director ALSA Local Chapter Universitas Brawijaya periode 2022-
2023 dengan bangga saya persembahkan kepada para pembaca Collective File of ALSA 2023.
Collective File of ALSA 2023 adalah sebuah kumpulan artikel hukum yang dibuat oleh Member
ALSA Local Chapter Universitas Brawijaya. Diharapkannya dengan kegiatan ini, dapat
meningkatkan “legally skilled” para penulis dan menambahkan ilmu kepada para pembaca.

Akhir kata, saya harap Collective File of ALSA 2023 dapat terus memberikan dampak positif melalui
penulisannya ke dalam masyarakat luas.

“Small Changes, Big Impacts”

Wassalamualaikum Wr. Wb,
Shalom,

Om Shanti Shanti Shanti Om,
Namo Buddhaya,

Salam kebajikan untuk kita semua.

Together Will Be,
Connected as One,
May ALSA, Always be One!

Collasa 2023 Legal Development Division
ALSA Local Chapter Universitas Brawijaya
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Collective Files of ALSA (Collasa) 1s a product by Legal
Development Division consist of legal writings such as the
results of ALSA Jurist Opinia, the results of writing
competitions which were participated by members of
ALSA LC UB, non-journal articles, and other legal
writings written by members of ALSA LC UB.

Collasa 2023 Legal Development Division
ALSA Local Chapter Universitas Brawijaya



Collective Files of ALSA

CONTRIBUTORS

ALSA JURIST OPINIA
1. Polemik Alur Laut Kepulauan Indonesia Menurut Perspektif Hukum
Internasional dan Hukum Positif Indonesia

Muhammad Anugrah Ramadan Haryo Putra

2. Tinjauan Sengketa Laut Cina Selatan antara RRC dengan Indonesia
Berdasarkan Sumber Hukum Internasional dan Hukum Positif Indonesia

Raihan Muhammad Rahmadi

3. Penegakan Hukum Illegal Fishing Dalam Perspektif Undang Undang Perikanan
di Indonesia dan Implementasi UNCLOS 1982
Luh Grace Arabella Sudarta

4. Tinjauan Hukum tentang Batasan Jumlah Penangkapan Ikan serta Implikasi
Hukumnya

Kania Theodora Mesita Turnip

5. Tinjauan Hukum Perlindungan Laut atas Tragedi Kebocoran Pipa Minyak
Teluk Balikpapan Tahun 2018 dalam Putusan No 68/PDT/2021/PT SMR

Theresia Nicita Angellyca Siringoringo

6. Tinjauan Yuridis Terhadap Pembuktian dan Pertanggungjawaban Korporasi
sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup dalam Undang- Undang
Nomor 32 Tahun 2009
Shafwah Diah Nabiilah

7. Ketidakefektifan Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Oleh Korporasi
Dalam Kasus Ekspor & U X GBIO2H. O

Ricardo Mangaraja

8. Studi Legal Terhadap Efektivitas Penambahan Korporasi sebagau Subjek
Hukum Pidana dalam UU No. 1 Tahun 2023

Austin Raja Hamonangan Purba

Collasa 2023 Legal Development Division
ALSA Local Chapter Universitas Brawijaya



Collective Files of ALSA

9. Kewenangan Absolut dan Relatif Peradilan Niaga di Indonesia

Azaria Rahmadianingrum

10. Tinjauan Yuridis Penilaian Adanya Unsur “Persamaan Pada Pokoknya atau
Keseluruhannya” dalam Penyelesaian Sengketa Merek (Studi Putusan Nomor
30/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst)

Muhammad Faizal

11. Analisis Hukum Terhadap Hak Merek sebagai Jaminan Fidusia yang
Mengalami Sengketa dengan Pihak Ketiga
Laura Septiani Agatha

12. Kasus Kepailitan PT Prudential Life Assurance Ditinjau dari Sisi Yuridis dan
Pertimbangan Hakim serta Dampaknya Terhadap Perundang-Undangan
Kepailitan Indonesia

Baby Adelia

13. Keefektifitasan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial PT Isuindomas
Putra Melalui Metode Mediasi
Raihan Muhammad Rahmadi

14. Keabsahan Hukum Cessionaris dan Cedent dalam Pelaksanaan Cessie Tanpa
Betekening Debitur pada Perusahaan Pembiayaan

Andra Restu Pertami

LEGAL OPINION
1. Pendapat Hukum Terkait Permasalahan Hukum yang Dihadapi oleh PT
Adhikarya Nusa (Persero)

Mohammad Reza, Jasmine Maritza, Kevin Akbar Sanabil

2. Pendapat Hukum Terkait Permasalahan Hukum atas Kejanggalan dalam
Laporan Keuangan milik PT Adhikarya Nusa

Shakeera Arjumand Bano. Roro Qannala Sintadira, Salma Atigah Raihana

3. Legal Opinion kepada PT ADHIKARYA NUSA (Persero) perihal Permintaan

Pendapat Hukum tentang Kasus Posisi Tindak Pidana Pencucian Uang

Collasa 2023 Legal Development Division
ALSA Local Chapter Universitas Brawijaya



Collective Files of ALSA

Azzura Asfariah, Amanda Deandra Richka, Budi Saputra

4. Pendapat Hukum atas Permasalahan Hukum PT. Bumi Sriwijaya Visual
Mengenai Dugaan Tindakan Melawan Hukum Berupa Pelanggaran atas Hak
Merek
Najmi Ulya Pratiwi, Amalia Fransiska, Naufal Oktavian

5. Pendapat Hukum terkait dengan Permasalahan Hukum yang dihadapi Warga
dengan PT Arkatama Maju Jaya
Najmi Ulya Pratiwi, Reihannya Humairaa Widilestari, Dheza Azra Mahendra

LEGAL MEMORANDUM
1. The Impact of Regional Comprehensive Economic Partnership on the Foreign
Direct Investment in Indonesia

Kevin Akbar Sanabil, Jibril Lanang, and Budi Saputra

LEGAL ESSAY
1. Quo Vadis: Law Enforcement against Illegal Fishing by Foreign Vessels in
Indonesian Waters Territory According to the Positive Law in Indonesia

Dio Pratama Putra Matruty

LEGAL PAPER
1. Penegakan Hukum Sengketa Illegal Fishing di Laut Natuna Utara dalam Batas
Zona Ekonomi Eksklusif antara Republik Indonesia dan Vietnam dalam
Perspektif Hukum Positif Indonesia
Ruth Maria Angelina

2. Menelisik Penerapan Mekanisme Litigasi dalam RUU Perampasan Aset
terhadap ASN di Indonesia
Muhammad Ihsan Razki, Rifki Hidayatullah

3. Pertanggungjawaban Perusahaan atas Pencemaran Air Berdasarkan Hukum
Positif di Indonesia

Padme Abira, Fateh Achmad, Najwa Alifia Az Zahra

Collasa 2023 Legal Development Division
ALSA Local Chapter Universitas Brawijaya



Collective Files of ALSA

4. Urgensi Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Dokumen Amdal Menurut
Undang-Undang Cipta Kerja dalam Mencapai Sustainable Development Goals
Nomor 11 Tentang Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan

Zakiyyatu Fadzilla, Jacqueline Constantina, Afsanda Khairunisa

ARTIKEL NON JURNAL
1. Analisis Yuridis Perlindungan Hukum dalam Penggunaan Artificial Intelligence
Terhadap Pemanfaatan Privasi Manajemen Data di Sektor Perbankan

Rifki Hidayatullah, Benedictus Wenggar Adibhaskara, Rafif Ramadhan Setiawan

2. Perlindungan Pekerja Anak Sebagai Langkah Mempersiapkan Generasi Emas
2045
Muhammad Fiqri Ashari, Ferdinan Ivander Kevin, Aileen Hana Wahyuqa

Collasa 2023 Legal Development Division

ALSA Local Chapter Universitas Brawijaya



Collective Files of ALSA

T aBLE oF CONTENT

ALSA JURIST OPINIA

Polemik Alur Laut Kepulauan Indonesia Menurut Perspektif Hukum Internasional dan
Hukum Positif INAONESia......ciueiieinsiiiriniiiisiniiensininensneenstecsseissessessseessesssessesssesssssssscss 2
Tinjauan Sengketa Laut Cina Selatan antara RRC dengan Indonesia Berdasarkan
Sumber Hukum Internasional dan Hukum Positif Indonesia............coceeeeseeenseencnenenns 22
Penegakan Hukum Illegal Fishing Dalam Perspektif Undang Undang Perikanan di
Indonesia dan Implementasi UNCLOS 1982.........ccooviinivirinirerissnncssnncssnncssssscsssssssssscsssses 31
Tinjauan Hukum tentang Batasan Jumlah Penangkapan Ikan serta Implikasi
Hukumnya 39

Tinjauan Hukum Perlindungan Laut atas Tragedi Kebocoran Pipa Minyak Teluk
Balikpapan Tahun 2018 dalam Putusan No 68/PDT/2021/PT SMR 52
Tinjauan Yuridis Terhadap Pembuktian dan Pertanggungjawaban Korporasi sebagai
Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup dalam Undang- Undang Nomor 32 Tahun

2000....uuiiieiinnierennesinnesteseeaessessessaesaessssssesssessassaessassasessessassaaesaessassasesaessassanesaassaesasesaassaens 67
Ketidakefektifan Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Oleh Korporasi Dalam
Kasus EKspor Crude Palm Qil.......ccooeiiiciisnnniicsinnnicssssnnnicssssssnscsssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 91
Keefektifitasan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial PT Isuindomas Putra
Melalui Metode Mediash.....uceeereenrenseensensuensensecssensnessnsssesssessnessesssesssssssssssssasssessassssssassssesss 98
Keabsahan Hukum Cessionaris dan Cedent dalam Pelaksanaan Cessie Tanpa
Betekening Debitur pada Perusahaan Pembiayaan..........ccoeicccverccinrcnsercssnnrcssnnscssnnscans 106

LEGAL OPINION
Pendapat Hukum Terkait Permasalahan Hukum yang Dihadapi oleh PT Adhikarya

INUSQ (POISEI0)..ccccueiiccssreniecsssannecsssssssesssssasssssssasssssssssssesssssssssssssasssssssssssssssssssssssssassssssssasssssss 114
Pendapat Hukum Terkait Permasalahan Hukum atas Kejanggalan dalam Laporan
Keuangan milik PT Adhikarya NUSa......cccceieinricnsseicsssnncssanisssansssssnssssssssssssssssssssssssssssssss 131
Legal Opinion kepada PT ADHIKARYA NUSA (Persero) perihal Permintaan Pendapat
Hukum tentang Kasus Posisi Tindak Pidana Pencucian Uang..........coeevveeevercseensnecnnnes 144
Pendapat Hukum terkait dengan Permasalahan Hukum yang dihadapi Warga dengan
PT Arkatama Maju JAya.....cceicnisicsssnncsssnncsssnssssssssssasssssasssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 163
Pendapat Hukum atas Permasalahan Hukum PT. Bumi Sriwijaya Visual Mengenai
Dugaan Tindakan Melawan Hukum Berupa Pelanggaran atas Hak Merek................. 184
LEGAL MEMORANDUM

The Impact of Regional Comprehensive Economic Partnership on the Foreign Direct
Investment in INAONESia......cuueiieneinuensiniiniriniesensuensensenssnssnessessaessssssesssssssssssssasssssssssssenss 203
LEGAL ESSAY

QUO VADIS: LAW ENFORCEMENT AGAINST ILLEGAL FISHING BY FOREIGN
VESSELS IN INDONESIAN WATERS TERRITORY ACCORDING TO THE

POSITIVE LAW IN INDONESI A ....ccccviviinirnrcnssencsssnncssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassssssses 210
LEGAL PAPER
Collasa 2023 Legal Development Division

ALSA Local Chapter Universitas Brawijaya



Collective Files of ALSA

PENEGAKAN HUKUM SENGKETA ILLEGAL FISHING DI LAUT NATUNA
UTARA DALAM BATAS ZONA EKONOMI EKSKLUSIF ANTARA REPUBLIK
INDONESIA DAN VIETNAM DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF
INDONESTAL...ouoriienninnennennessissnessesssessssssssssssssessasssesssssssssssssssssssssessassssssssssssssassssssassasssns 222

Menelisik Penerapan Mekanisme Litigasi dalam RUU Perampasan Aset terhadap ASN
Qi INAONESIA..cuueiiieiiiriiiiitiiitiininteesintecssteecssstecsssnesssseesssnssssseessssesssssessssssssssnsssssasssssassssansses 251
Pertanggungjawaban Perusahaan atas Pencemaran Air Berdasarkan Hukum Positif di
INAONESIA..cucciniiiniiiiiniiniiiniinntenseentecstestesstesssesssasessessssesssesssassssassssssssssssassssassssessassssasens 273

Urgensi Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Dokumen Amdal Menurut
Undang-Undang Cipta Kerja dalam Mencapai Sustainable Development Goals Nomor
11 Tentang Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan...........ceeiceveiccverenscerccsercscnnnes 282

ARTICLES

ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PENGGUNAAN
ARTIFICIAL INTELLIGENCE TERHADAP PEMANFAATAN PRIVASI

MANAJEMEN DATA DI SEKTOR PERBANKAN.....cccccceretrersnrcssnncsssnrcssssecssssesssssees 294
PERLINDUNGAN PEKERJA ANAK SEBAGAI LANGKAH MEMPERSIAPKAN
GENERASI EMAS 2045.....cccovieesseicsssenssssrssssssssssssssssssssssssssssasssssassssssssssssssssssssssssssssssssssnss 306

Collasa 2023 Legal Development Division

ALSA Local Chapter Universitas Brawijaya



Collective Files of ALSA 1

ALSA JURIST OPINIA

Collasa 2023 Legal Development Division
ALSA Local Chapter Universitas Brawijaya



Collective Files of ALSA 2

ALSA JURIST OPINIA

ALSA Local Chapter Universitas Brawijaya
Board of 2022/2023

Polemik Alur Laut Kepulauan Indonesia Menurut Perspektif Hukum Internasional

dan Hukum Positif Indonesia
Muhammad Anugrah Ramadan Haryo Putra’
, , VVXH

United Nations Conventions of the Law of the Sea (“UNCLOS”) atau
“Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut”, adalah perjanjian
internasional yang disepakati pada 10 Desember 1982.2 Perjanjian ini memiliki arti
penting bagi Indonesia, sebagai negara kepulauan yang luas dengan lebih dari 17.000
pulau dan wilayah maritim yang ekstensif.” UNCLOS memberikan kerangka hukum
yang komprehensif untuk penggunaan dan pelestarian lautan dunia, termasuk hak dan
tanggung jawab negara-negara terkait batas maritim, sumber daya, dan perlindungan

lingkungan laut.*

Melalui UNCLOS, negara kepulauan seperti Indonesia diberikan ketentuan
khusus dan hak istimewa, seperti penentuan garis pangkal kepulauan dan pengakuan
terhadap perairan kepulauan sebagai perairan dalam negeri, yang membantu dalam
menentukan dan melindungi batas maritimnya.’ Penandatanganan “UNCLOS” pada
10 Desember 1982 menjadi tonggak sejarah dalam hukum maritim internasional dan

juga dalam hukum positif Indonesia dengan ditindak lanjutinya dengan terbitnya

'Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya | Staff Legal Development Division ALSA LC UB |
mrharyoputra@student.ub.ac.id

2 (UU No. 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea (Konvensi
Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut) [JDIH BPK RI], n.d.-b)

? (Sovereignty, Security and Prosperity: Indonesia and the UN Convention on the Law of the Sea | FULCRUM,
2022b)

*United  Nations  Convention on the law of the sea - 3wl a¥.  (nd).
https://www.un.org/depts/los/convention _agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf

PART 1II - TERRITORIAL SEA AND CONTIGUOUS ZONE PART V - EXCLUSIVE ECONOMIC ZONE
PART XII - PROTECTION AND PRESERVATION OF THE MARINE ENVIRONMENT

SUnited  Nations  Convention on the law of the sea - sl &Y. (nd).
https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf

PART IV-ARCHIPELAGIC STATES

Collasa 2023 Legal Development Division
ALSA Local Chapter Universitas Brawijaya
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Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan
Pesawat Udara Asing dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan melalui
Alur Laut yang Ditetapkan (PP ALKI) atau disebut sebagai “Alur Laut Kepulauan

Indonesia” (ALKI), sebagai peraturan pelaksana dari UU Perairan Indonesia.

ALKI memberi Indonesia beberapa hak dan kewajiban sebagaimana diatur
dalam UNCLOS dan PP ALKI. Pada dasarnya, hak dan kewajiban tersebut adalah
untuk melaksanakan alur laut kepulauan untuk kapal dan pesawat asing yang
melewatinya. Dalam hal tersebut, Indonesia diberikan kebebasan dan wewenang
yang lebih.” Pelaksanaan alur laut kepulauan juga dilengkapi persyaratan yang
menjadi tantangan untuk Indonesia. Salah satu tantangan adalah terkait dengan
penegakkan hukum alur lalu lintas kepulauan mengingat bahwa kebebasan lalu lintas
laut kerap kali dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang melakukan kejahatan atau
pelanggaran, seperti yang berhubungan dengan terorisme, lalu lintas obat terlarang,
perompakan, dst. Contoh isu kejahatan transnasional yang dihadapi Indonesia dapat
dikategorikan menjadi tiga: Pertama, gangguan keamanan di laut contohnya
penyelundupan kayu, bahan bakar minyak, pasir, dan pencurian ikan. Kedua,
gangguan keamanan di udara contohnya pembajakan di udara, sabotase, pengintaian
terhadap wilayah Indonesia. Ketiga, gangguan di wilayah perbatasan seperti
penyelundupan barang, senjata, narkotika dan penyelundupan manusia dalam perairan
terbuka memudahkan para pelaku pelanggaran untuk melarikan diri menembus

wilayah laut teritorial Indonesia.®

Polemik yang terjadi adalah dalam penegakkan hukum dari UNCLOS yang

menjadi tantangan dalam implementasinya dalam Hukum Positif Indonesia. Dalam

SPP No. 37/2002. PP No. 37 tahun 2002 Tentang Hak Dan Kewajiban kapal Dan Pesawat udara asing Dalam
Melaksanakan hak Lintas Alur Laut Kepulauan Melalui Alur Laut Kepulauan Yang ditetapkan [JDIH bpk ri].
(n.d.). https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/52448

Pasal 7

’United  Nations  Convention on the law of the sea - saidl &Y. (nd).
https://www.un.org/depts/los/convention _agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf

ARTICLE 47

$Waas, R. M. (2016, June 15). Penegakan Hukum di Kawasan Alur Laut kepulauan Indonesia (Alki) Menurut
Konsepsi Hukum internasional Dan Hukum nasional Indonesia. Sasi.

https://www.neliti.com/publications/315972/penegakan-hukum-di-kawasan-alur-laut-kepulauan-indonesia-alki-
menurut-konsepsi-h

Collasa 2023 Legal Development Division
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implementasi perlindungan wilayah maritim dan kepentingan negara’. Polemik
tersebut terjadi dikarenakan tuntutan daripada perjanjian “UNCLOS” yang
membutuhkan sumber daya manusia (SDM) dan alat utama sistem senjata tentara
nasional (Alutsista) yang memadai.'® Selain itu, penyelesaian sengketa yang
ditawarkan terkait ALKI yang terikat dengan itikad baik negara dan proses politik
negosiasi untuk terikat dengan perjanjian UNCLOS membutuhkan waktu yang lama.
Dalam penyelesaian sengketa, dibutuhkan juga dasar hukum yang rigid serta
pembuktannya, dalam hukum positif indonesia, sanksi pelanggaran yang terjadi oleh
parap elintas asing dalam ALKI dikembalikkan kepada sanksi internasional dan sanksi

administratif."

., JDFWYV
A. Terbentuknya Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)

Kerangka hukum Indonesia terkait UNCLOS tidak hanya mencakup
Undang-Undang No 17 Tahun 1985 tentang pengesahan United Nations
Convention on the Law of The Sea (UU ALKI), tetapi juga Peraturan Pemerintah
Nomor 37 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara
Asing dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan melalui Alur Laut
yang Ditetapkan (PP ALKI), yang bersama-sama mengakui dan memberikan

dasar hukum bagi Indonesia sebagai negara kepulauan.'

Pengakuan dan kerangka hukum untuk negara kepulauan di Indonesia

dimulai dengan Deklarasi Djuanda, yang mengafirmasi karakter kepulauan

United  Nations  Convention on the law of the sea - sxidl &Y. (nd).
https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf

PART IV-ARCHIPELAGIC STATES

%Pelopor Wiratama. (2023, March 15). Tni Al Kerahkan Tiga Kri Dalam Patroli Bersama Yang di Gelar
Bakamla ri. Pelopor Wiratama.
https://peloporwiratama.co.id/2023/03/15/tni-al-kerahkan-tiga-kri-dalam-patroli-bersama-yang-di-gelar-bakamla
-1/

Alutsista TNI AL

"Peraturan  menteri  Kelautan Dan  perikanan  Republik  indonesia ~ Dengan .. (n.d.-a).
https://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/DitJaskel/publikasi%20materi/Publikasi 1/6
%20PERMEN-KP%202017%200TK.pdf

Sanksi Pelanggaran

2PP No. 37/2002. PP No. 37 tahun 2002 Tentang Hak Dan Kewajiban kapal Dan Pesawat udara asing Dalam
Melaksanakan hak Lintas Alur Laut Kepulauan Melalui Alur Laut Kepulauan Yang ditetapkan [JDIH bpk ri].
(n.d.). https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/52448

Pasal 7
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Indonesia yang unik dan bertujuan untuk menentukan batas wilayah Indonesia
sesuai dengan prinsip negara kepulauan."’ Deklarasi ini kemudian diikuti oleh
pengesahan Undang-Undang No 17 Tahun 1985 sebagai pengakuan formal
terhadap “UNCLOS” sebagai bagian dari Hukum Positif Indonesia. Selain itu,
Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2002 mengatur tentang pengelolaan sumber
daya alam hayati dan non-hayati di wilayah pengelolaan Indonesia, termasuk di
perairan kepulauan, mengacu pada prinsip-prinsip UNCLOS dalam mengatur
pengelolaan sumber daya alam di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan wilayah
laut di sekitar kepulauan. Selanjutnya, Undang-Undang No. 6 Tahun 1996, yang
dikenal sebagai Undang-Undang Wilayah Laut Indonesia, juga mengatur tentang
batas-batas wilayah laut Indonesia, termasuk perairan di sekitar kepulauan,
mengacu pada prinsip-prinsip UNCLOS dan mengakui kewenangan dan
kedaulatan Indonesia atas wilayah laut di sekitar kepulauannya'!, UU No. 6/1996
kemudian dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang No.32 Tahun 2014

tentang Kelautan.

Dengan demikian, UU No. 17/1985 (UU ALKI), PP No. 37/2002 (“PP
ALKI”) menjadi bagian dari kerangka hukum Indonesia yang
mengimplementasikan “UNCLOS” dan mengatur pengelolaan sumber daya alam
dan wilayah laut di sekitar kepulauan, serta mengakui kewenangan dan
kedaulatan Indonesia atas wilayah laut di sekitar kepulauannya. UU ALKI dan
“PP ALKI” merupakan upaya penegakkan hukum dari UUD 1945 Pasal 25A
yang mengamanatkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah
negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan

hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang."

BImaduddin, A. H. (2022, December 13). Sejarah 13 Desember: Deklarasi Djuanda, Begini Isi Dan Tujuannya.
Tempo.
https://nasional.tempo.co/read/1667853/sejarah-13-desember-deklarasi-djuanda-begini-isi-dan-tujuannya#:~:text
=TEMPO.C0%2C%?20Jakarta%20%2D%?20Deklarasi,hingga%20membentuk%20satu%20kesatuan%20wilayah
Deklarasi Djuanda bertujuan untuk menegaskan bahwa wilayah laut di Indonesia termasuk perairan di antara
pulau hingga membentuk satu kesatuan wilayah.
4 Waas, R. M. (2016, June 15). Penegakan Hukum di Kawasan Alur Laut kepulauan Indonesia (Alki) Menurut
Konsepsi Hukum internasional Dan Hukum nasional Indonesia. Sasi.
https://www.neliti.com/publications/315972/penegakan-hukum-di-kawasan-alur-laut-kepulauan-indonesia-alki-
menurut-konsepsi-h

" HZDQ 3HZ DNDQ 5DN DV UHSXEDN , QGRQ-MD QG D
KWV ZZZ GSUIRIG GRNER] (R\WXP H)Q ) B B 3)
88’

Collasa 2023 Legal Development Division
ALSA Local Chapter Universitas Brawijaya



Collective Files of ALSA 6

PP No. 37/2002 (“PP ALKI”) merupakan perwujudan dari teori ALKI'
yang menjadi produk sejak awal pengesahan UNCLOS." ALKI merupakan
wilayah atau alur kelautan kepulauan yang dapat dilewati oleh pesawat dan kapal
asing tanpa dibutuhkannya pemberhentian oleh Indonesia, agar perjalanan dapat
berjalan dengan langsung, cepat, dan tidak terputuskan.'* Meskipun begitu,
terdapat beberapa syarat yang memperbolehkan kapal dan pesawat asing untuk

melewati wilayah teritorial suatu negara."”
B. Indonesia memiliki tantangan dalam penegakkan dan pengaturan ALKI

Meskipun terbentuknya Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) merupakan
hasil dari perjanjian UNCLOS yang diakui secara internasional, namun
implementasinya tidak terlepas dari tantangan dan kendala yang harus dihadapi
oleh Indonesia. Sebagai negara kepulauan, Indonesia harus mematuhi ketentuan
UNCLOS dalam mengatur alur lalu lintas udara dan laut, yang melibatkan
persyaratan yang kompleks untuk memfasilitasi transit dan perjalanan
internasional, sehingga memerlukan pengaturan wilayah dan kedaulatan laut

kepulauan yang kompleks.

Kewajiban Indonesia untuk memenuhi persyaratan UNCLOS dalam
mengatur alur lalu lintas udara dan laut dapat menjadi beban yang signifikan. UU
No. 17/1985 (“UU ALKI”) yang mengesahkan UNCLOS sebagai bagian dari
Hukum Positif Indonesia, serta PP No. 37/2002 (“PP ALKI” yang mengatur
implementasinya, mengharuskan Indonesia untuk memastikan bahwa ALKI yang

ditetapkan memenuhi ketentuan UNCLOS, termasuk dalam menyusun alur lalu

:Dbv 5 0 -XH SHQHIDNDQ +XNXP G, 2 DMDQ $ AU/ DXVINHSXOXDQ , QGRQ-MD  $OL
OHQXWW . ROHSUL  +XI\WXP IOMOMRQO ' DQ  +XNP QMRQDO  ,QGRG-MD 6DV
KWMBV ZZZ CHWFRP SXEGDWRQY SHHIDNDQ KXNXP - G NDZ DVDQ DU @XVNHSXOXDQ 1OGRQ
HMD DOL P HOXUKMNRQUHSMLK
"United  Nations  Convention on the law of the sea - saidl AN (nd).
https://www.un.org/depts/los/convention agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf
PART IV-ARCHIPELAGIC STATES
BUU No. 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan United Nations Convention on the law of the sea (konvensi

perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut) [JDIH bpk ri]. (n.d.).
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/46968 )
“United  Nations  Convention on the law of the sea - s=idl Y. (nd).

https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf
SECTION 3. INNOCENT PASSAGE IN THE TERRITORIAL SEA
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lintas udara dan laut yang rumit dan memenuhi syarat. Syarat dan ketentuan yang
rumit tersebut dapat ditemukan dalam PP No. 37/2002, di antaranya sebagai
berikut:

1. Pasal 1a
Alur laut kepulauan adalah alur laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
butir 8 Undang-undang yang ditetapkan sebagai alur untuk pelaksanaan Hak

Lintas Alur Laut Kepulauan

2. Pasal 1b
Undang-undang adalah Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang perairan

Indonesia

3. Pasal 2
Kapal dan pesawat udara asing dapat melaksanakan Hak Lintas Alur Laut
Kepulauan, untuk pelayaran atau penerbangan dari satu bagian laut bebas atau
zona ekonomi eksklusif ke bagian lain laut bebas atau zona ekonomi eksklusif

melintasi laut teritorial dan perairan kepulauan Indonesia.

4. Pasal 4 ayat (1)
Kapal dan pesawat udara asing yang melaksanakan Hak Lintas Alur Laut
Kepulauan harus melintas secepatnya melalui atau terbang di atas alur laut
kepulauan dengan cara normal, semata-mata untuk melakukan transit yang

terus-menerus, langsung, cepat, dan tidak terhalang

5. Pasal 7 ayat (2)
Kapal asing sewaktu melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan dalam
suatu alur laut di mana telah ditetapkan suatu Skema Pemisah Lintas untuk
pengaturan keselamatan pelayaran, wajib menaati pengaturan Skema Pemisah

Lintas tersebut.

PP No. 37/2002 menggunakan UU No0.6/1996 (“UU Perairan™) sebagai
dasar Undang-undang untuk mengatur hak dan kewajiban kapal dan pesawat
udara asing dalam melaksanakan hak lintas alur laut kepulauan melalui alur laut
kepulauan yang ditetapkan. Namun, UU No.6/1996 dicabut dan digantikan oleh
UU No. 32/2014 tentang Kelautan (“UU Kelautan”). Terdapat beberapa
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pasal-pasal dalam UU No0.6/1996 yang belum diatur lebih lanjut dalam “UU
Kelautan”. Contohnya adalah seperti dalam Pasal 1a dan pasal-pasal selanjutnya
PP No0.37/2002 menjelaskan bahwa undang-undang yang dimaksud adalah UU
No.6/1996 dan hal-hal yang dimaksud di dalamnya belum diatur dalam “UU
Kelautan”. Pasal-Pasal yang dimaksud dalam UU Perairan adalah bahwa ALKI
merupakan suatu alur laut yang dilewati kapal atau pesawat udara asing dengan
tujuan melakukan transit yang terus-menerus, langsung, dan secepat mungkin
serta tidak terhalang serta dalam melakukan transit tersebut dalam perlindungan
sepenuhnya Indonesia. Indonesia juga dibatasi dalam melakukan penentuan
ALKI dengan persyaratan seperti di Pasal 1 ayat (8) dan juga skema ALKI
tersebut harus disetujui terlebih dahulu seperti yang dijelaskan dalam Pasal 19
ayat (4).

“Pasal 19 ayat (4): Dalam menentukan atau mengganti alur laut atau skema
pemisah lalu lintas, Pemerintah Indonesia harus mengajukan usul kepada
organisasi internasional yang berwenang untuk mencapai kesepakatan

bersama.”

Pasal tersebut menerangkan bahwa ALKI merupakan suatu alur laut yang
dilewati kapal atau pesawat udara asing dengan tujuan melakukan transit yang
terus-menerus, langsung, dan secepat mungkin serta tidak terhalang serta dalam
melakukan transit tersebut dalam perlindungan sepenuhnya Indonesia. Indonesia
juga dibatasi dalam melakukan penentuan ALKI dengan persyaratan seperti di
Pasal 1 ayat (8) dan juga skema ALKI tersebut harus disetujui terlebih dahulu
seperti yang dijelaskan dalam Pasal 19 ayat (4). UU Perairan sudah dicabut dan
digantikan oleh UU Kelautan, namun PP ALKI masih menggunakan dan
membutuhkan pasal-pasal dari UU Perairan tersebut, sehingga secara hukum UU
Perairan tidak relevan, UU Kelautan harus dapat melengkapi dan mengisi
kebutuhan daripada PP ALKI ataupun dibutuhkannya PP baru untuk mencabut
PP ALKI tersebut untuk kecakapan hukum,

Di samping itu, dalam menerapkan prinsip negara kepulauan yang diakui
dalam UNCLOS, Indonesia harus menghadapi tuntutan untuk melindungi

kepentingan nasional, mengelola sumber daya alam, dan menjaga keberlanjutan
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lingkungan laut. Implementasi ALKI sebagai langkah konkret dalam memastikan
batas-batas wilayah NKRI sesuai dengan prinsip negara kepulauan yang diakui
dalam Deklarasi Djuanda juga dapat memerlukan upaya dan sumber daya yang
signifikan. Upaya dan sumberdaya tersebut merupakan tantangan bagi negara
kepulauan seperti Indonesia dikarenakan begitu luasnya wilayah maritim dan alat

kelengkapan yang dibutuhkan untuk menegakkan hukum.
C. Kekosongan hukum yang mengatur tentang delik atau unsur-unsur pelanggaran

Dalam konteks Hukum Positif Indonesia saat ini, terdapat kekosongan
hukum (4bsence Of Law) yang mengenai pengaturan delik atau unsur-unsur serta
sanksi yang dapat dikenakan terhadap kapal dan pesawat udara yang melanggar
dalam melaksanakan hak lintas alur laut kepulauan (ALKI)*. Meskipun
UNCLOS, UU No. 37 Tahun 2002, dan peraturan sejenisnya mengatur tentang
ALKI serta hak dan kewajiban para pihak untuk mematuhinya, namun belum
secara tuntas mengatur syarat-syarat yang memungkinkan kapal dan pesawat

asing melintas jalur yang telah ditentukan.

Peraturan yang ada belum secara komprehensif mengatur unsur-unsur delik
atau pelanggaran terhadap ALKI, termasuk sanksi yang dapat dikenakan kepada
pihak yang melanggar. Belum ada ketentuan yang jelas mengenai jenis
pelanggaran, kriteria penentuan pelanggaran, serta sanksi yang sesuai. Selain itu,
ketentuan mengenai penegakan hukum terhadap pelanggaran ALKI juga belum
cukup jelas, termasuk prosedur, wewenang, dan kewajiban lembaga penegak
hukum yang terlibat. Kekosongan hukum ini menjadi suatu tantangan bagi
Indonesia dalam menjaga kedaulatan negara serta melindungi wilayah dan
perairan kepulauan dari pelanggaran terhadap ALKI. Dibutuhkan upaya yang
lebih komprehensif dan terintegrasi dalam mengatur delik atau unsur-unsur serta

sanksi terkait ALKI, sehingga penegakan hukum dapat dilakukan secara efektif

DDV 5 0 XH  3HQUDN\DO +XWKP Q.. [ DVDQ $GU/ DXVINHSXOXDQ , QGRG-MD $OL
OHXUW . ROV +X\NP  IOMDMRIDO ' 0O +XWP  QMRIO ,QGROMD 6D
KWBY ZZZ QHDMFRP SXEGDWRQY SHQHIDNDQ KXNXP - GLNCZ DVDQ DOXU@XWNHSXOXDQ LQGRQ
HVD DOL P HXUMNRQHSVLK
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dan efisien, dan hak-hak Indonesia sebagai negara kepulauan dapat terjaga

dengan baik.?'
vy, BHXOB@BHIXODWLRQV

Pada Polemik ALKI ini, beberapa peraturan yang dapat digunakan untuk

menganalisis dan memiliki korelasi atas tragedi tersebut adalah:

1. United Nations Convention on the Law of The Sea (“UNCLOS 1982”)

2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban
Kapal dan Pesawat Udara Asing dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut
Kepulauan melalui Alur Laut yang Ditetapkan. (“PP No. 37/2002”)

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations
Convention On the Law of The Sea (“UU No. 17/1985”)

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan ( "UU No.
32/2014”)

5. UU No. 24 tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional (“UU No0.24/2002”)

6. Deklarasi Juanda
,9 $QDO\VLYV

Telah dikenal oleh kita semua bahwa dalam hukum positif Indonesia, Asas
pacta sunt servanda memiliki makna bahwa setiap perjanjian yang sah harus
dihormati dan ditaati sebagai undang-undang oleh pihak yang membuatnya.” Hal ini
juga berlaku dalam konteks pengesahan United Nations Convention on the Law of the
Sea (UNCLOS) yang diatur UU UNCLOS. Sebagai negara kepulauan, Indonesia telah
mengikat dirinya kepada perjanjian internasional UNCLOS yang mengakui status
Indonesia sebagai negara kepulauan dan memberikan hak serta kewajiban terkait laut
kepada Indonesia. Oleh karena itu, adalah penting bagi Indonesia untuk mematuhi dan
melaksanakan kewajiban yang ditetapkan dalam UNCLOS, sejalan dengan prinsip

Asas pacta sunt servanda dalam hukum positif. Prinsip Asas pacta sunt servanda

DV 5 0 -XQH SHQHIDNDQ +X\XP Q.. 07 DVMDQ $GU/ DXVWNHSX@XDQ , QGRGHMD  $OL
OHXUW . ROMHSUL  +XNXP IOMOMRIO ' D0 +X\WP QOMRQDD  ,QGRO-MD  6D\L
KWBV ZZZ QHDAMFRP SXETDAWRQ/ SHQHIDNDQ KXNXP G NDZ DVDQ DU GXWNHSXOXDQ LQGRQ
HVD DOL P HOXUAMWMNRQHSMLK
. 8+3HU
Collasa 2023 Legal Development Division

ALSA Local Chapter Universitas Brawijaya



Collective Files of ALSA 11

menegaskan pentingnya menghormati perjanjian yang telah dibuat sebagai landasan
hukum yang mengikat. Dalam konteks pengesahan UNCLOS, Indonesia memiliki
kewajiban untuk mematuhi dan melaksanakan hak dan kewajiban yang diberikan oleh
UNCLOS sebagai perjanjian yang telah dikaitkan.”

Namun, beban dan masalah yang dihadapi Indonesia akibat perjanjian
UNCLOS juga perlu diperhatikan. Sebagai negara dengan wilayah maritim yang luas,
Indonesia menghadapi berbagai tantangan, seperti illegal, unreported, and
unregulated (IUU) fishing, sengketa batas maritim, dan kerusakan lingkungan di
perairannya.** Demikian, meskipun menghadapi tantangan dalam implementasi ALKI,
langkah ini sejalan dengan prinsip-prinsip UNCLOS yang mengatur kebebasan
navigasi dan hak-hak negara-negara tetangga dalam berlayar melalui laut teritorial dan
zona ekonomi eksklusif negara kepulauan.® Oleh karena itu, ALKI dapat dianggap
sebagai langkah yang diperlukan untuk mematuhi kewajiban internasional Indonesia
sebagai negara kepulauan, meskipun harus menghadapi tantangan dalam pengaturan
alur lalu lintas udara dan laut yang memenubhi syarat sesuai ketentuan UNCLOS.

A) Regulasi Hukum Internasional mengenai ALKI

Meskipun terikat oleh UNCLOS, Indonesia telah menghadapi sejumlah
beban dan masalah dalam implementasi perjanjian internasional tersebut. Salah
satunya adalah masalah illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing, di
mana kapal-kapal penangkap ikan asing secara ilegal masuk ke wilayah Zona
Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.*® Negara-Negara tersebut melanggar Article
62 UNCLOS yang mengatur Utilization of the living resources, dimana di dalam
artikel tersebut mengatur permasalahan-permasalahan yang disebut di atas.
Praktik ini telah merugikan ekonomi Indonesia dan mengakibatkan penurunan

sumber daya laut yang berdampak pada keberlanjutan sektor perikanan dan

88 1R VEKXQ 7HOEQ) 3HUIDQMDQ ,QMODMRQDO >' ,+ ESN U@ QG
KWV SHIDWDQESNJRIG+RPH' HEY XXQR VIKXQ

3HIBQNDQ , QMLDMRDO

DDV 5 0 XQH  SHQHIDNDO +XWKP Q.. [Z DVOQ $OU/ DXVIWNHSXOXDQ , QGRO-MD  $OL
OHXUXW . ROV  +X\WP  IOMOMRIO ' DO +XWP  QMRIO ,QGROMD 6D\
KWBV ZZZ QHDNFRP SXEGDARQY SHQHIDNDQ KXNXP G NDZ DVDQ DU OXWNHSXOXDQ LQGRQ
HVD DOLP HXUMMRNRQHSMLK

. HP HOMUDQ . HOXUIQ ' DO SHUNDQDQ .3 QG
KWBY N\S JRIG GS\VA\S N\S VEQINDS GXD NDSDODMQI SHDNX LGB DOIVKIQ) GL OXWQDW
XQD X\ED

YOEDQ. HOP DQDQ/ DXW HEVM QG E
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kelautan. Pada 17 Agustus 2021, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)
menangkap dua kapal asing pelaku illegal fishing di laut Natuna Utara. Kedua
kapal berbendera Vietnam tersebut melakukan aksi pencurian ikan di Wilayah
Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 711 Natuna Utara.”’

Dalam upaya penyelesaian sengketa-sengketa ALKI yang muncul seperti
sengketa yang di atas, Indonesia menghadapi tantangan dalam menyelesaikan
sengketa batas maritim dengan negara tetangga, yang melibatkan kompleksitas
wilayah kepulauan Indonesia dan perselisihan batas maritim yang memerlukan
upaya diplomasi yang hati-hati serta negosiasi yang rumit. Proses penyelesaian
sengketa batas maritim ini memerlukan waktu, sumber daya, dan upaya yang
signifikan dari pemerintah Indonesia. Penyelesaian sengeketa tersebut dapat
dilihat dalam UU No. 17/1985 Angka 13 sebagai berikut “Konvensi ini mengatur
sistem penyelesaian sengketa, dimana negara-negara peserta berkewajiban untuk
tunduk pada salah satu daripada lembaga penyelesaian sengketa sebagai berikut :
“Mahkamah Internasional (ICJ), Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut,
Arbitrasi Umum atau Arbitrasi Khusus. Konvensi 1982 ini membentuk
Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut sebagai mahkamah tetap (standing
tribunal) dan Arbitrasi Umum serta Arbitrasi Khusus sebagai mahkamah ad hoc
(ad hoc Tribunal)” *®

Masalah lingkungan juga menjadi perhatian serius di perairan Indonesia.
Aktivitas manusia yang merusak ekosistem laut, seperti pencemaran,
penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan, kerusakan terumbu karang, dan

degradasi lingkungan laut, telah menghadirkan tantangan dalam menjaga

Yvene) . HDP DQDQ / DXW ZHEVWM QG
KWBY EDNDP @ JR G SXEGFDWRQ GHEIBQHZ V RSHIDVL DNKIUMEKXQ EDNDP @ UL VBQINDS NDSDOYIHDP
P HQRXULINDQ G OXWCQDYQD XVEAD
, @0 DO LMKIQ]

BUU No. 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan United Nations Convention on the law of the sea (konvensi

perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut) [JDIH bpk ri]. (n.d.-a).

https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/46968
Penyelesaian Sengketa Konvensi menentukan bahwa setiap Negara Peserta Konvensi harus
menyelesaikan suatu sengketa mengenai penafsiran dan penerapan Konvensi melalui jalan damai
sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 3 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Konvensi ini mengatur
sistem penyelesaian sengketa, dimana negara-negara peserta berkewajiban untuk tunduk pada salah
satu daripada lembaga penyelesaian sengketa sebagai berikut : Mahkamah Internasional (I.C.J.),
Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut, Arbitrasi Umum atau Arbitrasi Khusus
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keberlanjutan sumber daya kelautan Indonesia.”” Pengelolaan sumber daya
kelautan yang kompleks dan pengawasan yang terbatas menjadi tantangan dalam
melindungi dan mengelola sumber daya kelautan secara berkelanjutan.
Pengaturan hal tersebut dapat dilihat dalam Article 145 tentang Protection of the
marine environment dalam UNCLOS.

Dalam implementasi regulasi-regulasi dari Hukum Internasional tersebut,
masih terdapat kurangnya partisipasi dan kepatuhan dari segala pihak dan unsur
negara asing yang melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan aturan ALKI.
Regulasi dari Hukum Internasional tersebut tidak memiliki pengaturan delik
untuk sanksi dan penyelesaian sengketa nya serta segala kebijakan dan penentuan
dari ALKI harus mendapatkan perizinan terlebih dahulu dari Organisasi

Internasional.*°

Hal- Hal tersebut menyebabkan belum dapat teratasi polemik
yang dialami Indonesia meskipun sudah terdapat upaya dari Hukum
Internasional.

Dalam menghadapi beban dan masalah tersebut, Indonesia perlu
menghadirkan solusi yang komprehensif dan berkelanjutan. Hal ini melibatkan
kerjasama antar lembaga pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan
partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dan pengelolaan sumber daya
kelautan. Selain itu, peningkatan kapasitas, penegakan hukum yang tegas, dan
tindakan preventif terhadap IUU fishing perlu diperkuat untuk melindungi
sumber daya kelautan Indonesia. Diperlukan pula upaya diplomasi yang efektif
dalam menyelesaikan sengketa batas maritim dengan negara tetangga serta upaya
penguatan pengelolaan lingkungan laut yang berbasis ilmiah dan berwawasan
berkelanjutan.

B) Tindakan Pemerintah dalam upaya mempertahankan ALKI

Tindakan pemerintah Indonesia dalam meminimalisir terjadinya

pelanggaran di wilayah ALKI (Zona Laut Kepulauan Indonesia) melibatkan

PWaas, R. M. (2016, June 15). Penegakan Hukum di Kawasan Alur Laut kepulauan Indonesia (Alki) Menurut
Konsepsi Hukum internasional Dan Hukum nasional Indonesia. Sasi.
https://www.neliti.com/publications/315972/penegakan-hukum-di-kawasan-alur-laut-kepulauan-indonesia-alki-
menurut-konsepsi-h

United  Nations  Convention on the law of the sea - sxill &Y. (nd).
https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf

PART IV-ARCHIPELAGIC STATES
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beberapa langkah konkret. Salah satunya adalah memperkuat pengawasan
keselamatan di wilayah perairan Indonesia. Hal ini dilakukan melalui
peningkatan jumlah kapal patroli, penggunaan teknologi canggih seperti radar
dan sistem pemantauan satelit, serta peningkatan kemampuan personel pengawas

laut untuk melakukan patroli dan pengawasan di laut.’!

Selain itu, pemerintah juga merancang aturan yang tepat untuk mencegah
terjadinya pelanggaran di wilayah perairan Indonesia. Beberapa undang-undang
telah diterbitkan untuk mengatur aspek yang berhubungan dengan perairan,
pelayaran, perikanan, landas kontinen, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia.
Undang-undang tersebut antara lain Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996
tentang Perairan Indonesia, yang mengatur tentang pengelolaan dan perlindungan
sumber daya alam di perairan Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008
tentang Pelayaran, yang mengatur tentang pelayaran dan keselamatan di laut.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang mengatur
tentang pengelolaan sumber daya perikanan di perairan Indonesia.
Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perairan Indonesia, yang
mengatur tentang penggunaan dan perlindungan perairan Indonesia.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia, yang
mengatur tentang pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam di landas
kontinen Indonesia. Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Dan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif

Indonesia, yang mengatur tentang pengelolaan zona ekonomi eksklusif Indonesia.

Namun, meskipun sudah ada peraturan yang mengatur wilayah perairan
Indonesia, masih terdapat beberapa faktor yang menyebabkan pelanggaran masih
marak terjadi. Salah satunya adalah sistem penegakan hukum yang belum merata
di berbagai wilayah perairan Indonesia.’> Beberapa wilayah perairan mungkin

memiliki akses terbatas terhadap sumber daya dan infrastruktur yang diperlukan

31(Wiratama, 2023)

32Waas, R. M. (2016, June 15). Penegakan Hukum di Kawasan Alur Laut kepulauan Indonesia (Alki) Menurut
Konsepsi Hukum internasional Dan Hukum nasional Indonesia. Sasi.
https://www.neliti.com/publications/315972/penegakan-hukum-di-kawasan-alur-laut-kepulauan-indonesia-alki-
menurut-konsepsi-h
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untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum yang efektif.”* Selain itu,
kurangnya integrasi antara instansi-instansi yang bertanggung jawab di bidang
laut dan perikanan juga menjadi kendala, sehingga pengawasan dan penindakan

terhadap pelanggaran menjadi tidak optimal.*

Oleh karena itu, pemerintah Indonesia menganggap perlu untuk membentuk
lembaga penegakan hukum terpadu yang dapat mengkoordinasikan upaya
penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia. Lembaga ini diharapkan dapat
mengintegrasikan berbagai instansi yang terlibat, termasuk TNI AL (Tentara
Nasional Indonesia Angkatan Laut), KKP (Kementerian Kelautan dan

Perikanan), dan instansi terkait.
9 &RQFOXVLRQ

Perjanjian UNCLOS dan pengesahannya oleh Indonesia merupakan langkah
yang tepat menuju kepada pengakuan Internasional terhadap Hukum dan Kedaulatan
Indonesia. Dalam UNCLOS, Indonesia diberikan kedaulatan penuh untuk mengatur
segala wilayah yang berada dibawahnya termasuk Laut teritorial dan Ruang Udara di
atasnya. Akan tetapi terdapat persyaratan dan aturan yang memperbolehkan pihak
asing untuk masuk dan keluar wilayah Indonesia dengan bebas. Delik dan sanksi
daripada persyaratan dan aturan tersebut yang masih belum diatur serta kemampuan
Indonesia dalam mengkoordinasikan dan mengintegrasikan instansi penegakkan
hukum merupakan ancaman dan polemik terhadap ALKI. Dibutuhkannya
aturan-aturan untuk mengisi kekosongan hukum tersebut serta tindakan lebih lanjut
dari pemerintah untuk mewujudkan penegakkan hukum yang terintegrasi demi
mempertahankan Perjanjian Internasional tersebut tanpa meningkatkan ancaman

terhadap kedaulatan dan keamanan Indonesia.

¥Waas, R. M. (2016, June 15). Penegakan Hukum di Kawasan Alur Laut kepulauan Indonesia (Alki) Menurut
Konsepsi Hukum internasional Dan Hukum nasional Indonesia. Sasi.
https://www.neliti.com/publications/315972/penegakan-hukum-di-kawasan-alur-laut-kepulauan-indonesia-alki-
menurut-konsepsi-h

3*Waas, R. M. (2016, June 15). Penegakan Hukum di Kawasan Alur Laut kepulauan Indonesia (Alki) Menurut
Konsepsi Hukum internasional Dan Hukum nasional Indonesia. Sasi.
https://www.neliti.com/publications/315972/penegakan-hukum-di-kawasan-alur-laut-kepulauan-indonesia-alki-
menurut-konsepsi-h
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SHIHUHQFHYV
United Nations Convention on the Law of the Sea (1982)

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat
Udara Asing dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan melalui Alur Laut yang
Ditetapkan

UU No. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention On the Law of The

Sea

UU No. 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia
UU No. 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan
Deklarasi Juanda

Sovereignty, Security and Prosperity: Indonesia and the UN Convention on the Law of
the Sea | FULCRUM. (2022, August 30). FULCRUM.

he-law-of-the-sea/

Yulianti, C. (2022, November 24). Deklarasi Djuanda: Sejarah, Isi, dan Tujuannya
dalam Memperjuangkan RI Detikedu.
hitps://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6422970/deklarasi-djuanda-sejarah-isi-dan-tujuanny

a-dalam-memperjuangkan-ri#:~:text=Sejarah%20Deklarasi%20Djuanda&text=0rdonansi

2%20tersebut%20berisikan%20bahwa%20lebar,pantai®20masing%2Dmasing %2 0pulau?620

Indonesia.

Butcher, J. G. (2017, May 11). How did Indonesia become an archipelagic state? |
The Strategist. The Strategist.

https://www.aspistrategist.org.au/indonesia-became-archipelagic-state/#:~:text=Eventually?

2C%20in%201982%2C%20Indonesia%20gained, over%20their%20'archipelagic%20waters'

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2002
TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN KAPAL DAN PESAWAT UDARA ASING DALAM
MELAKSANAKAN HAK LINTAS ALUR LAUT KEPULAUAN MELALUI ALUR LAUT
KEPULAUAN YANG DITETAPKAN. (n.d.).
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https://fulcrum.sg/sovereignty-security-and-prosperity-indonesia-and-the-un-convention-on-the-law-of-the-sea/
https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6422970/deklarasi-djuanda-sejarah-isi-dan-tujuannya-dalam-memperjuangkan-ri#:~:text=Sejarah%20Deklarasi%20Djuanda&text=Ordonansi%20tersebut%20berisikan%20bahwa%20lebar,pantai%20masing%2Dmasing%20pulau%20Indonesia
https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6422970/deklarasi-djuanda-sejarah-isi-dan-tujuannya-dalam-memperjuangkan-ri#:~:text=Sejarah%20Deklarasi%20Djuanda&text=Ordonansi%20tersebut%20berisikan%20bahwa%20lebar,pantai%20masing%2Dmasing%20pulau%20Indonesia
https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6422970/deklarasi-djuanda-sejarah-isi-dan-tujuannya-dalam-memperjuangkan-ri#:~:text=Sejarah%20Deklarasi%20Djuanda&text=Ordonansi%20tersebut%20berisikan%20bahwa%20lebar,pantai%20masing%2Dmasing%20pulau%20Indonesia
https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6422970/deklarasi-djuanda-sejarah-isi-dan-tujuannya-dalam-memperjuangkan-ri#:~:text=Sejarah%20Deklarasi%20Djuanda&text=Ordonansi%20tersebut%20berisikan%20bahwa%20lebar,pantai%20masing%2Dmasing%20pulau%20Indonesia
https://www.aspistrategist.org.au/indonesia-became-archipelagic-state/#:~:text=Eventually%2C%20in%201982%2C%20Indonesia%20gained,over%20their%20'archipelagic%20waters
https://www.aspistrategist.org.au/indonesia-became-archipelagic-state/#:~:text=Eventually%2C%20in%201982%2C%20Indonesia%20gained,over%20their%20'archipelagic%20waters
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https.:.//www.regulasip.id/book/7356/read#:~:text=KEPULAUAN%20YANG%20DITETAPKA
N-,PERATURAN%20PEMERINTAH%20REPUBLIK%20INDONESIA%20NOMOR %2037 %

20TAHUN%202002%20TENTANG%20HAK. ALUR%20LAUT%20KEPULAUAN%20YANG
%20DITETAPKAN

UU No. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on The Law
of The Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut) [JDIH BPK RI].
(n.d.). https.//peraturan.bpk.go.id/Home/Details/46968

http://www.ppk-kp3k.kkp.co.id/sandbox/UU Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indo
nesia.pdf

Badan Keamanan Laut Website. (n.d.).

hitps://bakamla.go.id/publication/detail_news/operasi-akhir-tahun-bakamla-ri-tangka

p-kapal-vietnam-mencuri-ikan-di-laut-natuna-utara

Wiratama, P. (2023, March 15). TNI AL KERAHKAN TIGA KRI DALAM PATROLI
BERSAMA YANG DI GELAR BAKAMLA RI Pelopor Wiratama.
https://peloporwiratama.co.id/2023/03/15/tni-al-kerahkan-tiga-kri-dalam-patroli-bersama-ya
ng-di-gelar-bakamla-ri/

View of Pelanggaran di Wilayah ALKI yang Dilakukan oleh Kapal Asing | Syntax Idea.
(n.d.). https://jurnal.syntax-idea.co.id/index.php/syntax-idea/article/view/999/63 1

Waas, R. M. (2016, June 15). Penegakan Hukum di Kawasan Alur Laut Kepulauan Indonesia
(Alki) Menurut Konsepsi Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia. Neliti.
https://www.neliti.com/id/publications/315972/penegakan-hukum-di-kawasan-alur-laut-kepul
auan-indonesia-alki-menurut-konsepsi-h
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https://www.regulasip.id/book/7356/read#:~:text=KEPULAUAN%20YANG%20DITETAPKAN-,PERATURAN%20PEMERINTAH%20REPUBLIK%20INDONESIA%20NOMOR%2037%20TAHUN%202002%20TENTANG%20HAK,ALUR%20LAUT%20KEPULAUAN%20YANG%20DITETAPKAN
http://www.ppk-kp3k.kkp.go.id/sandbox/UU_Nomor_6_Tahun_1996_Tentang_Perairan_Indonesia.pdf
http://www.ppk-kp3k.kkp.go.id/sandbox/UU_Nomor_6_Tahun_1996_Tentang_Perairan_Indonesia.pdf
https://bakamla.go.id/publication/detail_news/operasi-akhir-tahun-bakamla-ri-tangkap-kapal-vietnam-mencuri-ikan-di-laut-natuna-utara
https://bakamla.go.id/publication/detail_news/operasi-akhir-tahun-bakamla-ri-tangkap-kapal-vietnam-mencuri-ikan-di-laut-natuna-utara
https://peloporwiratama.co.id/2023/03/15/tni-al-kerahkan-tiga-kri-dalam-patroli-bersama-yang-di-gelar-bakamla-ri/
https://peloporwiratama.co.id/2023/03/15/tni-al-kerahkan-tiga-kri-dalam-patroli-bersama-yang-di-gelar-bakamla-ri/
https://jurnal.syntax-idea.co.id/index.php/syntax-idea/article/view/999/631
https://www.neliti.com/id/publications/315972/penegakan-hukum-di-kawasan-alur-laut-kepulauan-indonesia-alki-menurut-konsepsi-h
https://www.neliti.com/id/publications/315972/penegakan-hukum-di-kawasan-alur-laut-kepulauan-indonesia-alki-menurut-konsepsi-h

Collective Files of ALSA 18

ALSA JURIST OPINIA

ALSA Local Chapter Universitas Brawijaya
Board of 2022/2023

Tinjauan Sengketa Laut Cina Selatan antara RRC dengan Indonesia Berdasarkan

Sumber Hukum Internasional dan Hukum Positif Indonesia
Raihan Muhammad Rahmadi
, ,VV XH

Laut Natuna Utara adalah perairan yang terletak di sebelah utara Kepulauan
Natuna, Indonesia. Wilayah ini menjadi sumber konflik antara Indonesia dan RRC
terkait klaim kedaulatan atas perairan tersebut. Konflik antara Indonesia dan RRC
telah berlangsung dari tahun 1947 sampai sekarang. Konflik Laut Natuna Utara
ditengarai ketika kapal penjaga pantai RRC memasuki wilayah tersebut tanpa izin dari
pemerintah Indonesia dan menangkap ikan di perairan yang dianggap oleh Indonesia
sebagai zona ekonomi eksklusif (“ZEE”).>> Indonesia menegaskan bahwa wilayah
tersebut adalah bagian dari wilayah kedaulatan Indonesia berdasarkan hukum
internasional, seperti yang termasuk dalam United Nations Convention on The Law

Of The Sea (“UNCLOS 19827).%

Ketegangan antara Indonesia dan RRC semakin meningkat pada tahun 2019
ketika RRC kembali melakukan eksploitasi sumber daya laut di wilayah Laut Natuna
Utara. Pemerintah Indonesia mengeluarkan pernyataan resmi menolak klaim RRC atas
perairan tersebut dan mengirimkan kapal perang untuk memperkuat penjagaan
wilayah. Indonesia juga meningkatkan kerjasama dengan negara-negara Association

of Southeast Asian Nations (“ASEAN”) dan Amerika Serikat untuk menyelesaikan

3Kronologi Konflik Di Laut Natuna, China Tuntut Indonesia Setop Pengeboran Migas, Klaim Sebagai
Wilayahnya Halaman All - Kompas.com.” KOMPAS.com, 4 Dec. 2021,
www.kompas.com/global/read/2021/12/04/070338470/kronologi-konflik-di-laut-natuna-china-tuntut-indonesia-
setop-pengeboran?page=all

Kronologi Konflik Di Laut Natuna, China Tuntut Indonesia Setop Pengeboran Migas, Klaim Sebagai
Wilayahnya Halaman All - Kompas.com.” KOMPAS.com, 4 Dec. 2021,
www.kompas.com/global/read/2021/12/04/070338470/kronologi-konflik-di-laut-natuna-china-tuntut-indonesia-
setop-pengeboran?page=all
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konflik ini secara damai dan menghormati hukum internasional.’” Namun, RRC tetap
mengklaim wilayah tersebut sebagai miliknya dan menganggap tindakan Indonesia

sebagai penghalang bagi kepentingan mereka.*®

Konflik Laut Natuna Utara mengancam stabilitas wilayah Asia Tenggara dan
perdamaian global karena melibatkan dua negara besar dengan kepentingan politik
dan ekonomi yang signifikan. Oleh karena itu, penyelesaian konflik ini secara damai
dan berdasarkan hukum internasional menjadi penting untuk menjaga perdamaian dan

stabilitas wilayah tersebut.
., JDFWYV

Pada tahun 2016, konflik ini kembali memanas pada saat RRC meminta
Indonesia memberhentikan pengeboran yang dilakukan di wilayah laut Natuna
Utara.” RRC mengklaim bahwa wilayah itu adalah milik mereka, oleh karena itu
mereka memerintahkan Indonesia untuk tidak melakukan kegiatan pengeboran

minyak di wilayah RRC.

Sedangkan respon dari pithak Indonesia menegaskan bahwa Indonesia yang
mempunyai wilayah laut Natuna Utara.*’ Indonesia menegaskan dengan dasar hukum
laut, yaitu ZEE milik Republik Indonesia di bawah Konvensi PBB mengenai Hukum
Laut pada tahun 1982 atau bisa disebut UNCLOS 1982. Dalam pasal 47 ayat (1)
UNCLOS 1982 menyebutkan bahwa:

“An archipelagic State may draw straight archipelagic baselines joining the
outermost points of the outermost islands and drying reefs of the archipelago

provided that within such baselines are included the main islands and an area

7 “ERAN ASEAN MERESPONS KERJA SAMA MILITER AMERIKA SERIKAT DAN FILIPINA
TERKAIT KONFLIK LAUT CINA SELATAN.”
Https://Intermestic. Unpad.Ac.1d/Index. Php/Intermestic/Article/Download/5/4/, Nov. 2016,
intermestic.unpad.ac.id/index.php/intermestic.

® “Konvensi PBB 1982 Tentang Hukum Laut: Makna Dan Manfaatnya Bagi Bangsa Indonesia |
PERPUSTAKAAN KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA.” PERPUSTAKAAN KOMISI APARATUR SIPIL
NEGARA, 2018, perpustakaan.kasn.go.id/index.php?p=show_detail&id=632&keywords=.

3 “Kronologi LCS Memanas, China Hingga AS Saling Gertak.” Internasional, Indonesia, Cnn. 16 Sept. 2021,
““Kronologi Konflik Di Laut Natuna, China Tuntut Indonesia Setop Pengeboran Migas, Klaim Sebagai
Wilayahnya Halaman All - Kompas.com.” KOMPAS.com, 4 Dec. 2021,
www.kompas.com/global/read/2021/12/04/070338470/kronologi-konflik-di-laut-natuna-china-tuntut-indonesia-
setop-pengeboran?page=all
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in which the ratio of the area of the water to the area of the land, including

atolls, is between 1 to 1 and 9 to 1.4

Dengan demikian, bagi Indonesia sebagai negara kepulauan, keberadaan
Pulau-Pulau Terluar (PPKT) memiliki nilai strategis yang sangat penting karena
berdasarkan UNCLOS 1982, PPKT dianggap sebagai titik asal pulau tersebut.
Baseline kepulauan Indonesia untuk pengukuran dan identifikasi. Batas kepulauan
Indonesia. Negara dengan negara tetangga khususnya mengukur dan menentukan

batas laut teritorialnya.

Selanjutnya, Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat, berdasarkan
pernyataan yang dikemukakan oleh salah satu anggotanya Muhammad Farhan, RRC
melalui  diplomatnya meminta Kementerian Luar Negeri Indonesia untuk
menghentikan kegiatan pengeboran minyak dan gas alam di wilayah Laut Cina
Selatan. Inti dari surat itu berupa permintaan agar Indonesia menghentikan seluruh
kegiatan pengeboran minyak dan gas alam di wilayah Laut Cina Selatan karena RRC

menganggap bahwa kegiatan itu termasuk pelanggaran wilayah.*

Pihak Indonesia menegaskan bahwa tidak akan memberhentikan kegiatan
pengeboran minyak dan gas alam yang dilakukan di wilayah Laut Cina Selatan karena
itu merupakan hal kedaulatan dari Indonesia, meskipun RRC sudah berkali-kali
menuntut Indonesia untuk berhenti melakukan pengeboran di daerah tersebut.®
Seperti yang sudah dijelaskan mengenai pasal 47 ayat (1) UNCLOS 1982 bahwa
Indonesia sebagai negara PPKT memiliki titik awal pada wilayah Laut Cina Selatan
pada UNCLOS 1982 menyatakan bahwa ZEE tersebut milik dari Republik Indonesia
dan pada 2017 Laut Cina Selatan dinamai sebagai Laut Natuna Utara. Oleh karena itu,

RRC merasa keberatan dengan perubahan nama yang diberikan dengan alasan bahwa

“IPasal 47 ayat (1) UNCLOS 1982

“2“Kronologi Konflik Di Laut Natuna, China Tuntut Indonesia Setop Pengeboran Migas, Klaim Sebagai
Wilayahnya Halaman All - Kompas.com.” KOMPAS.com, 4 Dec. 2021,
www.kompas.com/global/read/2021/12/04/070338470/kronologi-konflik-di-laut-natuna-china-tuntut-indonesia-
setop-pengeboran?page=all

“Kronologi Konflik Di Laut Natuna, China Tuntut Indonesia Setop Pengeboran Migas, Klaim Sebagai
Wilayahnya Halaman All - Kompas.com.” KOMPAS.com, 4 Dec. 2021,
www.kompas.com/global/read/2021/12/04/070338470/kronologi-konflik-di-laut-natuna-china-tuntut-indonesia-
setop-pengeboran?page=all
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jalur air tersebut masih berada dalam teritorial Laut Cina Selatan. Hal itu diperkuat

dengan tanda sembilan garis putus-putus (“Nine Dash Line”).*

Nine Dash Line merupakan sembilan garis putus-putus yang dibuat oleh RRC
sendiri.* Pemerintahan RRC menyebutkan bahwa negaranya mempunyai kedaulatan
atas Kepulauan Nansha di Laut China Selatan, dengan perairan yang sama seperti
ZEE karena wilayah tersebut juga telah digunakan oleh warga lokal negara RRC
sebagai tempat aktivitas traditional fishing grounds.*® Akan tetapi berdasarkan
putusan pengadilan arbitrase Den Haag 2016 menyatakan bahwa RRC tidak memiliki
dasar hukum atas Laut RRC Selatan dan putusan menyatakan bahwa tidak
menemukan bukti sejarah bahwa RRC pernah menguasai sumber daya di Laut Cina
Selatan.”” Pada akhirnya pemerintah Indonesia membalas surat yang selama ini RRC
berikan kepada Indonesia bahwa tuntutan yang diajukan oleh RRC ditolak oleh
Indonesia karena landasan terhadap wilayah tersebut sudah sesuai dengan UNCLOS

1982.%%

vy, OXOBDIQBHJIJXODWLRQV
1. United Nations Convention on The Law Of The Sea (“UNCLOS 1982”)
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations
Convention on the Law Of The Sea (“UU No. 17/1985”)
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan (“UU No.32/2014”)
4. Putusan Mahkamah Arbitrase Den Haag 2016 tentang Arbitrase Laut Cina

Selatan
,9 $QDO\VLYV

Sengketa antara Indonesia dengan China terkait perebutan wilayah Laut

Natuna sudah terjadi sejak tahun 1947.* Masalah yang tidak kunjung ada

““Sembilan Garis Putus Tiongkok - Fakultas Hukum Universitas Indonesia.” Fakultas Hukum Universitas
Indonesia, 9 May 2016, law.ui.ac.id/sembilan-garis-putus-tiongkok.

4 Menolak Klaim Historis China “ Nine Dash Line ” Dan Kewenangan Penegakan Kedaulatan®, Jurnal Ilmiah
Hukum Dirgantara, 10.2 (2020),

4 Ini Putusan Lengkap Mahkamah Arbitrase Soal Laut China Selatan.” Detiknews, 12 July 2016,

4 Ini Putusan Lengkap Mahkamah Arbitrase Soal Laut China Selatan.” Detiknews, 12 July 2016,
news.detik.com/internasional/d-3251971/ini-putusan-lengkap-mahkamah-arbitrase-soal-laut-china-selatan.

* Pasal 47 UNCLOS 1982 tentang Garis Pangkal Kepulauan

4 “Kronologi Konflik Di Laut Natuna, China Tuntut Indonesia Setop Pengeboran Migas, Klaim Sebagai
Wilayahnya Halaman All - Kompas.com.” KOMPAS.com, 4 Dec. 2021,
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penyelesaian akhir membuat keadaan politik Indonesia dengan RRC bisa memanas

kapan saja.

Pada Undang-Undang No.17 Tahun 1985 Indonesia secara resmi telah
mengesahkan UNCLOS 1982. Oleh karena itu Indonesia sejak tanggal itu disahkan
otomatis mengacu pada Undang-undang UNCLOS 1982. Sedangkan dasar yang
digunakan oleh RRC dari awal adalah Nine dash line yang dimana hal itu tidak sejalan
dengan konvensi UNCLOS 1982. Nine dash line adalah garis yang dibuat sendiri dan
sepihak oleh RRC dan tidak memperhatikan konvensi hukum laut di bawah PBB atau
UNCLOS.

Klaim RRC atas Laut Natuna Utara dengan alasan historis yang dimana secara
UNCLOS tidak memiliki dasar sama sekali. Pemerintah Indonesia juga sudah
beberapa kali meminta apa yang dimaksud dengan Nine dash line.® Konvensi
UNCLOS 1982 menyebutkan bahwa Laut Natuna Utara masuk ke dalam wilayah
ZEE.*' Padahal RRC juga termasuk dari bagian konvensi tersebut.’® Indonesia berhak
melestarikan dan melindungi atas hak kedaulatan di Laut RRC Selatan.”® Hal ini
sejalan dengan Undang-undang No.32 Tahun 2014 pasal 6 ayat (1),(2), & (3) yang
berbunyi :

1. Wilayah Laut terdiri atas wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi serta laut
lepas dan kawasan dasar laut internasional.

2. Negara Kesatuan Republik Indonesia berhak melakukan pengelolaan dan
pemanfaatan kekayaan alam dan lingkungan Laut di wilayah Laut
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

3. Pengelolaan dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan

hukum internasional.

www.kompas.com/global/read/2021/12/04/070338470/kronologi-konflik-di-laut-natuna-china-tuntut-indonesia-
setop-pengeboran?page=all

% “Menolak Klaim Historis China “ Nine Dash Line ” Dan Kewenangan Penegakan Kedaulatan®, Jurnal Ilmiah
Hukum Dirgantara, 10.2 (2020),

51 Pasal 47 UNCLOS 1982 tentang Garis Pangkal Kepulauan

2. “Ini Putusan Lengkap Mahkamah Arbitrase Soal Laut China Selatan.” Detiknews, 12 July 2016,
news.detik.com/internasional/d-3251971/ini-putusan-lengkap-mahkamah-arbitrase-soal-laut-china-selatan.

3 Mitr. “Konvensi PBB 1982 Tentang Hukum Laut: Makna Dan Manfaatnya Bagi Bangsa Indonesia |
PERPUSTAKAAN KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA.” PERPUSTAKAAN KOMISI APARATUR SIPIL
NEGARA, 2018, perpustakaan.kasn.go.id/index.php?p=show_detail&id=632&keywords=.

Collasa 2023 Legal Development Division
ALSA Local Chapter Universitas Brawijaya



Collective Files of ALSA 23

Berdasarkan pasal-pasal berikut Indonesia berhak untuk memanfaatkan,
mengendalikan, memelihara, dan menegakkan hukum di kawasan tersebut.”* Oleh
karena itu Indonesia mempunyai hak kedaulatan sepenuhnya dengan mengacu pada

UNCLOS 1982.

Dalam hal ini yang Indonesia dapat lakukan adalah memperkuat posisinya di
tingkat regional dan internasional, seperti negara-negara ASEAN dan Amerika
Serikat, untuk memperjuangkan klaim wilayah Laut Cina Selatan secara damai dan
berdasarkan hukum internasional. Indonesia dapat berkoordinasi dengan
negara-negara ASEAN dan Amerika Serikat untuk memperkuat posisi Indonesia pada
sengketa tersebut. Nyatanya sengketa ini telah berlangsung lama dan tidak menemui
titik tengah dalam penyelesaian masalah tersebut. Walaupun secara hukum
internasional dan keputusan mahkamah arbitrase telah memperkuat posisi Indonesia
dan RRC tidak mempunyai dasar hukum yang kuat dalam klaim wilayah Laut Cina

Selatan.

Selanjutnya, Indonesia dapat mengoptimalkan kapasitas pertahanan dan
keamanan nasional. Pemerintah Indonesia perlu meningkatkan kemampuan
pertahanan dan keamanan nasional untuk memperkuat pengawasan wilayah Laut
Natuna Utara. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat kehadiran kapal-kapal
perang dan pesawat militer di wilayah tersebut, sehingga dapat menangkal ancaman
yang muncul dari pihak lain. Walaupun solusi ini terkesan seperti agresi militer, akan
tetapi hal ini juga perlu dilakukan demi menjaga martabat Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Berbeda dengan sebelumnya, selanjutnya solusi yang dapat Indonesia
lakukan adalah melakukan pendekatan dialog dan diplomasi dengan pihak RRC.
Indonesia dapat melakukan dialog dan diplomasi dengan pihak China dengan
menegaskan kembali klaim kedaulatan dan integritas wilayah Laut Natuna Utara

berdasarkan hukum internasional.

Indonesia perlu mengambil tindakan nyata dan lebih baik dalam penyelesaian
kasus Laut Natuna Utara dengan memperkuat posisinya sebagai negara maritim yang
memiliki kedaulatan dan integritas wilayah yang kuat. Untuk mencapai hal ini,

beberapa langkah yang dapat dilakukan adalah:

3 Undang-undang No.32 Tahun 2014 pasal 6 ayat (1),(2) & (3)
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1. Memperkuat kapasitas pertahanan dan keamanan nasional: Indonesia dapat
meningkatkan investasi dalam sektor pertahanan dan meningkatkan kehadiran
militer di wilayah Laut Natuna Utara untuk mempertahankan kedaulatan dan
integritas wilayahnya.

2. Meningkatkan diplomasi dan kerja sama internasional: Indonesia perlu
menjalin hubungan yang kuat dengan negara-negara tetangga dan mitra
strategis lainnya melalui diplomasi yang efektif. Hal ini dapat dilakukan
melalui pertemuan tingkat tinggi, dialog diplomatik, dan negosiasi yang
bertujuan mencapai pemahaman bersama dan penyelesaian yang adil.

3. Melakukan pendekatan dialog dan diplomasi dengan pihak RRC: Indonesia
perlu memperkuat dialog dengan pemerintah Republik Rakyat Tiongkok
(RRC) untuk menyelesaikan perbedaan dan ketegangan terkait Laut Natuna
Utara. Negosiasi yang konstruktif dan berdasarkan hukum internasional dapat

menjadi langkah penting dalam mencapai penyelesaian yang damai.

Dengan mengambil langkah-langkah ini, Indonesia dapat mempertahankan
stabilitas dan perdamaian di wilayah Asia Tenggara. Selain itu, penyelesaian yang
damai dan berdasarkan hukum internasional juga dapat menciptakan iklim yang
kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat
Indonesia. Jika Indonesia dapat mewujudkan hal tersebut Indonesia dapat
mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam di Laut Natuna Utara. Indonesia
dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam di wilayah Laut Natuna Utara
dengan melakukan pemanfaatan yang berkelanjutan dan memperhatikan kepentingan

nasional serta kepentingan global.

9 &RQFOXVLRQ

Laut Natuna Utara atau Laut China Selatan adalah perairan yang terletak di
sebelah utara Kepulauan Natuna, Indonesia. Wilayah ini menjadi sumber konflik
antara Indonesia dan RRC. Indonesia menegaskan bahwa wilayah tersebut adalah
bagian dari wilayah kedaulatan Indonesia dengan mengacu pada UNCLOS 1982
Pasal 47 ayat (1). Hal ini didukung dengan Undang-undang No. 17 Tahun 1985
yang mengesahkan konvensi tersebut sebagai undang-undang dalam pembentukan

ZEE. RRC merasa keberatan dengan Undang-undang tersebut dengan alasan bahwa
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jalur air tersebut masih berada dalam teritorial Laut China Selatan. Yang dimana hal
itu diperkuat dengan tanda Nine Dash Line. Akan tetapi bukti sejarah tersebut tidak
dapat dibuktikan dalam Pengadilan Arbitrase Permanen Den Haag 2016.
Pemerintah Indonesia perlu meningkatkan kemampuan pertahanan dan
keamanan nasional untuk memperkuat pengawasan wilayah Laut Natuna Utara.
Berdasarkan Undang-undang No.32 Tahun 2014 pasal 6 Indonesia berhak melakukan
segala kegiatan dalam bentuk apapun di kawasan Laut Natuna Utara. Secara Hukum
Internasional kawasan tersebut juga resmi milik kedaulatan Indonesia. Indonesia dapat
melakukan dialog dan diplomasi dengan pihak RRC. Hal ini dimaksudkan supaya
konflik ini tidak kian memanas kedepannya karena konflik antara Indonesia dengan
RRC mengenai Laut Cina Selatan sudah berlangsung lama. Tidak baik meneruskan
konflik ini yang tidak ada ujungnya karena mau bagaimanapun RRC merupakan
teman dagang dalam dunia ekspor impor di Indonesia. Harapannya dengan ini
Indonesia dengan RRC dapat menjalin hubungan diplomasi yang baik dengan

menyelesaikan masalah perebutan kawasan Laut Natuna Utara.
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Penegakan Hukum , O O H U W ©®DA)ain Perspektif Undang Undang Perikanan di
Indonesia dan Implementasi 8 1 &/26

Luh Grace Arabella Sudarta®
, ,VV XH

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar kedua di dunia yang terletak
diantara dua benua yaitu Benua Asia dan Benua Australia serta diapit oleh dua
samudra yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Letak geografis Indonesia ini
memberikan Indonesia banyak wilayah perairan serta sumber daya hayati yang
berlimpah di dalamnya.’® Sumber daya yang baik inilah yang menyebabkan timbulnya
potensi adanya kejahatan di laut seperti salah satunya adalah penangkapan ikan secara
ilegal atau Illegal Fishing. Definisi illegal fishing tidak secara jelas dicantumkan di
dalam undang undang’’ tetapi segala hal yang bertentangan dengan
perundang-undangan tetap dikatakan sebagai illegal fishing.® Praktik illegal fishing
bukanlah suatu hal yang jarang ditemui di perairan Indonesia, banyak pihak - pihak
yang melakukan illegal fishing seperti pemboman ikan menggunakan bahan peledak,
penggunaan bahan - bahan beracun serta obat bius untuk menangkap ikan serta alat -
alat berbahaya seperti pukat harimau (trawl). Tindakan penangkapan ikan secara
ilegal dapat dilakukan lintas negara serta terorganisir yang mampu merugikan di
banyak aspek seperti ekonomi, sosial, keamanan dan ekologi.”® Hukum Internasional

memberikan 3 kategori terhadap kejahatan perikanan, yakni [Illegal Fishing,

5 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya |Staff English Development Division ALSA LC UB |
arasudarta@student.ub.ac.id

¢ Bab I Pendahuluan - Eskripsi Universitas Andalas, scholar.unand.ac.id/29501/2/BAB%20L.pdf. Accessed 15
May 2023.

37 (Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 Pasal 84-Pasal 104 Tentang Perikanan)

58 Jamilah, Asiyah, and Hari Sutra Disemadi. “Penegakan Hukum Illegal Fishing Dalam Perspektif UNCLOS
1982.” Mulawarman Law Review, 2020, pp. 29-46., https://doi.org/10.30872/mulrev.v5i1.311.

¥ lllegal  Fishing Di Perairan  Indonesia:  Permasalahan  Dan  Upaya .. - DPR,
jurnal.dpr.go.id/index.php/politica/article/view/305/240. Accessed 15 May 2023.

Collasa 2023 Legal Development Division
ALSA Local Chapter Universitas Brawijaya



Collective Files of ALSA 28

Unreported Fishing dan Unregulated Fishing, yang biasa disingkat sebagai IUU
({llegal, Unreported, Unregulated) Fishing.

., )JDFWYV
A. Landasan Fundamental /llegal Fishing di Indonesia

Kasus - kasus penangkapan ikan secara ilegal sudah marak ditemukan di
Indonesia, Terlepas dari sumber daya ikan yang cenderung mudah untuk pulih,
kemarakan penangkapan ikan secara ilegal mampu menimbulkan banyak dampak
buruk yang dapat merusak sumber daya ikan dan/atau lingkungan serta
kepunahan pada ekosistem ikan tersebut. Adapun peraturan yang mengatur
tentang penangkapan ikan secara ilegal adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun
2004 tentang Perikanan. Seiring dengan perkembangan zaman, UU Perikanan
kemudian diubah melalui UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU
Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan juncto UU Nomor 1 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja juncto Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 6
Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU

Perikanan).

Menurut Pasal 84 UU Perikanan, penangkapan ikan secara ilegal adalah
penangkapan yang dilakukan karena menangkap ikan tanpa SIUP (Surat Izin
Usaha Perdagangan) dan SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan), menggunakan
bahan peledak, bahan beracun, bahan berbahaya yang mengakibatkan kerusakan
dan kepunahan sumber daya ikan.®* Dalam penelitian yang dilakukan oleh Abdul
Qodir Jaelani dan Udiyo Basuki dengan judul “lllegal Unreported and
Unregulated (IUU) Fishing: Upaya Mencegah dan Memberantas /llegal Fishing
dalam Membangun Poros Maritim Indonesia” dijelaskan bahwa pemberantasan
1llegal Fishing merupakan salah satu dari sekian upaya untuk membangun poros
maritim  Indonesia, hal 1ini  dapat dibuktikan melalui  peraturan
perundang-undangan yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia yaitu antara

lain Undang-Undang Laut Teritorial dan Lingkungan Maritim Tahun 1939

8 Fernandes, Inggrit. “Tinjauan Yuridis Illegal Fishing Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Perikanan.”
Jurnal Hukum Respublica, vol. 17, no. 1, 2017, pp. 189-209., https://doi.org/10.31849/respublica.v17i1.1456.
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(Territorial Zee en Maritime Kringen Ordonantie, Stbl. 1933 No. 442),
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif
Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran,
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

B. Implementasi United Nations on the Law of the Sea 1982 Dalam
Perundang-Undangan Nasional Mengenai /llegal Fishing.
lllegal fishing yang sebelumnya diatur oleh UU Perikanan merupakan hasil
adaptasi dari beberapa ketentuan hukum internasional yang berhubungan dengan
kelautan contohnya adalah United Convention on the Law of the Sea 1982
(UNCLOS 1982). Implementasi dari ketentuan UNCLOS 1982, sebagaimana
didasari oleh teori hukum internasional yaitu teori delegasi dan teori transformasi,
maka perjanjian internasional dapat dikonversikan menjadi perundang-undangan
nasional. Perjanjian UNCLOS 1982 menghasilkan Undang-Undang No. 6 Tahun
1996 tentang Perairan Indonesia, walaupun nantinya digantikan oleh UU No.32
tahun 2014. Undang-undang tersebut mengakui bahwa semua perairan pedalaman
Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi darat dari garis air rendah
dari pantai-pantai Indonesia termasuk ke dalamnya semua bagian dari perairan
yang terletak pada sisi darat dari suatu garis penutup.®’ Serta di dalam perairan
kepulauan untuk penetapan batas perairan pedalaman®, pemerintah Indonesia
dapat menarik garis-garis penutup pada mulut sungai®, kuala, teluk®, anak laut
dan pelabuhan wilayah®. Perairan Indonesia juga meliputi laut teritorial, perairan
kepulauan, dan juga perairan pedalaman dan oleh karena itu Indonesia memiliki
wewenang penuh terhadap wilayah tersebut. Undang-undang Nomor 6 tahun
1996 tentang Perairan Indonesia tersebut merupakan hasil implementasi dari
perjanjian UNCLOS 1982 BAB II mengenai laut teritorial dan zona tambahan
dari pasal 3 hingga pasal 16.

81 Undang-Undang No.6 Tahun 1996 Pasal 5
62 Pasal 5 BAB II UNCLOS 1982

% Pasal 9 BAB II UNCLOS 1982

6 Pasal 10 BAB II UNCLOS 1982

%Pasal 11 BAB II UNCLOS 1982
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Selain itu, hasil implementasi perjanjian UNCLOS 1982 dapat dilihat dari
Undang Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif. Menurut
Pasal 57 UNCLOS 1982 mengenai lebar ZEE, wilayah ZEE merupakan suatu
daerah di luar laut teritorial yang memiliki batas sejauh 200 mil diukur dari garis
paling pangkal. Wilayah ZEE memperbolehkan negaranya tersebut untuk
melakukan eksplorasi, konservasi, eksploitasi dan sebagainya, hal ini bisa
disebut sebagai hak berdaulat (Sovereign Rights).*Indonesia sendiri telah
menjabarkan pembatasan wilayah ZEE melalui UU Nomor 5 Tahun 1983 tentang
Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (UU ZEEI) Pasal 2 yang menjelaskan bahwa
ZEEI (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia) adalah jalur di luar dan berbatasan
dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan
undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut,
tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 mil laut diukur dari

garis pangkal laut wilayah Indonesia.

SXOBYEHIXODWLRQV
1. United Nations Convention on the Law of the Sea 1982

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif

Indonesia

L9 $QDO\VLV

Telah diketahui bahwa segala sumber daya alam yang terdapat pada wilayah
teritorial adalah hak negara untuk mengolah, mengeksploitasi, dan mengeksplorasi
nya sumber daya alam di dalamnya termasuk sumber daya alam ikan yang kini marak
terjadi tindak pidana di dalam nya seperti illegal fishing.®” Oleh karena itu, diperlukan
nya undang-undang yang mampu melindungi perairan Indonesia dari ancaman

ancaman yang bisa menimbulkan kerugian seperti penurunan populasi ikan yang

% KOESRIANTI, S.H. “Kedaulatan Negara: Menurut Hukum Internasional.” Google Books, 18 Nov.
2021,books.google.com/books/about/ KEDAULATAN NEGARA Menurut Hukum Internas.html?id=MXRPE
AAAQBALI.

67 Jaelani, A. Q. (2014). Illegal unreported and unregulated (IUU) fishing: Upaya Mencegah Dan memberantas
illegal fishing Dalam Membangun Poros Maritim Indonesia. Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum,
3(1). https://doi.org/10.14421/sh.v3i1.1958
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signifikan yang mampu menimbulkan penurunan produktivitas perikanan serta
merusak ekosistem laut itu sendiri, penangkapan ikan secara ilegal juga mampu
merugikan dalam aspek perekonomian.®® Mengingat bahwa perikanan merupakan
salah satu dari sekian sektor perekonomian yang paling besar berkontribusi bagi
perekonomian negara namun dengan adanya illegal fishing, sumber daya laut yang
seharusnya mampu menjadi sumber pendapatan negara dapat diperoleh secara ilegal

oleh pihak pihak yang tidak bertanggung jawab.

Maraknya kasus illegal fishing antara lain disebabkan oleh terbatasnya sarana
dan prasarana pengawasan, terbatasnya dana untuk operasional pengawasan, terbatas
nya tenaga polisi perikanan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Kasus illegal
fishing sendiri sering terjadi di Indonesia, contoh nya Kapal China Shen Lain Cheng
168 yang ditangkap oleh kapal patroli Indonesia, Satuan Tugas (Satgas), Keamanan
Perairan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Badan Keamanan Laut
(Bakamla) di perairan Indonesia Timur pada 20 Maret 2018 karena diduga melakukan
penangkapan ikan secara ilegal. Kasus tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 45
Tahun 2009 tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang
Perikanan. Kapal Shen Lain Cheng 168 pada akhirnya terbukti melakukan
pelanggaran dalam penangkapan ikan yang melibatkan alat alat yang dilarang,
penangkapan ikan tanpa izin serta tidak mematuhi peraturan yang berlaku. Oleh

karena itu kapan Shen Lain Cheng disita oleh pihak berwenang dan para kru ditahan.

Kasus penangkapan ikan secara ilegal di atas tersebut mampu menimbulkan
dampak dampak yang sudah disebutkan di atas. Dari aspek keamanan, kasus tersebut
biasanya menggunakan taktik-taktik yang bisa mengancam keselamatan para nelayan
dan masyarakat pesisir sekitar sedangkan dalam aspek ekologi. Selain itu, Kapal Shen
Lain Cheng menggunakan alat-alat berbahaya dan menentang UU Perikanan.
Kegiatannya dapat menimbulkan dampak buruk bagi populasi ikan karena kandungan

kimia berbahaya yang terkandung didalam alat-alat penangkapan ikan yang

68 Jaelani, Abdul Qodir. “Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing: Upaya Mencegah Dan
Memberantas Illegal Fishing Dalam Membangun Poros Maritim Indonesia.” Supremasi Hukum: Jurnal Kajian
Ilmu Hukum, vol. 3, no. 1, 2014, https://doi.org/10.14421/sh.v3i1.1958.
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digunakan. Penggunaan alat-alat yang berbahaya mampu meningkatkan resiko
kesehatan laut yang menurun sehingga tidak hanya dirasakan oleh ikan di dalamnya

tetapi juga kepada manusia yang akan mengonsumsi ikan-ikan laut.

9 &RQFOXVLRQ

lllegal fishing atau penangkapan ikan secara ilegal merupakan masalah yang
serius di Indonesia dan di dunia, karena dapat menyebabkan kerusakan pada
lingkungan laut dan mengancam keberlangsungan hidup ikan dan ekosistem laut.
Untuk mengantisipasi hal tersebut Indonesia memiliki undang-undang perikanan yang
cukup kuat untuk menegakkan hukum terhadap illegal fishing. Meskipun begitu, tidak
dapat dinafikan bahwa dalam pelaksanaannya, kendala masih dapat ditemukan, seperti
masalah koordinasi antara instansi terkait, peralatan yang kurang memadai, dan
t.9

kurangnya dukungan dari masyaraka

yang berawal dari UU Nomor 31 Tahun 2004 menjadi UU Nomor 45 Tahun 2009.

Seiring berkembang nya jaman UU Perikanan

Sedangkan dari perspektif hukum internasional, UNCLOS 1982 merupakan instrumen
hukum internasional yang dapat digunakan untuk melindungi sumber daya perikanan

dan lingkungan laut dari aktivitas illegal fishing.

Indonesia sebagai negara yang memiliki banyak sumber daya laut, memiliki
kewajiban untuk menerapkan hukum yang mengatur tentang cara melindungi sumber
daya alam laut tersebut agar terhindar dari ancaman illegal fishing. Peratifakasian
UNCLOS 1982 mampu membantu Indonesia dalam penagakan hukum mengenai
penangkapan ikan secara ilegal. Penangkapan ikan secara ilegal memiliki dampak
yang buruk dan mampu mengancam beberapa aspek kehidupan seperti kepentingan
keamanan negara maupun kepentingan ekosistem laut itu sendiri. Implementasi
UNCLOS 1982 dan undang-undang perikanan yang kuat harus dilakukan secara
efektif dan efisien oleh pemerintah Indonesia dan seluruh instansi terkait untuk
mencegah dan menindak illegal fishing dengan tegas. Selain itu, peran masyarakat

juga sangat penting dalam upaya pencegahan illegal fishing, karena dengan adannya

% Masdin, Masdin. “Implementasi Ketentuan-Ketentuan United Nations Convention on the Law of the Sea
(UNCLOS) 1982 TERHADAP Perlindungan Dan Pelestarian Lingkungan Laut Di Indonesia.” Legal Opinion,
Tadulako University, 1 Jan. 1970,
https://www.neliti.com/publications/152580/implementasi-ketentuan-ketentuan-united-nations-convention-on-th
e-law-of-the-sea.
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peran masyakarakat sebagai pelindung dan pembudidaya sumber daya alam laut

mampu mengurangi resiko adannya penangkapan ikan secara illegal.

Collasa 2023 Legal Development Division
ALSA Local Chapter Universitas Brawijaya



Collective Files of ALSA 34

SHIHUHQFHYV

Jamilah, Asiyah, and Hari Sutra Disemadi. “Penegakan Hukum Illegal Fishing Dalam
Perspektif UNCLOS 1982.” Mulawarman Law Review, 2020, pp. 29-46.,
https://doi.org/10.30872/mulrev.v5i1.311.

Fernandes, Inggrit. “Tinjauan Yuridis Illegal Fishing Di Indonesia = Berdasarkan
Undang-Undang Perikanan.” Jurnal Hukum Respublica, vol. 17, no. 1, 2017, pp. 189-209.,
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Hukumonline.com,
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s-convention-on-the-law-of-the-sea.

UU Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.
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ALSA JURIST OPINIA

ALSA Local Chapter Universitas Brawijaya
Board of 2022/2023

Tinjauan Hukum tentang Batasan Jumlah Penangkapan Ikan serta Implikasi

Hukumnya
Kania Theodora Mesita Turnip”
, , VVXH

Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang sebagian besar
wilayahnya terdiri dari laut dan perikanan merupakan bagian integral dari negara
Indonesia yang mampu memberikan kontribusi signifikan di bidang ekonomi dan
sosial negara.”' Hal ini dapat dilihat pada produksi perikanan tangkap di Indonesia
pada tahun 2022 adalah sebesar 5,89 juta ton, yang terdiri dari produksi perikanan
tangkap sebesar 1,90 juta ton dan perikanan budidaya sebesar 3,99 juta ton.”” Bahkan,
Indonesia juga dapat memanfaatkan sumber daya ikan di perairan laut lepas (high
seas) dikarenakan posisi Indonesia terletak di perairan yang berhadapan langsung

dengan dua perairan internasional, yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik.”

Overfishing menjadi isu utama pada lingkungan laut, karena praktik
penangkapan secara berlebih ini dapat menyebabkan menurunnya populasi,
penurunan keanekaragaman spesies dan genetik, serta konsekuensi yang luas terhadap
kerusakan tingkat tropik dan ekosistem.” Penangkapan ikan berlebih juga terjadi

dikarenakan sumber daya ikan merupakan sumber daya alam milik bersama dan

" Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya | Staff Membership and Alumni Division ALSA LC UB |
kaniathd@student.ub.ac.id

! Peringkat Kedua Produsen Hasil Perikanan, Pemerintah Indonesia Upayakan Peningkatan Ekspor. Kkp.go.id.
Diakses pada tanggal 16 April 2023, melalui
https://kkp.go.id/bkipm/artikel/25535-peringkat-kedua-produsen-hasil-perikanan-pemerintah-indonesia-upayaka
n-peningkatan-ekspor

2 Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2022. Rilis Data Kelautan dan Perikanan Triwulan
1-2022. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Lampiran 2, him. 4.

"Partisipasi Indonesia di RFMOS. Kkp.go.id. Diakses pada tanggal 16 April 2023, melalui
https://kkp.go.id/djpt/ditpsdi/page/5561-partisipasi-indonesia-di-rfmos

™ Coleman, F. C. dan Williams, S. L., Overexploiting Marine Ecosystem Enginers: Potential Consequences for
Biodiversity: Trends in Ecology and Evolution 17, [s.l: s.n., 2002]:,hlm. 40-44
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bersifat terbuka (open access)”. Sehingga, setiap nelayan atau pengusaha ikan akan
berusaha untuk mengambil ikan sebanyak-banyaknya tanpa mempertimbangkan
kelestarian sumber daya ikan tersebut.”® Pemanfaatan sumber daya ikan tanpa batas
tersebut telah menimbulkan kerusakan ekosistem laut dan mengancam keberlanjutan
sumber daya perikanan di Indonesia maupun dunia. Di Indonesia sendiri, fenomena
overfishing masih menjadi permasalahan utama dan perlu mendapat perhatian penuh,
hal ini disebabkan hampir seluruh wilayah perikanan Indonesia telah didominasi oleh
kondisi penangkapan berlebih tersebut. Sebagai salah satu negara yang telah
meratifikasi dan mengadopsi UNCLOS 1982 serta Code of Conduct for Responsible
Fisheries (CCRF) 1995 ke dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
(Undang-Undang Perikanan), Pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk
mengelola sektor perikanannya secara bertanggung jawab dan sesuai dengan kaidah

pembangunan perikanan berkelanjutan.

Namun sayangnya, hingga saat ini sebagian besar aktivitas perikanan nasional
pada kenyataannya belum memperlihatkan kinerja yang optimal, berkelanjutan dan
menjamin kelestarian sumber daya ikan seperti yang diamanatkan dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan UU
No. 45 Tahun 2009.” Mengetahui fenomena tersebut, maka dari itu, penulis akan
meninjau lebih lanjut terkait peraturan dan regulasi penangkapan ikan berlebih
melalui perspektif Hukum Internasional dan Hukum Positif Indonesia untuk
mengetahui bagaimana sebenarnya hukum yang ada dalam mengatur kegiatan
pengelolaan perikanan terkhusus yang berkaitan dengan kegiatan penangkapan ikan
secara berlebih (overfishing) yang mengancam sumber daya laut yang ada. Hal ini
sangat penting karena ketiadaan kerangka hukum yang cukup bagi keberlanjutan
pengelolaan perikanan berarti tidak ada yang bisa dijadikan pedoman pelaksanaan
perikanan yang dapat menjaga keberlangsungan dan ketersediaan sumber daya

perikanan.

Pengakuan hak atas sumberdaya ikan dalam hal ini diperlukan atau dengan kata lain akses terhadap
sumberdaya ikan oleh siapapun.
6XSDP R\R (NRQRP L6XP EHU' D D$@P @Q/ IQINXQIDQ 6 XDIX 3SHGHNDUIQ WRUMY ( M. HHP SDW/
<RI\ DNDUB 93) ( <RI\ DNDUD K®
.DUND 9 . DVDQ ' OP SDN 3HQIJXQODQ &DOUWDQ) 6HELV DL 8 SO D 3HIHBRDDQ 6XP EDU' O D

SHUNDQDQ YHAHDQWUZO * HP D . HDADQ
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A. Indonesia sebagai Negara Penghasil Ikan Terbesar

37

Indonesia merupakan negara penghasil ikan terbesar kedua di dunia setelah

China, namun populasi ikan di perairan Indonesia mengalami penurunan yang

signifikan akibat overfishing.”® Lebih dari 60% sumber daya ikan di perairan

Indonesia dieksploitasi secara berlebihan.”

B. 2Y HU | LMé&jeQabkan Kelangkaan Jenis Ikan

Bidang Usaha Volume (Ton) Pertumbuhan (%)
| awt | 2om | voume |

Perikanan
Perikanan Tangkap
Tangkap Laut
Udang

Tuna

Cakalang

Tongkol

Lainnya

Tangkap Perairan Darat
Udang

lkan

Lainnya

Perikanan Budidaya
lkan
Udang
Kerapu
Nila
lkan Mas
Bandeng
Kakap
Patin
Lele
Gurame
Lainnya
Rumput Laut

6.061.968
1.979.073
1.832.139
87.762
76.463
131.721
151.259
1.384.934
146.934
8.090
135.580
3.265

4.082.895
1.761.486
188.325
3.291
361.968
177.734
241.170
1.940
141.182
342.933
42.902
260.043
2.321.408

5.897.307
1.901.565
1.767.387
82.893
74.114
129.010
147.681
1.333.689
134.178
7.924
123.809
2.445

3.995.742
1.771.264
193.875
2.995
358.094
170.245
243.187
1.936
161.114
343.414
48.316
248.089
2.224.478

2,72
-3,92
-3,53
-5,55
3,07
2,06
2,37
3,70
-8,68
-2,05
-8,68
-25,12

2,13
0,56
2,95

-9,00

-1,07

-4,21
0,84

-0,20

14,12
0,14

12,62

-4,60

-4,18

8 Indonesia’s fishery sector risks collapse amid overfishing, COVID-19 pandemic. Thejakartapost.com. Diakses

pada tanggal

16

April

2023,

melalui

https://www.thejakartapost.com/news/2021/07/26/indonesias-fishery-sector-risks-collapse-amid-overfishing-cov

id-19-pandemic.html

" Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2018) The State of World Fisheries and

Aquaculture 2018 - Meeting the sustainable development goals. hlm. 9.

Collasa 2023

Legal Development Division

ALSA Local Chapter Universitas Brawijaya



Collective Files of ALSA 38

Tabel 1. Volume dan Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya Menurut
Jenis Ikan Triwulan I 2021 — Triwulan 1 2022%

Berdasarkan komposisi volume produksi triwulan 1-2022 di Indonesia,
komoditas ikan dengan produksi tertinggi pada perikanan budidaya adalah nila
sebesar 358 ribu ton yang mengalami penurunan sebesar 1,07 persen, disusul
dengan lele sebesar 343 ribu ton yang mengalami pertumbuhan sebesar 0,14
persen. Pada perikanan tangkap, komoditas dengan produksi tertinggi pada
triwulan 1-2022 adalah komoditas tongkol pada perairan laut sebesar 147 ribu ton
yang mengalami penurunan pertumbuhan sebesar 2,37 persen dan disusul
komoditas cakalang sebesar 129 ribu ton yang mengalami penurunan

pertumbuhan sebesar 2,06 persen.

Hasil dari perburuan global untuk ikan adalah bahwa individu yang lebih
besar dari spesies liar yang bernilai komersial seperti marlin, todak, dan tuna
menjadi langka. Antara tahun 1950 dan 2006, menurut Boris Worm, terdapat
waktu di mana lebih dari 90% dari jenis ikan tersebut dan predator laut terbuka
lainnya yang besar akan menghilang.®' Selain itu, ketika spesies besar yang
bernilai komersial mengalami dampak negatif dari overfishing, industri perikanan
beralih ke spesies laut yang lebih kecil seperti ikan teri, ikan haring, dan ikan
sarden. Sekitar 90% dari tangkapan ini dikonversi menjadi minyak ikan dan

makanan ikan yang sebagian besar diberikan kepada ikan yang dibudidayakan.®
C. Kurang Efektifnya Kebijakan Perikanan di Indonesia

Kebijakan perikanan di Indonesia dinilai masih kurang efektif dalam
melindungi sumber daya ikan dan mencegah overfishing. Bahkan beberapa
praktik penangkapan ikan yang merusak, seperti pemakaian bom ikan dan pukat
harimau, masih sering dilakukan.®® Saat ini, perusahaan perikanan menggunakan

peralatan modern yang sangat maju, seperti Global Positioning System (GPS),

%0 Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2022. Rilis Data Kelautan dan Perikanan Triwulan
I - 2022. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Lampiran 2, hlm. 5.

81 Boris Worm, Et al, 2009, Rebuilding Global Fisheries, American Association for The Advancement of
Science, New York.

82 Food And Agriculture (FAQ), 2015, Globefish Highlight 2015 Issue 4, Globefish FAO, Roma.

8 Overfishing remains a problem in Indonesian waters despite policy reforms. New.mongabay.com. Diakses
pada tanggal 16 April 2023, melalui
news.mongabay.com/2021/05/overfishing-remains-a-problem-in-indonesian-waters-despite-policy-reforms/
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sonar untuk mencari ikan, jaring besar dan pancing panjang, pesawat pengintai,
dan kapal berpendingin yang mampu mengolah dan membekukan jumlah
tangkapan yang sangat besar. Armada-armada yang sangat efisien ini membantu
memasok permintaan akan makanan laut, tetapi banyak kritikus yang mengatakan
bahwa mereka menyedot laut, mengurangi keanekaragaman hayati laut dan

menurunkan jasa ekosistem laut yang penting.™
D. Undang-Undang Perikanan yang Tidak Mengatur Secara Eksplisit

Undang-undang perikanan di Indonesia yang adalah payung hukum
permasalahan perikanan di Indonesia. Undang-Undang Perikanan merupakan
ujung tombak dalam penanggulangan kejahatan dibidang perikanan. Dalam
pengaturan undang-undang perikanan tersebut, istilah illegal fishing ataupun
istilah illegal, unregulated dan unreported fishing yang termasuk didalamnya
tindakan overfishing tidak dicantumkan ataupun diatur secara eksplisit
sebagaimana hukum internasional menjelaskan regulasi mengenai overfishing

tersebut.
5XOB@EHIXODWLRQ

Praktik penangkapan ikan berlebih (overfishing) yang dilakukan oleh pekerja
di wilayah maritim melanggar beberapa peraturan dan regulasi hukum yang berlaku
baik di hukum nasional maupun hukum internasional. Peraturan dan regulasi hukum
yang dapat digunakan untuk menganalisis dan memiliki korelasi atas praktik

penangkapan ikan berlebih (overfishing) ini adalah:

1. United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982)

2. FAO Complimance Agreement 1993

3. UN Fish Stocks Agreement 1995

4. FAO International Plan of Action-Illegal, Unreported, and Unregulated
Fishing (FAO IPOA-IUU Fishing) 2001

% Andhica Shaschica Danasa, 2015, Overfishing: Realita dan (Upaya Pencarian) Solusi. Kompasiana.com.
Diakses pada tanggal 16 April 2024, melalui
https://www.kompasiana.com/andhicashashicadanasa9611/5aef4736dd0fa84a7¢465012/overfishing-di-indonesia
-realita-dan-upaya-pencarian-solusi?page=all#sectionall.
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5. The Agreement for the Implementation of the Provision of The UNCLOS 10
December 1982 relating to the Conservation and Management of Straddling
Fish dan Highly Migratoryu Fish Stocks 1995.

6. FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF)
7. FAO International Plan of Action-1UU Fishing (IPOA-IUUF)

8. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun
2004 Tentang Perikanan

9. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 50/KEPMEN-KP/2017
tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat
Pemanfaatan Sumber Daya lkan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara

Republik Indonesia.
10. Undang-Undang 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS 1982
,9 $QDO\VLYV

Seperti yang telah diketahui, sebagai negara maritim yang memiliki banyak
pulau dan daerah perairan, Indonesia mengalami fenomena overfishing hingga lebih
dari 60% sumber daya ikan dieksploitasi. Penyebabnya adalah tingginya permintaan
akan ikan baik di pasar global dan lokal yang mendorong nelayan untuk menangkap
lebih banyak ikan daripada yang seharusnya. Berdasarkan data Susenas, tahun 1997
tingkat konsumsi ikan di Indonesia adalah 18 kg per kapita. Tahun 2000 meningkat
menjadi 22 kg per kapita, tahun 2006 mencapai 24 kg per kapita dan tahun 2008
sebesar 28 kg per kapita, tingkat konsumsi dari periode 1997-2008 masih di bawah
standar FAO sebesar 30 kg per kapita per tahun. Secara global, FAO mencatat bahwa
telah terjadi peningkatan produksi perikanan di dunia, dari 140 juta ton pada tahun
2007 menjadi 145 juta ton pada tahun 2009. Produk ini masih merupakan ‘most
traded food commodity’ dengan nilai perdagangan lebih dari 102 juta dolar, naik 9
persen dari tahun 2007 (FAO, 2011). Sehingga para nelayan mengusahakan segala
cara untuk memenuhi permintaan pasar tersebut, seperti menggunakan alat pencari
ikan sonar, jaring besar dan pancing panjang, peledak, dan semacamnya yang berakhir

dengan rusaknya iklim dan ekosistem laut. Banyaknya nelayan yang dengan mudah
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melanggar batas penangkapan ikan ini juga dipicu oleh kurangnya pengawasan dan

penegakan hukum di perairan Indonesia.®

Ditinjau dari hukum internasional dan hukum nasional Indonesia terkait
overfishing, Indonesia menghadapi kendala dalam melindungi sumber daya perikanan
nasional karena batasan dalam penanganan kejahatan perikanan yang diatur dalam
UNCLOS 1982. Hal tersebut dapat dilihat dari kasus-kasus illegal fishing yang
dilakukan oleh pihak nasional dan pihak asing. Pada pertengahan maret 2022,
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menangkap 21 kapal ikan Indonesia dan
1 kapal asing dalam operasi pengawasan, mereka ditangkap berdasarkan bahwa
mereka beroperasi tidak sesuai dengan daerah penangkapan ikan, melaksanakan
transhipment tidak sesuai ketentuan, dan tidak dilengkapi dengan dokumen
perizinan*®. Dan terdapat dalam satu kajian yang dilakukan oleh Indonesia Ocean
Justice Initiative (IOJI), menemukan setidaknya ada 438 kapal ikan Vietnam yang
melakukan illegal fishing di kawasan Natuna.?’” Kedua hal tersebut merupakan kasus
illegal fishing dari sekian banyak kasus yang dilaporkan, masih terdapat kasus-kasus
yang belum terlaporkan. Menurut mantan menteri Kelautan dan Perikanan, Susi
Pudijastuti bahwa kerugian Negara Indonesia akibat penangkapan ikan ilegal
mencapai Rp240 triliun setiap tahun.®® Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 73
UNCLOS 1982, sanksi yang diberikan tidak mencakup perkurungan atau hukuman
serupa untuk organisasi atau badan yang bersangkutan kecuali telah ada kesepakatan
antara badan tersebut. Hal ini menyebabkan Indonesia, atau negara-negara yang
memiliki nasib serupa untuk tidak dapat menindaklanjuti hukuman kepada badan yang
melanggar, dikarenakan belum adanya kesepakatan di antaranya. Selanjutnya, dalam
UNCLOS yang masih berkaitan dengan praktik penangkapan ikan berlebih

(overfishing) yaitu pengaturan terkait persidaan ikan yang bermigrasi terbatas

% KKP Gencarkan Upaya Cegah Nelayan Indonesia Melintas Batas. Kkp.go.id. Diakses pada tanggal 16 April

2023, melalui
https://kkp.go.id/djpsdkp/artikel/31756-kkp-gencarkan-upaya-cegah-nelayan-indonesia-melintas-batas

3UP DA\ W 6 0 DUK L3 DN NDSDANDQ U0 Z D) K 0 HAR 0 DUHWV
H\RCQRP L &QQQERHMD P "ID\HV - SDED WQIJDO $SUO P HDAL
KWBV ZZZ FQQQERCHMDFRP HNRQRP L NN\S V2QINDS NDSDOINDQ LBU
DOA. ZIM DK PHAR P DHWV

: ARID 3 - DXy . DSDQNDQSMQY . 1DQ 7DN 7HUEHOGXQJ QL1 DXQD . RP SDVIG ' IDNVHV
SDED WQJJDO $SUO P HDAL
KWBV ZZZ NRP SDVIG EDFD Q\DQMD NDSDOINDQ DMQJ NDQ VN WLEHQGXQ) ALQDWD

9P V $SUO |, BUDALKIQ] SHYIHMDQ ' DP SDN 3HDXUIDQ ' DQ 6DQMAL ¥%0 6
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(straddling fish) dan ikan yang bermigrasi jauh (highly migratory fish)* Kerjasama
regional untuk kesepakatan bersama diperlukan untuk menjaga konservasi jenis ikan
yang terdapat pada Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) dua negara atau lebih. UNCLOS
1982 mengatur tentang pengelolaan perikanan di zona ekonomi eksklusif setiap
negara, serta di laut lepas (high seas) dalam Bab VII bagian 2. Pasal 116 UNCLOS
1982 menyatakan bahwa “...all states have the right of their nationals to engage in
fishing on the high seas..”.”® Hak ini harus mematuhi kewajiban dan kepentingan

negara pantai.”!

Selain pengaturan dan regulasi yang dibawakan oleh UNCLOS 1982, terdapat
2 (dua) aturan turunan dari UNCLOS 1982 untuk mencegah tindakan penangkapan
ikan yang berlebihan (overfishing) yang telah mengikat secara hukum dan telah
digunakan dalam upaya pengelolaan perikanan skala internasional, di antaranya

adalah:

1. FAO Compliance Agreement 1993 yang disusun bertujuan sebagai bentuk
pengakuan bahwa setiap negara memiliki hak untuk melakukan kegiatan
penangkapan ikan di laut lepas, namun tetap harus tunduk pada aturan
internasional dalam pelaksanaan hak tersebut, yang secara eksplisit juga
berarti tiap negara harus memperhatikan jumlah tangkapan yang
diperbolehkan di wilayah pengelolaan perikanan.**

2. UN Fish Stocks Agreement 1995 merupakan perjanjian internasional yang
mengatur serta menyediakan perlindungan terhadap usaha konservasi serta
pengelolaan ikan bermigrasi terbatas dan ikan bermigrasi jauh. Perjanjian ini
ditujukan untuk memberikan kepastian terhadap konservasi jangka panjang
dan pemanfaatan terhadap kedua jenis ikan tersebut dapat berkelanjutan

melalui implementasi yang efektif terhadap UNCLOS 1982.%

Hasil dari ratifikasi UNCLOS 1982 oleh Indonesia melalui Undang-Undang

Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on The Law

3DDO 81&/26
% Pasal 116 Unclos 1982
! Food And Agriculture (FAO), 2015, Globefish Highlight 2015 Issue 4, Globefish FAO, Roma.
%2 Preambule (Pembukaan) dari FAO Compliance Agreement 1993.
% Pasal 2 UN Fish Stocks Agreement 1995.
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of The Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut) memberikan
banyak hak kepada negara tersebut. Namun, untuk memastikan bahwa hak-hak ini
dapat diakomodasi secara efektif, Indonesia perlu memiliki pengaturan hukum yang
lebih spesifik. Hal ini diperlukan agar negara dapat mengelola sumber daya perikanan
di ZEE Indonesia dengan melakukan pemanfaatan dan konservasi yang tepat. Belum
optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di
Indonesia disebabkan oleh adanya praktik-praktik pemanfaatan dan penangkapan ikan
yang tidak bertanggung jawab. Berdasarkan ketentuan umum yang terdapat di dalam
FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF) dan FAO International Plan
of Action-IUU Fishing (IPOA-IUUF) setiap negara harus menjamin pengelolaan
perikanan yang berkelanjutan dan juga mencegah adanya praktik IUU Fishing yang
terjadi di negaranya. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu perangkat pengawasan dan

penegakan hukum yang komprehensif untuk mencapai tujuan tersebut.

Dalam pengaturan UU Perikanan, istilah seperti illegal fishing seperti illegal,
unregulated, dan unreported fishing yang termasuk juga praktik overfishing tidak
dicantumkan secara detil dan eksplisit seperti yang didefinisikan oleh hukum
internasional. Meskipun dalam hukum Indonesia tidak mengatur secara eksplisit,
beberapa ketentuan overfishing tercantum dalam UU Perikanan yang berbunyi
“Dalam rangka mendukung kebijakan pengelolaan sumber daya ikan, Menteri
menetapkan: ... (¢) jumlah tangkapan yang diperbolehkan di wilayah pengelolaan
perikanan Negara Republik Indonesia”.** Tentunya hal ini sebagai wujud upaya
pemerintah dalam menjaga kelestarian sumber daya perikanan salah satunya agar

tidak terjadi tindakan penangkapan ikan secara berlebih atau overfishing.
9 &RQFOXVLRQ

Praktik overfishing atau penangkapan ikan secara berlebih merupakan bagian
dari illegal fishing yang telah diatur dalam beberapa perangkat hukum internasional,
termasuk dalam UNCLOS 1982 serta The Agreement to Promote Compliance With
International Conservation and Management Measure by Fishing Vessel on The High

Sea (FAO Compliance Agreement) 1993 dan The Agreement for the Implementation of

3DVD0 8QEDQ) 8QEDQ 1RPRU  7DKXQ WQEQ 3HINDQDQ
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the Provision of The UNCLOS 10 December 1982 relating to the Conservation and
Management of Straddling Fish dan Highly Migratoryu Fish Stocks 1995.

Penerapan aturan terhadap praktik overfishing di Indonesia telah diatur dalam
beberapa peraturan hukum, seperti ratifikasi UNCLOS 1982 melalui Undang-Undang
17 Tahun 1985, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang berisi ketentuan
penegakan hukum terhadap illegal fishing termasuk overfishing, dan juga batasan
jumlah tangkapan ikan dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
50/KEPMEN-KP/2017 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang
Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan
Perikanan Negara Republik Indonesia. Penerapan aturan juga dilakukan melalui
pengawasan dan penegakan hukum yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal
Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan
Perikanan terhadap kapal perikanan berbendera asing maupun kapal perikanan
Indonesia. Dengan begitu, atas permasalahan yang terjadi, diperlukan pengaturan
yang lebih eksplisit mengatur tentang sanksi atau akibat hukum dari penangkapan
ikan secara berlebih atau overfishing di Indonesia, dan penegakan hukum yang lebih
progresif dalam upaya mewujudkan kelestarian sumber daya perikanan dan mencegah

tindakan illegal fishing secara umum dan tindakan overfishing secara khusus.
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ALSA JURIST OPINIA

ALSA Local Chapter Universitas Brawijaya
Board of 2022/2023

Tinjauan Hukum Perlindungan Laut atas Tragedi Kebocoran Pipa Minyak Teluk

Balikpapan 7D K X Q dalam Putusan No 68/PDT/2021/PT SMR
Theresia Nicita Angellyca Siringoringo
: , VVXH

Kebocoran pipa minyak di Teluk Balikpapan pada tahun 2018 yang berada
dalam kepemilikan PT PERTAMINA Refinery Unit V merupakan bencana
lingkungan yang signifikan yang menyebabkan kerusakan ekosistem laut yang

berdampak pada mata pencaharian masyarakat setempat.”

Kebocoran pipa minyak
juga merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dibuat dengan tujuan untuk
melindungi ekosistem laut dan memastikan penggunaan sumber daya laut yang

berkelanjutan.”®

Kasus tersebut hanyalah satu dari banyak kasus kebocoran minyak yang
mengakibatkan kerusakan signifikan pada ekosistem laut yang juga berdampak
terhadap kehidupan laut maupun daratan di sekitar kebocoran, salah satu contoh kasus
tumpah minyak yang memiliki dampak buruk adalah Kebocoran Sumur Y YA-1 milik
PHE ONWIJ yang mencemari wilayah perairan sepanjang pantai Karawang yang
membuat mayoritas nelayan kehilangan mata pencaharian mereka.”” Undang-Undang
No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini
secara umum meminta perusahaan bertanggung jawab atas segala kerugian yang
disebabkan oleh aktivitas mereka dan mungkin mengharuskan mereka untuk

mengambil langkah-langkah untuk mengurangi kerusakan tersebut dan agar tidak

“Agung, K. M. (nd.-a). Putusan PN BALIKPAPAN99/Pdt.G/2019/PN Bpp. Direktori Putusan.
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/47e¢9ec719b3088879feee3addcb5534d.htm

%UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan lingkungan hidup [JDIH bpk ri]. (n.d.).
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38771/uu-no-32-tahun-2009

“Redaksi, T. (2022, August 15). 4 kasus tumpahan minyak di perairan Indonesia. LautSehat.ID.
https://lautsehat.id/peristiwa/lautsehat/4-kasus-tumpahan-minyak-di-perairan-indonesia/
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terulang kembali.”® Melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang
Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 meratifikasi salah
satu konvensi internasional terkait konservasi laut, yakni United Nations Convention
on the Law of the Sea (“UNCLOS”), yang menetapkan kerangka hukum untuk

konservasi dan pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan.”

,, )JDFWYV
A. Kronologi terjadinya tumpahan minyak di Teluk Balikpapan'®

1. Pada tanggal 31 Maret 2018, terjadi tumpahan minyak di Teluk Balikpapan
yang disebabkan oleh patahnya pipa milik PT Pertamina Refinery Unit V yang
mengalirkan minyak mentah. Pipa mengalami patah dan bergeser sepanjang
117,34 meter, serta terdapat parit bekas garukan jangkar dengan panjang
498,82 meter, lebar 1,6 meter, dan kedalaman 0,3 - 0,7 meter.

2. Tumpahan minyak tersebut mengakibatkan kobaran api setinggi 2 kilometer,
dan menyebabkan 5 orang dinyatakan tewas dalam kebakaran tersebut.

3. Dampak dari tumpahan minyak sangat luas, mencakup pantai, ekosistem
mangrove, dan biota laut. Pencemaran minyak mencemari perairan, mengotori
pantai, serta merusak ekosistem mangrove yang menjadi habitat bagi banyak
spesies laut.'!

4. Selain itu, tumpahan minyak juga berdampak pada sektor ekonomi dan sosial
masyarakat setempat. Aktivitas perikanan, pariwisata, dan industri lokal
terganggu akibat pencemaran lingkungan ini, yang berdampak pada
penghidupan masyarakat setempat yang bergantung pada sumber daya alam di

Teluk Balikpapan.'®

%UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan lingkungan hidup [JDIH bpk ri]. (n.d.).
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38771/uu-no-32-tahun-2009

BAB XII - PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF

®United  Nations  Convention on the law of the sea - saill &Y. (nd.-g).
https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf Article 145

WAgung, K. M. (nd.-a). Putusan PN BALIKPAPAN99/Pdt.G/2019/PN Bpp. Direktori Putusan.
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/47¢9ec719b3088879fcce3addcb5534d.htm

""Kasus Tumpahan Minyak, ICEL: Sanksi Administratif pertamina harus transparan. Lembaga Ilmu
Pengetahuan Indonesia. (n.d.).
http://lipi.go.id/lipimedia/kasus-tumpahan-minyak-icel:-sanksi-administratif-pertamina-harus-transparan/20672
"Dampak ~ Parah  tumpahan minyak di teluk balikpapan. merdeka.com. (2018, April 3).
https://www.merdeka.com/peristiwa/dampak-parah-tumpahan-minyak-di-teluk-balikpapan.html

Kegiatan nelayan tidak dapat berjalan dikarenakan masih pekatnya minyak dalam teluk dan sepanjang pantai
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5. Setelah terjadinya tumpahan minyak, dilakukan upaya penanganan darurat
oleh PT Pertamina Refinery Unit V, pemerintah daerah, dan instansi terkait.
Upaya tersebut meliputi membersihkan pantai dari tumpahan minyak dan

mengatasi pencemaran lingkungan.'®

B. Dampak terjadinya tumpahan minyak di Teluk Balikpapan

Tumpahan minyak mengakibatkan kontaminasi sekitar 60 kilometer garis
pantai di Kota Balikpapan dan Kabupaten Penajam Pasir Utara. Ekosistem
mangrove di Kampung Atas Air Margasari juga tercemar, dengan 6.000 tanaman
mangrove dan 2.000 bibit mangrove yang terkena dampak. Biota laut, seperti
kepiting, juga ditemukan mati di Pantai Banua Patra. Tumpahan minyak ini
memberikan dampak negatif kepada daerah-daerah di atas, yakni hutan mangrove
di kawasan Kariangau dengan uas 319,21 Ha (tiga ratus sembilan belas koma dua
satu hektar) dan kawasan hutan kota Margasari seluas 2,34 Ha (dua koma tiga
empat hektar) dari lokasi tumpahan minyak. Dampak ini juga berdampak pada
kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat setempat, termasuk nelayan yang
menggantungkan penghidupannya dari laut dan pariwisata di daerah pantai yang
tercemar.'™ Upaya penanganan darurat dan pembersihan pantai dilakukan oleh
PT. Pertamina Refinery Unit V, pemerintah daerah, dan instansi terkait untuk
mengurangi dampak tumpahan minyak tersebut. Selain itu, dilakukan
penyelidikan untuk menentukan penyebab pasti dan upaya untuk mencegah

terjadinya tumpahan minyak serupa di masa depan.'®
C. Pihak yang bertanggung jawab

PT Pertamina adalah hasil gabungan dari perusahaan Pertamin dan Permina
yang terjadi pada 1968. PT Pertamina (Persero) didirikan berdasarkan akta
Notaris Lenny Janis Ishak, SH No.20 tanggal 17 September 20023, dan disahkan

'Fajar, J. (2018, April 9). Ternyata Teluk Balikpapan Sudah Sering Tercemar Minyak. Kok Bisa?.
Mongabay.co.id.
https://www.mongabay.co.id/2018/04/09/ternyata-teluk-balikpapan-sudah-sering-tercemar-minyak-kok-bisa/

% 1bid.

%Handayani, D. Y. (2020, February 21). Polisi periksa 22 saksi Kasus Tumpahan minyak teluk balikpapan.
Suara Surabaya.
https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2018/Polisi-Periksa-22-Saksi-Kasus-Tumpahan-Minyak-Teluk-Balik
papan/
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oleh Menteri Hukum & HAM melalui surat Keputusan No. C-24025 HT.01.01
pada tanggal 09 Oktober 2003. Refinery Unit V PT Pertamina, merupakan
perusahaan milik negara yang mengoperasikan kilang minyak di Balikpapan,
Kalimantan Timur, Indonesia'*. Insiden ini disebabkan oleh terjadinya tumpahan
minyak Refinery Unit V PT Pertamina di Teluk Balikpapan yang kemudian para
pihak digugat oleh masyarakat dengan dasar pencemaran lingkungan dalam

Putusan No. 99/Pdt.G/2019/Pn Bpp (“Putusan Pencemaran Lingkungan™).

Dalam Putusan Pencemaran Lingkungan, warga negara INdonesia yang
berdomisili di Provinsi Kalimantan Timur menggugat Pemerintah Provinsi
Kalimantan Timur cq Gubernur Kalimantan (Tergugat I). Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara cq Bupati Penajam (Tergugat II), Pemerintah Kota
Balikpapan cq Walikota Balikpapan (Tergugat III), Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan RI cq Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
(Tergugat 1V), Kementerian Perhubungan RI cq Menteri Perhubungan (Tergugat
V), Kementerian Kelautan Dan Perikanan RI Cq Menteri Kelautan dan Perikanan
(Tergugat VI). Masyarakat menggugat para pihak tergugat dengan dasar hukum
bahwa mereka telah lalai dalam menjalankan tugas mereka untuk melindungi
masyarakat dan dalam pengawasan pasca insiden patahnya pipa Refinery Unit V

Pertamina.

Pihak tergugat memberikan eksepsi terhadap gugatan yang menyatakan
bahwa Gugatan tidak lengkap karena tidak menarik dan melibatkan PT Pertamina
Refinery Unit V, Tergugat menyatakan bahwa dikarenakan tumpahan minyak
berasal dari pipa milik PT Pertamina Refinery Unit V maka harus dilibatkan.
Namun dalam putusan akhir Putusan Pencemaran Lingkungan, eksepsi Tergugat
tidak diterima dan PT Pertamina tidak dinyatakan pihak yang Tergugat,
melainkan hanya mengabulkan gugatan sebagian yaitu untuk melanjutkan serta

menerbitkan Peraturan Daerah Tentang Sistem Informasi Lingkungan Hidup yang

1%(Persero), P. P. (n.d.). Refinery Unit |4 balikpapan. Pertamina.
https://www.pertamina.com/id/refinery-unit-v-balikpapan
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Mencakup Sistem peringatan dini dan menyusun PROTAP keadaan darurat

Tumpahan Minyak di laut.'"’

Namun pihak tergugat melakukan Banding terhadap Putusan Pencemaran
Lingkungan dalam Putusan Nomor 68/PDT/2021/PT SMR (“Banding Putusan
Pencemaran Lingkungan”). Dalam Banding Putusan Pencemaran Lingkungan,
Pengadilan Tinggi mengadili Membatalkan Putusan Pencemaran Lingkungan,
menerima eksepsi Pembanding I semula Tergugat IV dan Pembanding II semula
Tergugat V, Menyatakan gugatan Terbanding VII, VII, IX, X, dan XI /
Pembanding IILIV,V,VI, dan VII semula Penggugat LILIII,IV,dan V tidak dapat
diterima dan menghukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung
renteng dalam dua tingkat peradilan, tingkat banding ditetapkan sejumlah
Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).'®

Secara hukum, tidak terdapat satu pihak yang terbukti bertanggung jawab
atas segala kerugian dan kelalaian yang terjadi dalam pertumpahan minyak PT
Pertamina Refinery Unit V, walaupun secara fakta memang PT Pertamina
Refinery Unit V merupakan pihak yang bertanggung jawab atas pertumpahan

minyak yang terjadi akibat dari patahnya pipa.'”

Merupakan pihak yang
bertanggung jawab atas insiden ini. Tanggung jawab ini dijatuhkan kepada
dikarenakan PT Pertamina merupakan pemilik dan operator fasilitas yang
mengalami pipa minyak tersebut. Hal ini sebagaimana diputuskan dalam Putusan

99/Pdt.G/2019/PN di Pengadilan Negeri Balikpapan.

Walaupun PT Pertamina bukan pihak yang tergugat dalam Putusan
Pencemaran Lingkungan, PT Pertamina tetap melaksanakan tujuh sanksi
administratif yang diberikan oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutan

berdasarkan Surat Keputusan Nomor 2631 yaitu sebagai berikut:'"

"Agung, K. M. (n.d.-a). Putusan PN BALIKPAPAN99/Pdt.G/2019/PN Bpp. Direktori Putusan.
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/47e9ec719b3088879feee3addcb5534d.htm

"%putusan  Nomor 68/PDT/2021/PT SMR. JDIH Kementerian kelautan Dan Perikanan. (n.d.).
https://jdih.kkp.go.id/putusan

"YAgung, K. M. (nd.-a). Putusan PN BALIKPAPAN99/Pdt.G/2019/PN Bpp. Direktori Putusan.
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/47e¢9ec719b3088879feee3addcb5534d.htm

Kasus Tumpahan Minyak, ICEL: Sanksi Administratif pertamina harus transparan. Lembaga Ilmu
Pengetahuan Indonesia. (n.d.).
http://lipi.go.id/lipimedia/kasus-tumpahan-minyak-icel:-sanksi-administratif-pertamina-harus-transparan/20672
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1. Pertama, pemulihan lingkungan terdampak tumpahan minyak. Ada 12
lokasi tersebar di pantai, kawasan mangrove dan lain-lain. Sanksi ini perlu
dilaksanakan pemulihan selama 180 hari.

2. Kedua, perubahan izin lingkungan agar dampak operasional single point
monitoring itu terhadap alur pelayaran umum masuk dalam dampak penting
hipotetik pada kajian analisis mengenai dampak lingkungan (180 hari).

3. Ketiga, dampak lalu lintas kapal pada keamanan penyaluran pipa bawah
laut (180 hari).

4. Keempat, audit lingkungan terhadap seluruh operasional kegiatan dengan
memasukkan risiko terhadap seluruh pipa kilang dan proses produksi (180
hari).

5. Kelima, membuat sistem penanganan dini tumpahan minyak, dengan
membuat SOP (30 hari) dan membuat sistem pemantauan otomatis
pengiriman minyak mentah dari terminal Lawe-Lawe menuju Pertamina
Balikpapan (90 hart).

6. Keenam, inspeksi pipa secara berkala setahun sekali (30 hari).

7. Ketujuh, tata kerja penggunaan alat pengoperasian pompa (transfer crude

oil) dalam keadaan darurat (30 hari).
vy, OSOXOBEHIXODWLRQV

Pada permasalahan kasus ini, beberapa peraturan yang dapat digunakan untuk
menganalisis dan memiliki korelasi atas tragedi tersebut adalah:

1. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“Pasal 1365 KUHPerdata)

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985 Tentang
Pengesahan United Nations Convention on The Law of The Sea (“UU No.
17/1985”)

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan
(“UU No. 32/2014”) juncto UU No. 11/2022 Tentang Cipta Kerja dan PERPU
No. 2/2022 Tentang Clpta kerja

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (“UU No. 32/2009”) juncto UU No. 11/2022
Tentang Cipta Kerja dan PERPU No. 2/2022 Tentang Clpta kerja
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5. Putusan Nomor 99/Pdt.G/2019/PN Bpp
6. Putusan Nomor 68/PDT/2021/PT SMRG

9 $QDO\VLV

Sebagai sebuah negara hukum, Indonesia mengakui bahwa hukum adalah
sumber kekuasaan tertinggi yang dijalankan oleh pemerintah untuk memastikan
kesejahteraan dan keamanan rakyatnya.''! UUD 1945 Pasal 28H berbunyi “Setiap
orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan
lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan
kesehatan.” Asas tersebut yang dijadikan dasarnya terjadinya citizen lawsuit yang
menggugat atas terjadinya pencemaran terhadap lingkungan laut kasus Teluk

Balikpapan.

Dalam Putusan Banding Pencemaran Lingkungan segala hal yang sudah
digugat dan hukuman yang seharusnya dijalankan oleh pihak tergugat demi
perlindungan masyarakat dan lingkungan tidak terwujud dikarenakan pembatalan
Putusan Pencemaran Lingkungan, sedangkan produk daripada ‘“Putusan Pencemaran
Lingkungan” seharusnya menjadi langkah krusial dalam menghindari dan mengatasi

dampak negatif dari tumpahan minyak dan polusi laut.

Dalam hukum positif Indonesia terdapat asas Strict liability, sebagaimana
diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup. ''* Asas tersebut berarti konsep pertanggungjawaban
yang tidak mensyaratkan adanya kesalahan pada diri tergugat tetapi telah
menimbulkan menimbulkan kerugian pada diri penggugat, yang berarti tergugat
menjadi terbukti dan harus bertanggung jawab tanpa lebih jauh membuktikan unsur

'3 Dalam hal ini seperti Pertamina melakukan kesalahan, akibat dari

kesalahannya.
kegiatan pertamina yaitu kesalahan oil spillnya terjadi pencemaran lingkungan dan

oleh karena itu tidak perlu diketahui lebih lanjut untuk melakukan Strict Liability dan

l]|3

"2JU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan lingkungan hidup [JDIH bpk ri]. (n.d.).
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38771/uu-no-32-tahun-2009

3Presiden Republik indonesia - ESDM. (n.d.-c).
https://jdih.esdm.go.id/storage/document/UU%2032%20Tahun%202009%20(PPLH).pdf
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membuat keputusan bahwa Pertamina adalah pihak yang bertanggung jawab.''* Hal
ini sesuai dengan kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan Surat
Keputusan Nomor 2631, yang pada akhirnya memberikan putusan dengan didasarkan

pada asas ini.'"”

Meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang mengatur
perlindungan lingkungan laut, terdapat tantangan dalam penegakan dan penindakan
terhadap pelanggaran lingkungan, terutama dalam hal tindakan pemulihan dan sanksi
yang dapat diterapkan. Putusan dalam kasus Teluk Balikpapan menunjukkan bahwa
dikarenakan adanya kekurangan formil dan gugatan yang obscurible kepada pihak
yang bukan seharusnya, sanksi yang diberikan kepada pihak yang melakukan
tumpahan minyak dibatalkan. Dengan pembatalan tersebut, segala upaya yang
seharusnya dapat dilakukan dengan paksaan hukum tidak dapat menjadi output

putusan, melainkan harus menjalani proses lainnya.

Dalam konteks ini, penting bagi pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta
untuk berkolaborasi dalam membangun kerja sama yang kuat guna mencegah
tumpahan minyak dan mengurangi risiko pencemaran laut. Peran sektor swasta dinilai
perlu  ditingkatkan. Pemerintah memiliki keterbatasan dalam membiayai
proyek-proyek strategis seperti perlindungan lingkungan.'® Hal ini melibatkan
peningkatan peraturan dan penegakan hukum yang efektif, serta peningkatan
kesadaran masyarakat akan pentingnya hukum positif dalam menjaga keberlanjutan
lingkungan laut. Diperlukan upaya bersama untuk memastikan bahwa sanksi dan
konsekuensi terhadap pelanggaran lingkungan laut diatur secara jelas, konsisten, dan
dapat ditegakkan oleh aparat penegak hukum yang bertujuan untuk memastikan
bahwa para aparat penegak hukum dapat juga memberi akuntabilitas terhadap para
pihak yang merugikan masyarakat dan lingkungan seperti pada kasus Teluk

Balikpapan. Akuntabilitas dan hukuman yang selayaknya diberikan kepada pihak

"Kasus Tumpahan Minyak, ICEL: Sanksi Administratif pertamina harus transparan. Lembaga Ilmu
Pengetahuan Indonesia. (n.d.).
http://lipi.go.id/lipimedia/kasus-tumpahan-minyak-icel:-sanksi-administratif-pertamina-harus-transparan/20672
""Kasus Tumpahan Minyak, ICEL: Sanksi Administratif pertamina harus transparan. Lembaga Ilmu
Pengetahuan Indonesia. (n.d.).
http://lipi.go.id/lipimedia/kasus-tumpahan-minyak-icel:-sanksi-administratif-pertamina-harus-transparan/20672
""Peran Swasta Dalam Pengembangan Nasional. Kenapa Pembangunan Nasional butuh peran swasta? Kata
Jokowi... (n.d.).
https://sda.pu.go.id/balai/bwssumateral/article/kenapa-pembangunan-nasional-butuh-peran-swasta-kata-jokowi
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yang bersalah, memiliki fungsi untuk menjadi solusi meminimalisir segala kesalahan
yang dapat memicu kembali tragedi Pertumpahan Minyak. Hal tersebut dapat dilihat
dalam gugatan Putusan Nomor 99/Pdt.G/2019/PN Bpp, dimana masyarakat
menggugat untuk ditindaklanjutinya pengawasan PT Pertamina Refinery Unit V,
adanya sistem peringatan dini bencana pertumpahan minyak, dan PROTAP untuk

antisipasi bencana pertumpahan minyak selanjutnya.'"’

Hukum Internasional mengatur perlindungan lingkungan laut sebagai bagian
dari tanggung jawab negara dalam menjaga keberlanjutan lingkungan laut,
menghindari polusi, dan melindungi keanekaragaman hayati di laut.'"® Namun,
implementasi dan penegakan hukum internasional dalam Hukum Nasional Indonesia
ini masih menjadi tantangan, terutama dalam kasus-kasus kebocoran minyak dan
polusi laut. Hal tersebut dapat dilihat bahwa sebenarnya bocoran minyak sering
terjadi, namun dikarenakan skalanya tidak sebesar seperti tumpahan Teluk Balikpapan

2018, tidak tersorot.'"”

Selain itu, meskipun sudah ada pengaturan mengenai perlindungan lingkungan
dan sumber daya alam di laut, pengaturan mengenai penegakan hukum dan sanksi
yang tegas masih perlu ditingkatkan. Contoh pada kasus PT Pertamina Refinery Unit
V, tidak terjadi gugatan terhadap PT Pertamina, melainkan gugatan kepada pemerintah
dan PT Pertamina hanya menjalankan sanksi administratif.'*® Penegakan hukum yang
lemah dapat menyebabkan kurangnya akuntabilitas dan tanggung jawab bagi pelaku
yang melanggar hukum terkait lingkungan laut. Hal tersebut dapat dilihat dari
kasus-kasus di Indonesia seperti pada Putusan Nomor 99/Pdt.G/2019/PN Bpp dan
Putusan Nomor 68/PDT/2021/PT SMR .Putusan ini mencerminkan kurang
dijalankannya fungsi dan peran pemerintah dalam melakukan akuntabilitas dan

penindaklanjutan bencana lingkungan, seperti dengan penerimaan banding yang

WAgung, K. M. (n.d.-a). Putusan PN BALIKPAPAN99/Pdt.G/2019/PN Bpp. Direktori Putusan.
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/47e9ec719b3088879feee3addcb5534d.htm

"$United  Nations  Convention on the law of the sea - 3=l A (n.d.-g).
https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf Article 145

9 Fajar, J. (2018, April 9). Ternyata Teluk Balikpapan Sudah Sering Tercemar Minyak. Kok Bisa?.
Mongabay.co.id.
https://www.mongabay.co.id/2018/04/09/ternyata-teluk-balikpapan-sudah-sering-tercemar-minyak-kok-bisa/
2Kasus Tumpahan Minyak, ICEL: Sanksi Administratif pertamina harus transparan. Lembaga Ilmu
Pengetahuan Indonesia. (n.d.).
http://lipi.go.id/lipimedia/kasus-tumpahan-minyak-icel:-sanksi-administratif-pertamina-harus-transparan/20672
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kemudian membatalkan putusan No. 99/Pdt.G/2019/PN Bpp yang menggugat dan
memaksa pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap PT Pertamina,
melanjutkan pembuatan sistem pemberitahu lebih dini dan pembuatan PROTAP dan
aturan lainnya yang digugat demi kepentingan Masyarakat Indonesia sesuai

Undang-Undang Dasar 1945."!

Untuk memastikan perlindungan lingkungan laut yang efektif, pemerintah
harus menghadirkan regulasi yang jelas, efektif, dan tegas untuk melibatkan semua
pihak dalam pengelolaan sumber daya laut. Selain itu, penegakan hukum yang
konsisten dan sanksi yang memadai harus diterapkan agar terjaganya Integrasi
Perlindungan Laut. Integritas perlindungan laut tersebut diatur dalam Pasal 55, 56, 57,
70, serta 71 UU No. 32/2009. Dalam Pasal 70 ayat (2) UU Perlindungan dijelaskan
bahwa Peran serta masyarakat adalah “Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan, kelompok, organisasi profesi, badan
usaha, atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan

kemitraan.'??

Kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan lingkungan laut juga
perlu ditingkatkan. Edukasi dan kampanye tentang pentingnya keberlanjutan
lingkungan laut serta dampak negatif dari polusi, kebocoran minyak, dan kerusakan
lingkungan laut harus dilakukan secara berkelanjutan. Peningkatan partisipasi
masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan pelanggaran terkait lingkungan laut
juga dapat membantu dalam penegakan hukum dan perlindungan lingkungan laut
yang lebih efektif. Partisipasi yang dapat dilakukan sesuai Undang-Undang diatur
dalam Pasal 70 ayat (3) sebagai berikut:'?

(3) Peran serta masyarakat dalam Pembangunan Kelautan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan melalui partisipasi dalam:
a. penyusunan kebijakan Pembangunan Kelautan;

b. Pengelolaan Kelautan;

2'Agung, K. M. (nd.-a). Putusan PN BALIKPAPAN99/Pdt.G/2019/PN Bpp. Direktori Putusan.
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/47e¢9ec719b3088879feee3addcb5534d.htm

2UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan lingkungan hidup [JDIH bpk ri]. (n.d.).
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38771/uu-no-32-tahun-2009

ZUJU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan lingkungan hidup [JDIH bpk ri]. (n.d.).
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38771/uu-no-32-tahun-2009
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c. pengembangan Kelautan; dan

d. memberikan masukan dalam kegiatan evaluasi dan pengawasan.

Hanya dengan demikian, laut dan lingkungannya dapat terlindungi dengan
baik demi kesejahteraan dan keberlanjutan bagi rakyat Indonesia dan generasi yang
akan datang. Dengan adanya partisipasi partisipasi masyarakat secara langsung maka
secara langsung akan meningkatkan pengaturan penegakan hukum dan bukan sekedar

sanksi secara administratif melainkan sanksi yang tegas pula.
9 &RQFOXVLRQ

Perlindungan laut melibatkan peran penting dari hukum dalam menghadapi
tantangan yang dihadapi oleh lingkungan laut, termasuk dampak negatif dari
tumpahan minyak seperti yang terjadi dalam insiden Teluk Balikpapan.
Penyempurnaan peraturan, penegakan hukum yang efektif, serta kesadaran
masyarakat dan sektor swasta terhadap pentingnya menjaga keberlanjutan sumber
daya alam dan keanekaragaman hayati laut menjadi langkah krusial dalam upaya
melibatkan perlindungan laut. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor
swasta menjadi kunci untuk mencegah tumpahan minyak dan mengurangi risiko
pencemaran laut. Dengan bersama-sama menghadapi tantangan ini dan mengambil
langkah-langkah yang tepat, kita dapat memastikan masa depan yang berkelanjutan

bagi lingkungan laut dan kesejahteraan kita semua.

Untuk mewujudkan perlindungan lingkungan yang baik, butuh dipahami
bahwa dalam Undang-Undang, lingkungan merupakan suatu subjek yang harus
dipertahankan dan segala unsur di dalamnya, bukan hanya manusia saja. Dalam
penafsiran dan analisa putusan dan hukum yang ada, dapat terlihat bahwa dalam
Hukum Positif Indonesia masih terdapat aturan yang kabur atau belum diatur, dan
mekanisme yang menegakkan atau mengisi kekosongan hukum tersebut belum
berjalan dengan baik serta dalam penegakkan hukumnya, “Banding Putusan
Pencemaran Lingkungan” menunjukkan bahwa belum terlaksanakan mekanisme
akuntabilitas dan tindakan mitigasi untuk bencana ke depannya, sehingga polemiknya

tidak terselesaikan.
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Tinjauan Yuridis Terhadap Pembuktian dan Pertanggungjawaban Korporasi
sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup dalam Undang- Undang
Nomor 32 Tahun 2009

Shafwah Diah Nabiilah'?*

, »VVXH

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang tengah berupaya
memajukan ekonominya melalui industrialisasi demi mewujudkan kesejahteraan
masyarakat yang makmur, adil, dan merata. Sektor industri acapkali disebut sebagai
tulang punggung pembangunan nasional karena kemajuannya akan memicu dan
mendorong pembangunan sektor-sektor lain, misalnya sektor jasa. Berdasarkan data
dari Badan Pusat Statistik (BPS), sektor industri memberikan kontribusi sebesar
17,84% terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional yang jumlahnya Rp4,92
kuadriliun pada kuartal II 2022.'» Masifnya kemajuan sektor industri dan besarnya
peran korporasi sebagai aktor sosial ini sayangnya diikuti oleh banyak permasalahan.
Tidak jarang korporasi melakukan tindakan menyimpang atau kejahatan, salah satu
bentuknya yaitu kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup. Menurut Marshall
Clinard dan Richard Quinney dalam buku “Criminal Behavior Systems”, tindak
pidana korporasi (corporate  crime) merupakan situasi di mana pejabat
perusahaan melakukan tindakan kriminal atau berbahaya demi kepentingan
korporasi.'”® Kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup secara umum tidak

hanya berdampak buruk pada sumber daya alam, tetapi juga menimbulkan kerugian

124 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya | Staff of Legal Development Division ALSA LC UB |
diahnabiilah@student.ub.ac.id
125 Vlva Budy Kusnandar, “Sektor Industri Jadi Penopang Terbesar Ekonomi RI Kuartal II 2022,” Databoks,

1-ii- 2022 (dlakses 1 Juli 2023)

126 Brian K. Payne dan Susannah Tapp, "Corporate Crime," Oxford Bibliographies, terakhir dimodifikasi 2015,
https://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780195396607/0bo-9780195396607-0185.xml
(diakses 1 Juli 2023).
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materi, kesehatan dan keselamatan jiwa, dan di bidang sosial.

Pengaturan tindak pidana lingkungan hidup semakin menguat dengan
ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU
Cipta Kerja”) yang mengamandemen Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“UU PPLH”) yang
mencakup kejahatan yang berhubungan dengan lingkungan hidup dan
pertanggungjawabannya. Dari pernyataan tersebut, timbul urgensi peninjauan tentang
bagaimana pengaturan pembuktian dan pertanggungjawaban korporasi dalam tindak

pidana lingkungan hidup yang telah diatur dalam UU PPLH.

., J)DFWYV

Dari segi yuridis-formal, pada mulanya dalam hukum pidana Indonesia,
korporasi tidak diakui sebagai subjek hukum pidana. Orang perseorangan (natural
person) menjadi satu-satunya yang dikenal sebagai subjek hukum pidana pada saat
itu. Hal ini dapat diketahui melalui Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(“KUHP”) atau yang biasa disebut Wethoek van Strafrecht (“WvS’) yang
memandang suatu delik (tindak pidana) hanya dapat dilakukan oleh manusia. Akan
tetapi, perkembangan zaman yang pesat memberi peranan besar pada korporasi
dalam kegiatan sehari-hari masyarakat, sehingga melahirkan terobosan-terobosan
baru di bidang hukum. Korporasi sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana
akhirnya ditetapkan pada tanggal 23 Juni 1976 dalam KUHP Belanda (Dutch Penal
Code) khususnya dalam Pasal 51 KUHP. Indonesia pun juga turut melakukan
pembaharuan hukumnya dengan mengatur ketentuan pertanggungjawaban pidana
korporasi yang dimasukkan dalam Rancangan Undang-Undang KUHP, yang
akhirnya disahkan menjadi Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023.

Pengaturan secara khusus tentang korporasi terhadap tindak pidana yang
berhubungan dengan lingkungan hidup diatur dalam Pasal 116 UU PPLH. Pasal ini
menyebutkan bahwa jika suatu badan usaha melakukan tindak pidana lingkungan
hidup, maka tuntutan dan sanksi pidana dapat dijatuhkan pada badan usaha dan/atau
orang yang memberi perintah atau memimpin dalam tindak pidana tersebut. Selain
mengatur  masalah  pertanggungjawaban  korporasi, UU PPLH juga

mengatur/menganut asas pertanggungjawaban mutlak (strict liability) dalam Pasal
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88, namun hanya sebatas kewajiban untuk membayar ganti rugi secara perdata dan
bukan dalam bentuk pertanggungjawaban pidana. Dalam hal menuntut ganti
kerugian atas terjadinya perusakan dan/atau pencemaran lingkungan, pasal yang

dapat digunakan adalah Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Ketentuan yang mengatur masalah pertanggungjawaban pidana korporasi ini
masih sulit diterapkan dalam kehidupan nyata karena sulitnya pembuktian,
khususnya dalam tindak pidana lingkungan hidup. Berdasarkan hasil penelitian yang
dilakukan oleh Iwan Arto Koesoemo, ditemukan bahwa ada kesulitan untuk
membuktikan pertanggungjawaban pidana korporasi agar memenuhi unsur delik
pidana. Salah satu faktornya yaitu ada pada kurangnya koordinasi antara
aparat-aparat penegak hukum. Para penegak hukum masih memiliki perbedaan
pemahaman dan persepsi dalam penerapan teori pertanggungjawaban pidana pada
perkara lingkungan hidup. Diduga faktor lainnya yaitu ketidakprofesionalan dan

ketidakmampuan aparat penegak hukum dalam membuktikan kesalahan korporasi.'?’

vy SXOBIQEBHIXODWLRQ

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”)

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”)

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(“KUHAP”)

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (“UU PPLH”)

5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (“UU Cipta Kerja”)

9 $QDO\VLV

Asas pertanggungjawaban mutlak (strict liability) dapat dijumpai di Pasal 88
UU PPLH yang berbunyi, “Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau

kegiatannya menggunakan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), menghasilkan

127 Iwan Arto Koesoemo, “Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup: Studi Tentang Kendala
Yang Dihadapi Oleh Aparat Penegak Hukum Dalam Penerapan Aturan Pidana Dalam Rangka Penuntutan
Terhadap Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup Di Indonesia,” (Tesis, Universitas
Indonesia, 2005) hlm. 202—204.
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dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius
terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi
tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.” Frasa “tanpa perlu pembuktian unsur
kesalahan™ berarti bahwa pihak yang memenuhi unsur-unsur pasal tersebut dapat
diminta pertanggungjawabannya tanpa perlu dibuktikan oleh pihak penggugat, dan
hanya perlu menunjukkan bahwa kerugian yang dialami oleh penggugat secara
langsung disebabkan oleh perbuatan tergugat. Akan tetapi, bunyi Pasal 88 UU PPLH
ini telah diganti dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(“UU Cipta Kerja”) yang berbunyi, “Setiap orang yang tindakannya, usahanya,
dan/atau kegiatannya menggunakan B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius
terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi dari
usaha dan/atau kegiatannya.” Frasa “tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”
dihapus, sehingga perubahan ini menyebabkan makna dari Pasal ini tidak jauh
berbeda dengan pertanggungjawaban sebagaimana dalam Pasal 1365 KUHPerdata
yang berbunyi “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian
kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena
kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.” Dengan demikian, pihak
yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup dan kerugian itu memang mutlak
bertanggung jawab, tapi tetap diperlukan adanya pembuktian atas adanya unsur
kesalahan dalam perbuatan tergugat. Perubahan ini juga menuai banyak kritik karena
melemahkan akses masyarakat kepada keadilan. Masyarakat yang sebelumnya
terlindungi dari tindakan korporasi yang merusak lingkungan hidup dan
menimbulkan kerugian, kini dihadapkan dengan permasalahan- permasalahan

tersebut dan dibebankan dengan kewajiban pembuktian.

Dalam praktiknya, pengaturan pertanggungjawaban korporasi dalam
undang-undang tersebut menghadapi masalah besar karena sulitnya pembuktian
tindak pidana lingkungan hidup yang pelakunya adalah korporasi. Dalam penelitian
yang dilangsungkan oleh Iwan Arto Koesoemo dengan penyidik lingkungan hidup,
jaksa, dan hakim, 89% respondennya menyetujui bahwa korporasi dapat dijadikan
sebagai subjek pelaku tindak pidana lingkungan hidup, sedangkan sisa 11%
responden menyatakan bahwa korporasi tidak mungkin dijadikan subjek pelaku
tindak pidana karena korporasi telah diwakili oleh orang-orang yang bertindak untuk
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dan atas nama korporasi.'*® Penelitian ini membuktikan bahwa terdapat perbedaan
pemahaman dan persepsi aparat-aparat penegak hukum dalam menerapkan teori

pertanggungjawaban pidana pada perkara lingkungan hidup.

Kendala lain pada pembuktian tindak pidana lingkungan hidup yang
pelakunya adalah korporasi dapat dilihat dalam putusan Pengadilan Negeri Manado
No0.284/Pid.B/2005/PN.Mdo.. Dalam putusan ini, PT Newmont Minahasa Raya yang
diduga mencemari Teluk Buyat divonis bebas karena kadar logam berat di Teluk
Buyat terbukti masih di bawah ambang batas baku mutu.'” Bukti hasil pemeriksaan
laboratorium yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak dapat
dipertahankan karena laboratorium tersebut belum terakreditasi. JPU juga menolak
untuk mengadakan pemeriksaan ulang dengan alasan yang kurang jelas."® JPU
kemudian mengajukan upaya kasasi, tetapi kasasi ini ditolak karena melawan Pasal
244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(“KUHAP”) yang menyatakan bahwa terhadap putusan bebas tidak boleh diajukan
pemeriksaan kasasi. Selain itu, materi yang diajukan JPU hanya berupa pengulangan
atas fakta-fakta persidangan yang telah diuji kebenarannya."! Contoh tersebut
menunjukkan bahwa adanya ketidakcermatan dan ketidakmampuan aparat penegak
hukum, di sini yaitu penyidik dan/atau jaksa, dalam membuktikan kesalahan

korporasi.

Kendala-kendala di atas akan sangat berkurang apabila pengadilan
menerapkan sistem pertanggungjawaban mutlak (strict liability) dalam proses
peradilan. Berbeda dengan sistem tanggung jawab dalam pidana umum yang
mengharuskan adanya kesengajaan atau kealpaan, asas pertanggungjawaban mutlak
(strict liability) memiliki ciri utama yaitu tidak perlu adanya pembuktian kesalahan
(kesengajaan atau kealpaan) lebih jauh. Terdakwa dapat dinyatakan bersalah hanya

dengan membuktikan telah dilakukannya tindak pidana (actus reus) tanpa harus

128 Iwan Arto Koesoemo, op. cit. hlm. 172

12 Lihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 284/Pid.B/2005/PN.Mdo.

130 Sumadi, “Pertentangan Keterangan Ahli yang Diajukan oleh Penuntut Umum dengan Penasihat Hukum
dalam Perkara Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan (Studi Kasus Pencemaran Teluk Buyat oleh Pt.
Newmont Minahasa Raya)”, Skripsi Fakultas Hukum, Program Sarjana Ekstensi, (Depok: Universitas
Indonesia, 2009), 115—117.

Bl‘Kasasi Terhadap Newmont Melawan Hukum dan Tidak Berdasar’ (Antara News, 2007)
https://www.antaranews.com/berita/68001/kasasi-terhadap-newmont-melawan-hukum-dan-tidak-  berdasar
Diakses 12 September 2023.
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melihat motif dilakukannya tindak pidana tersebut (mens rea).'*

Koesnadi Hardjasoemantri berpendapat bahwa untuk kasus-kasus tertentu,
pembuktian perkara lingkungan hidup dapat dibebankan kepada terdakwa sebagian

atau seluruhnya.'®’

Kesalahan korporasi tidak dengan serta merta hilang dengan
diterapkannya asas pertanggungjawaban mutlak (strict liability), hanya saja beban
pembuktiannya yang bergeser dari pihak penuntut (jaksa) kepada pihak yang diduga
melakukan kejahatan (tersangka). Dengan penerapan asas pertanggungjawaban
mutlak (strict liability) dengan beban pembuktian terbalik terbatas, maka lembaga
penegak hukum Indonesia tidak akan lagi mengalami kesulitan untuk membuktikan

terjadinya tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi.

Selain itu, perlu adanya peningkatan pengetahuan dan sikap profesionalisme
para aparat penegak hukum dalam membuktikan kesalahan korporasi dalam tindak
pidana lingkungan hidup. Peningkatan pemahaman serta persamaan persepsi antara
aparat penegak hukum tentang perkara lingkungan hidup juga perlu ditumbuhkan.
Dengan begitu, kendala koordinasi dan ketidakmampuan aparat penegak hukum

tidak lagi akan menghambat penegakan hukum lingkungan.
9 &RQFOXVLRQ

Masalah pertanggungjawaban mutlak (strict liability) telah diatur dalam
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (“UU PPLH”). Akan tetapi, menurut Pasal 88 UU PPLH,
pertanggungjawaban mutlak (strict liability) tersebut hanya sebatas kewajiban
membayar ganti rugi dalam hal gugatan keperdataan, sedangkan
pertanggungjawaban pidana yang dianut oleh UU PPLH masih menganut asas
kesalahan. Dalam perkara tindak pidana lingkungan hidup yang melibatkan
korporasi, asas pertanggungjawaban mutlak (strict liability) ini perlu pula

diterapkan, bukan hanya terhadap gugatan ganti rugi secara keperdataan saja.

Menerapkan asas tanggung jawab mutlak (strict liability) akan

132 Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa
Kesalahan (Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana) (Jakarta:
Prenada Media, 2006), 83.

13 Koesnadi Hardjasoemantri, Hukum Tata Lingkungan (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002),
387.
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mempermudah pembuktian oleh penyidik dan jaksa di dalam persidangan karena
mereka tidak perlu membuktikan adanya kesengajaan ataupun kelalaian, juga motif
(mens rea) dari korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup. Selain
itu, peningkatan pengetahuan serta persamaan persepi antara aparat penegak hukum
akan mempermudah proses peradilan perkara lingkungan hidup, sehingga hukum

lingkungan bisa ditegakkan seadil-adilnya.
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Pidana dalam UU No. 1 Tahun 2023

Austin Raja Hamonangan Purba'**

, »VVXH

Seiring dengan perkembangan zaman, kejahatan juga mengalami
perubahan. Perkembangan kejahatan tersebut terjadi dalam berbagai aspek
kehidupan dalam bermasyarakat dan bernegara. Berbagai aspek kehidupan
bermasyarakat dan bernegara tersebut meliputi industri, kemanusiaan, agraris,
ekonomi, dan hal-hal lainnya yang mengorbankan kepentingan masyarakat dalam
aksi-aksi kejahatan dalam masyarakat. Jika dipandang dari sudut pelaku, yang
dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, dahulu hanya orang
perseorangan (Individu). Dewasa ini hukum pidana tidak hanya menjadikan
manusia atau orang-preseorangan sebagai subjek hukum (Natuurlijk Persoon),
tetapi juga badan hukum seperti korporasi (Rechts Persoon) sebagai subjek
hukum pidana layaknya pada bidang hukum lainnya seperti hukum privat.'*

Pandangan masyarakat apabila diajak berbicara mengenai definisi
kejahatan, cenderung mengacu pada kejahatan yang bersifat konvensional seperti
pembunuhan, pemerkosaan, pencurian, penipuan, dan hal-hal lainnya. Masyarakat
kurang memahami kejahatan yang terjadi pada bidang usaha yang berdampak
kerugian besar dan dilakukan oleh beberapa pihak yang tergabung dalam

perusahaan tersebut. Hal inilah yang dinamakan kejahatan korporasi. Hal tersebut

13 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya |Staff Legal Development Division ALSA LC UB |
purbaaustin@student.ub.ac.id
%M. Haryanto, SH. M.Hum. 2012. "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DAN

INDIVIDUALISASI PIDANA." Jurnal I[lmu Hukum REFLEKSI HUKUM 191.
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seperti korupsi dan hal-hal yang berkenaan dengan korporasi.'® Asumsi
masyarakat akan hal tersebut bukanlah sebuah kesalahan karena masyarakat
seringkali disuguhkan dengan berita-berita yang mengacu pada kejahatan

konvensional.

Korporasi sebagai subjek hukum pidana memiliki perbedaan dengan
manusia sebagai subjek hukum pidana. Korporasi sebagai subjek hukum pidana,
lebih mengarah kepada tindakan pidana doluar KUHP lama yakni UU khusus
seperti UU korupsi. Sementara, KUHP keseluruhannya mengatur tentang manusia
sebagai subjek hukum pidana. Dalam KUHP lama yang masih berlaku sampai
sekarang, subjek hukum pidana yang diakui hanya manusia (Natuurlijk Persoon).
Pun demikian dengan KUHAP yang merupakan , tidak terdapat pengaturan
mengenai penuntutan terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Dalam
hukum pidana umum, korporasi tidak diatur dalam KUHP lama (UU No 1 tahun
1946), namun korporasi dapat menjadi subyek hukum pada beberapa pidana
khusus seperti korupsi, TPPU, dan lainnya.

Saat ini di Indonesia, kedudukan korporasi (Rechts Persoon) sebagai
subjek hukum pidana hanya diakui secara khusus dalam undang-undang yang
mengatur tindak pidana di luar KUHP. Hal ini disebabkan karena KUHP di
Indonesia masih menganut paham societas delinquere non potest sehingga belum
mengakomodasi kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana umum."’
Beberapa peraturan undang-undang yang telah mengakui korporasi sebagai subjek
hukum pidana di Indonesia termasuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010
tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang,
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.

136 Ibid.
137 Reza, Aulia Ali. 2015. Pertanggungjawaban Korporasi dalam Rancangan Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana. Jakarta Selatan: Institute of Criminal Justice Reform.
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Dengan diakomodasinya kedudukan korporasi sebagai subjek hukum
pidana secara umum, seperti yang terjadi dalam perubahan UU No. 1 Tahun 2023,
korporasi dapat dianggap sebagai pelaku tindak pidana seperti manusia dan
memiliki subjek hukum. Sebelumnya, kedudukan korporasi sebagai subjek hukum
pidana hanya diakui oleh undang-undang di luar KUHP yang mengatur
delik-delik tertentu. Pengaturan di luar KUHP tersebut menciptakan perbedaan
dalam pengaturan dan pertanggungjawaban pidana korporasi antara satu
undang-undang dengan undang-undang lainnya. Hal ini dapat menimbulkan
ketidakpastian mengenai pengaturan pidana yang berlaku bagi korporasi di
Indonesia. Dengan adanya pengaturan dalam KUHP baru ( UU No. 1 Tahun
2023), pengaturan mengenai korporasi sebagai subjek hukum pidana umum akan

diadakan, diluar korporasi sebagai subjek hukum pada pidana khusus lainnya.'*

UU No. 1 Tahun 2023 menambahkan korporasi sebagai subjek hukum
pidana umum layaknya manusia sebagai subjek hukum pidana. Penambahan
korporasi sebagai subjek hukum pidana ke dalam UU No. 1 Tahun 2023
merupakan langkah pemerintah yang bertujuan untuk memberikan kepastian
hukum terhadap korporasi. Namun, apakah langkah tersebut efektif terhadap
pemidanaan korporasi atau tidak masih harus diteliti lebih lanjut. Diperlukan
pembedahan serta kajian lebih mendalam mengenai pidana, tindakan, pemidanaan
apa saja yang akan dikenakan kepada korporasi dan delik yang seperti apa yang
dapat dikenakan pada korporasi.

., JDFW

Pertama kali, ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi
diatur dalam Undang-undang tentang Penimbunan Barang, yang secara luas
dikenal dalam Undang-Undang No. 71 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana
Ekonomi. Dalam perkembangan terakhir, korporasi dapat dianggap sebagai subjek
tindak pidana, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Model
ini diterapkan dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana
Pencucian Uang. Selain itu, model ini juga digunakan dalam Undang-Undang No.

23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999

138 Ibid.
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juncto Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, dan

undang-undang lainnya.'*

Undang-undang yang secara khusus menindaklanjuti kejahatan korporasi

di Indonesia sebelum adanya KUHP baru (UU No. 1 tahun 2023) yakni :

I. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan
Perlindungan Lingkungan Hidup.

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi.

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka
Komoditi.

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik.

9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Perdagangan Orang.

10. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan
Batubara.

11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Perusakan Hutan.

12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber
Daya Air.

13. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

1% Susanto, Agung. 2022. "Perbandingan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebelum Adanya
RUU KUHP Pada RUU KUHP dan Sistem Dari Negara Belanda." Jurnal Ilmu Hukum,

Perundang-undangan dan Pranata Sosial 128.
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14. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan.

15. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

16. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagakerjaan.

17. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pers.

18. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Narkotika

Nasional.

Beberapa undang-undang di atas merupakan beberapa Undang-Undang yang

menindaklanjuti korporasi sebelum adanya KUHP baru ( UU NO. 1 Tahun 2023 ).

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di
Indonesia saat ini, tidak terdapat definisi atau pengertian mengenai korporasi.
KUHP Indonesia hanya mengakui manusia (natuurlijk persoon) sebagai subjek
hukum pidana. Kata "korporasi" berasal dari bahasa Latin "corporatio," yang
merupakan bentuk kata benda dari kata kerja "corporare." Ini merujuk pada
struktur fisik dan hukum yang memberikan identitas kepada badan hukum ini.'*’
Korporasi adalah badan hukum yang diciptakan oleh hukum, sehingga aturan

hukum mengatur keberadaan dan akhirnya.'*!

Jika merujuk pada beberapa peraturan yang mengakui korporasi sebagai
subjek hukum pidana, dapat diidentifikasi apa saja yang termasuk dalam definisi
korporasi dalam konteks hukum pidana. Salah satunya adalah Undang-Undang
Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan
Tindak Pidana Ekonomi, yang dalam Pasal 15 ayat (1) mengatur bahwa: "Jika
suatu tindak pidana ekonomi dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum,
suatu perseroan, suatu perserikatan orang yang lainnya atau suatu yayasan, maka
tuntutan pidana dilakukan dan hukuman pidana serta tindakan tata tertib
dijatuhkan, baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, atau yayasan itu,
baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan tindak pidana ekonomi
itu atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan atau kelalaian itu,

maupun terhadap kedua-duanya." Dari isi pasal tersebut, dapat diperoleh

"“'Muladi dan Dwidja Priyatno. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Hukum Pidana. cet.3.
Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
14'Rahardjo, Satjipto. [lmu Hukum. Bandung: Alumniu, 1986.
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pemahaman bahwa korporasi dalam hukum pidana tidak hanya mencakup badan
hukum, tetapi juga termasuk entitas lain yang masuk dalam kategori yang

dijelaskan dalam rumusan pasal tersebut.

Di Indonesia, sebelum diberlakukannya KUHP baru (UU No. 1 Tahun
2023), terdapat tiga model pertanggungjawaban pidana korporasi dalam
pengaturannya. Seperti yang dijelaskan oleh Mardjono Reksodiputro dalam
makalahnya, ketiga model pertanggungjawaban pidana korporasi tersebut adalah

sebagai berikut:'*

1. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan pengurus korporasi yang
bertanggungjawab.
2. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggungjawab.

3. Korporasi sebagai pembuat dan juga korporasi yang bertanggungjawab.

Mardjono Reksodiputro dalam makalahnya yang berjudul "Tindak Pidana
Korporasi dan Pertanggungjawabannya (Perubahan Wajah Pelaku Kejahatan di
Indonesia)" menjelaskan bahwa dalam Undang-Undang Kehutanan, badan hukum
atau badan usaha (korporasi) diakui secara tegas sebagai pelaku tindak pidana.
Dalam hal pertanggungjawabannya, ditegaskan bahwa tuntutan dan sanksi pidana
diberlakukan terhadap pengurus korporasi, baik secara individu maupun
bersama-sama. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang
Kehutanan telah secara jelas mengadopsi model pertanggungjawaban pidana

korporasi.'*

Berbeda Halnya dengan KUHP lama ( UU No. 1 Tahun 1946), pada KUHP
baru (UU No.l Tahun 2023) mengakui korporasi sebagai subjek Hukum.
Meskipun sebelumnya Undang-Undang khusus lainnya dalam ranah pidana sudah
mengakomodasi korporasi sebagai subjek hukum pidana, KUHP 2023 tetap
menambahkan korporasi sebagai subjek hukum pidana umum. Berbeda halnya

pengaturan korporasi sebagai subjek hukum pidana khusus, korporasi pada KUHP

142 Reksodiputro, Mardjono. “Tindak Pidana Korporasi dan Pertanggungjawabannya (Perubahan Wajah
Pelaku Kejahatan di Indonesia)”. Makalah dalam Pelatihan Dosen Hukum Pidana dan Kriminologi FH
UGM. Yogyakarta, 24 Ferbuari 2014.

143 Ibid.
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baru (UU No. 1 Tahun 2023) memiliki kedudukan yang pasti, dan diatur dengan
jelas dalam UU No. 1 Tahun 2023

Hal dan fakta tersebut menjelaskan perubahan kedudukan korporasi
sebagai subjek hukum pidana sebelum dan sesudah adanya KUHP baru (UU No. 1
Tahun 2023). Perlu dianalisa dan ditelaah lebih lanjut efektivitas dari adanya
penambahan korporasi sebagai subjek hukum pidana umum di dalam KUHP baru,
serta bagaimana bentuk kepastian hukum yang diberikan KUHP baru terhadap
korporasi sebagai subjek hukum pidana umum dapat sejalan dengan

pengaplikasiannya di kemudian hari.
v, DOXOBIQEHIXODWLRQ

Muatan yang terdapat di dalam bab II paragraf ke-3 KUHP baru (UU No.1
Tahun 2023) merincikan pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek hukum.
Penjelasan pada pasal 45-50 pada paragraf tersebut menjelaskan lebih lanjut
mengenai korporasi sebagai subjek hukum pidana umum dan dapat dikenakan
pidana layaknya manusia. Pasal-pasal tersebut juga menjelaskan secara mendalam
mengenai pertanggungjawaban korporasi terhadap sebuah tindak pidana yang

dilakukan oleh korporasi.

UU No. 1 Tahun 2023 juga mengatur dengan jelas pidana dan tindakan
bagi korporasi sebagaimana diatur dalam pasal 118- pasal 124. Hal-hal lainnya
mengenai korporasi lebih rincinya dijelaskan dalam bab V pada UU No. 1 Tahun
2023 mengenai korporasi, yakni pada bab pengertian istilah korporasi yang lebih
rincinya diatur dalam pasal 145-146.

,9 $QDO\VLV

Terdapat beberapa poin-poin penting yang perlu ditinjau lebih lanjut
mengenai efektivitas korporasi sebagai subjek hukum di dalam UU No. 1 Tahun

2023.

A. Pasal 45-Pasal 50 UU No. 1 Tahun 2023 mengenai pertanggungjawaban

Korporasi

Collasa 2023 Legal Development Division
ALSA Local Chapter Universitas Brawijaya



Collective Files of ALSA 76

UU No. 1 Tahun 2023 pada pasalnya yang ke 45 pada ayatnya yang
pertama dan kedua menyatakan bahwa “ (1) Korporasi merupakan subjek
Tindak Pidana. Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup
badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, koperasi, badan
usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau yang disamakan dengan
itu, serta perkumpulan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan
hukum, badan usaha yang berbentuk lirma, persekutuan komanditer, atau
yang disamakan dengan itu sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.'** Hal tersebut menunjukkan bahwa korporasi diatur
secara jelas merupakan subjek hukum pidana umum (KUHP), pada ayatnya
yang kedua menjelaskan juga apa saja dan siapa yang dapat dikatakan sebagai
korporasi dalam ayat yang pertama. Penegasan dan penjelasan pada ayat 1
dan 2 sudah memberikan kejelasan yang mumpuni untuk memasukkan

korporasi sebagai subjek hukum pidana.

Pada pasal yang ke 46 dijelaskan mengenai tindak pidana korporasi.
Tindak Pidana oleh Korporasi merupakan Tindak Pidana yang dilakukan oleh
pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi
Korporasi atau orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan
hubungan lain yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi atau bertindak
demi kepentingan Korporasi, dalam lingkup usaha atau kegiatan Korporasi
tersebut, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Dilanjut dengan
pasalnya yang ke 47 tentang penjelasan pasal 46, yakni Tindak Pidana oleh
Korporasi dapat dilakukan oleh pemberi perintah, pemegang kendali, atau
pemilik manfaat Korporasi yang berada di luar struktur organisasi, tetapi

dapat mengendalikan Korporasi.

Pasal 48 menjelaskan serta mengatur persyaratan korporasi dapat
dipertanggungjawabkan. Dan pasal 49 menyatakan serta menjelaskan dan
mengatur siapa saja yang dapat dikenakan pertanggungjawaban atas tindak
pidana korporasi, yakni korporasi, pengurus yang mempunyai kedudukan

fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/atau pemilik manfaat

144 UU No.1 Tahun 2023 pasal 45
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korporasi. Dan pasal 50 mengatur mengenai alasan pembenar dan alasan

pemaaf korporasi dapat terbebas dari sebuah pemidanaan.

Sejauh ketentuan dalam pasal 45-50 mengatur tentang bagaimana
sebuah korporasi dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang
dilakukan, semuanya masih jelas terkecuali pada pasal yang ke 48. Pasal 48
menyatakan bahwa, Tindak Pidana oleh Korporasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 46 dan Pasal 47 dapat dipertanggungjawabkan, jika:

a. Termasuk dalam lingkup usaha atau kegiatan sebagaimana ditentukan
dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi Korporasi;

b. Menguntungkan Korporasi secara melawan hukum;

c. Diterima sebagai kebijakan Korporasi;

d. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk
melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan
memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna
menghindari terjadinya tindak pidana; dan/ atau

e. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana.

Huruf a sampai e menjelaskan syarat-syarat korporasi dapat
dipertanggungjawabkan dalam sebuah tindak pidana, namun permasalahan
yang terjadi adalah ketidakrincian dalam hal pemberian contoh tindak pidana
yang dapat dilakukan oleh korporasi diluar korporasi sebagai subjek hukum
pidana khusus. Tidak dijelaskan secara konkrit (pemberian contoh) yang jelas
delik apa yang bisa membuat sebuah korporasi dipidana. Hal tersebut
menimbulkan ketidakpastian hukum dan keragu-raguan dalam efektivitas
korporasi sebagai subjek hukum pidana umum (KUHP) serta pembeda antara
pembuatan korporasi sebagai subjek hukum pidana umum serta pada subjek

hukum pidana khusus.
B. Pasal 118-124 UU No.1 Tahun 2023

Selanjutnya, Pasal mengenai korporasi diatur di dalam pasal 118-124
KUHP baru yakni mengenai pidana dan tindakan bagi korporasi. Pada pasal
nya yang ke 118 pidana bagi korporasi terdiri atas pidana pokok dan pidana
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tambahan, kemudian pada pasal yang ke 119, diejelaskan yang dimaksud
dengan pidana pokok adalah pidana denda. Serta regulasi pada pasal 120
mengatur tentang apa saja yang dimaksud dengan pidana tambahan. Pasal

120 menegaskan dan berbunyi bahwa, :

“(1) Pidana tambahan bagi korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal

118 huruf'b terdiri atas:

a. pembayaran ganti rugi
a. perbaikan akibat Tindak Pidana;
b. pelaksanaan kewajiban yang telah dilalaikan;

c. pemenuhan kewajiban adat;

o

pembiayaan pelatihan kerja;

e. perampasan Barang atau keuntungan yang diperoleh dari Tindak
Pidana;

pengumuman putusan pengadilan;

pencabutan izin tertentu;

5 @ o

pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu;

—

penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/ atau kegiatan
Korporasi;
j. pembekuan seluruh atau sebagian kegiatan usaha Korporasi; dan

k. pembubaran Korporasi.

(2) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, huruf'j,
dan huruf k dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun.

(3) Dalam hal Korporasi tidak melaksanakan pidana tambahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e,
kekayaan atau pendapatan Korporasi dapat disita dan dilelang oleh jaksa

untuk memenuhi pidana tambahan yang tidak dipenuhi.
Pada pasal 121 menegaskan lebih jelas ketentuan pidana denda, yakni:

“(1) Pidana denda untuk Korporasi dljatuhi paling sedikit kategori IV,
kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang.

(2) Dalam hal Tindak Pidana yang dilakukan diancam dengan:
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a. pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, pidana denda paling
banyak untuk Korporasi adalah kategori VI;

b. pidana penjara paling lama 7 (tujuh) sampai dengan paling lama 15
(lima belas) tahun, pidana denda paling banyak untuk Korporasi
adalah kategori VII; atau

c. pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara
paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana denda paling banyak
untuk Korporasi adalah kategori VIII.

Kemudian pada pasalnya yang ke 122 ditegaskan lebih lanjut mengenai
ketentuan pidana denda, yakni :

“(1) Pidana denda wajib dibayar dalam jangka waktu tertentu yang dimuat

dalam putusan pengadilan.

(2) Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

menentukan pembayaran pidana denda dengan cara mengangsur.

(3) Jika pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibayar
dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau pendapatan
Korporasi dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk melunasi pidana

denda yang tidak dibayar.

(4) Dalam hal kekayaan atau pendapatan Korporasi tidak mencukupi untuk
melunasi pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Korporasi
dikenai pidana pengganti berupa pembekuan sebagian atau seluruh

kegiatan usaha Korporasi.”
Pada pasal 123 diatur tindakan yang dapat dikenakan pada korporasi, yakni:

a. pengambilalihan Korporasi;
b. penempatan di bawah pengawasan; dan/ atau
c. penempatan Korporasi di bawah pengampuan.
Pada pasal 124 menerangkan bahwa keterangan lebih lanjut terhadap

pasal 118-123 diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Pasal-pasal
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tersebut sudah cukup jelas memberikan keterangan mengenai korporasi

sebagai subjek hukum pidana umum dalam KUHP baru.
C. Pasal-pasal mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi

Beberapa pasal yang menjelaskan mengenai tindak pidana apa saja
yang dapat dilakukan oleh korporasi tercantum dalam pasal 508 yang
berbunyi, ‘“Pengusaha, pengurus, atau komisaris Korporasi yang
mengumumkan keadaan atau neraca yang tidak benar, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda
paling banyak kategori IIIl. Kemudian pada pasal 511-513 mengenai
perbuatan merugikan dan penipuan terhadap kreditur. Selain itu, pada pasal
516-518 mengenai perbuatan curang pengurus atau komisaris. Kemudian,
pasal lainnya yang mengatur serta menjelaskan mengenai tindak pidana
korporasi adalah pasal 603 dan 604 mengenai Tindak pidana korupsi yang
sebelumnya bahkan uu mengenai tindak pidana korupsi sendiri memiliki
undang-undang khusus yang mengaturnya yakni UU No. 31 tahun 1999 Jo
UU No. 20 tahun 2001.

Pasal-pasal di atas menunjukkan sangat sedikit pasal yang berkenaan
dengan korporasi yang bahkan dalam beberapa pasal, korporasi sebagai
subjek hukum sudah diatur di luar KUHP baru. Dari 624 pasal dalam KUHP
baru ( UU No.l Tahun 2023 ) penjelasan terhadap tindak pidana korporasi
serta contoh konkret apa saja yang membuat korporasi dapat dikenai pidana
serta tindakan hanya beberapa pasal saja, seperti yang sudah disebutkan di
atas. Jika dibandingkan dengan kata orang yang disebutkan lebih dari 1000
kali dalam KUHP baru, kata korporasi yang hanya disebutkan 97 kali terlihat
sangat minim. Efektivitas dari adanya korporasi sebagai penambahan subjek
hukum dalam KUHP baru yakni UU No.l Tahun 2023 kurang menunjukkan
efektivitasnya. Adanya pengaturan korporasi sebagai subjek hukum pidana di
luar KUHP serta minimnya pengaturan mengenai korporasi dalam KUHP
baru menunjukkan ketidakefektivan adanya korporasi sebagai subjek hukum

pidana umum ( KUHP)
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9 &RQFOPVEXRQPIHVWLRQ

Berdasarkan beberapa peraturan yang telah disebutkan pada pembahasan
mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana, dapat disimpulkan bahwa
definisi korporasi dalam konteks hukum pidana tidak hanya mencakup badan
hukum, tetapi juga entitas lain seperti perseroan, perserikatan, atau yayasan.
Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan,
dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi memberikan pengaturan yang jelas bahwa
korporasi dalam konteks hukum pidana melibatkan tuntutan pidana, hukuman
pidana, dan tindakan tata tertib yang dapat diberlakukan terhadap badan hukum
atau entitas lain yang melakukan tindak pidana ekonomi, serta mereka yang

memberi perintah atau bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan tersebut.

Sebelum diberlakukannya KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) di
Indonesia, terdapat tiga model pertanggungjawaban pidana korporasi yang diatur
dalam peraturan yang berlaku. Model-model tersebut melibatkan pengurus
korporasi, korporasi itu sendiri, atau keduanya sebagai pihak yang bertanggung
jawab atas tindak pidana korporasi. Misalnya, dalam Undang-Undang Kehutanan,
badan hukum atau badan usaha (korporasi) secara tegas diakui sebagai pelaku
tindak pidana, dan pertanggungjawaban pidananya diberlakukan terhadap
pengurus korporasi baik secara individu maupun bersama-sama. Namun, dengan
adanya KUHP baru, yaitu UU No. 1 Tahun 2023, korporasi secara umum diakui
sebagai subjek hukum pidana, mengubah kedudukan korporasi dalam konteks

hukum pidana yang sebelumnya lebih terfragmentasi.

Meskipun KUHP baru memberikan kepastian hukum yang lebih jelas
terkait korporasi sebagai subjek hukum pidana umum, perlu dilakukan analisis
dan penelitian lebih lanjut untuk mengevaluasi efektivitas penambahan ini dan
sejauh mana kepastian hukum yang diberikan dapat diterapkan secara konsisten di

masa depan.

Berdasarkan analisis terhadap pasal-pasal yang mengatur tindak pidana
korporasi dalam KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023), terdapat sedikit pasal yang

secara konkret menjelaskan tindak pidana yang dapat dilakukan oleh korporasi.
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Pasal-pasal yang disebutkan mengenai korporasi terutama berkaitan dengan
pengumuman keadaan atau neraca yang tidak benar, perbuatan merugikan dan
penipuan terhadap kreditur, perbuatan curang oleh pengurus atau komisaris, serta
tindak pidana korupsi. Namun, jumlah pasal yang secara khusus mengatur tindak
pidana korporasi terbilang minim jika dibandingkan dengan jumlah total pasal

dalam KUHP baru.

Saran yang perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan
hukum terhadap tindak pidana korporasi dalam KUHP baru adalah sebagai
berikut. Pertama, perlu dilakukan peningkatan pengaturan dengan memperluas
dan menjelaskan pasal-pasal yang terkait dengan korporasi sebagai subjek hukum
pidana. Pengaturan tersebut harus mencakup berbagai aspek yang relevan dengan
tindak pidana yang dapat dilakukan oleh korporasi guna memberikan kejelasan
hukum dan mempermudah penegakan hukum terhadap korporasi yang melakukan

tindak pidana.

Kedua, diperlukan koordinasi yang lebih baik antara UU KUHP baru dan
undang-undang khusus lainnya yang mengatur tindak pidana korporasi.
Koordinasi ini harus memastikan bahwa ketentuan yang berkaitan dengan
korporasi sebagai subjek hukum pidana tidak bertentangan antara satu peraturan
dengan peraturan lainnya. Dengan demikian, ambiguitas hukum dapat
diminimalkan dan konsistensi dalam perlindungan hukum terhadap tindak pidana

korporasi dapat terjamin.

Terakhir, penting untuk melakukan evaluasi terhadap efektivitas
penambahan korporasi sebagai subjek hukum pidana umum dalam KUHP baru.
Evaluasi ini harus meliputi sejauh mana ketentuan tersebut dapat diterapkan
dengan baik dalam praktik hukum dan sejauh mana korporasi dapat ditindak
secara efektif atas tindak pidana yang dilakukannya. Hasil evaluasi ini akan
memberikan wawasan yang berharga dalam pengembangan lebih lanjut terkait
perlindungan hukum terhadap korporasi dalam konteks hukum pidana, sehingga
pengaturan yang lebih efektif dan tepat dapat diimplementasikan untuk menangani

tindak pidana korporasi dengan lebih baik.
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Ketidakefektifan Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Oleh Korporasi
Dalam Kasus Ekspor & U X GBIO2H. O

Ricardo Mangaraja'®
, , VVXH

Korupsi dengan skala yang tinggi seringkali melibatkan korporasi. Saat terjadi
korupsi oleh korporasi, yang sering kali dihukum hanya individu-individu yang
terlibat di dalamnya, sementara korporasi secara menyeluruh jarang mendapat sanksi
yang setimpal, menyebabkan ketimpangan dalam penegakan hukum dan memberikan
kesan bahwa korporasi dapat terbebas dari tanggung jawab atas praktik-praktik
korupsi mereka. Fenomena ini mencerminkan kesulitan sistem hukum dalam
menangani kompleksitas kasus korupsi korporasi serta adanya perbedaan perlakuan
antara entitas hukum dan individu dalam proses peradilan. Sanksi pidana dalam
Undang - Undang No.31 Tahun 1999 mengenai tindak pidana korupsi oleh korporasi
terkadang tidak setimpal dengan besarnya kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan
tersebut. Hal ini menimbulkan perdebatan tentang efektivitas sanksi pidana dalam
mencegah korupsi dalam korporasi. Ketika sanksi yang diterapkan hanya berupa
denda keuangan atau hukuman kurungan terhadap individu yang terlibat, korporasi
bisa saja melihatnya sebagai biaya yang dapat ditoleransi atau bahkan termasuk dalam
strategi bisnis mereka. Hal ini dapat mengurangi efek jera dari sanksi pidana dan tidak

memberikan efek pencegahan yang kuat terhadap tindakan korupsi di masa depan.'*

Pada bulan Juni tahun 2023, Kejaksaan Agung Republik Indonesia
menetapkan tiga tersangka korporasi terkait kasus dugaan korupsi ekspor crude palm

oil (CPO) atau bahan baku minyak goreng atas tindak pidana yang dilakukan pada

145 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya | Staff of English Development Division ALSA LC UB |
ricardomangaraja@gmail.com

146 Toruan, Henry Donald Lbn. "Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Korporasi." Jurnal Rechtsvinding: Media
Pembinaan Hukum Nasional 3, no. 3 (2014): 397-416.
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bulan Januari 2021 sampai dengan Maret 2022 berdasarkan Surat Penetapan
Tersangka Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor:
TAP-21/F.2/Fd.2/04/2022 tanggal 19 April 2022. Ketiganya adalah Wilmar Group,
Permata Hijau Group, dan Musim Mas Group. Dalam kasus ini, lima orang terdakwa
sudah menjalani serangkaian sidang, yaitu Indrasari Wisnu Wardhana, Pierre Togar

Sitanggang, Parulian Tumanggor, Stanley MA dan Lin Che Wei.

Terdakwa Indrasari Wisnu Wardhana yang merupakan Direktur Perdagangan
Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI dan Lin Che Wei mendegradasi syarat
pemenuhan DMO (domestic market obligation) 20% yaitu dengan menggunakan
sistem pledge atau komitmen DMO 20%. DMO yang didegradasi berdampak pada
kestabilan pasokan crude palm oil dalam negeri, supply yang tidak dapat memenuhi
kebutuhan dapat mengakibatkan volatilitas harga dalam negeri. Dari eksportir sebagai
syarat pemberian persetujuan ekspor yang sifatnya hanya dilaporkan self assessment,
oleh pelaku usaha tanpa verifikasi kebenaran dokumen dan faktual. Dengan adanya
peluang tersebut, tiga terdakwa lain, yakni Pierre Togar Sitanggang, Parulian
Tumanggor dan Stanley MA kemudian mengurus persetujuan ekspor (PE). Tanpa
memastikan kebenaran materiil dari bukti pemenuhan kewajiban 20% dan 30% DMO.
Persetujuan ekspor (PE) dalam hal ini berfungsi sebagai instrumen menjamin
terpenuhinya kebutuhan produk tersebut di dalam negeri, serta untuk mendorong
pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan terbitnya persetujuan ekspor secara melawan
hukum, kebutuhan crude palm oil yang seharusnya terpenuhi menjadi tidak terpenuhi

dan berdampak pada kenaikan harga.

Persetujuan ekspor secara melawan hukum tersebut dapat berdampak buruk
pada suplai dalam negeri karena menjadikan negara terlalu bergantung pada
pendapatan ekspor, mengabaikan kebutuhan dalam negeri. Hal ini dapat
mengakibatkan kelangkaan CPO di pasar domestik, yang pada akhirnya akan
meningkatkan harga produk, seperti minyak goreng. Dampaknya bisa dirasakan oleh
konsumen dalam negeri dengan harga yang lebih tinggi, sementara sektor industri
yang bergantung pada CPO juga dapat mengalami kesulitan karena pasokan yang

tidak stabil.

., )DFWV
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Berdasarkan penyidikan oleh Polri, berikut adalah fakta-fakta yang ditemukan
terkait tindakan terdakwa:

- Indrasari Wisnu Wardhana menginstruksikan kepada pejabat dibawahnya
untuk pemberian persetujuan ekspor kepada perusahaan tanpa adanya
verifikasi lapangan kebenaran pelaksanaan DMO (domestic market obligation)
sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 30/2022 tentang Ketentuan

Ekspor Crude Palm Oil (CPO)

- Indrasari Wisnu Wardhana yang merupakan Direktur Jenderal Perdagangan
Luar Negeri Kementerian Perdagangan, menentukan perusahaan mana saja
yang mendapatkan persetujuan ekspor tanpa adanya proses akuntabilitas.
Dengan jabatannya sebagai Direktur Jenderal Perdagangan Luar negeri,
Indrasari Wisnu Wardhana menyalahgunakan kekuasaanya dengan tidak
memenuhi syarat - syarat melakukan ekspor cpo, tetapi memberikan

persetujuan langsung kepada perusahaan.

- Oke Nurwan selaku Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri
Kementerian Perdagangan dalam kesaksiannya menyebutkan, tidak pernah

dilibatkan dalam pengecekan pemenuhan DMO oleh pelaku usaha

- Terdakwa Indrasari Wisnu Wardhana telah menerima, uang sebesar SGD
10.000 atau senilai Rp112.968.200 dari terdakwa Parulian Tumanggor di
ruang kerjanya. Yang mana uang tersebut diinstruksikan agar dibagi kepada

tim yang memproses persetujuan ekspor.

SHIXODWLRQV
1. Pasal 2 Ayat (1), Pasal 3 juncto Pasal 18, dan Pasal 20 Undang-Undang RI
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Peraturan Menteri Perdagangan No. 30/2022 tentang Ketentuan Ekspor Crude
Palm Oil (CPO)

$QDO\VLV

Sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana
Korupsi (Tipikor), ditegaskan bahwa suatu perbuatan pidana dapat dikategorikan

melibatkan korporasi jika dilakukan oleh individu-individu, baik dalam konteks
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hubungan kerja maupun hubungan lain, yang bertindak di dalam lingkungan korporasi
tersebut, baik secara individu maupun secara kolektif. Dalam hal ini, kaitannya
dengan kasus ini adalah tiga tersangka dari sektor swasta, yaitu Parulian Tumanggor
sebagai Komisaris di PT Wilmar Nabati Indonesia Master, Stanley MA sebagai Senior
Manager Corporate Affairs di Permata Hijau Group, dan Pierre Togar Sitanggang
sebagai General Manager di PT Musim Mas. Mengingat peran penting yang diemban
oleh ketiga tersangka dalam masing-masing perusahaan menunjukkan bahwa tindakan
yang dilakukan tidak mungkin hanya merupakan keputusan individu semata,
melainkan tindakan korporasi secara keseluruhan. Oleh karena itu, korporasi harus
bertanggung jawab untuk memulihkan kerugian negara akibat perbuatan pidana yang

dilakukannya.

Menerapkan hukuman pidana hanya kepada pengurus atau individu yang
terlibat, meskipun dapat memastikan tanggung jawab individu yang secara langsung
terlibat dalam pelanggaran hukum, tidak mencerminkan pertanggungjawaban
korporasi secara menyeluruh karena memiliki keterbatasan dalam efektivitasnya.
Tindakan yang dilakukan dalam lingkungan korporasi seringkali melibatkan berbagai
lapisan manajemen dan koordinasi. Menghukum hanya pengurus tanpa melibatkan
korporasi sebagai entitas secara keseluruhan mengabaikan tanggung jawab kolektif
yang dapat berdampak pada keputusan perusahaan secara menyeluruh'?’. Selain itu,
tindakan ilegal dalam korporasi dapat memiliki dampak yang meluas dan merugikan
banyak pihak, yang mungkin tidak sepenuhnya dapat diatasi melalui hukuman
terhadap individu pengurus saja. Mengenakan hukuman pada korporasi dapat
mencerminkan lebih baik konsekuensi tindakan yang dilakukan dan memberikan
dasar bagi kompensasi atau ganti rugi yang lebih adil terhadap pihak yang terdampak.
Oleh karena itu, pemberian hukuman pidana terhadap korporasi sebagai keseluruhan
entitas dapat lebih efektif dalam mengatasi kompleksitas, dampak, dan tanggung

jawab yang berkaitan dengan tindakan kriminal dalam lingkungan korporatif.

Dalam konteks ini, bukti lebih lanjut mengenai dampak tindakan ilegal dalam

lingkungan korporatif telah diungkap. Dari Kantor Musim Mas telah disita tanah

147 Satria, H. "Pembuktian Kesalahan Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi." Integritas: Jurnal Antikorupsi
4, 0. 2 (2018): 25-53.
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dengan total 277 bidang seluas 14.620,48 hektare. Selanjutnya, dari Kantor Wilmar
Group, disita tanah dengan total 625 bidang seluas 43,32 hektare. PT Permata Hijau
Group juga tidak luput dari penyitaan, dengan total 70 bidang tanah seluas 23,7
hektare. Selain aset tanah, penggeledahan di Kantor PT Permata Hijau Group juga
menghasilkan penyitaan sejumlah uang dalam mata uang rupiah sebanyak 5.588
lembar senilai total Rp 385.300.000. Selain itu, mata uang dolar Amerika sebanyak
4.352 lembar senilai total $435.200, mata uang ringgit Malaysia sebanyak 561 lembar
senilai total RM52.000, dan mata uang dolar Singapura sebanyak 290 lembar senilai
total $250.450.

9 &RQFOXVLRQ

Dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi, sering terjadi
ketimpangan dalam penegakan hukum di mana yang seringkali dihukum hanya
individu-individu yang terlibat di dalamnya, sementara korporasi secara menyeluruh
jarang mendapat sanksi yang setimpal'*. Fenomena ini mencerminkan kompleksitas
dalam menangani kasus korupsi korporasi serta perbedaan perlakuan antara entitas
hukum dan individu dalam proses peradilan. Dalam kasus ekspor Crude Palm Oil
(CPO), terdapat perbedaan antara hukuman yang diharapkan dengan hukuman yang
sebenarnya dijatuhkan, yang menunjukkan bahwa efektivitas sanksi pidana dalam
mencegah korupsi perlu dipertanyakan. Ketidakefektifan sanksi pidana dapat terjadi
karena sanksi yang diberikan tidak sebanding dengan kerugian yang ditimbulkan oleh
tindakan korupsi. Sanksi yang tidak memadai dan kurangnya transparansi dalam
penegakan hukum dapat mengurangi efek jera yang diperlukan untuk mencegah
korupsi di masa mendatang. Sulitnya menilai kerugian yang disebabkan oleh korupsi

juga menjadi tantangan dalam menentukan sanksi pidana yang setimpal.

Untuk meningkatkan efektivitas sanksi pidana terhadap korporasi yang terlibat
dalam tindakan korupsi, diperlukan langkah-langkah yang lebih kuat dan terintegrasi
dalam menegakkan hukum. Peningkatan transparansi, penilaian kerugian yang lebih
objektif, serta penegakan hukum yang adil dan tegas merupakan beberapa aspek yang

perlu diperhatikan.Selain itu, penting bagi pihak berwenang untuk bekerja sama dan

148 Alhakim, A., and E. Soponyono. "Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi." Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 1, no. 3 (September 2019): 322-336.
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bekerja secara kolaboratif dengan pihak-pihak terkait dalam mengatasi korupsi oleh
korporasi. Melibatkan masyarakat sipil, regulator, dan pihak-pihak terkait lainnya
dapat memperkuat upaya pencegahan dan penegakan hukum terhadap korporasi yang

terlibat dalam tindakan korupsi.
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Keefektifitasan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial PT Isuindomas Putra

Melalui Metode Mediasi

Raihan Muhammad Rahmadi

, , VVXH

Perselisihan  hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang
mengakibatkan pertentangan antara kepentingan, pemutusan hubungan kerja, dan
antar-serikat dalam satu perusahaan.'® Perselisihan hubungan industrial dapat terjadi
antara direktur dan pemegang saham atau antara perusahaan yang berbeda, dan dapat
menyebabkan masalah besar bagi bisnis apa pun. Perselisihan hubungan industrial
dapat mencakup pemutusan hubungan kerja."*® Penyelesaian perselisihan hubungan
industrial dapat dilakukan melalui mediasi, perundingan bipartit, tripartit, dan gugatan
ke Pengadilan Hubungan Industrial. Mediasi membantu mengatasi konflik yang
mungkin terjadi saat perselisihan hubungan industrial dan membantu mencari solusi
yang penuh hukum yang dapat memahami dan dihormati oleh semua pihak terlibat.
Dalam konteks kasus PT. Isuindomas Putra, mediasi telah berhasil membantu
mengatasi perselisihan hubungan industrial dan menghasilkan putusan yang dapat
diterima oleh semua pihak terlibat.

Isu perselisihan hubungan PT. Isuindomas Putra merupakan contoh
perselisihan hubungan industrial yang telah diselesaikan melalui mediasi'®’.
Perselisihan hubungan industrial ini melibatkan perbedaan pendapat yang
mengakibatkan pertentangan antara kepentingan, pemutusan hubungan kerja, dan

2

antar-serikat dalam satu perusahaan.'"” Dalam kasus PT. Isuindomas Putra,

9" Hukumonline, Tim. “Perselisihan Hubungan Industrial Dan Cara Penyelesaiannya.” hukumonline.com. Accessed
December 7, 2023.

10 Ibid.

51 NakerTrans, Khabar. “Mediasi Pphi Ke III Ex Pekerja PT Isuindomas Putra Cabang Banda Aceh.”
disnakermobduk.acehprov.go.id. Accessed December 7, 2023.

152 Hukumonline, Loc cit.
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perselisihan hubungan industrial mencakup pemutusan hubungan kerja.'>* Tujuan dari
mediasi dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial adalah untuk
menghindari proses hukum yang panjang dan mahal serta mencari solusi yang lebih
efisien dan ekonomis.'** Mediasi dilakukan mencari solusi yang dapat memahami dan
dihormati oleh semua pihak terlibat. Dalam perkara PT. Isuindomas Putra, dapat
dibuktikan bahwa mediasi telah berhasil membantu mengatasi perselisihan hubungan
industrial dan menghasilkan putusan yang dapat diterima oleh semua pihak terlibat.
Dari kasus ini, kita dapat belajar pentingnya mediasi dalam menyelesaikan

perselisihan hubungan industrial dan mengatasi konflik yang mungkin terjadi saat ini.

., JDFW

Dengan disahkannya UU No 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial, proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial adalah
sebagai berikut: Perundingan Bipartit, Perundingan Tripartit, dan Pengadilan
Hubungan Industrial. Telah muncul gambaran yang berkaitan dengan hal tersebut.'>
Alasan mengapa dikatakan rumit adalah karena saat ini sengketa ditangani dengan dua
cara, yaitu jalur litigasi (Pengadilan Hubungan Industrial) dan non-litigasi
(Perundingan Bipartit dan Perundingan Tripartit). Penyelesaian melalui jalur litigasi
hanya bisa digunakan apabila upaya Perundingan Tripartit tidak memperoleh hasil.
Sistem peradilan di Peradilan Umum hanya terdiri dari dua tingkatan yaitu
penyelesaian perselisihan hubungan Industrial pada tingkat pertama untuk perselisihan
hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja dan tingkat terakhir untuk
perselisihan kepentingan dan perselisihan perihal serikat pekerja yang berada dalam
satu lingkup perusahaan.

Selanjutnya ada penyelesaian non-litigasi yang terdapat 2 jenis perundingan
yaitu bipartit dan tripartit. Bipartit merupakan perundingan antara kedua pihak yang
berselisih dalam satu perusahaan. Sedangkan, tripartit merupakan perundingan yang
dibantu oleh pihak ketiga untuk menyelesaikan perselisihan antara kedua belah pihak.

Sistem ini diharapkan menjadi lebih efektif dan hakim pada pengadilan hubungan

153 NakerTrans, Khabar, Loc cit.

154 NakerTrans, Khabar, Loc cit.

15 Yunarko, Bambang. “Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Lembaga Arbitrase HUBUNGAN
Industrial.” Perspektif 16, no. 1 (2011): 52. https://doi.org/10.30742/perspektif.v16i1.69.
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perburuhan mampu menerapkan aspek keadilan hukum terhadap pekerja dan
pengusaha. Kedua, penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yaitu: (a) Konsiliasi; (b)
Arbitrase; (c¢) Mediasi

Mediasi terjadi dalam perselisihan hukum dalam perusahaan, benturan
kepentingan, PHK atau perselisithan antar serikat pekerja/serikat buruh melalui
konsultasi dengan mediator netral di dinas ketenagakerjaan kabupaten/kota.'*® Apabila
tercapai kesepakatan dalam mediasi, maka akan dibuat kesepakatan bersama yang
ditandatangani oleh para pihak dan disaksikan oleh mediator."”’Kemudian didaftarkan
pada Pengadilan Hubungan Industrial pada pengadilan negeri di wilayah hukum
tempat para pihak mengadakan perjanjian bersama dan memperoleh sertifikat sebagai
bukti pendaftaran.'>®

Apabila perjanjian bersama tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak, maka
pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan penegakan hukum untuk
mendapatkan penetapan pelaksanaan di Pengadilan Hubungan Industrial pada
pengadilan negeri tempat perjanjian bersama itu didaftarkan.'” Namun dalam hal
mediasi tidak mencapai kesepakatan maka mediator harus memberikan anjuran
tertulis dan para pihak juga harus menyampaikan tanggapan tertulis kepada mediator
untuk menyetujui atau menolak anjuran tertulis tersebut.'® Kegagalan untuk
menanggapi akan dianggap sebagai penolakan terhadap rekomendasi tertulis.'
Apabila para pihak menyetujui usulan tertulis mediator, maka mediator akan
membantu para pihak dalam waktu tiga hari kerja untuk membuat kesepakatan
bersama dan mendaftarkannya ke Pengadilan Hubungan Industrial.'®> Apabila salah
satu pihak atau salah satu pihak menolak anjuran tertulis tersebut, maka permohonan

dapat diajukan untuk sementara ke Pengadilan Hubungan Industrial.'®

.., 5HIJXODWLRQYV

13 Pasal 1 angka 11 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial

157 Nafiatul Munawaroh, S.H., and Hukumonline. “3 Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.” Pusat
Produk & Jasa Hukum Terpercaya di Indonesia. Accessed December 7, 2023.

138 Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

139 Pasal 13 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
160 Pasal 13 ayat (2) huruf a, b, ¢ dan d Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial

161 Nafiatul Munawaroh, S.H., and Hukumonline, Loc cit.

162 Pasal 13 ayat (2) huruf ¢ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
16 Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
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1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU No.
13/2003”)

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial (“UU No. 2/2004”)

3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.31/MEN/XII/2008
tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui

Perundingan Bipartit (“Permenakertrans RI Per.31/ MEN/XI1/2008)

,9 $QDO\VLV

Penyelesaian perselisihan dalam hubungan industrial menjadi krusial untuk
memastikan keberlanjutan dan ketenangan di lingkungan kerja. Untuk analisis
terdapat beberapa metode penyelesaian perselisihan dalam konteks hubungan
industrial. Pada UU No.13/2003 Pasal 136 ayat (1) dan (2) menjelaskan, bahwa
apabila terjadi perselisihan hubungan industrial wajib untuk diselesaikan dengan cara
musyawarah agar mencapai mufakat. Namun, apabila tidak bisa mencapai hal
tersebut, maka pihak-pihak yang berselisih yaitu pengusaha, pekerja, perserikatan
pekerja atau buruh menyelesaikan perselisihan hubungan industrial dengan prosedur
penyelesaian hubungan industrial yang berlaku, yaitu adalah UU No. 2/2004.'%

Pada perkara yang dihadapkan oleh PT. Isuindomas Putra, metode yang
digunakan adalah mediasi. Mengacu pada UU No. 2/2004, Pasal 12 ayat (1)
dinyatakan bahwa seseorang yang diminta oleh mediator untuk memberikan
keterangan guna menyelesaikan perselisihan berdasarkan Undang-undang ini
mengatur bahwa wajib untuk membuka buku dan tunjukkan dokumennya.'®> Maksud
dari membukakan buku dan menunjukkan dokumen kepada mediator adalah
surat-surat perintah atau buku upah pekerja.

Dalam Pasal 122 ayat (1) UU No.2/2004, mengatur mengenai pemidanaan dari
pelanggaran beberapa pasal, salah satunya adalah Pasal 12 ayat (1) UU No.2/2004.
Jadi apabila ada yang melanggar Pasal 12 ayat (1), dapat dipidana dengan pidana
penjara paling singkat satu bulan dan paling lama enam bulan dan/atau denda paling

sedikit Rp 10.000.000 dan paling banyak Rp 50.000.000.'° Supaya dapat

Pasal 136 ayat (2) Undang -Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
195 Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
1% Pasal 122 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
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mempercepat proses penyelesaian yang dilakukan adalah memerintahkan kepada
perusahaan untuk membawa Surat Perjanjian Kerja/Peraturan Perusahaan atau PKB
beserta surat-surat yang mempunyai hubungan dengan kasus.

Dalam kasus ini. PT. Isuindomas memilih menggunakan metode mediasi
dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial yang terjadi. Hal ini dilakukan
a untuk menghindari proses hukum yang akan memakan biaya lebih mahal dan proses
yang memakan waktu lebih lama. Selain itu, mediasi juga dapat menjaga
keharmonisan lingkungan kerja karena Mediator akan memberikan fasilitas untuk
para pihak-pihak yang berperkara untuk memahami perspektif dari masing-masing
pihak.'” Maka dengan itu, akan didapatkan solusi bersama yang dihasilkan dari
konsensus.

Metode mediasi dianggap lebih efektif karena dapat lebih cepat dan fleksibel.
Jika dibandingkan dengan proses hukum tentunya mediasi memang lebih efektif
karena pihak-pihak yang berperkara memiliki kendali yang lebih dalam menentukan
solusi atau hasilnya. Akan tetapi, mediasi tentunya hanya akan berhasil apabila para
pihak-pihak yang berperkara bersedia untuk aktif dan bekerja sama mencari solusi

selama melakukan mediasi bersama mediator.'®®

Apabila mediasi berhasil, maka
kesepakatan tersebut akan dijadikan dasar untuk menyelesaikan perselisihan
hubungan industrial. Seperti yang ada pada kasus PT. Isuindomas Putra yang berhasil
untuk mencapai kesepakatan bersama dalam mediasi. Memang tidak ada informasi
lebih lanjut mengenai hasil isi kesepakatannya seperti apa, tetapi yang dapat

dipastikan adalah hasil mediasi tersebut berbuah positif.

9 &RQFOXVLRQ
Dalam konteks penyelesaian perselisithan hubungan industrial PT. Isuindomas
Putra, mediasi menjadi metode yang efektif dan berhasil membantu mengatasi
perselisihan. Mediasi memungkinkan pihak-pihak yang terlibat, yakni pekerja dan

pengusaha, untuk berunding dengan bantuan seorang mediator netral. Kesepakatan

7 Yunarko, Bambang. “Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Lembaga Arbitrase HUBUNGAN
Industrial.” Perspektif 16, no. 1 (2011): 52. https://doi.org/10.30742/perspektif.v16i1.69.

18 Fadlan, Muhammad Rasyiq, and Rini Irianti Sundary. “Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Karena Pemutusan
Hubungan Kerja (PHK) Dihubungkan Dengan UU No.2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial.” Bandung Conference Series: Law Studies 2, no. 2 (2022). https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i2.2590.
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yang dihasilkan melalui mediasi menjadi dasar penyelesaian perselisihan ini,
menghindari proses hukum yang panjang dan mahal.

Pentingnya mediasi terlihat dari upaya untuk menciptakan lingkungan kerja
yang harmonis, mengatasi konflik, dan mencapai solusi yang penuh hukum. Adanya
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial memberikan landasan hukum untuk melibatkan mediasi sebagai upaya
penyelesaian. Meskipun terdapat alternatif lain seperti arbitrase atau peradilan
hubungan industrial, PT. Isuindomas Putra memilih mediasi untuk efisiensi dan
fleksibilitas yang dimilikinya. Dengan demikian, kesepakatan bersama yang
dihasilkan melalui mediasi membuktikan keberhasilan dalam menyelesaikan

perselisihan hubungan industrial di perusahaan tersebut.
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Board of 2022/2023

Keabsahan Hukum Cessionaris dan Cedent dalam Pelaksanaan Cessie

Tanpa Betekening Debitur pada Perusahaan Pembiayaan

Andra Restu Pertami'®’

, , VVXH

Perkembangan Industri 4.0 mengakibatkan banyak hal, salah
satunya ialah perkembangan industri dalam bidang kredit. Pay later
merupakan salah satu terobosan yang dihasilkan atas perkembangan
industri saat ini. Lahirnya sistem pay later memudahkannya transaksi antar
orang, seperti memudahkan orang dalam melakukan prosedur peminjaman
disebabkan kepraktisan yang ditawarkan. Hal ini menyebabkan
dibutuhkannya perputaran uang yang cepat bagi pihak Pay later dalam
melangsungkan usaha, maka untuk menjalankannya membutuhkan
penyokong dana lainnya. Salah satu cara yang dapat digunakan ialah
dengan melakukan pinjaman ke Bank untuk memperoleh dana penyokong.
Oleh karena itu, sangat memungkinkannya terjadi hubungan kreditur dan
debitur yang menghasilkan hubungan cessie antara perusahaan Pay later
dengan Bank.

Mekanisme yang dilakukan untuk memperoleh uang untuk
perputaran ini dengan mengalihkan piutang pada perusahaan Pay later
kepada pihak Bank sebagai jaminan. Namun, karena jumlah debiturnya
yang banyak, maka tidak dilakukannya betekening terhadap tiap-tiap
debitur yang ada pada perusahaan Pay later tersebut. Apakah atas perilaku
perusahaan Pay later sebagai cedent, Bank sebagai cessionaris, dalam

pelaksanaan cessie tanpa betekening kepada debitur Pay later sebagai

1% Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya | andrarestup@student.ub.ac.id

Collasa 2023 Legal Development Division
ALSA Local Chapter Universitas Brawijaya



Collective Files of ALSA 99

cessus merupakan hubungan pengalihan hak atas piutang yang sah secara

hukum.

., JJDFWYV
Finacial Technology ialah salah satu faktor dari perkembangannya
industri ekonomi bidang transaksi. Financial Technology berpusat kepada
inovasi di jasa keuangan yang mana hal ini disentuh dengan teknologi

modern’”’

. Hal ini juga yang membuat lahirnya aplikasi pascabayar atau
yang lebih kita kenal dengan aplikasi Pay Later. Lalu, Sampai saat ini
belum ada peraturan perundang-undang yang mengatur secara spesifik
mengenai perusahaan yang bergerak di bidang Financial Technology, akan
tetapi Peraturan Bank Indonesia No. 19/10/PBI/2017 mengatur bahwa
perusahan berbasis financial technology ini harus mendaftarkannya ke
Bank Indonesia.

Pay Later tentunya bukan suatu hal yang awam bagi khalayak
umum dengan perkembangan yang telah terjadi di berbagai bidang terlebih
di bidang transaksi dan ekonomi. Kepraktisan yang ditawarkan oleh Pay
Later ini sangat digemari oleh masyarakat, hal ini didukung dengan
pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Eksekutif Pengawan
Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono,
bahwa pengguna Pay Later mengalami pertumbuhan sebanyak 18,18 juta
kontrak atau sebesar 33,25% secara tahunan (year on year) menjadi 72,88
juta kontrak per Mei 2023'7'. Mengejutkannya bagi hal yang tergolong
suatu inovasi ini telah memiliki regulasi yang mengatur menjalankan
layanan peminjaman yang ditawarkan oleh Pay Later ini didasarkan oleh
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/PJOK.01/2016. dengan ini

Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan dalam memantau transaksi

170 Otoritas Jasa Keuangan, Yuk Mengenal FinTech! Keuangan Digital yang Tengah Naik Daun.
https://sikapivangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10468, Diakses pada 22 November 2023

7l CNBC Indonesia, Waspada Gagal Bayar Paylater Bakal Susah Beasiswa dan Kerja!, Sabtu 23
Agustus 2023,
https://www.cnbcindonesia.com/research/20230823010859-128-465230/waspada-gagal-bayar-payl

ater-bakal-susah-beasiswa-dan-kerja#:~:text=Sekitar%2045%2C9%25%20konsumen%20menggun
akan.%2C2%25%20pada%20tahun%20sebelumnya, Diakses pada 22 November 2023
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yang terjadi pada suatu aplikasi Play Later sama halnya dalam
mengawasinya jalan keuangan bank atau instansi konvensional lainnya.
Kegemaran masyarakat atas Pay Later ini tentunya dapat memengaruhi
jalannya uang dari perusahaan Pay Later itu sendiri, maka apakah dalam
memenuhi permintaan ini Perusahaan Pay Later dapat melakukan suatu
kesepakatan berupa Cessie dimana upaya ini dilakukan untuk
memudahkan perusahaan dalam mengatur cash flow.

Cessie menurut Subekti adalah suatu cara pemindahan piutang atas
nama dimana piutang itu dijual oleh kreditur lama kepada orang yang
nantinya menjadi kreditur baru, namun hubungan hukum utang piutang
tersebut tidak hapus sedetik pun, tetapi dalam keseluruhannya dipindahkan
kepada kreditur baru.'” Hubungan cessie sendiri ialah hubungan yang
dihasilkan berdasar dengan Pasal 613 ayat (1) Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata (“KUHPerdata”), yang menyebutkan bahwa hubungan ini
ialah suatu cara pemindahan piutang atas nama di mana piutang itu dijual
oleh kreditur lama kepada orang yang nantinya menjadi kreditur baru,
namun hubungan hukum utang piutang tersebut tidak hapus setedikpun,
tetapi dalam keseluruhannya dipindahkan kepada kreditur baru'”.

Dalam melakukan hubungan cessie dibutuhkannya betekening,
perbuatan yang dilakukan sebagai syarat untuk melaksanakan cessie
dengan memberitahukan kepada cessus atau debitur mengenai
perpindahannya hak menagih piutang. Apabila dalam melakukan cessie
tidak didasarkan dengan betekening maka sangat memungkinkannya
terjadi cessie fiktif. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam pelaksanaan
cessie dapat terjadinya cessie fiktif dimana terdapat regulasi yang tidak
adanya kepastian. Cessie fiktif ini biasanya terjadi apabila kreditur baru

tidak membuat peraturan mengenai perlindungan terhadap peralihan

72 Kementrian Keuangan Republik Indonesia, Pengalihan Hak Tagih dengan Cassie, Rabu 14
September 2022,
https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-sidoarjo/baca-artikel/15372/Pengalihan-Hak-Tagih-denga
n-Cessie.html#:~:text=Menurut%20Subekti%20%2C%20cessie%20adalah%20suatu.keseluruhann
va%?20dipindahkan%20kepada%20kreditur%20baru., Diakses pada 22 November 2023

I Puteri Nataliasari. Pengalihan Piutang Secara Cessie dan Akibatnya Terhadap Jaminan Hak
Tanggungan dan Jaminan Fidusia. Tesis Fakultas Hukum Program Magister Kenotariatan,
Universitas Indonesia, 2010, hal. 14
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piutang kepada kreditur baru. Tidak hanya kreditur baru yang dapat
menjadi korban akibat terjadinya cessie fiktif, debitur sebagai pihak yang
memiliki hubungan dengan kreditur utama pun dapat menjadi korban akan
terjadinya cessie fiktif ini, apabila kreditur lama dengan kreditur baru tidak

memberitahu mengenai terjadinya hubungan cessie antara mereka berdua.

vy, SXOBYEHIXODWLRQV
1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”)

, 9 $QDO\VLYV

Melirik Pasal 613 ayat (1) KUHPerdata bahwa pelaksanaan Cessie
atau pengalihan piutang ini dianggap sah apabila dalam menjalankannya
membuat akta otentik atau di bawah tangan yang melimpahkan hak-hak
atas barang-barang tersebut kepada orang lain. Namun, pasal ini tidak
menjelaskan secarao jelas apakah dalam pelaksanaannya diperlukan
Betekening. Pelaksanaan betekening yang seharusnya dilakukan oleh
cessionaris dengan cedent ini tidak memungkian dilakukan dengan jumlah
debitur yang massive. Akan hal tersebut banyak yang lebih memilih untuk
tidak melaksanakan betekening. Hal-hal seperti ini kerap kali terjadi
terhadap bank selaku perusahaan yang dapat menyokong dana dengan
perusahaan pembiayaan selaku cedent dalam hubungan cessie antara kedua
badan hukum tersebut. Namun, apakah perbuatan hukum yang dilakukan
antara cedent dan cessionaris ini dapat dianggap suatu perbuatan hukum
cessie yang sah apabila tidak adanya betekening kepada cessus selaku
pihak yang bersangkutan dalam hubungan ini.

Dalam penyerahan piutang atas nama dengan cara cessie adanya
tiga pihak seperti yang telah disebutkan di atas, yaitu Cedent sebagai
kreditur lama yang memiliki tagihan piutanh atas nama, Cessionaris
sebagai kreditur baru yang menerima pengaliham piutang atas nama dan
Cessus sebagai debitur dimana hanya sebagai pihak yang menerima
pemberitahuan atau memberikan persetujuan atas perjanjian cessie yang

telah dibuat antara Cedent dengan Cessionaris.
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Oleh karena Cessie merupakan bentuk penyerahan piutang atas
nama, maka dalam penyerahan harus didasarkan dengan adanya Rechttitel
yang merupakan suatu hubungan perdata sebagai dasar dari pengalihan
hak. Rechttitel tersebut terjadi karena adanya hubungan obligatoir atau
hubungan yang mengalihkan hak atas piutang tersebut. Pada umumnya
berbentuk perjanjian jual-beli piutang atau dapat berupa tagihan. Selain
adanya Rechttitel penyerahan juga harus dilakukan oleh orang yang
berwenang untuk mengalihkan tagihan tersebut. Perjanjian obligatoir yang
menjadi dasar atau Rechttitel tersebut tidak mensyaratkan harus dalam
bentuk tertulis, sehingga sebenarnya dapat dilakukan secara lisan
sebagaimana perjanjian pada umumnya.

Dalam hal jual-beli sebagai perjanjian obligatoir maka perjanjian
cessie sebagai penyerahan piutang atas nama, maka perjanjian cessie hanya
sebagai accesoir dari perjanjian yang menjadi Rechttitel. Sehingga tidak
dimungkinkan adanya perjanjian cessie tanpa adanya perjanjian
obligatoirnya. Jika perjanjian obligatoirnya tidak sah atau batal maka
berakibat juga pada batal atau cessie menjadi tidak sah. Meskipun cessie
telah sah dengan adanya akta cessie yang mengakibatkan adanya peralihan
hak tagih, namun untuk mengikat cessus, berdasarkan Pasal 613 Ayat (2)
KUHPerdata dalam pengalihan tersebut tetap harus diberitahukan kepada
cessus atau telah diakui atau disetujui (betekening). Kelalaian dalam
betekening kepada cessus akan mengakibatkan pembayaran tagihan yang
dilakukan oleh cessus kepada cedent atau debitur lama tetap sah, asalkan

cessus secara jujur beranggapan bahwa cedent masih sebagai krediturnya.

9 &RQFOXVLRQ
Bahwa Cessie merupakan suatu cara pemindahan piutang atas nama
dimana piutang itu dijual oleh kreditur lama kepada orang yang nantinya
menjadi kreditur baru, namun hubungan hukum utang piutang tersebut
tidak hapus sedetikpun, tetapi dalam keseluruhannya dipindahkan kepada
kreditur baru. Dimana dalam melakukan hubungan cessie ini

dibutuhkannya betekening, perbuatan yang dilakukan sebagai syarat untuk
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melaksanakan cessie dengan memberitahukan kepada cessus atau debitur
mengenai perpindahannya hak menagih piutang. Apabila dalam melakukan
cessie tidak didasarkan dengan betekening maka sangat memungkinkannya
terjadi cessie fiktif. Sehingga meskipun cessie telah sah dengan adanya
akta cessie yang mengakibatkan adanya peralihan hak tagih, namun untuk
mengikat cessus, berdasarkan Pasal 613 Ayat (2) KUHPerdata dalam
pengalihan tersebut tetap harus diberitahukan kepada cessus atau telah
diakui atau disetujui (betekening). Kelalaian dalam betekening kepada
cessus akan mengakibatkan pembayaran tagihan yang dilakukan oleh
cessus kepada cedent atau debitur lama tetap sah, asalkan cessus secara

jujur beranggapan bahwa cedent masih sebagai krediturnya.
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-851%/

Cahyono, A. B. (2004). Cessie sebagai bentuk pengalihan piutang atas
nama. Lex Jurnalica, 2(1), 17969.

Natalliasari, P. (2010). Pengalihan piutang secara cessie dan akibatnya
terhadap jaminan hak tanggungan dan jaminan fidusia(Doctoral

dissertation, Universitas Indonesia. Fakultas Hukum).
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Pendapat Hukum Terkait Permasalahan Hukum yang Dihadapi oleh PT
Adhikarya Nusa (Persero)

Jakarta, 25 Maret 2023

No. Ref: 023/GSP/111/2023

Kepada Yth.
PT Adhikarya Nusa (Persero)
Jalan Raya Pasar Minggu KM 18

Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta

U.P  :Johanes Purba
Komisaris PT Adhikarya Nusa (Persero)

Perihal : Penyampaian Pendapat Hukum (/ HIR2G L QLR Q

I. PENDAHULUAN

Dengan hormat,

Kami, Kantor Hukum Gerrard Situmorang and Partners, berdasarkan
Surat Penunjukan No. 17/AKN/II1/2023 telah diminta oleh PT Adikarya Nusa
(Persero) untuk memberikan Pendapat Hukum sesuai dengan permintaan PT
Adikarya Nusa (Persero) tertanggal 19 Maret 2023 terkait permasalahan hukum
yang dihadapi oleh PT Adhikarya Nusa (Persero). Adapun Pendapat Hukum
terkait hal-hal yang dimaksud adalah sebagai berikut:

A. Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU Tipikor”);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik
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Negara (“UU BUMN?”);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU
PT”);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (“UU TPPU”);

5. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”);

6. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”);

7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional
Pencegahan Korupsi (“Perpres 54/2018”);

8. Peraturan  Menteri Badan Usaha  Milik Negara  Nomor
Per-2/MBU/03/2023 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan
Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara (“Permen
BUMN 2/2023”);

9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi (“Perma
13/2016”);

10. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2018 tentang
Rumusan Kamar Pidana Hukum Materiil Tindak Pidana Korupsi
Penentuan Kerugian Keuangan Negara Perubahan SEMA Nomor 7
Tahun 2012 tentang Nilai Kerugian Negara (“SEMA 10/2018”);

11. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang
Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2020
Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (“SEMA
10/2020”).

II. FAKTA HUKUM
1. Bahwa pada bulan Juni 2020, Menteri Badan Usaha Milik Negara
(“BUMN?”) Tirto Artiyaksa mengusulkan restrukturisasi Perum Adhikarya
Bangsa menjadi Persero berdasarkan surat tanggal 3 Mei 2020 Nomor
S-223/MBU/2020. Usulan tersebut diterima melalui Surat Keputusan No.
Kep133/MBU/2022 tanggal 13 Maret 2022 tentang Perubahan Bentuk

Badan Hukum Perum serta dibuat Akta Pendirian oleh Notaris Erick
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Utrecht, S.H. M.Kn. Dengan demikian, terbentuk PT Adhikarya Nusa
(Persero) (“PT AKN”).

2. Bahwa pada bulan April 2022, diadakan Rapat Umum Pemegang
Saham (“RUPS”) oleh PT AKN untuk menentukan Dewan Komisaris
dan Dewan Direksi. Robert Agustinus terpilih sebagai Direktur Utama
PT AKN, Anna Maleakhi sebagai Direktur Operasi I, Frans Terdian
sebagai Direktur Operasi I, Maria Dongwa sebagai Direktur Pemasaran
dan Sania Rossania sebagai Direktur Keuangan.

3. Bahwa kemudian pada bulan Mei 2022, diadakan RUPS kembali untuk
membahas kondisi perusahaan dalam menghadapi resesi ekonomi dan
kebijakan yang akan diambil oleh perusahaan.

4. Bahwa pada bulan Juli 2022, Direktur Utama PT Prospety International
(“PT PI”) Joseph Jung melakukan pertemuan dengan PT AKN di Hotel
Grand Thamrin di Jalan Teluk Betung I No. 45D Jakarta Pusat, DKI
Jakarta untuk membahas Proyek Pembangunan Gedung Apartemen
(“Proyek Apartemen”) yang akan dibangun untuk PT PI.

5. Bahwa atas pertemuan tersebut, maka Robert Agustinus dan Maria
Dongwa selaku perwakilan PT AKN menyepakati Proyek Apartemen
senilai Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) yang dituangkan
melalui Surat Perjanjian Kerja Nomor: 021/SPKP/INUYB/X/2022
(“Perjanjian Proyek Apartemen”) dan Surat Perintah Kerja Nomor:
354/SPK/K/V/2022 antara PT PI dengan PT AKN.

6. Sesuai dengan Perjanjian tersebut, disepakati bahwa PT PI memiliki
kewajiban untuk melakukan sisa pembayaran dengan sistem standing
instruction dengan pembayaran 25% per progress dan pembayaran 5%
retensi selama masa pemeliharaan.

7. Bahwa selanjutnya tanggal 12 Juli 2022, Robert Agustinus bertemu
dengan Direktur Pemasaran PT Infra Seraya (“PT IS”) Anila Mulia
selaku Perwakilan PT IS di Gedung Utama PT IS di Jalan Mulawarman
No. 26 Jakarta Selatan untuk membahas kerjasama pemasokan bahan
bangunan yang mana Robert Agustinus dibantu Justinian selaku Staf

Corporate Relation PT AKN berniat untuk melakukan pembelanjaan
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bahan bangunan dengan spesifikasi yang lebih rendah serta
memanipulasi Nota Pembayaran melalui bantuan dari Anila Mulia
selaku Direktur Pemasaran PT IS.

8. Kemudian, rencana kerjasama tersebut disepakati bahwa PT IS sebagai
satu-satunya perusahaan afiliasi sekaligus pemasok bahan bangunan
untuk berbagai proyek PT AKN yang dituangkan melalui Perjanjian
Kerjasama Nomor: 065/I/PKB/IV/2022 antara PT AKN dengan PT IS
tentang Penyediaan Bahan Pembangunan Apartemen (“Perjanjian
Penyedia Bahan”).

9. Bahwa Robert memberikan perintah kepada Vincent selaku staf
Keuangan PT AKN untuk menuliskan harga bahan bangunan lebih
tinggi.

10. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2022, PT AKN menerima
pembayaran atas Proyek Apartemen tersebut dan mendapatkan
keuntungan melalui pembayaran standing instruction dengan sistem
autodebet yang mana masuk ke rekening PT AKN secara berkala dan
pada saat pemindahbukuan.

11. Bahwa Robert Agustinus bekerja sama dengan Sania Rossania selaku
Direktur Keuangan PT AKN untuk mengalihkan 30% dana Proyek
Apartemen tersebut ke rekening atas nama Indah Angel yang
merupakan istri dari Robert Agustinus, yang mana dari 30% tersebut,
sebesar 5% diinvestasikan oleh Robert Agustinus berupa saham ke PT
Adiguna Jaya (“PT AJ”) selaku subsidiary company dari PT AKN.

12. Bahwa pada bulan Januari 2023, atas keuntungan yang telah
diperolehnya, Robert Agustinus membeli sebuah properti mewah 3
lantai di Senopati, Jakarta Selatan, dengan luas tanah 382m* dan luas
bangunan 362 m? senilai Rp28.500.000.000,00 (dua puluh delapan
miliar lima ratus juta rupiah) dan mobil Toyota 86 senilai
Rp808.600.000,00 (delapan ratus delapan juta enam ratus ribu rupiah).

13. Kemudian, Robert Agustinus membangun rumah susun di Kota
Tangerang Selatan untuk aksi sosial atas nama PT AKN dengan

menggunakan sisa dana keuntungan yang diperoleh dari Proyek
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1

1

III. ISU

Penyedia Bahan.

4. Bahwa pada bulan Maret 2023, PT AKN dan PT AJ mengikuti
tenderisasi proyek lanjutan pembangunan jalan tol (“Tender”) untuk
kota Jakarta Selatan di Hotel Garuda yang diadakan oleh PT Sentosa
Abadi (“PT SA”).

5. Kemudian, PT AKN dan PT AJ melakukan Legal Due Diligence
sebagai salah satu kualifikasi tender. Pada hasil Legal Due Diligence
ditemukan jumlah pemasukkan yang tidak wajar dalam laporan
keuangan PT AJ serta pengeluaran yang drastis dalam laporan keuangan

PT AKN.

HUKUM

Kami mengidentifikasi beberapa permasalahan yang mungkin akan

timbul sehubungan dengan fakta hukum tersebut di atas, antara lain:

1.

Permasalahan hukum apa yang terjadi atas peristiwa yang dialami oleh

PT Adhikarya Nusa (Persero)?

2. Bagaimana akibat hukum yang mungkin akan dihadapi oleh PT

Adhikarya Nusa (Persero) atas peristiwa yang dialami?

3. Apaupaya hukum yang dapat dilakukan oleh PT Adhikarya Nusa

(Persero)?

IV. ANALISIS

A.

Collasa 2023

Robert Agustinus Beserta Karvawan PT AKN Dapat Diduga

Melakukan Tindak Pidana Korupsi
1. Bahwa diduga Robert Agustinus melakukan tindak pidana korupsi

secara sistematis, yaitu perbuatan Robert Agustinus dan Anila Mulia
untuk memanipulasi Nota Pembayaran dengan cara mencantumkan
nominal harga yang tidak sesuai (mark up), dilanjutkan dengan
Justinian yang merupakan staf PT AKN diminta untuk bernegosiasi
dengan Anila Mulia dan membuahkan hasil adanya Perjanjian
Penyedia Bahan. Setelah itu, Robert Agustinus kembali
memerintahkan staf keuangan PT AKN, yaitu Vincent untuk
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melakukan mark up harga. Atas perbuatannya tersebut, Robert
Agustinus mendapatkan keuntungan dan membeli sebuah properti
dan mobil mewah.

2. Bahwasanya, berdasarkan Pasal 1 angka 1 dan angka 2 UU BUMN,
BUMN Persero didefinisikan sebagai badan usaha yang berbentuk
perseroan terbatas yang seluruh atau sebagian besar modalnya
dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal
dari kekayaan negara yang terpisah yang terbagi dalam saham yang
seluruhnya atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh negara.
Mengenai makna keuangan negara sendiri, dalam UU Tipikor
berbeda dengan peraturan lainnya. Salah satu diantaranya, yaitu
seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau
tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala kerugian keuangan
negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada
dalam  penguasaan, pengurusan dan  pertanggungjawaban
BUMN/BUMD, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang
menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan
modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.'’* Oleh
karena itu, kerugian dari PT AKN juga merupakan bagian dari
kerugian keuangan negara.

3. Berdasarkan Pasal 2 UU Tipikor, korupsi merupakan tindak pidana
yang dilakukan secara melawan hukum untuk memperkaya diri
sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan
keuangan negara. Dalam hal ini, tindakan yang dilakukan oleh
Robert Agustinus telah memenuhi secara kumulatif unsur-unsur
pada Pasal 2 UU Tipikor tersebut, seperti unsur melawan hukum,
Robert dengan sengaja membuat perjanjian dengan tidak berasas
itikad baik, lalu unsur memperkaya diri sendiri telah Robert penuhi
dengan membeli properti dan mobil mewah, dan yang terakhir

mengenai merugikan keuangan negara, posisi Robert yang dalam

1" Indonesia Corruption Watch : Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Delik Tindak
Pidana Korupsi, Policy Paper, 2014, hlm 22.
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melakukan tindakan tersebut berdiri sebagai Direksi Utama sebuah
BUMN. Maka dengan itu, Robert sudah dapat dinyatakan
melakukan tindak pidana korupsi dengan tipologi korupsi
transaktif, yaitu dimana adanya kesepakatan timbal balik antara
pihak yang memberi dan menerima demi keuntungan bersama yang
kedua belah pihak secara aktif melakukan tindak pidana korupsi.
Adapun pelanggaran pada pasal tersebut, dapat diancam pidana
penjara paling lama 20 (dua puluh) Tahun dan denda maksimal
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).'”

4. Lebih lanjut, mengenai tindakan yang dilakukan oleh Justinian dan
Vincent dapat dikenakan pasal mengenai penyertaan tindak
pidana Korupsi, yaitu Pasal 2 UU Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1)
KUHP. Pada faktanya, Justinian yang turut serta membantu
memperlancar perbuatan Robert Agustinus dalam hal turut serta
bernegosiasi dengan Anila Mulia dan Vincent yang turut membantu
Robert Agustinus dalam melakukan mark wup harga. Dengan
demikian, Vincent dan Justinian dapat diancam pidana penjara paling
lama 20 (dua puluh) Tahun dan denda maksimal Rp1.000.000.000,00
(satu miliar rupiah).

5. Di sisi lain, pada prinsipnya suatu perjanjian harus didasari atas
ittkad baik sebagaimana dinyatakan Pasal 1338 ayat (3)
KUHPerdata. Namun sebaliknya, Robert Agustinus yang bertindak
sebagai PT AKN melakukan Perjanjian Penyedia Bahan dengan
didasari itikad buruk berupa niat untuk melakukan pembelanjaan
bahan bangunan dengan spesifikasi yang lebih rendah serta
memanipulasi Nota Pembayaran bersama dengan Anila Mulia. Maka
dari itu, merujuk pada Pasal 1320 jo. Pasal 1321 KUHPerdata,
Perjanjian Penyedia Bahan tersebut adalah cacat kehendak

ZLOVJH dahHieldupakan bentuk dari penyalahgunaan
keadaan P LV E UNOL@RIP VW D Q G Lkdrknkl Gdds@ri dengan

175 1 Gusti Ketut Ariawan, Buku Ajar Tindak Pidana Korupsi, Universitas Udayana Fakultas Hukum, 2015,
hlm 30.
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itikad buruk berupa manipulasi spesifikasi dan harga.

B. Robert Agustinus dan Sania Rossania Sebagai Anggota Direksi PT
AKN Diduga Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang

1. Mengenai perbuatan yang dilakukan Robert Agustinus bersama
Sania Rossania, yakni dalam mengalihkan dana proyek
pembangunan apartemen sebesar 30% ke rekening Istri Robert
Agustinus, diinvestasikan dalam bentuk saham pada PT AJ, dan
membangun rumah susun untuk kegiatan sosial yang mana
merupakan rangkaian dari pencucian uang. Maka, Robert Agustinus
dapat pula dikatakan melanggar Pasal 3 UU TPPU dengan
ancaman pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda
maksimal Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) serta Sania
Rossania sebagai pihak yang menjembatani perpindahan dana
tersebut telah melanggar Pasal 4 UU TPPU dengan ancaman
pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda
maksimal Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan Tipikor
sebagai tindak pidana asalnya.

2. Di sisi lain, Robert Agustinus dan Sania Rossania sudah
melanggar prinsip )L G X F L'DX0M§ebagaimana dinyatakan
dalam Pasal 97 ayat (2) UU PT. Pada dasarnya, seorang direksi
dalam melakukan tindakannya harus dilakukan dengan itikad baik
(good faith) serta dalam segala tindakannya tidak dipengaruhi oleh
keinginan-keinginan pribadi di luar kewenangannya (unfettered
discrestion)."” Akan tetapi, Robert dan Sania yang bertindak sebagai
jajaran Direksi PT AKN dengan itikad buruk melakukan transaksi
pemindahan uang untuk kepentingan pribadi yang disengaja dan
bukan untuk kepentingan perusahaan.

C. Peristiwa vang Dialami PT AKN Akan Berakibat Pada

Pertanggungjawaban Pidana Secara Pribadi Oleh Robert Agustinus
dan _Sania Rossania, Tidak Diterapkannya *RRG&RUSRUDWH

176 Munir Fuady, Perseroan Terbatas (Paradigma Baru), Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm 79-80 *
Djoko Sih Widhi Tri Wahyu Hutomo, Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris, Fakultas Hukum Universitas
Indonesia, 2019, him. 31.
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*RYHU Q DRpiké! Dibatalkannya Perjanjian, serta Kerugian

Materiil dan Immateriil

1. Berdasarkan Surat Keputusan No. Kep 133/MBU/2022 tanggal 13
Maret 2022 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perum, PT
AKN merupakan BUMN berbentuk Persero sehingga sesuai dengan
Pasal 3 jo. Pasal 11 UU BUMN, PT AKN akan tunduk terhadap
ketentuan UU PT sepanjang tidak diatur oleh UU BUMN.

2. Kemudian, apabila mengacu pada Pasal 92 ayat (1) UU PT jo. Pasal
1 angka 9 UU BUMN, Direksi menjalankan pengurusan Perseroan
untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan
Perseroan. Dapat diartikan bahwa Direksi dalam menjalankan tugas
dan wewenangnya harus berorientasi pada kepentingan perseroan
serta maksud dan tujuan perseroan. Artinya, kegiatan dan keputusan
yang diambil oleh Direksi harus dilakukan untuk kepentingan dan
tujuan perseroan. Direksi tidak boleh mengedepankan kepentingan
pribadi atau pihak lain daripada kepentingan Perseroan.'”” Oleh
karena itu, Direksi dari PT AKN dalam menjalankan
pengurusannya, harus berorientasi pada kepentingan, maksud,
serta tujuan dari PT AKN itu sendiri.

3. Akan tetapi, perbuatan tindak pidana korupsi memanipulasi
spesifikasi bahan dan harga serta TPPU yang dilakukan Robert
Agustinus selaku Direktur Utama PT AKN dan Sania Rossania
selaku Direktur Keuangan PT AKN bukan merupakan
kepentingan serta maksud dan tujuan dari PT AKN selaku
BUMN Persero, yaitu untuk mengejar keuntungan perseroan,
memberikan sumbangan perekonomian dan penerimaan negara, serta
menyelenggarakan kemanfaatan umum sebagaimana amanat Pasal 1
angka 2 jo. Pasal 2 UU BUMN.

4. Dikarenakan PT AKN selaku BUMN Persero tunduk pada UU PT,
maka apabila merujuk Pasal 97 ayat (3) UU PT, setiap anggota
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Djoko Sih Widhi Tri Wahyu Hutomo, Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris, Fakultas Hukum
Universitas Indonesia, 2019, hlm. 31.
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Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian
Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan
tugasnya. Pada faktanya, PT AKN mengalami kerugian berupa
laporan keuangan menunjukan ekuitas negatif. Maka dari itu, PT
AKN telah dirugikan atas tindakan Robert Agustinus yang
menguntungkan diri sendiri serta lalai dalam menjalankan tugas dan
wewenangnya sebagai Direktur Utama dan oleh karenanya Robert
Agustinus dan  Sania  Rossania  dapat  dimintakan
pertanggungjawaban secara pribadi atas tindakannya dan dapat
berakibat pencopotan sebagai Anggota Direksi.

5. Namun demikian, atas tindakan korupsi dan TPPU yang dialami PT
AKN, dampaknya terhadap PT AJ selaku anak perusahaan BUMN
(in casu PT AKN) adalah PT AJ tidak dapat dikategorikan sebagai
melakukan atau turut melakukan tindak pidana korupsi. Hal ini
sesuai  dengan  Putusan = Mahkamah  Konstitusi ~ Nomor
01/PHPUPres/XVII/2019 jis. Putusan Putusan Mahkamah Agung
Nomor 3849/K/Pid.Sus/2019 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor
121K/Pid/Sus/2020 (“Yurisprudensi Anak Perusahaan BUMN”)
yang pada pokoknya menyatakan bahwa anak perusahaan BUMN
bukan merupakan BUMN.

6. Oleh karena anak perusahaan BUMN (in casu PT AJ) bukan
merupakan BUMN, sesuai dengan SEMA 10/2020 dinyatakan bahwa
kerugian yang timbul pada anak perusahaan BUMN/BUMD yang
modalnya bukan bersumber dari APBN/APBD atau bukan
penyertaan modal BUMN/BUMD dan tidak menerima/menggunakan
fasilitas negara, bukan termasuk kerugian Negara. Dengan demikian,
berdasarkan SEMA 10/2020 yang diperkuat oleh Yurisprudensi Anak
Perusahaan BUMN, maka kerugian PT AJ bukan merupakan
suatu kerugian negara schingga tidak dapat dikategorikan dalam
perbuatan kerugian negara sebagaimana Pasal 2 UU Tipikor,
melainkan merupakan kerugian perseroan. Akan tetapi, PT AJ

dapat dikategorikan sebagai perbuatan TPPU Pasif
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sebagaimana Pasal 5 TPPU karena menerima hasil TPPU yang
dilakukan oleh Robert Agustinus dan Sania Rossania.

7. Lebih lanjut, perbuatan tindak pidana dan kelalaian Robert Agustinus

dan Sania Rossania dalam menjalankan tugas dan wewenang sebagai
Direksi tersebut telah melanggar prinsip *RRGRUSRUDWH
*RY H U QIOQ() Hyakni kewajiban BUMN dalam menerapkan
GCG yang diwujudkan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung
jawab Direksi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 3
ayat (3) huruf a Permen BUMN 2/2023.

8. Selain daripada itu, pada Desember 2022 PT AKN telah menerima
pembayaran atas Proyek Apartemen sesuai dengan Perjanjian Proyek
Apartemen. Akan tetapi, dikarenakan keuntungan atas pembayaran
Proyek Apartemen tersebut telah disalahgunakan oleh Robert
Agustinus sehingga akan berdampak terhadap cash flow PT AKN
dan terhambatnya pelaksanaan pemeliharaan Proyek Apartemen oleh
PT AKN. Maka dari itu, apabila PT AKN gagal dalam melaksanakan
pemeliharaan, maka akan berakibat terhadap gagalnya pencairan
pembayaran 5% retensi selama masa pemeliharaan Proyek
Apartemen dari PT PI ke PT AKN.

9. Terkait kegagalan dalam masa pemeliharaan tersebut, terdapat
beberapa risiko hukum yang akan dialami. Namun, dikarenakan
keterbatasan kami terhadap isi Perjanjian Proyek Apartemen
tersebut, secara umum PT AKN dapat menghadapi beberapa
risiko, antara lain: 1) Pengakhiran perjanjian secara sepihak oleh PT
PI; 2) Wanprestasi; atau 3) Membayar denda keterlambatan
(demurrage). Ketiga kemungkinan tersebut akan sangat merugikan
PT AKN baik materiil maupun immateriil. Oleh karena itu, PT AKN
dapat mengajukan Addendum terhadap Perjanjian Proyek
Apartemen tersebut kepada PT PI yang pada pokoknya mengatur
terkait perpanjangan waktu masa pemeliharaan guna menghindari
beberapa risiko hukum tersebut di atas.

10. Adapun di sisi lain, terhadap Perjanjian Penyedia Bahan yang cacat
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kehendak  (wilsgebreke) dan dilandasi itikad buruk juga
menimbulkan risiko hukum. Apabila mengacu pada Pasal 1320 jis.
Pasal 1321 dan Pasal 1449 KUHPerdata, Perjanjian Penyedia Bahan
tersebut merupakan pelanggaran terhadap syarat subjektif
(kesepakatan) yang membawa konsekuensi dapat dibatalkannya
perjanjian tersebut oleh salah satu pihak. Selain itu, sesuai dengan
Pasal 1265 KUHPer, syarat batal yang terpenuhi akan menghapuskan
perikatan dan membawa segala sesuatu dalam keadaan semula
seolah-olah tidak pernah ada perikatan (in casu Perjanjian Penyedia
Bahan). Oleh karena itu, apabila PT IS membatalkan Perjanjian
Penyedia Bahan tersebut, maka PT AKN mengalami kerugian
secara nyata baik materiil maupun immateriil karena telah
mengeluarkan tenaga, biaya, serta waktu dalam pelaksanaan Proyek
Apartemen.

D. PT AKN Dapat Menempuh Upaya Hukum Melalui Gugatan Perdata

baik Derivatif atau Perbuatan Melawan Hukum serta Melaporkan

Atas Dugaan Tipikor dan TPPU Terhadap Segala Bentuk Kerugian

vang Ditimbulkan
1. Berdasarkan Pasal 97 ayat (2) UU PT, terkait dengan Robert

Agustinus dan Sania Rossania selaku anggota direksi PT AKN yang
tidak menjalankan pengurusan perseroan dengan itikad baik dan
penuh tanggung jawab, maka wajib menanggung kerugian yang telah
dilakukan. Kemudian, sebagaimana ketentuan pada Pasal 97 ayat (6)
UU PT, PT AKN dapat mengajukan gugatan Derivatif yang
mana gugatan tersebut diajukan oleh pemegang saham dan atas
nama perseroan melalui Pengadilan Negeri atas perbuatan anggota
direksinya yang telah melanggar peraturan perundang-undangan,
lalai dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, serta
menggunakan dana perseroan untuk kepentingan pribadi. Disamping
itu, Pemegang Saham harus memiliki 1/10 (satu persepuluh) dari
jumlah seluruh saham untuk dapat mengajukan gugatan Derivatif.

2. Pasal 1365 KUHPerdata menerangkan bahwa Perbuatan Melawan
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Hukum (“PMH”) dimaknai sebagai perbuatan yang melanggar
hukum dan merugikan orang lain karena kesalahannya sehingga ia
harus mengganti kerugian kepada pihak yang dirugikan tersebut.
Melihat adanya beberapa tindakan oleh anggota direksi PT AKN
yang melanggar peraturan perundang-undangan, maka PT AKN
dapat menggugat atas dasar PMH ke Pengadilan Negeri.

3. Adapun terhadap tindakan Robert Agustinus dan Sania Rossania
sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, tentu sangat merugikan
PT AKN. Selain itu, tindak pidana korupsi dan TPPU merupakan
kejahatan luar biasa (extraordinary crime). Dalam hal ini, PT AKN
juga dapat menempuh upaya hukum pidana dengan cara
membuat Laporan Polisi (LP) kepada Polda Metro Jaya terhadap
perbuatan yang dilakukan oleh Robert Agustinus dan Sania Rossania
yang akan diikuti pendampingan hukum selama dalam proses
penyelesaian perkara pidana a quo.

4. Selain itu, demi menjaga nama baik dan martabat PT AKN serta
menjunjung kode etik perusahaan sebagai salah satu bagian dari
BUMN, maka berdasarkan Pasal 105 UU PT, PT AKN dapat
memberhentikan Robert Agustinus dan Sania Rossania dari
jabatannya sebagai direksi melalui RUPS Luar Biasa disertai
penyampaian berupa alasan pemberhentiannya.

5. Adapun sebagai tambahan, PT AKN juga dapat melakukan
upaya-upaya dalam menanggulangi risiko tersangkutnya PT AKN
dalam perkara pidana a guo serta untuk pencegahan dikemudian hari
dengan cara menerapkan ISO:37001 dan/atau Panduan
Pencegahan Korupsi dan/atau Sistem Manajemen Anti Suap
(“SMAP”) sebagaimana diamanatkan oleh Surat Kementerian
BUMN Nomor S-35/MBU/02/2020 tentang Implementasi SMAP di
BUMN sebagai pelaksanaan Perpres 54/2018.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan
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Dengan demikian, berdasarkan hasil analisis sebagaimana yang telah
diuraikan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1) Robert Agustinus selaku Direktur Utama beserta Justinian dan Vincent
selaku Karyawan PT AKN diduga melakukan tindak pidana korupsi.
Selain itu, Sania Rossania selaku Direktur Keuangan PT AKN
bersama Robert Agustinus dapat diduga melakukan TPPU.

2) PT AKN memiliki berbagai akibat hukum serta risiko hukum yang
akan dihadapi, antara lain berakibat pada pertanggungjawaban pidana
oleh Robert Agustinus dan Sania Rossania terkait dugaan tindak
pidana a quo yang dilakukan serta kesewenang-wenangan Robert
Agustinus dan Sania Rossania sebagai anggota direksi dalam
menjalankan tugas sebagai direksi yang mana keduanya akan
berdampak pada pencopotan sebagai anggota direksi. Selain itu,
terdapat risiko perdata yang mungkin akan dihadapi oleh PT AKN,
yakni potensi pembatalan secara sepihak, gagalnya pencairan 5%
biaya retensi, potensi wanprestasi, serta membayar denda
keterlambatan (demurrage). Terkait akibat hukum terhadap PT AJ
selaku subsidiary company PT AKN, PT AJ tidak dapat dikatakan
sebagai merugikan keuangan negara (korupsi), melainkan kerugian
perseroan dan dapat diduga melakukan TPPU Pasif.

3) Upaya yang dapat dilakukan PT AKN adalah melalui Gugatan Perdata,
baik berupa gugatan Derivatif maupun gugatan PMH. Lalu, dapat
melaporkan dugaan pidana dengan dugaan tindak pidana korupsi dan
TPPU. Kemudian, untuk menjunjung kode etik perusahaan, PT AKN
dapat melakukan pencopotan jabatan terhadap Robert Agustinus dan
Sania Rossania sebagai anggota direksi. Disamping itu, upaya preventif
yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi perbuatan pelanggaran
tersebut, PT AKN dapat menerapkan ISO:37001 dan/atau Panduan
Pencegahan Korupsi dan/atau SMAP.

B. Rekomendasi

Adapun terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan PT
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AKN atas permasalahan hukum yang dialami, antara lain:

1) PT AKN dapat mengajukan permohonan Addendum terhadap
Perjanjian Proyek Apartemen guna memperpanjang waktu masa
pemeliharaan agar dapat mencairkan biaya retensi dan mencegah
pembatalan secara sepihak.

2) PT AKN dapat melakukan gugatan Derivatif melalui pemegang
sahamnya dan/atau mengajukan gugatan PMH ke Pengadilan Negeri.

3) Sebagai upaya terakhir (ultimum remedium), PT AKN dapat melaporkan
dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU dengan membuat Laporan
Polisi (LP) ke Polda Metro Jaya yang akan diiringi dengan
pendampingan hukum.

4) Sebagai upaya pencegahan dan mitigasi hukum, PT AKN dapat
menerapkan ISO:37001 dan/atau Panduan Pencegahan Korupsi dan/atau

Sistem Manajemen Anti Suap.

Demikian Pendapat Hukum (Legal Opinion) ini kami sampaikan.
Mohon menghubungi apabila terdapat hal-hal yang perlu ditanyakan

sehubungan dengan Pendapat Hukum dan permasalahan ini. Terima kasih.

Hormat Kami,

Gerrard Situmorang, S.H.,LL.M
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LAMPIRAN
A. DAFTAR PUSTAKA
1. Fuady, Munir, Perseroan Terbatas (Paradigma Baru), Citra Aditya Bakti, Bandung,
2003.
2. Ariawan, Buku Ajar Tindak Pidana Korupsi, Universitas Udayana Fakultas Hukum,
2015.
3. Indonesia Corruption Watch, Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam
Delik Tindak Pidana Korupsi, Policy Paper, 2014.
4. Hutomo, Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris, Fakultas Hukum Universitas

Indonesia, 2019.

B. KUALIFIKASI DAN ASUMSI
1. Ruang Lingkup dan Pembatasan

a) Pendapat Hukum ini dibuat berdasarkan Latar Belakang dan pemeriksaan
dokumen-dokumen yang telah diserahkan kepada kami yang merupakan satu
kesatuan dan tidak terpisahkan dari Pendapat Hukum ini. Kami tidak melakukan
pemeriksaan di lokasi atau di lapangan.

b) Pendapat Hukum ini dibuat berdasarkan hukum Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang berlaku sampai dengan tanggal diterbitkannya Pendapat Hukum
ini, oleh karenanya tidak dapat diinterpretasikan atau ditafsirkan menurut
yurisdiksi hukum selain hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;

c) Pendapat Hukum ini dibuat terbatas untuk pemeriksaan dan dokumen dan
berdasarkan informasi yang kami dapatkan secara lisan dari Perusahaan dan oleh
karenanya kami tidak lagi melakukan pemeriksaan langsung terhadap kondisi
lapangan atau kondisi riil aset dan proyek yang bersangkutan termasuk kami
tidak melakukan konfirmasi kepada instansi-instansi terhadap kebenaran
dokumen dan informasi yang kami terima;

d) Pendapat Hukum ini dibuat terbatas untuk permasalahan hukum yang ditanyakan
kepada kami;

e) Dalam memberikan Pendapat Hukum ini kami tidak memberikan pendapat atas
aspek-aspek ekonomis, akuntansi, perpajakan, politik serta komersil dari hal-hal

yang kami uraikan dalam Pendapat Hukum ini;
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f) Dalam memberikan Pendapat Hukum ini kami mendasarkan kepada kebenaran
dari setiap isi dokumen yang disampaikan atau diperlihatkan kepada kami dan
kami tidak melakukan penelitian secara mandiri atas hal-hal yang berada di luar
kapabilitas dan pengendalian kami, termasuk tidak melakukan pemeriksaan
hukum terkait dengan proses, mekanisme dan/atau prosedural-prosedural dari
lahirnya suatu perjanjian tersebut.

2. Asumsi

Pendapat Hukum ini dibuat berdasarkan asumsi-asumsi sebagai berikut:

a) Semua fotokopi dokumen yang disampaikan oleh Perusahaan kepada kami
adalah benar dan sesuai dengan aslinya;

b) Semua informasi, dokumen asli ataupun keterangan yang disampaikan kepada
kami adalah benar dan sesuai dengan fakta sebenarnya serta tidak berubah
sampai dengan diterbitkannya Pendapat Hukum ini; dan

¢) Tidak ada dokumen, informasi atau fakta lain yang tidak disampaikan kepada

kami sehingga dapat merubah atau mempengaruhi hasil Pendapat Hukum.
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Pendapat Hukum Terkait Permasalahan Hukum atas Kejanggalan dalam Laporan

Keuangan milik PT Adhikarya Nusa

Jakarta, 4 April 2023

No. Ref: 022.02/GSP/V/2023

IDENTITAS KLIEN

Yth.
PT Adhikarya Nusa

Jalan Raya Pasar Minggu KM 18, Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Kota
Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Perihal: Penyampaian Pendapat Hukum (Legal Opinion)
Dengan hormat,

Kami dari kantor konsultan hukum Gerrard Situmorang and Partners, merujuk
pada surat No. 56/AN/10/2023 tanggal 20 Maret 2023 dari PT Adhikarya Nusa
di mana Gerrard Situmorang and Partners diminta untuk memberikan
pendapat dari segi hukum (Pendapat Hukum/Legal Opinion) terkait permasalahan
yang sedang dialami oleh PT Adhikarya Nusa yaitu, telah ditemukan
kejanggalan dalam laporan keuangan milik PT Adhikarya Nusa dan PT
Adiguna Jaya, yaitu adanya jumlah pemasukkan yang tidak wajar kepada PT
Adiguna Jaya serta adanya pengeluaran sangat drastis dari PT Adhikarya Nusa.
Sehubung dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai
berikut:
PENDAHULUAN

I. Latar Belakang
Sehubungan dengan keikutsertaan PT Adhikarya Nusa dan PT Adiguna
Jaya dalam open tender proyek lanjutan pembangunan jalan tol yang
diadakan oleh PT Sentosa Abadi, maka untuk mengetahui laporan

keuangan dibutuhkan proses audit secara legal (legal due diligence). Pada
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proses ini, ditemukan kejanggalan dalam laporan keuangan milik PT
Adhikarya Nusa dan PT Adiguna Jaya, yaitu adanya jumlah pemasukkan
yang tidak wajar kepada PT Adiguna Jaya serta adanya pengeluaran sangat
drastis dari PT Adhikarya Nusa.
II. Rumusan Masalah

Gerrard Situmorang and Partners selaku konsultan hukum dari PT
Adhikarya Nusa, memberikan pendapat kami sesuai dengan permintaan
PT Adhikarya Nusa terkait dengan bagaimana akibat hukum yang akan
dialami oleh PT Adhikarya Nusa dan PT Adiguna Jaya. Atas dasar
tersebut, maka PT Adhikarya Nusa klien kami, menanyakan beberapa
pertanyaan terkait dengan kasus ini, yaitu agar kami mengidentifikasi
masalah hukum yang terjadi dan mengetahui upaya apa saja yang dapat

dilakukan PT Adhikarya Nusa selaku tergugat dalam kasus ini.

ASUMSI DAN BATASAN

1. Pendapat Hukum ini diberikan sehubung dengan hukum yang berlaku di
wilayah  Republik  Indonesia  dan  bersifat  terbatas  pada
pertanyaan-pertanyaan yang timbul berdasarkan hukum di Republik
Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai dengan
tanggal Pendapat Hukum ini;

2. Pendapat Hukum ini tidak dapat dipergunakan dalam hal hakim atau
institusi pengadilan di Indonesia berdasarkan pertimbangannya sendiri
menerbitkan penetapan atau putusan dari waktu ke waktu yang tidak

sejalan atau bertentangan dengan Pendapat Hukum ini;
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3. Kami mengasumsikan bahwa semua pernyataan dan fakta dan dokumen,
perbuatan hukum, tanda tangan yang tercantum di dalam dokumen yang
diberikan kepada kami adalah benar dan sesuai dengan semua persyaratan
dan maka dari itu tidak melakukan pemeriksaan dan penyelidikan terhadap
kebenaran tersebut. Apabila Pendapat Hukum ini dinyatakan tidak sesuai,
maka kami tidak bertanggung jawab atas segala macam kemungkinan
yang timbul terhadapnya;

4. Uraian-uraian pada Pendapat Hukum ini menyinggung tentang isi suatu
peraturan perundang-undangan, dapat berbeda dari maksud pembuatnya.
Sehingga, perlu diingat bahwa Pendapat Hukum ini tidak didasari oleh

Memorie Van Toelichting para pembuat peraturan perundang-undangan.

FAKTA DAN PERISTIWA HUKUM

1. Bahwa Perum Adhikarya Bangsa merupakan sebuah perusahaan yang
bergerak dalam bidang konstruksi bangunan yang berdiri sejak tahun 2012
dan beralamat di Jalan Raya Pasar Minggu KM 18, Pejaten Barat,
Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota
Jakarta.

2. Bahwa pada bulan Juni 2020. Tirto Artiyaksa, selaku Menteri BUMN,
mengusulkan restrukturisasi Perum Adhikarya Bangsa kepada Menteri
Keuangan melalui surat usulan tanggal 3 Mei Nomor S-223/MBU/2020

3. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2022 melalui surat keputusan
No.Kep133/MBU/2022 mengenai Perubahan Bentuk Badan Hukum
Perum menjadi persero yang diikuti dengan Akta Pendirian oleh notaris
Erick Utrecht, SH. M.Kn, menyatakan restrukturisasi korporasi Perum
Adhikarya Bangsa menjadi PT Adhikarya Nusa (Persero)

4. Bahwa pada Rapat Umum Pemegang Saham PT Adhikarya Nusa yang
diselenggarakan pada bulan April 2022 telah terpilih dewan direksi dan
dewan komisaris yang terdiri dari; Robert Agustinus sebagai Direktur
Utama PT Adhikarya Nusa; Anna Malaekhi sebagai Direktur Operasi I;

Frans Terdian sebagai Direktur Operasi II; Maria Dongwa sebagai
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Direktur Pemasaran; dan Sania Rossania sebagai Direktur Keuangan.

5. Bahwa pada bulan Mei 2022, kembali diadakan Rapat Umum Pemegang
Saham wuntuk melakukan pembahasan terkait kondisi perusahaan
menghadapi dampak resesi ekonomi terhadap perusahaan serta membahas
terkait pengambilan kebijakan mengenai resesi yang dihadapi dalam
menjalankan perusahaan.

6. Bahwa pada bulan Juli 2022 di Hotel Grand Thamrin di Jalan Teluk
Betung I No.45D, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah
Khusus Ibukota Jakarta. Joseph Jung yang merupakan Direktur Utama PT
Prospety Internasional bertemu dengan Robert Agustinus untuk membahas
proyek besar dalam membangun lima apartemen mewah yang akan
dibangun untuk PT Prospety Internasional.

7. Bahwa  melalui ~ Surat  Perjanjian  Kerja  dengan  nomor
021/SPKP/INUYB/X/2022 kedua belah pihak menyetujui proyek
pembangunan apartemen dengan nilai kontrak 30 miliar rupiah dengan
menggunakan down payment system.

8. Bahwa setelah ditandatangani Surat Perjanjian Kontrak Kerja dan Surat
Perintah Mulai Kerja, PT Prospety Internasional wajib melakukan sisa
pembayaran menggunakan sistem standing instruction dengan
pembayaran 25% per progress dan pembayaran 5% masa retensi selama
masa pemeliharaan.

9. Bahwa pada bulan Juli 2022 terjadi pertemuan antara Robert Agustinus
dengan Anila Mulia yang merupakan Direktur Pemasaran PT Infra Seraya
yang berlokasi di Jalan Mulawarman No. 26 Kota Jakarta Selatan untuk
membahas pemasokan bahan bangunan yang akan digunakan untuk
proyek pembangunan apartemen.

10. Bahwa dalam pertemuan tersebut Robert Agustinus meminta Anila Mulia
untuk membuat nota pembayaran dengan menulis harga yang tidak sesuai.

11. Bahwa Robert Agustinus meminta bantuan kepada Justinian selaku staf
Corporate Relation PT Adhikarya Nusa untuk membantu Robert

Agustinus melakukan negosiasi dengan Anila Mulia.
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12. Bahwa pada negosiasi tersebut disepakati untuk menjadikan PT Infra
Seraya sebagai satu-satunya perusahaan afiliasi sebagai pemasok bahan
bangunan untuk berbagai proyek PT Adhikarya Nusa

13. Bahwa Robert memberi perintah kepada Vincent, staf keuangan PT
Adhikarya Nusa, untuk menuliskan harga yang lebih tinggi.

14. Bahwa PT Adhikarya Nusa menerima pembayaran melalui proses
standing instruction dengan sistem autodebet dimana 30% dari dana yang
diterima tersebut dialihkan kepada Indah Angel yang merupakan istri
Robert dengan bantuan Sania Rossania

15. Bahwa sejak bulan Agustus 2022, Robert Agustinus menginvestasikan 5%
dari dana yang diperoleh atas proyek pembangunan apartemen tersebut
kepada PT Adiguna Jaya yang merupakan perusahaan subsidiary PT
Adhikarya Nusa yang bergerak dalam bidang konstruksi dan renovasi
yang berlokasi di Jalan Citra Mas, Kota Jakarta Timur

16. Bahwa pada bulan Januari 2023, atas keuntungan yang dihasilkan Robert
melalui PT Adhikarya Nusa, ia membeli sebuah properti mewah di
kawasan Senopati, Jakarta Selatan seharga 28,5 miliar dan mobil Toyota
86 seharga 808,6 juta rupiah.

17. Bahwa pada bulan Maret 2023 PT Adhikarya Nusa dan PT Adiguna Jaya
mengikuti open tender proyek pembangunan jalan tol untuk kota Jakarta
Selatan yang diadakan oleh PT Sentosa Abadi di Hotel Garuda, di Jalan
Tamansiswa No. 56, Kota Jakarta Selatan.

18. Bahwa pada tender tersebut, PT Adhikarya Nusa dan PT Adiguna Jaya
harus melewati proses audit secara legal yang kemudian ditemukan
kejanggalan pada laporan keuangan kedua perusahaan tersebut.

19. Bahwa pada laporan keuangan tersebut ditemukan pemasukkan yang tidak
wajar pada PT Adiguna Jaya dan pengeluaran yang sangat drastis dari PT
Adhikarya Nusa.
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ISU DAN PERMASALAHAN HUKUM

1. Apa akibat hukum dari kesepakatan antara PT Adhikarya Nusa dengan PT
Infra Seraya?

2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum dari PT Adhikarya Nusa
dan PT Adiguna Jaya?

3. Apa saja upaya hukum maupun non-hukum yang dapat diambil oleh PT
Adhikarya Nusa?

DASAR HUKUM
1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPer)
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP)
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan
dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi
5. Perma Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara

Tindak Pidana oleh Korporasi

PENDAPAT HUKUM
Perjanjian antara PT Adhikarya Nusa dengan PT Infra Seraya untuk
memanipulasi harga yang tertera dalam nota pembayaran batal demi
hukum
1. Bahwa syarat sah perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPer yang
menyatakan perjanjian dikatakan sah apabila memenuhi syarat;
kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; kecakapan untuk
membuat suatu perikatan; suatu pokok persoalan tertentu; dan suatu sebab
yang tidak terlarang.'”® Dalam pelaksanaannya, kesepakatan tersebut
memuat sebab yang terlarang yaitu PT Infra Seraya menyepakati untuk
memanipulasi harga yang tertera dalam nota.

2. Sebab yang terlarang dijelaskan dalam Pasal 1337 KUHPer yang

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
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menyatakan suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh
undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau

® Penyebab PT Infra Seraya menjadi

dengan ketertiban umum.!”
satu-satunya sebagai perusahaan afiliasi sebagai pemasok bahan bangunan
dari PT Adhikarya Nusa adalah bersedia memanipulasi nota pembelian
yang dilakukan PT Adhikarya Nusa.

3. Merujuk pada Pasal 1328 KUHPer, penipuan merupakan suatu alasan
untuk membatalkan adanya persetujuan antara para pihak. Dalam
kesepakatan tersebut ada prestasi yang harus dipenuhi oleh PT Infra
Seraya untuk memanipulasi nota yang dimana tindakan tersebut
merupakan penipuan yang nantinya berdampak pada PT Prospety
Internasional.

4. PT Adhikarya Nusa dalam hal ini yang diwakili oleh Robert Agustinus
selaku direktur utama dapat diancam tindak pidana penipuan sesuai Pasal
378 KUHP karena telah menguntungkan diri sendiri dengan cara melawan
hukum yang dimana dalam hal ini PT Infra Seraya yang diwakili oleh
Anila Mulia pun turut serta dalam melancarkan tindak pidana ini. Oleh
karena itu, merujuk pada Pasal 56 KUHP, PT Infra Seraya yang diwakili
Anila Mulia dapat dikatakan sebagai pembantu karena ia sengaja
memberikan kesempatan bagi Robert Agustinus untuk melakukan
kejahatan penipuan sehingga dapat didakwakan Pasal 56 jo. Pasal 378
KUHP

Beban tanggung jawab perbuatan pidana yang diinisasikan oleh Robert
Agustinus selaku Direktur Utama PT Adhikarya Nusa dan rekan kerja
lainnya serta Anila Mulia yang mewakili PT Infra Seraya dikenakan kepada
korporasi
1. Robert Agustinus selaku Direktur Utama menginisiasikan adanya
kesepakatan dengan PT Infra Seraya yang selanjutnya negosiasi dilakukan
oleh Justinian selaku Staff Corporate Relation PT Adhikarya Nusa.

2. Anila Mulia yang dalam hal ini mewakili PT Infra Seraya menyepakati

Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
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untuk melakukan manipulasi nota pembelian dari PT Adhikarya Nusa
dengan timbal balik PT Infra Seraya menjadi perusahaan afiliasi tunggal
pemasok bahan bangunan untuk berbagai proyek yang dilakukan PT
Adhikarya Nusa

3. Suatu tindak pidana dapat dibebankan kepada korporasi apabila memenuhi
syarat; a. Tindak pidana itu dilakukan atau diperintahkan oleh personel
korporasi yang di dalam struktur organisasi korporasi memiliki posisi
sebagai directing mind dari korporasi; b. Tindak pidana tersebut dilakukan
dalam rangka maksud dan tujuan korporasi; c. Tindak pidana dilakukan
oleh pelaku atau atas perintah pemberi perintah dalam rangka tugasnya
dalam korporasi; d. Tindak pidana tersebut dilakukan dengan maksud
memberikan manfaat bagi korporasi; e. Pelaku atau pemberi perintah tidak
memiliki alasan pembenar atau alasan pemaaf untuk dibebaskan dari
pertanggungjawaban pidana; f. Bagi tindak-tindak pidana yang
mengharuskan adanya unsur perbuatan (actus reus) dan unsur kesalahan
(mens rea), kedua unsur tersebut (actus reus dan mens rea) tidak harus
terdapat pada satu orang saja'®

4. Tindak pidana yang dilakukan PT Adhikarya Nusa diperintahkan oleh
Robert Agustinus selaku Direktur Utama dengan maksud mengambil
keuntungan dari negosiasi untuk memanipulasi nota pembelian dengan PT
Infra Seraya sehingga memberi manfaat kepada PT Adhikarya Nusa
berupa keuntungan korporasi selama berjalannya proyek pembangunan
apartemen bersama PT Prospety Internasional. Atas hasil keuntungan
tersebut pula, PT Adhikarya Nusa juga melakukan aksi sosial dengan
membangun rumah susun di Kota Tangerang Selatan yang merupakan
bentuk kepentingan korporasi.

5. Robert Agustinus membiarkan terjadinya tindak pidana ini dan tidak
melakukan pencegahan sehingga memberikan dampak yang lebih besar
kepada PT Adhikarya Nusa berupa pertanggungjawaban perbuatan pidana.
Maka, Robert Agustinus, selaku Direktur Utama PT Adhikarya Nusa tidak

Rodiyah, et al, Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Crime) dalam Sistem Hukum
Pidana Indonesia. Jurnal Kompilasi Hukum, Vol. 5, No. 1 (2020)
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memiliki alasan pemaaf atas tindak pidana yang dilakukan sehingga tidak
ada alasan untuk dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana.

Tindak Pidana yang dilakukan oleh PT Adhikarya Nusa sebagai korporasi

yang berbentuk Persero telah merugikan keuangan negara

1. Sesuai Surat Keputusan No.Kep133/MBU/2022 mengenai Perubahan
Bentuk Badan Hukum Perum menjadi persero, menyatakan restrukturisasi
korporasi Perum Adhikarya Bangsa menjadi PT Adhikarya Nusa
(Persero). Oleh karena bentuk dari PT Adhikarya Nusa adalah Persero,
maka menjadi bagian dari BUMN dengan saham terbesar ada pada
Pemerintah.

2. Robert Agustinus selaku Direktur Utama PT Adhikarya Nusa
memanfaatkan proyek pembangunan apartemen atas nama PT Adhikarya
Nusa dengan PT Prospety Internasional untuk mengambil keuntungan
pribadi berupa uang tunai yang dalam hal ini Robert telah melakukan
tindak pidana korupsi yang telah merugikan keuangan negara.

3. Merujuk pada Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah
diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, setiap orang yang memiliki
tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi
dengan menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada
padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan negara
dapat dipidana sesuai undang-undang yang berlaku.' Robert dalam hal
ini selaku Direktur Utama PT Adhikarya Nusa telah menyalahgunakan
jabatannya sebagai Direktur Utama serta memanfaatkan hubungan kerja
antara PT Adhikarya Nusa dengan PT Infra Seraya untuk mengambil
keuntungan pribadi.

4. Metode pembayaran yang disepakati antara PT Adhikarya Nusa dengan
PT Prospety Internasional adalah down payment system dengan sistem
penerimaan dana melalui mekanisme standing instruction. Sania Rossania
selaku Direktur Keuangan PT Adhikarya Nusa membantu Robert
Agustinus dalam menyalurkan 30% dana yang diberikan PT Prospety

Lihat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi, LN. 1999/No. 140, TLN No. 3874
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Internasional kepada Indah Angel yang merupakan istri dari Robert
Agustinus, yang mana dana tersebut seharusnya digunakan untuk proyek
pembangunan apartemen. Hal ini menunjukkan Robert Agustinus
bersama-sama Sania Rossania secara nyata menyalahgunakan wewenang
yang mereka miliki untuk menguntungkan orang lain yang dalam hal ini

adalah istri dari Robert Agustinus.

PT Adiguna Jaya berperan sebagai salah satu sarana Tindak Pidana
Pencucian Uang yang dilakukan PT Adhikarya Nusa tepatnya pada proses
LQWHJUDWLRQ

1. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2010, PT Adiguna Jaya
selaku perusahaan subsidiary dari PT Adhikarya Nusa berperan sebagai
salah satu sarana Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan Robert
Agustinus yaitu dengan menerima atau menguasai penempatan Harta
Kekayaan yang diketahui merupakan hasil Tindak Pidana Korupsi.

2. Robert Agustinus melakukan investasi saham berupa investasi properti
sebesar 5% kepada PT Adiguna Jaya dari dana yang diperoleh dari hasil
manipulasi pembiayaan proyek pembangunan apartemen secara berkala
selama 6 bulan sejak bulan Agustus 2022.

3. Ketentuan pada Pasal 6 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2010 telah terpenuhi
dalam hal Tindak Pidana Pencucian Uang dilakukan oleh Robert
Agustinus selaku Personil Pengendali Korporasi; dilakukan dalam rangka
pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi; dilakukan sesuai dengan tugas
dan fungsi Robert Agustinus selaku Direktur Utama; dan tindakan ini
dilakukan agar memberikan manfaat bagi Korporasi yang dalam hal ini
adalah PT Adiguna Jaya. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana
dijatuhkan pada Korporasi.

4. Atas peran PT Adiguna Jaya dalam Tindak Pidana yang dilakukan PT
Adhikarya Nusa, PT Adiguna Jaya dapat dijerat Pasal 7 jo. Pasal 6 jo.
Pasal 5 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
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I1.

Collasa 2023

PENUTUP

Kesimpulan

Demikian berdasarkan analisis kami atas permasalahan serta informasi

yang diperoleh, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perjanjian antara PT Adhikarya Nusa dengan PT Infra Seraya untuk
memanipulasi harga yang tertera dalam nota pembayaran batal demi
hukum dikarenakan mengandung sebab yang terlarang dimana PT
Infra Seraya menyepakati untuk memanipulasi harga yang tertera
dalam nota yang dimana tindakan tersebut termasuk ke penipuan.
Merujuk pada Pasal 1328 KUHPer, penipuan merupakan suatu alasan
untuk membatalkan adanya persetujuan antara para pihak.

2. Beban tanggung jawab perbuatan pidana yang diinisasikan oleh Robert
Agustinus selaku Direktur Utama PT Adhikarya Nusa dan rekan kerja
lainnya serta Anila Mulia yang mewakili PT Infra Seraya dikenakan
kepada korporasi karena telah memenuhi syarat bagaimana Suatu
tindak pidana dapat dibebankan kepada korporasi.

3. PT Adiguna Jaya berperan sebagai salah satu sarana Tindak Pidana
Pencucian Uang yang dilakukan Robert Agustinus tepatnya dalam
proses integration karena PT Adiguna Jaya menerima Harta Kekayaan
yang diketahui merupakan hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan
oleh Robert Agustinus. Atas tindakan ini PT Adiguna Jaya dapat
dijerat Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak

Pidana Pencucian Uang oleh Korporasi.

Rekomendasi
Demikian Pendapat Hukum ini, berikut kami sampaikan beberapa
rekomendasi sebagai yang dapat digunakan untuk menyelesaikan
permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, yakni sebagai berikut:
1. PT Adhikarya Nusa dapat menunjukkan itikad baik dengan
membayar ganti rugi;
2. PT Adhikarya Nusa dapat menyelesaikan segala permasalahan

administrasi demi kelancaran penyelesaian sengketa;
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3. PT Adhikarya Nusa dapat melakukan audit internal untuk
mengklarifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan pada laporan
keuangan yang merupakan hasil TPPU dan untuk menentukan aset
bersih PT Adhikarya Nusa;

4. PT Adhikarya Nusa dapat memberhentikan dan mengganti jajaran
direksi;

5. Hasil legal due diligence yang dilakukan oleh PT Adhikarya Nusa
harus dilaporkan ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi
Keuangan (PPATK) sesuai Peraturan Pemerintah No.43 Tahun
2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan
Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana dalam Pasal 3,
profesi sebagai pihak pelapor, salah satunya akuntan berkewajiban
untuk menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan
kepada PPATK, oleh karena itu akuntan yang melakukan /egal due
diligence terhadap laporan keuangan PT Adhikarya Nusa wajib
melaporkan adanya Transaksi Keuangan Mencurigakan. Jika dalam
hal ini akuntan yang melakukan legal due diligence tersebut belum
melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan, PT Adhikarya
Nusa dapat melaporkan kepada pihak berwenang seperti PPATK,
Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau Kejaksaan.;

6. PT Adhikarya Nusa dapat meningkatkan pengawasan internal
terhadap pengelolaan keuangan perusahaan untuk mencegah
terjadinya Tindak Pidana oleh organ korporasi serta karyawan PT
Adhikarya Nusa.

Setelah dilakukan upaya-upaya di atas, PT Adhikarya Nusa telah beritikad baik

dalam membantu proses hukum yang diperlukan untuk menelusuri isu hukum ini
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Hormat kami,

Gerrard Situmorang and Partners

Shakeera Arjumand Roro Qannala Salma Atiqah
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Legal Opinion kepada PT ADHIKARYA NUSA (Persero) perihal Permintaan
Pendapat Hukum tentang Kasus Posisi Tindak Pidana Pencucian Uang

Jakarta, 4 April 2023

Nomor : 013/LO.GSP/1V/2023
Perihal : Legal Opinion (Pendapat Hukum)

Yth.

PT Adhikarya Nusa (Persero)

Jalan Raya Pasar Minggu KM 18

Pejaten Barat, Kec. Pasar Minggu, Kota Jakarta
Selatan DKI Jakarta

Dengan hormat,

Salam silaturahmi kami sampaikan, semoga rahmat dan kasih sayang Tuhan
Yang Maha Esa senantiasa menyertai kita, perkenalkan kami dari Gerrard
Situmorang and Partners, menyampaikan Pendapat Hukum (Legal Opinion)
dalam bentuk tanggapan tertulis berupa Legal Opinion kepada PT
ADHIKARYA NUSA (Persero) perihal Permintaan Pendapat Hukum tentang

Kasus Posisi Tindak Pidana Pencucian Uang.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas perkenankanlah kami menyampaikan
legal opinion dengan terlebih dahulu kami memohon untuk memperhatikan

hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa legal opinion ini bersifat rahasia dan tidak diperuntukkan bagi

umum,;

2. Bahwa legal opinion ini disusun berdasarkan data dan fakta yang
disampaikan pada kasus posisi sehingga legal opinion ini terikat pada
data dan fakta-fakta hukum yang disajikan pada kasus posisi yang
diberikan oleh panitia ALSA Internal Legal Competition (ALSA LC
UB). Oleh karena itu, legal opinion ini bersifat kasuistis dan tidak dapat
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dipergunakan untuk permasalahan lain karena setiap permasalahan

memiliki karakteristik yang berbeda;

3. Bahwa legal opinion ini dibuat dengan pandangan objektif serta
memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan di bidang hukum pidana,
dan hukum perdata sehingga analisis yang dihasilkan lebih objektif,

jujur, serta mendapatkan rekomendasi yang sesuai dengan hukum.

Selanjutnya legal opinion ini kami uraikan menjadi beberapa sub-bagian, antara

lain:
I. Fakta

1. Bahwa Perum Adhikarya Bangsa (selanjutnya disebut “PAB”) berdiri
pada tahun 2012, beralamat di Jalan Raya Pasar Minggu KM 18,
Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, DKI
Jakarta. PAB merupakan sebuah perusahaan besar yang bergerak dalam
bidang konstruksi bangunan yang memiliki andil besar dalam

pembangunan nasional di DKI Jakarta.

2. Delapan tahun kemudian, Indonesia mengalami resesi ekonomi akibat
Coronavirus Disease-19 (selanjutnya disebut “Covid-19”) yang
berdampak pada berbagai sektor ekonomi sehingga memengaruhi
kondisi ekonomi PAB. Oleh karena itu, PAB merencanakan
restrukturisasi  korporasi terhadap perusahaan tersebut untuk

mempertahankan perusahaan.

3. Pada Juni 2020, Menteri BUMN, Tirto Artiyaksa, mengusulkan
restrukturisasi PAB kepada Menteri Keuangan pada saat rencana kerja
dan anggaran perusahaan melalui surat tanggal 3 Mei 2020 Nomor S-
223/MBU/2020. Kemudian, Menteri Keuangan menyampaikan usulan
tersebut kepada Presiden. Bersama tim terpadu kementerian, dilakukan
serangkaian pembahasan yang menerima usulan tersebut melalui Surat
Keputusan No. Kep133/MBU/2022 tanggal 13 Maret 2022 tentang

Perubahan Bentuk Badan Hukum Perum menjadi Perseroan sebagai
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bentuk restrukturisasi korporasi PAB menjadi PT Adhikarya Nusa
(Persero) (selanjutnya disebut “PT AN”) dengan Akta Pendirian oleh
notaris Erick Utrecht, S. H., M.Kn.

4. Pada April 2022, diadakan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya
disebut “RUPS”) PT AN untuk memilih dewan direksi dan dewan
komisaris. Dalam RUPS tersebut, terpilihlah posisi-posisi sebagai

berikut:
a.  Direktur Utama :  Robert Agustinus (selanjutnya
disebut “RA™)
b.  Direktur Operasi | :  Anna Maleakhi
c.  Direktur Operasi II : Frans Terdian
d.  Direktur Pemasaran :  Maria Dongwa (selanjutnya

disebut “MD”)

Sania Rossania (selanjutnya

e.  Direktur Keuangan disebut “SR™)

5. Pada Mei 2022, kembali diadakan RUPS untuk membahas kondisi
perusahaan untuk menghadapi dampak resesi ekonomi dan pengambilan
kebijakan terhadap inflasi. Dalam RUPS tersebut, RA berencana untuk
mendaftarkan saham perseroan ke Bursa Efek Indonesia, mengikuti
berbagai kompetisi di bidang bisnis, melakukan pameran perseroan,
pengiklanan, membuat list investor asing, melakukan reformasi laporan
keuangan yang lebih lengkap, serta reformasi pada rencana anggaran
perusahaan untuk mencari mencari investor dan proyek pembangunan
bersama perusahaan swasta agar memperoleh keuntungan sebesar-

besarnya.

6. Pada Juli 2022, Joseph Jung (selanjutnya disebut “JJ”), Direktur Utama
dari PT Prospety Internasional (selanjutnya disebut “PT PI”), yaitu

salah satu perusahaan Real Estate terbesar di Indonesia, ingin menemui
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RA selaku Dirut PT AN untuk membahas proyek besar dalam
membangun lima apartemen mewah dengan jumlah 35 lantai pada
masing-masing gedung yang akan dibangun untuk PT PI. Pertemuan
tersebut diselenggarakan di Hotel Grand Thamrin di Jalan Teluk Betung
I No.45D, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta.

7. Bahwa pada pertemuan tersebut, JJ menyatakan ketertarikannya
terhadap komitmen kerja PT AN ketika Pameran Perseroan yang ia
laksanakan bulan lalu. Kemudian, JJ mewakili perusahaannya
menawarkan proyek pembangunan apartemen tersebut kepada RA. RA
mendiskusikannya dengan MD yang hadir juga pada pertemuan tersebut
untuk membantu RA dalam negosiasi dan mempertimbangkan proyek

yang ditawarkan tersebut.

8. Bahwa, setelah melewati rangkaian diskusi dan negosiasi, RA dan MD
menyetujui proyek pembangunan yang ditawarkan JJ melalui Surat
Perjanjian Kerja Pembangunan Proyek Gedung Apartemen dengan
nomor 021/SPKP/INUYB/X/2022 (selanjutnya disebut “Perjanjian
Pembangunan Apartemen”) yang telah dijelaskan sedemikian rupa
dalam surat perjanjian kerja tersebut terkait tugas pekerjaan para pihak,
tenaga kerja, tenaga pengawas, bahan dan peralatan, jangka waktu
pelaksanaan, masa pelaksanaan, biaya pelaksanaan pekerjaan gedung
apartemen, masa pemeliharaan, kenaikan harga, force majeure,
sanksi/denda, penyelesaian sengketa dan cara pembayaran. Dalam surat
perjanjian kerja tersebut, diatur juga cara pembayaran yang dilakukan
dengan down payment system sehingga setelah ditandatanganinya surat
perjanjian kontrak kerja dan surat perintah mulai kerja, PT PI memiliki
kewajiban untuk melakukan sisa pembayaran dengan sistem standing
instruction dengan pembayaran 25% per progres dan pembayaran 5%

masa retensi selama masa pemeliharaan.

9. Bahwa setelah melakukan pertemuan dengan JJ, RA mengunjungi PT
Infra Seraya (selanjutnya disebut “PT IS”), sebuah perusahaan

penyedia bahan bangunan untuk membahas terkait pemasokan bahan
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bangunan yang akan digunakan untuk proyek pembangunan apartemen
tersebut. Pertemuan tersebut dilaksanakan di gedung utama PT IS di
Jalan Mulawarman No. 26 Kota Jakarta Selatan. Dalam pertemuan
tersebut, RA berniat untuk bekerja sama dengan Direktur Pemasaran PT
IS, Anila Mulia, untuk membantunya melakukan pembelanjaan bahan
bangunan melalui pembuatan nota pembayaran dengan menulis harga
yang tidak sesuai dengan kualitas bahan bangunan yang dibeli lebih

rendah daripada kualitas minimum yang ditetapkan.

10. Dalam melakukan tindakan tersebut, RA meminta bantuan kepada staf
bagian Corporate Relation, Justinian, untuk membantunya melakukan
negosiasi dengan Direktur Pemasaran PT IS, Anila Mulia, yang
dilaksanakan di gedung utama PT IS. Pada pertemuan tersebut,
negosiasi berjalan dengan lancar dan timbul perjanjian yang diberikan
RA untuk menjadikan PT IS sebagai satu-satunya perusahaan afiliasi
sebagai pemasok bahan bangunan untuk proyek-proyek PT AN
berikutnya dan Anila Mulia pun menerima penawaran tersebut. Setelah
itu, RA memberikan perintah kepada Vincent selaku staf di bagian

keuangan PT AN untuk menuliskan harga yang lebih tinggi.

11. Setelah enam bulan berjalannya proyek, PT AN mendapatkan
keuntungan yang besar melalui proses pembayaran standing instruction
dengan sistem autodebet. Dana tersebut masuk ke rekening perusahaan
secara berkala dan setiap masa pemindahbukuan karena melihat adanya
potensi keuntungan yang didapat dari perbuatan tersebut, SR bekerja
sama dengan RA untuk mengalihkan 30% dari dana tersebut ke
rekening atas nama Indah Angel (selanjutnya disebut “IA”), istri RA.
Kemudian, atas keuntungan yang besar tersebut RA menginvestasikan
5% dari dana yang diperoleh dari pembiayaan proyek pembangunan
apartemen tersebut secara berkala ke PT Adiguna Jaya (selanjutnya
disebut “PT AJ”) sejak Agustus 2022. PT AJ merupakan perusahaan
pengadaan barang dan jasa dalam bidang konstruksi dan renovasi

sebagai perusahaan subsidiary dari PT AN yang berlokasi di Jalan Citra

Collasa 2023 Legal Development Division
ALSA Local Chapter Universitas Brawijaya



Collective Files of ALSA 141

Mas, Kota Jakarta Timur.

12. Pada Januari 2023, atas keuntungan yang RA peroleh selama ini, RA
membeli sebuah properti mewah di kawasan Senopati, Jakarta Selatan
dengan luas tanah 382 m? dan luas bangunan 362 m* dengan 3 lantai
seharga Rp28.500.000.000 (dua puluh delapan miliar lima ratus juta
rupiah) dengan fasilitas tambahan 3 carport dan kolam renang.
Kemudian RA juga membeli mobil Toyota 86 seharga Rp808.600.000
(delapan ratus delapan juta enam ratus ribu rupiah). Kemudian RA
menggunakan sisa dana yang didapatkan dari proyek tersebut untuk
membangun rumah susun di Kota Tangerang Selatan untuk kegiatan

aksi sosial dari perusahaan PT AN.

13. Bahwa beberapa rencana proyek pembangunan milik pemerintah
dihentikan sejenak karena pandemi Covid-19. Oleh sebab itu, pada
Maret 2023, PT Sentosa Abadi (selanjutnya disebut “PT SA”), yaitu
perusahaan pengadaan barang dan jasa, berencana untuk melakukan
open tender terhadap proyek lanjutan pembangunan jalan tol untuk kota
Jakarta Selatan, yang diselenggarakan di Hotel Garuda, di Jalan
Tamansiswa No. 56, Kota Jakarta Selatan. Pada bulan yang sama,
panitia penyelenggara tender dari PT SA mengundang beberapa
perusahaan untuk hadir pada acara tersebut, salah satunya PT AN dan
PT AJ. Pada acara tender tersebut didahului dengan penjelasan terkait
proyek yang ditenderkan, aturan main auction, cara penilaian serta
persyaratan legal dan teknisnya. Dari sekian perusahaan yang ikut
dalam acara open tender proyek jalan tol tersebut PT AN dan anak
perusahaannya, yaitu PT AJ turut berpartisipasi dalam tender proyek
pembangunan jalan tol yang digelar oleh PT SA.

14. Bahwa PT AN serta PT AJ harus melewati proses audit secara legal
(legal due diligence) untuk diketahui laporan keuangannya secara
independen dan akurat. Namun, terdapat kejanggalan laporan keuangan
milik PT AN dan anak perusahaannya, yaitu adanya jumlah

pemasukkan yang tidak wajar ke dalam PT AJ dan terdapat pengeluaran
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yang sangat drastis dari PT AN.

II. Isu Hukum
1. Apa saja permasalahan hukum yang terjadi pada kasus di atas?

2. Bagaimana akibat hukum yang akan dialami oleh PT AN dan PT AJ?

III.  Analisis

Berdasarkan fakta-fakta serta peraturan perundangan-undangan yang
berlaku sebagaimana disebut di atas, maka kami akan menganalisis permasalahan
hukum yang dimohonkan pendapat hukum berdasarkan kasus posisi yang diterima

sebagai berikut:

Permasalahan Pertama

RA dan SR patut diduga melakukan tindak pidana pencucian uang
(selanjutnya disebut “TPPU”) terhadap uang PT AN untuk proyek
pembangunan apartemen yang didanai oleh PT PI melalui tindak pidana

penggelapan, dengan perbuatan-perbuatan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa tindakan yang dilakukan RA patut diduga sebagai tindak pidana
yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010
Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut “UU
TPPU”) M RPasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(selanjutnya disebut “KUHP”) karena telah memenuhi unsur-unsur

sebagai berikut:

a. Pasal 3 UU TPPU:

- Setiap orang: RA.

- Menempatkan, mentransfer, mengalihkan,
membelanjakan, menghibahkan, mengubah bentuk: RA
bersama dengan SR mengalihkan dana ke rekening IA,
kemudian RA mengubah bentuk dana melalui investasi
ke PT AJ.

- Atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut
diduganya merupakan hasil tindak pidana: RA patut

Collasa 2023 Legal Development Division
ALSA Local Chapter Universitas Brawijaya



Collective Files of ALSA 143

diduga melanggar Pasal 374 KUHP karena memalsukan
dokumen guna memiliki suatu barang punya orang lain,
yakni PT AN, yang berada pada penguasaan RA karena
jabatan RA sebagai Direktur Utama PT AN.

- Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal
usul Harta Kekayaan: RA membeli properti mewah dan
sebuah mobil, serta membangun rumah susun pada aksi
kegiatan sosial.

b. Pasal 55 KUHP:

- Mereka: RA. melakukan perbuatan: RA sebagai terdakwa

diduga melakukan TPPU bersama-sama dengan SR.

Seluruh perbuatan yang dilakukan RA memenuhi unsur-unsur TPPU
yang tercantum dalam Pasal 3 UU TPPU, yaitu mentransfer dan
mengalihkan harta kekayaan yang patut diduga merupakan hasil tindak
pidana dengan tujuan untuk menyamarkan asal-usul harta kekayaan

tersebut.

Penggelapan dalam konteks hubungan kerja terjadi ketika seorang
karyawan melakukan tindakan mencuri atau mengambil uang atau
barang milik perusahaan tanpa izin atau persetujuan,'® dalam hal ini
merujuk pada Pasal 374 KUHP. RA sebagai Direktur Utama PT AN
memerintahkan Vincent selaku staf keuangan PT AN untuk membuat
nota pembayaran dengan harga yang tidak sesuai dengan menuliskan
harga bahan bangunan yang lebih tinggi dari yang telah disepakati
dalam Perjanjian Pembangunan Apartemen. RA patut diduga
melakukan tindak pidana penggelapan dengan pemberatan karena
jabatan yang dipegangnya sebagai Direktur Utama PT AN.
Penggelapan yang dilakukan RA adalah tindak pidana asal'® yang

menghasilkan harta kekayaan lalu dilakukan upaya pencucian,

R. Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHAP, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1991, hlm 238.

Yenti Garnasih, Tindak Pidana Pencucian Uang: Dalam Teori dan Praktik, Makalah pada Seminar dalam
Rangka Musyawarah Nasional dan Seminar Mahupiki, diselenggarakan Mahupiki, Kerjasama Mahupiki
dan Universitas Sebelas Maret: Solo, 8 s/d 10 September 2013, hlm 1.
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sebagaimana yang RA lakukan berikutnya.

2. Bahwa RA bekerja sama dengan SR mengalihkan dana hasil tindak
pidana penggelapan kepada rekening IA, istri RA, sebagai bentuk
penempatan atau placement, yakni tahap awal dari TPPU di mana uang
atau aset hasil kejahatan ditempatkan atau disimpan ke dalam rekening
bank atau bentuk aset lainnya, untuk menghindari terdeteksinya
keberadaannya oleh pihak berwenang. RA kemudian melakukan
pemindahan atau layering dengan menginvestasikan 5% dana yang
diperoleh kepada PT AJ secara berkala. Pada perkembangan
selanjutnya, RA membeli sebuah properti mewah di kawasan Senopati,
Jakarta Selatan dengan luas tanah 382 m? dan luas bangunan 362 m?
dengan 3 lantai seharga Rp28.500.000.000 (dua puluh delapan miliar
lima ratus juta rupiah) dengan fasilitas tambahan 3 carport dan kolam
renang. Kemudian RA juga membeli mobil Toyota 86 seharga
Rp808.600.000 (delapan ratus delapan juta enam ratus ribu rupiah);
serta rumah susun yang dibangun di Kota Tangerang Selatan pada acara
kegiatan aksi sosial dari perusahaan PT AN. Perbuatan tersebut
dikategorikan sebagai bentuk integrasi atau integration dalam TPPU,
yaitu menggunakan uang hasil kejahatan seolah-olah telah dilegalkan
dan dicuci dengan membeli bisnis yang sah atau membiayai gaya hidup
yang mewah. Maka dari itu, RA memenuhi ketiga tahapan dalam

TPPU.'™

3. Bahwa tindakan yang dilakukan SR patut diduga sebagai tindak pidana
yang diatur dalam Pasal 3 UU TPPU M Rasal 55 KUHP karena

memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

a. Pasal 3 UU TPPU:
- Setiap orang: SR.
- Menempatkan, mentransfer, mengalihkan,

menghibahkan: SR bersama dengan RA mengalihkan

N. H. T. Siahaan, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana, Alumni, Bandung,
1992, him 201.
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dana ke rekening IA.

- Atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut
diduganya merupakan hasil tindak pidana: SR patut
menduga uang yang didapatkan RA berasal dari tindak
pidana penggelapan.

- Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal
usul Harta  Kekayaan: menyembunyikan dan
menyamarkan asal-usul dana yang diperoleh RA dari
tindak pidana penggelapan.

b. Pasal 55 KUHP:

- Mereka: SR.

- Turut serta melakukan perbuatan: SR diduga turut serta
melakukan TPPU bersama-sama dengan RA. SR
bersama-sama RA mengalihkan dana ke rekening [A
dengan tujuan untuk menyembunyikan'®®  dan
menyamarkan'®® asal-usul dana yang diperoleh RA.
Dengan demikian, SR memenuhi unsur-unsur TPPU
yang tercantum dalam Pasal 3 UU TPPU, yaitu
mentransfer dan mengalihkan harta kekayaan yang patut
diduga merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan
untuk menyamarkan asal-usul harta kekayaan tersebut
serta Pasal 55 KUHP, yaitu turut serta melakukan

perbuatan tindak pidana.

Permasalahan Kedua

1.

Bahwasanya, dalam hukum pidana terdapat 2 (dua) subjek hukum yang
dapat dijatuhkan pertanggungjawaban pidana, yaitu manusia dan badan
hukum atau korporasi.'®” Pada kasus ini, perlu ditentukan apakah tindak

pidana dipertanggungjawabkan kepada PT AN selaku korporasi atau

59.

M. Yusuf, Mengenal, Mencegah, Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang, PPATK, Jakarta, 2016,
hlm 59.
D. Rahmadan, The Development Of The Crime Of Money Laundering In The Industrial Revolution 4.0,
Melayunesia Law, vol. 5, no. 1, 2021, him 90.

Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2003, him
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RA dan SR secara perorangan. Merujuk pada Undang-Undang No. 40
Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut “UU
PT”), direksi menjalankan pengurusan PT untuk kepentingan PT serta
sesuai dengan maksud dan tujuan PT,' selain itu direksi wajib
melaksanakan pengurusan dengan itikad baik dan penuh tanggung
jawab.'” Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi terhadap
kerugian PT jika ia bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya dan
tidak sesuai dengan maksud dan tujuan PT."° Tindakan yang dilakukan
oleh RA dan SR merupakan tindakan di luar kekuasaan RA dan SR
sebagai anggota direksi. Atas hal tersebut, PT AN berpotensi
mengalami kerugian baik dari sisi materil seperti finansial secara tidak
langsung, maupun dari sisi imateril seperti nama baik PT AN. Dengan
demikian, tindakan yang dilakukan oleh RA dan SR selaku anggota
direksi tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 92 ayat 1 dan 97 ayat 2
UU PT. Oleh karena itu, PT AN tidak bertanggung jawab secara

hukum atas tindak pidana pencucian uang, melainkan RA dan SR.

2. Selanjutnya, tindak pidana korporasi merupakan tindak pidana yang
dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan
hubungan lain, baik sendiri maupun bersama-sama yang bertindak
untuk dan atas nama korporasi di dalam maupun di luar lingkungan

korporasi.'!

Kemudian, untuk menjatuhkan tindak pidana kepada
korporasi terdapat syarat yang perlu dipenuhi terlebih dahulu
sebagaimana Pasal 4 ayat 2 huruf a Peraturan Mahkamah Agung No.
13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana
Oleh Korporasi (selanjutnya disebut “Perma 13/2016”), salah satunya
dengan melihat korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat

dari tindak pidana tersebut atau dilakukan demi kepentingan korporasi.

Tindak pidana yang dilakukan oleh RA dan SR adalah untuk

Pasal 92 ayat 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Pasal 97 ayat 2 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Pasal 97 ayat 3 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak
Pidana Oleh Korporasi.
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kepentingan pribadi RA karena aset-aset yang diperoleh dari TPPU
adalah bagi kekayaan pribadi RA. Terkait dengan rumah susun di Kota
Tangerang Selatan yang RA bangun menggunakan dana hasil TPPU
untuk kegiatan aksi sosial PT AN, terdapat kemungkinan bahwa PT AN
mendapatkan manfaat seperti atensi dari masyarakat. Akan tetapi, hal
tersebut merupakan faktor yang tidak dapat dikontrol karena di luar
kendali PT AN. Dengan demikian, PT AN tidak memenuhi Kriteria

kesalahan tindak pidana korporasi.

3. Bahwa PT AJ menerima investasi properti secara berkala sejak Agustus
2022 dari RA yang diduga melakukan TPPU. Untuk memastikan
apakah terdapat Transaksi Keuangan Mencurigakan (selanjutnya
disebut “TKM”) dalam laporan keuangan PT AJ yang merupakan
hasil tindak pidana, perlu dilakukan audit internal. Sebab, terdapat
syarat yang harus dipenuhi jika tindak pidana dijatuhkan kepada
korporasi sebagaimana tercantum pada Pasal 4 ayat 2 Perma 13/2016,
yaitu Hakim dapat menilai dari apakah korporasi dapat memperoleh
keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau dilakukan
demi kepentingan korporasi, atau apakah korporasi membiarkan
terjadinya tindak pidana, atau korporasi tidak melakukan langkah

pencegahan terjadinya tindak pidana.

4. Dengan demikian, Perjanjian Pembangunan Apartemen PT AN
dengan PT PI masih dapat diusahakan untuk tetap dilaksanakan
dengan memperhatikan ketentuan perjanjian sebagaimana salah satu
syarat perjanjian pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata, yaitu kesepakatan. Serta, dengan mempertimbangkan bahwa

TPPU dilakukan oleh RA dan SR secara bersamaan, bukan oleh PT AN.

5. Lebih lanjut, memperhatikan Pasal 98 UU PT yang menyatakan direksi
mewakili PT baik di dalam maupun di luar pengadilan, perjanjian
yang PT AN dan PT AJ telah buat akan tetap berlaku dan tidak
gugur apabila direksi PT AN terbukti melakukan TPPU dalam

persidangan karena direksi hanya merupakan organ yang bertindak
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mewakili PT dan perjanjian tersebut beratas namakan PT.

IV.  Kesimpulan

1. Bahwa RA patut diduga melakukan tindak pidana penggelapan dana
proyek pembangunan apartemen dengan mengubah harga bahan
bangunan yang tercatat dalam nota pembayaran. RA kemudian patut
diduga melakukan tindak pidana pada Pasal 3 TPPU jo. Pasal 55 KUHP
dengan menempatkan uang hasil kejahatan di rekening IA secara
bersama dengan SR, melakukan perubahan bentuk uang melalui
investasi secara berkala, dan pembelian properti mewah, serta mobil.
Sementara itu, SR patut diduga turut serta melakukan perbuatan
mentransfer dan mengalihkan objek harta kekayaan yang patut diduga
diperoleh dari hasil tindak pidana penggelapan RA sebagaimana Pasal 3
UU TPPU jo. Pasal 55 KUHP.

2. Bahwa TPPU yang diduga dilakukan oleh RA dan SR selaku anggota
direksi PT AN tidak dapat dijatuhkan kepada PT AN secara korporasi
karena RA dan SR telah melakukan tindakan di luar kekuasaannya
sebagai anggota direksi sehingga RA dan SR bertanggung jawab pidana
secara pribadi. Serta, segala bentuk kegiatan usaha yang PT AN dan PT
AJ telah lakukan atau akan lakukan masih dapat diusahakan untuk
berjalan apabila RA dan SR terbukti melakukan TPPU dalam

persidangan.

V.  Rekomendasi

Bahwa berdasarkan analisis yuridis normatif terhadap
permasalahan yang dimohonkan pendapat hukum di atas, serta kajian
fakta/posisi kasus yang telah disampaikan, kami merekomendasikan

kepada PT AN untuk melakukan upaya hukum sebagai berikut:
1. PT AN dan PT AJ harus melakukan audit internal untuk
mengklarifikasi bahwa TKM yang terdapat pada laporan
keuangan merupakan hasil TPPU yang dilakukan oleh RA dan

SR secara bersamaan melalui mekanisme pemulihan aset.
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2. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2015
Tentang Pihak Pelaporan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan
TPPU, profesi sebagaimana pada pasal tersebut, salah satunya
adalah akuntan, berkewajiban untuk menyampaikan laporan
TKM kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
(selanjutnya disebut “PPATK”). Oleh karena itu, akuntan
yang melakukan O HJD®& K5 L O L Jtelrpaddp laporan
keuangan PT AN dan PT AJ wajib untuk melaporkan
adanya TKM kepada PPATK. Jika TKM tersebut belum
dilaporkan, PT AN dan PT AJ dapat melaporkan ke pihak
berwenang, seperti PPATK, Kepolisian Negara Republik
Indonesia, atau Kejaksaan. Selain itu, pelaporan kepada
PPATK dilakukan dengan itikad baik dan berdasarkan fakta
yang benar, dan pelapor tidak akan dipidanakan atau dituntut
secara pidana maupun perdata karena melaporkan kegiatan yang
dicurigai sebagai tindak pidana pencucian uang. Dengan
demikian, pelaporan harus dilakukan dengan itikad baik dan
berdasarkan fakta yang benar agar tidak menimbulkan
konsekuensi hukum bagi pelapor. Dengan adanya pelaporan
kepada pihak yang berwenang, PT AN bersama dengan PT AJ
dapat membantu proses pemulihan aset milik RA yang diduga

aset hasil TPPU dana Perjanjian Pembangunan Apartemen.

3. Melakukan pemberhentian dan penggantian anggota direksi
yang diduga melakukan TPPU berdasarkan Pasal 15 ayat (1)
huruf h UU PT, yakni sesuai dengan anggaran dasar PT AN.
Dalam hal ini, berdasarkan pasal 97 ayat 3 UU PT, direksi
bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan
apabila ia bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Hal tersebut
penting karena PT AN berpotensi mengalami kerugian baik dari
sisi materil seperti finansial secara tidak langsung, maupun dari
sisi imateril seperti nama baik PT AN. Direksi yang diduga

melakukan tindak pidana harus segera diberhentikan sementara
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jika masih diduga melakukannya, ataupun diberhentikan secara
permanen jika telah terbukti melakukan TPPU sesuai dengan
pasal 102 ayat (1) dan 103 ayat (1) huruf (¢) UU PT karena telah

membahayakan kelangsungan hidup Perseroan.

4. PT AN dan PT AJ perlu meningkatkan pengawasan internal
agar dapat mencegah terjadinya tindakan yang tidak wajar oleh
karyawan karena upaya tindak pidana asal dari pelaku TPPU
bisa saja dibantu oleh karyawan-karyawan lain seperti Justinian
dan Vincent. Pengawasan internal dapat mencakup pemeriksaan
rutin terhadap keuangan perusahaan, prosedur pengadaan, dan

proses bisnis lainnya.

Setelah dilakukan upaya-upaya di atas, PT AN dan PT AJ beritikad baik untuk
membantu proses hukum yang diperlukan untuk menelusuri isu hukum ini
sehingga PT AN dan PT AJ tetap dapat menjalankan kegiatan usahanya seperti
mengikuti proses open tender proyek jalan tol PT SA.

Dengan demikian, /egal opinion kami buat dan kami susun, atas perhatian dan

kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Gerrard Situmorang and
Partners

Azzura Asfariah, S.H., M.H. Amanda Deandra Richka, S.H., LL.M.
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Budi Saputra, S.H., LL.M.
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Pendapat Hukum terkait dengan Permasalahan Hukum yang dihadapi Warga
dengan PT Arkatama Maju Jaya

Malang, 30 Januari 2023

No: 008/SLP/S-LH/1/2023

Yth.
Para Warga di Sekitar Lokasi Pabrik PT AMJ
di Tempat

Perihal: Penyampaian Pendapat Hukum /HJIJROLQLRQ

Dengan hormat,

Perkenankan kami, Najmi Reihan Mahendra, S.H., LL.M., Ph.D. dan rekan,
seluruhnya adalah Advokat dan Praktisi Hukum pada kantor hukum Shinta Liliana & Partners
(“SLP”), beralamat di J1. Bunga Andong No. 18, Jatimulyo, Lowokwaru, Kota Malang, Jawa
Timur, Indonesia 65145, berdasarkan penunjukkan dari Surat Penunjukkan Konsultan Hukum
No. 012/SLP-LH/1/2023 telah diminta oleh Para Warga (“Klien”), untuk memberikan
Pendapat Hukum terkait dengan Permasalahan Hukum yang dihadapi Klien dengan PT
Arkatama Maju Jaya (“PT AMJ”) mengenai pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan
hidup yang dialami Klien sebagai akibat dari proses produksi konveksi yang dilakukan oleh
PT AMJ.

I. Pendahuluan
Kami memahami bahwasannya Klien adalah korban dari terjadinya pencemaran
dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagai akibat dari proses produksi barang
konveksi yang dilakukan oleh PT AMIJ. Kami sendiri juga telah mengikuti
perkembangan kasus ini. Kami melihat ada begitu banyak kesalahan-kesalahan yang
dilakukan oleh PT AMJ yang sangat merugikan masyarakat di sekitar lokasi pabrik
PT AMJ, salah satunya adalah Klien. Kami sangat memegang teguh prinsip, bahwa
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setiap orang berhak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat,
sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:
“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan
mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh
pelayanan kesehatan.”

Oleh karena itu, kami sangat memahami keinginan dari Klien untuk mengetahui
legalitas dari tindakan yang dilakukan oleh PT AMIJ dan bentuk penyelesaian
sengketa yang dapat ditempuh untuk mendapatkan keadilan dari tindakan yang
dilakukan oleh PT AMJ yang sangat merugikan Klien dan masyarakat sekitar lokasi
pabrik PT AMJ. Atas dasar tersebut, kami menyusun Pendapat Hukum (Legal
Opinion) kami ini dengan sesederhana mungkin agar dapat dimengerti oleh Klien dan

dapat dijadikan pertimbangan untuk menentukan langkah hukum apa yang ingin

diambil oleh Klien terkait dengan kasus a quo.

II. Pertanyaan Hukum

A. Apakah tindakan PT AMJ yang membuang limbah pabriknya hingga
menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan meskipun memiliki izin
pengelolaan limbah B3 memungkinkan menurut hukum?

B. Apa konsekuensi hukum yang mungkin diterima oleh PT AMJ akibat pencemaran
dan kerusakan lingkungan dalam perkara a quo?

C. Bagaimana upaya penyelesaian masalah antara warga dan dengan PT AMJ dalam
perkara a quo?

D. Siapa yang bertanggung jawab atas tindakan pemulihan dan perbaikan lingkungan
yang sudah tercemar dan rusak oleh limbah yang dihasilkan oleh pabrik PT AMJ?

III.  Sumber Data dan Dasar Hukum
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD 1945”);
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”);
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa (“UU AAPS”);
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Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (“UU PPLH”);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (“UU
6/2023”);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaran Lingkungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“PP 22/2021”);
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor

18 Tahun 2021 (“Permen LHK?”).

IV.  Asumsi dan Kualifikasi

1. Segala pernyataan maupun opini pada Pendapat Hukum ini hanya berdasarkan
pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai dengan tanggal
diterbitkannya pendapat hukum ini sebagaimana tercantum dalam pendapat
hukum ini, bukan berdasarkan pada hukum negara atau yurisdiksi lain, serta kami
tidak memberikan pendapat atas aspek ekonomi, akuntansi, komersial, maupun
pajak;

2. Pendapat hukum ini dibuat berdasarkan Latar Belakang dan pemeriksaan
dokumen-dokumen yang telah diserahkan kepada kami yang merupakan satu
kesatuan dan tidak terpisahkan dari Pendapat Hukum ini, sehingga kami tidak
melakukan pemeriksaan di lapangan;

3. Berkaitan dengan nomor 2 (dua) di atas, maka pendapat hukum ini dibuat
terbatas pada pemeriksaan dokumen dan berdasarkan informasi yang kami
dapatkan secara lisan dari Klien kami dan oleh karenanya kami tidak lagi
melakukan pemeriksaan langsung terhadap kondisi lapangan atau kondisi riil
pabrik dan lingkungan yang bersangkutan termasuk kami tidak melakukan
konfirmasi kepada instansi-instansi terhadap kebenaran dokumen dan informasi
yang kami terima;

4. Pendapat hukum ini disusun berdasarkan pada kebenaran dari setiap isi dokumen

yang disampaikan atau diperlihatkan kepada kami dan kami tidak
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melakukan penelitian secara mandiri atas hal-hal yang berada di luar kapabilitas
dan pengendalian kami, termasuk tidak melakukan pemeriksaan hukum terkait
dengan proses, mekanisme dan/atau prosedural-prosedural dan lahirnya suatu

perjanjian.
V. Fakta Hukum/Latar Belakang

Bahwa, kami telah menyusun fakta hukum/latar belakang hukum yang terjadi
pada permasalahan hukum yang dihadapi oleh Klien dengan PT AMJ, diantaranya:

1. Bahwa PT AMJ merupakan perusahaan berbentuk perseroan terbatas yang
bergerak di bidang industri konveksi pakaian yang didirikan pada tanggal 1
Agustus 2010 berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor AHU-23786-A.H.01.01. Tahun 2010 dengan Akta Pendirian Nomor 12
yang dibuat oleh Notaris Chatarina Febiola Wibowo, S.H., M.Kn pada tanggal
9 Agustus 2010 yang kantor utamanya beralamat di Jalan Banyu Biru No.
41-45, Kec. Dinoyo, Kota Malang;

2. Bahwa, Lokasi pabrik PT AMIJ berdekatan dengan pemukiman Klien dan
beberapa pabrik yang bergerak di bidang industri makanan alamiah yang
beralamat di Jalan Kertajaya No. 13-17, Kec. Klojen, Kota Malang;

3. Bahwa pada sepanjang tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, Klien yang
bertempat tinggal di sekitar pabrik PT AMJ telah melakukan demonstrasi
dengan tuntutan agar PT AMJ segera memindahkan pabrik milik mereka
karena limbah yang dibuang oleh Pabrik PT AMJ ke daerah sekitar
pemukiman klien telah mengakibatkan pencemaran dan kerusakan
lingkungan;

4. Bahwa, PT AMIJ dalam menanggapi demonstrasi tersebut selalu mengatakan
akan memindahkan pabrik namun terkendala dengan kurangnya tanah yang
akan ditempati di lokasi yang baru. Hal ini diperparah dengan adanya pandemi
Covid-19 membuat omset PT AMJ mengalami penurunan dan harus
melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap beberapa pegawainya;

5. Bahwa pada Desember 2021, PT AMJ kembali memproduksi secara
besar-besaran produk mereka, yakni pakaian model terbaru yang sedang tren

di pasaran;
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6. Bahwa, PT AMJ mengalami pendapatan yang semakin naik dengan signifikan,
serta melakukan rekrutmen besar-besaran untuk pegawai baru karena pesanan
yang membludak;

7. Bahwa pada 23 Januari 2023 pukul 11.15 WIB, Floryn Angela dan beberapa
warga mendatangi Pos Satpam di Pabrik PT AMJ dengan kondisi marah
dengan menunjukkan foto aliran sungai irigasi yang berwarna biru pekat yang
terletak di sebelah tanah milik Klien ke petugas satpam karena merasa
dirugikan akibat limbah pabrik yang dihasilkan oleh PT AMJ adalah limbah
B3 sehingga membuat aliran sungai irigasi berubah warna;

8. Bahwa, Floryn Angela yang merupakan lulusan Sarjana Teknik Lingkungan
Universitas Brawijaya mengetahui terkait limbah menaruh curiga bahwa yang
membuat aliran sungai menjadi berwarna adalah karena limbah B3;

9. Bahwa, Floryn Angela mengklaim limbah pabrik PT AMJ mengenai tanah
miliknya sehingga mengakibatkan tanah tersebut menjadi tidak subur untuk
ditanami tanaman;

10. Bahwa, Muhammad Akbar salah satu petani melihat cairan berwarna pekat
yang mengkontaminasi aliran sungai irigasi dan tumpukan sisa kain yang
menghambat aliran sungai irigasi sehingga ia mengeluhkan sawahnya
tercemar akibat limbah pabrik PT AMJ mencemari sungai irigasi sejak dua
bulan yang lalu;

11. Bahwa, pada tanggal 24 Januari 2023 pukul 10.00, Maryo Surya selaku
direktur utama PT AMJ melakukan pertemuan di kantor utama dengan Klien
yang protes untuk mengklarifikasi tuduhan para Klien bahwa aliran sungai

irigasi yang berwarna dan limbah padat yang memenuhi sungai
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bukan akibat dari kegiatan industri melainkan dari pembuangan pabrik lain di
wilayah tersebut serta sampah domestik yang dihasilkan oleh aktivitas
masyarakat dan menyangkal tuduhan telah membuang limbah sembarangan
tanpa diolah sesuai prosedur terlebih dahulu;

12. Bahwa, PT AMJ telah memiliki izin dari Menteri Lingkungan Hidup tentang
pengelolaan limbah B3 pada tahun 2011 dan ditunjukkan oleh Maryo Surya;

13. Bahwa, Teguh Santoso yang merupakan mantan pegawai dari PT Arkatama
Maju Jaya sejak pertengahan tahun 2022 mengatakan selama bekerja di PT
AMJ, hasil limbah B3 tidak diolah menurut prosedur dari pemerintah dan
langsung dibuang begitu saja;

14. Bahwa, sekitar tahun 2021, Pabrik PT AMJ tidak mengolah limbah dengan

benar dengan alasan produksi yang overloud.
V. Analisa Hukum

1. Terkait Pandangan Hukum Mengenai Tindakan PT AMJ yang Membuang
Limbah Pabriknya Hingga Menimbulkan Pencemaran dan Kerusakan
Lingkungan Meskipun Memiliki Izin Pengelolaan Limbah B3
a. Bahwa PT AMJ diduga telah menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan

lingkungan, yaitu melalui perbuatannya yang membuang limbah dan limbah
B3 tanpa pengelolaan terlebih dahulu hingga menyebabkan aliran sungai
tercemar menjadi berwarna biru pekat yang akibatnya menyebabkan sawah
milik Klien tercemar dan tanah di sekitar sungai irigasi menjadi tidak subur
untuk ditanami;

E Ketentuan pada Pasal 60 UU PPLH menyatakan bahwa setiap orang dilarang
melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa
izin. Akan tetapi, pada tahun 2019-2020, PT AMJ membuang limbah ke
daerah sekitar pemukiman Klien tanpa memiliki izin. Hal tersebut
sebagaimana telah berkali-kali dikeluhkan oleh warga sekitar melalui aksi

demonstrasi terhadap PT AMJ. Dalam
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menanggapi hal itu, PT AMJ menyatakan akan memindahkan pabriknya,
tetapi masih terkendala kurangnya luas tanah yang mereka miliki. Dengan
begitu, maka PT AMJ mengamini perbuatannya yang membuang limbah ke
media lingkungan hidup, sehingga perbuatan PT AMIJ tersebut melanggar
ketentuan pada Pasal 104 UU PPLH;

F Lebih lanjut, PT AMJ merupakan perusahaan yang bergerak di bidang
konveksi dan limbah konveksi merupakan limbah B3 karena limbah hasil
pewarnaan, pemutihan dan pencucian pakaian merupakan kegiatan yang
menghasilkan limbah B3."? Namun begitu, pada 2023 PT AMJ membuang
limbah B3 tersebut ke media lingkungan hidup, yaitu sungai yang berada
di dekat pemukiman Klien, sehingga sungai yang tercemar tersebut turut
mencemari tanah dan sawah milik Klien. Oleh karena itu, tindakan PT AMJ
melanggar ketentuan sebagaimana diatur pada Pasal 69 ayat (1) huruf f UU
6/2023. Selain itu, sesuai ketentuan ketentuan Pasal 59 ayat (1) UU PPLH dan
Pasal 276 ayat (1) PP 22/2021, pembuangan limbah B3 harus melalui
pengelolaan terlebih dahulu. Pengelolaan tersebut mencakup kegiatan
pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan,
pengolahan dan/atau penimbunan. Dalam hal ini, PT AMJ dengan alasan
produksi yang RY H U @dID fiselakukan pengelolaan terhadap limbah
B3. Hal tersebut didukung dengan banyaknya tumpukan-tumpukan kain di
sungai irigasi, sementara pabrik lainnya yang berada di wilayah yang sama
dengan PT AMJ memproduksi makanan alamiah. Oleh karena itu, tindakan
PT AMIJ tersebut melanggar ketentuan pada Pasal 103 UU PPLH;

d. Kemudian, berdasarkan ketentuan pada Pasal 59 ayat (4) UU PPLH
sebagaimana telah diubah sebagian dengan UU 6/2023 menyatakan bahwa
pengelolaan limbah B3 wajib mendapat perizinan berusaha atau persetujuan

Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Mengenai hal

192 Artana, I Made Yudi, dkk. 2019. Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha Konfeksi terhadap Pencemaran Sungai di
Kota Denpasar. Jurnal Analogi Hukum. Volume 1, Nomor 2. Hlm 237.
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tersebut, PT AMJ mengklaim sudah memiliki izin pengelolaan limbah B3 di
tahun 2011 dari Kementerian Lingkungan Hidup. Lalu, berdasarkan ketentuan
Pasal 21 ayat (1) PP Nomor 101 tahun 2014 yang pada saat itu masih berlaku
dan belum dicabut, menyatakan bahwa “Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk
kegiatan Penyimpanan Limbah B3 yang diterbitkan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat
diperpanjang.” Dengan begitu, maka perizinan pengelolaan limbah B3 milik
PT AMJ masih dapat berlaku sampai lima tahun ke depan setelah 2011 hanya
apabila diperpanjang. Lebih lanjut, pada ketentuan hukum yang berlaku saat
ini, yaitu ketentuan peralihan Pasal 235 Permen LHK 6/2021, menyatakan
bahwa “Izin Pengelolaan Limbah B3 yang telah terbit, dinyatakan tetap
berlaku sampai berakhirnya masa berlaku izin.” Maka dari itu, apabila PT
AMIJ melakukan perpanjangan perizinan, maka perizinan tersebut akan tetap
diakui. Akan tetapi, melalui pertemuan yang dilakukan di kantor utama PT
AMI pada tahun 2023, disampaikan bahwa izin pengelolaan limbah B3 yang
dimiliki oleh PT AMJ masih di tahun 2011 yang berarti perizinan pengelolaan
limbah B3 tersebut tidak diperpanjang dan telah kadaluarsa pada tahun 2016.
Oleh karena itu, PT AMJ tidak memiliki perizinan pengelolaan limbah B3,
sehingga melanggar ketentuan dalam Pasal 102 UU PPLH.

2. Terkait Konsekuensi Hukum yang Akan Diterima oleh PT AMJ Akibat
Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

D Perbuatan PT AMIJ yang melanggar ketentuan pada Pasal 60 UU PPLH karena
membuang limbah ke media lingkungan hidup tanpa memiliki izin,
menyebabkan PT AMJ memenuhi seluruh ketentuan unsur pada Pasal 104 UU
PPLH, sehingga PT AMJ terancam pidana penjara paling lama 3 (tiga)
tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah);

E Lebih dari itu, tindakan PT AMJ yang melanggar ketentuan pada Pasal 69 ayat
(1) huruf £ UU PPLH karena membuang B3 dan limbah B3 ke media
lingkungan hidup membuat PT AMJ juga melanggar ketentuan pada Pasal 87
ayat (1) UU PPLH, sehingga PT AMJ wajib melakukan ganti rugi

dan/atau tindakan tertentu;
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F Lebih lanjut, limbah B3 yang dihasilkan PT AMJ menimbulkan pencemaran
dan/atau perusakan lingkungan, yakni berupa tercemarnya tanah dan sawah
milik Klien sekitar sebagai akibat dari pembuangan limbah ke sungai dan
daerah sekitar pemukiman Klien, sehingga sungai menjadi tercemar dan
menghambat aktivitas warga yang bersangkutan. Tindakan sebagaimana
dilakukan oleh PT AMJ melanggar asas pembangunan yang
berkesinambungan (7he Principles of Sustainable Development) karena
mengorbankan hak-hak generasi selanjutnya untuk mendapatkan lingkungan
hidup yang sehat.'” Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 82 ayat (1) UU 6/2023,
Pemerintah Pusat yang berwenang dapat memaksa PT AMJ untuk
melakukan pemulihan terhadap lingkungan hidup;

G Akibat dari tindakan PT AMIJ yang menimbulkan pencemaran dan/atau
perusakan terhadap lingkungan hidup, maka PT AMJ wajib untuk
melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan
hidup, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) UU PPLH. Lebih lanjut,
penanggulangan terhadap pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup
meliputi pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan
lingkungan hidup kepada masyarakat, pengisolasian pencemaran dan/atau
kerusakan lingkungan hidup, penghentian sumber pencemaran dan/atau
kerusakan lingkungan hidup dan/atau cara lain yang sesuai dengan
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal tersebut sebagaimana
diatur dalam Pasal 53 ayat (2) UU PPLH;

e. Tidak hanya itu, PT AMIJ pun tidak melakukan pengelolaan terhadap limbah
B3 sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 59 ayat (1) UU PPLH. Dengan begitu,
PT AMJ memenuhi seluruh rumusan unsur dalam Pasal 103 UU PPLH dan
terancam pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling
sedikit Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan paling banyak
Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah);

,ELGOP
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| Lalu, PT AMJ tidak memiliki perizinan untuk mengelola limbah B3, sehingga
PT AMJ melanggar ketentuan pada Pasal 102 UU PPLH dan terancam
dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3
(tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,- (satu miliar
rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah);

J Lebih dari itu, PT AMIJ tidak memiliki perizinan apapun mengenai
pengelolaan limbah B3. Dengan begitu, maka PT AMIJ tidak memperoleh
persetujuan lingkungan, sedangkan ketentuan pada Pasal 13 huruf b UU
6/2023 menjadikan persetujuan lingkungan sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh perizinan berusaha. Hal tersebut berarti bahwa PT AMJ
melakukan pelanggaran terhadap perizinan berusaha yang telah dimiliki
sebelumnya. Oleh karena itu, Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah
dapat menjatuhkan sanksi administratif kepada PT AMJ, sesuai dengan
yang diatur pada Pasal 76 ayat (1) UU PPLH sebagaimana diubah sebagian
dengan UU 6/2023;

h. Bahwasannya seluruh tindakan yang dilakukan oleh PT AMJ dan diduga
merupakan tindak pidana lingkungan hidup, dilakukan oleh, untuk atau atas
nama badan usaha. Hal itu dilakukan dengan tujuan mendapatkan keuntungan
sebesar-besarnya, sehingga PT AMJ tidak melakukan pengelolaan limbah B3
ketika sedang overload. Di sisi lain, pencemaran dan/atau kerusakan
lingkungan yang ditimbulkan karena pembuangan limbah ke sekitar
pemukiman warga disebabkan oleh kurangnya luas tanah yang dimiliki PT
AMIJ untuk memindahkan pabrik. Dengan begitu, maka PT AMJ melakukan
seluruh tindakannya untuk dan demi kepentingan badan usaha. Oleh karena
itu, tuntutan pidana dan sanksi pidana dapat dijatuhkan kepada PT AMJ
sebagai badan usaha, sebagaimana diatur dalam Pasal 116 ayat (1) UU

PPLH.

3. Terkait Upaya Penyelesaian Masalah Antara Klien Dengan PT AMJ

A. Penyelesaian Sengketa Lingkungan melalui Pengadilan
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1. Gugatan Perdata

a. Pada dasarnya, PT AMIJ telah melakukan unsur kesalahan yang mana
dapat diuraikan, yakni:

1. Pabrik PT AMJ telah membuang limbah ke daerah sekitar pemukiman
Klien yang mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan;

2. PT AMIJ mengakibatkan kerugian akibat pembuangan limbah
produknya, yakni tanah milik salah satu Klien, yakni Floryn Angela
menjadi tidak subur dan tidak bisa ditanami tanaman.

3. Limbah hasil produksi PT AMJ mengakibatkan aliran sungai irigasi
berwarna biru pekat;

4. Limbah hasil produksi PT AMJ mengakibatkan kerugian, yakni sawah
milik salah satu Klien, Muhammad Akbar tercemar karena sungai
irigasi tersebut menjadi berwarna dan mengkontaminasi air
sungai serta terdapat tumpukan sisa kain di sungai irigasi yang
menghambat aliran sungai;

5. PT AMIJ tidak mengolah limbah B3 nya sesuai prosedur dari
pemerintah karena alasan produksi overloud menurut kesaksian Teguh
Santoso, mantan pegawai PT AMJ sejak pertengahan tahun 2022;

b. Bahwa, mengacu pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
telah ditentukan unsur-unsur melawan hukum, yakni:

1. Adanya suatu perbuatan;

2. Perbuatan tersebut melawan hukum;

3. Adanya kesalahan dari pelaku,

4. Adanya kerugian bagi korban,

5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

c. Maka dari itu, karena telah terjadinya kerugian yang dialami oleh Klien
akibat perbuatan melawan hukum PT AMJ berdasarkan unsur kesalahan
yang telah diuraikan sebelumnya, berdasarkan Pasal 87 Ayat 1 UU PPLH,
maka, PT AMJ wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan

tertentu,
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d. Maka dari itu, Klien dapat melakukan gugatan ganti rugi serta meminta
pemulihan lingkungan kepada PT AMJ. Hal ini sesuai dengan Pasal 91 UU
PPLH yang mengatur hak gugat masyarakat terhadap gugatan lingkungan;

e. Selain daripada itu, dalam hal merujuk pada Pasal 88 UU PPLH
sebagaimana yang telah diubah dalam UU 6/2023, bahwa, PT AMJ dapat
langsung bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian lingkungan hidup
yang disebabkan olehnya tanpa perlu melakukan pembuktian unsur
kesalahan;

f. Oleh karena itu, karena PT AM]J telah mengakibatkan kerugian bagi Klien,
maka, klien dapat mengajukan gugatan ganti rugi dan pemulihan
lingkungan pada pengadilan tempat kedudukan PT AMJ dalam hal ini
pengadilan yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Malang yang
merupakan kompetensi relatif kasus tersebut.

2. Tuntutan Pidana

a. Pada dasarnya, PT AMIJ telah melakukan unsur kesalahan yang mana
dapat diuraikan, yakni:

1. PT AMJ tidak memperpanjang Izin Pengelolaan Limbah B3 yang
diterbitkan pada tahun 2011;

2. Maka merujuk pada poin 1, sesuai dengan Lex Posteriori, yakni PP
22/2021, Perusahaan yang memberikan dampak pada lingkungan
wajib memiliki izin persetujuan lingkungan sebelum mendapatkan
perizinan berusaha. Dalam hal ini, PT AMIJ tidak melakukan
perpanjangan Izin Pengelolaan Limbah B3 serta tidak ada pula izin
persetujuan lingkungan yang ia ajukan;

PT AMJ membuang hasil limbah B3 tersebut ke daerah sekitar
pemukiman Klien tanpa adanya izin dan mengakibatkan kerusakan
dan pencemaran lingkungan;

4. PT AMJ tidak mengelola Limbah B3 sesuai prosedur dari

pemerintah dengan alasan produksi yang overloud.
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E Tindakan PT AMJ yang diduga menghasilkan Limbah B3 meskipun

Collasa 2023

perusahaan tersebut mengetahui secara jelas bahwa dalam pengelolaan
limbah B3 wajib memiliki izin persetujuan lingkungan yang mana izin
tersebut mencakup izin pengelolaan Limbah B3. Disamping itu, PT AMJ
tidak memiliki izin persetujuan lingkungan sebagaimana seperti yang
telah diatur dalam pasal 3 PP 22/2021, maka, PT AMJ dapat dituntut
secara pidana berdasarkan Pasal 102 UU PPLH dan 109 UU PPLH,
dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) dan paling banyak
Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah),

Tindakan PT AMJ yang diduga menghasilkan Limbah B3 dari hasil
pembuatan produknya serta diduga tidak mengelola Limbah B3 tersebut
sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah, maka, PT
AMJ dapat dituntut secara pidana berdasarkan Pasal 103 UU PPLH,
dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak
Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);

Selain karena PT AMJ tidak memiliki izin persetujuan lingkungan,
tindakan PT AMIJ yang diduga melakukan pembuangan (dumping)
Limbah B3 di daerah sekitar pemukiman Klien dapat dituntut secara
pidana berdasarkan Pasal 104 UU PPLH, dengan pidana penjara paling
lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga
miliar rupiah);

Karena tindakan ini dilakukan oleh PT AMJ selaku badan usaha, maka, PT
AMJ dapat dikenakan tuntutan pidana tambahan berdasarkan Pasal 119
UU PPLH, yaitu:

a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
Keuntungan yang diperoleh oleh PT AMJ dapat dirampas. Hal ini
mengacu pada fakta hukum bahwa PT AMJ tidak mengelola limbah
produknya dengan alasan produksi yang overloud sehingga hal
tersebut menimbulkan tindakan melawan hukum. Dengan demikian,

keuntungan dari hasil produksi tersebut dapat dilakukan perampasan.

b. Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan,
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Sebagaimana unsur-unsur kesalahan yang telah diuraikan, maka, PT
AMI dapat dilakukan penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha
dan/atau kegiatan.

c. Perbaikan akibat tindak pidana,
PT AMI juga dapat dituntut untuk melakukan perbaikan akibat tindak
pidana yang ia lakukan, dalam hal ini, mengacu pada unsur kesalahan
yang telah diuraikan sebelumnya.

d. Pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak;
Dalam hal ini, PT AMJ wajib untuk membuat izin persetujuan
lingkungan sebagaimana yang telah diatur dalam PP No. 22/2021,
serta PT AMJ wajib untuk melakukan pengelolaan Limbah B3 sesuai
prosedur yang diterapkan oleh pemerintah yang berwenang.

e. Penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga)
tahun.
Akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh PT AMJ tersebut,
maka, PT AMJ dapat diancam sesuai dengan Pasal 119 Huruf'e.

f. Klien dapat mengadukan dugaan pelanggaran hukum atas Lingkungan
yang dilakukan oleh PT AMJ ini kepada Kantor Kepolisian sesuai dengan
tempat kedudukannya (kompetensi relatif).

B. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Di Luar Pengadilan
Sesuai dengan Pasal 84 Ayat 3 UU PPLH, penyelesaian sengketa di luar
pengadilan harus didahului sebelum melakukan penyelesaian sengketa melalui
pengadilan. Tujuan melakukan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar
pengadilan yaitu untuk mencapai kesepakatan sesuai yang diatur dalam Pasal 85
Ayat 1 UU PPLH. Sedangkan terhadap tindakan pidana lingkungan hidup,
penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku.'*
1. Arbitrase
a. Bahwa, upaya penyelesaian sengketa lingkungan antara Klien dan PT
AMJ dapat dilakukan melalui Arbitrase, yakni, merujuk pada Pasal 5
Ayat 1 UU AAPS;

194 Pasal 85 Ayat 2 Undang-Undang No. 32 Th 2009
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b. Tindakan PT AMJ yang melakukan tindakan melawan hukum dalam
sengketa lingkungan dapat diselesaikan dengan metode arbitrase yang
akan dibantu oleh arbiter sebagaimana dalam Pasal 85 ayat 3 UU
PPLH.

c. Dalam upaya penyelesaian sengketa jalur Arbitrase, Klien dan PT AMJ
dapat melakukan penyerahan suatu perkara kepada pihak ketiga
(arbiter) mengenai penyelesaian sengketa lingkungan hidup
sebagaimana terkait hal-hal yang diatur guna mencapai kesepakatan
sesuai pada Pasal 85 Ayat 1 UU PPLH, yakni:

“(1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di Iluar pengadilan
dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai:
i.  bentuk dan besarnya ganti rugi;
ii.  tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan;
iii.  tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya
pencemaran dan/atau perusakan; dan/atau
iv.  tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap
lingkungan hidup.”

d. Adapun kelebihan dari Arbitrase jika para pihak akan menggunakan

metode ini, yakni'®:
1. Prosedur penyelesaian terkesan fleksibel dan memakan waktu yang
singkat;
2. Arbiter telah menganalisis dan mempelajari permohonan dan
jawaban hal yang dipersengketakan dari para pihak;
Para pihak tetap dapat menjalin hubungan yang baik;
Kerahasiaan sengketa yang terjaga;

Prosedur persidangan fleksibel,

S

Bebas menentukan acara arbitrase dalam pemeriksaan sengketa
sepanjang tidak melanggar ketentuan undang-undang;

7. Kebebasan dalam memilih arbiter;

8. Keputusan mengikat dan final;

H Putusan Arbitrase wajib diserahkan kepada Panitera Pengadilan

19 BPLawyers, 2022, Keuntungan Menyelesaikan Sengketa dengan Arbitrase,
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Negeri di tempat kedudukan hukum PT AMJ dalam waktu maksimal
30 (tiga puluh) hari terhitung sejak putusan diucapkan.'”® Jika putusan
tersebut tidak dilaksanakan secara sukarela, maka, Klien dapat
mengajukan permohonan eksekutorial kepada Ketua Pengadilan
Negeri untuk mengeluarkan perintah eksekusi;

f. Putusan Arbitrase berlaku mengikat dan tidak dapat dilakukan
pembatalan kecuali sebagaimana yang diatur dalam Pasal 70 UU
AAPS, jika:

a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah
putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;

b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat
menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau putusan
diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu

pihak dalam pemeriksaan sengketa.

2. Mediasi

a. Dalam hal Klien memilih jalur mediasi, maka, penyelesaian sengketa
lingkungan hidup ini akan dibantu oleh pihak ketiga, yaitu mediator.
Hal ini sejalan dengan Pasal 85 Ayat 3 UU PPLH;

b. Dalam mediasi, mediator harus diterima oleh pihak yang bersengketa,
serta harus adil, netral, dan tidak memihak;

c. Dalam mediasi, mediator akan memimpin proses penyelesaian
sengketa tanpa ikut memutuskan sesuatu;

d. Adapun kelebihan mediasi dalam penyelesaian sengketa, yakni:
1. Biaya ringan dan jangka waktu yang singkat;
2. Penyelesaian sengketa dilakukan oleh para pihak;
3. Aturan pembuktian tidak diperlukan;
4. Para pihak bersifat kooperatif dan penyelesaian bersifat

konfidensial;

“

Win-win solution;

6. Bebas emosi dan dendam.

1 Pasal 59 Undang-Undang No. 30 Th. 1999

Collasa 2023 Legal Development Division

ALSA Local Chapter Universitas Brawijaya



Collective Files of ALSA 171

4. Terkait Subjek Hukum yang Bertanggung Jawab Atas Tindakan Pemulihan dan
Perbaikan Lingkungan yang Dihasilkan oleh Pabrik PT AMJ

a. Bahwa ketentuan pada Pasal 54 ayat (1) UU PPLH menyatakan bahwa setiap
orang yang melakukan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup. Hal ini sejalan dengan
prinsip pencemar membayar (polluter pays principle) pada Pasal 2 huruf j UU
PPLH vyang dilaksanakan melalui pemulihan lingkungan, pengendalian
pencemaran, dan pencegahan yang ditunjukkan melalui internalisasi biaya dan
pendanaan untuk pemulihan lingkungan sebagai realisasi dari Pasal 87 ayat (1)
UU PPLH. Oleh karena itu, setiap orang yang melakukan pencemaran
dan/atau kerusakan lingkungan harus bertanggung jawab atas pemulihan dan
perbaikan lingkungan yang rusak dan tercemar akibatnya'’’;

b. Sebagaimana telah kami uraikan dalam sub bab di atas, PT AMJ membuang
limbah produksi pabriknya ke aliran sungai sehingga menyebabkan
pencemaran dan kerusakan pada baku mutu air sungai dengan berubahnya
warna air sungai menjadi biru pekat. Selain itu, aliran sungai irigasi yang
terkena limbah tersebut juga mengaliri tanah milik Klien kami hingga
menyebabkan tanah Klien kami menjadi tidak subur untuk ditanami tanaman.
Dengan begitu, PT AMJ berkewajiban untuk melakukan pemulihan
terhadap lingkungan yang tercemar limbah pabriknya;

F Lebih lanjut, beban tanggung jawab PT AMJ dalam melakukan pemulihan dan
perbaikan lingkungan diatur pula dalam Pasal 153 PP No. 22/2021 yang
menyatakan bahwa Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang
menyebabkan Pencemaran Air wajib melakukan pemulihan Mutu Air yang
mana dalam hal ini akibat dari tindakan yang dilakukan PT AMJ telah
menyebabkan pencemaran dan kerusakan pada baku mutu air sungai di sekitar
lokasi pabriknya. Selain itu dalam ketentuan Pasal 119 UU PPLH, salah
satunya mengatur bahwa badan usaha yang melakukan pencemaran dan
kerusakan lingkungan dikenakan pidana tambahan berupa perbaikan akibat
tindak pidana sebagai penerapan dari prinsip pencemar membayar (polluter
pays principle). Berdasarkan hal tersebut, maka jelas bahwa beban tanggung

jawab atas pemulihan dan perbaikan lingkungan yang tercemar dan

Genoveva Puspitasari Larasati,2022, Penerapan Prinsip Pencemar Membayar Terhadap Pencemaran Limbah Bahan
Berbahaya Dan Beracun (B3), Jurnal Pacta Sunt Servanda, Volume 3, Nomor 2, September Tahun 2022

Collasa 2023 Legal Development Division

ALSA Local Chapter Universitas Brawijaya



Collective Files of ALSA 172

rusak berada pada dari PT AMJ sebagai pelaku pencemaran dan
perusakan lingkungan pada baku mutu air sungai di tempat kediaman klien

kami.

VI Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis sebagaimana yang telah disebutkan di atas, kami
dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

a. Bahwa PT AMJ telah membuang limbah dan limbah B3 ke media lingkungan
hidup tanpa memiliki izin, sehingga menimbulkan pencemaran dan/atau
kerusakan lingkungan hidup. Tidak hanya itu, PT AMJ pun diduga tidak
mengelola limbah B3 dan tidak memiliki izin apapun terkait pengelolaan
limbah B3. Oleh karena itu, tindakan PT AMJ tidak dapat dibenarkan oleh
hukum.

b. Atas tindakan yang dilakukan, PT AMJ dapat menerima konsekuensi hukum
berupa sanksi administratif, ganti rugi dan sanksi pidana dalam perkara a quo.
Hal tersebut karena PT AMIJ melakukan pelanggaran terhadap perizinan,
pengelolaan dan pembuangan limbah serta limbah B3, pencemaran dan/atau
kerusakan lingkungan yang ditimbulkan, dan pelanggaran terhadap perizinan
berusaha.

c. Dalam perkara yang timbul antara Klien dengan PT AMJ, Klien dapat
melakukan upaya penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan dengan
mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan/atau tuntutan pidana.
Selain itu, dapat melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yakni
arbitrase atau mediasi. Kemudian, untuk memperkuat bukti, Klien dapat
melakukan pengumpulan data lebih lanjut terhadap pihak-pihak yang
berkaitan dengan perkara ini.

d. Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang timbul menjadi
tanggung jawab penuh PT AMJ untuk melakukan pemulihan lingkungan. Hal
tersebut sejalan dengan adanya prinsip polluter pays principle, sehingga PT
AMJ sebagai badan usaha wajib melakukan pemulihan lingkungan,
pengendalian pencemaran, dan pencegahan yang ditunjukkan melalui

internalisasi biaya dan pendanaan untuk pemulihan lingkungan.
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VIL Rekomendasi
Atas permasalahan yang terjadi antara Klien dengan PT AMJ, serta
berdasarkan fakta hukum dan analisis hukum yang telah kami buat, kami
merekomendasikan upaya hukum yang dapat diajukan oleh Klien, yakni:

1. Kami merekomendasikan kepada Klien untuk menempuh jalur di luar
pengadilan terlebih dahulu dengan alasan penyelesaian sengketa yang lebih
fleksibel, biaya ringan, serta dapat dilakukan lebih cepat.

2. Merujuk pada poin 1, karena PT AMJ merupakan perusahaan yang
menghasilkan produk dengan minat yang besar dan sedang mengalami
pendapatan yang tinggi, maka, kami menyarankan kepada Klien untuk
melakukan mediasi dengan PT AMJ untuk meminta ganti kerugian.

3. Akan tetapi, jika jalur di luar pengadilan tidak membuahkan hasil, maka, kami
menyarankan untuk memakai upaya hukum melalui jalur pengadilan dengan
gugatan perdata, yaitu ganti kerugian atas perbuatan melawan hukum yang
dilakukan oleh PT AMJ terkait pencemaran dan kerusakan lingkungan.

4. Gugatan ganti rugi ini diajukan ke Pengadilan Negeri Kota Malang dengan
gugatan ganti kerugian materiil kepada Klien.

5. Klien juga dapat mengadukan tindakan perbuatan melawan hukum ini kepada
pihak kepolisian setempat dimana mencakup kompetensi relatif dari Klien
setelah gugatan perdata pada poin 1 dan poin 2 telah Berkekuatan Hukum
Tetap (BHT), karena gugatan secara perdata tidak menghapus kesempatan

melakukan tuntutan secara pidana yang diperbuat oleh PT AMI.
VIII. Penutup

Demikian pendapat hukum (legal opinion) ini kami sampaikan, atas

perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
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IX. Daftar Pustaka

Peraturan Perundang-Undangan
Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
Kitab Undang - Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomo 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaran Lingkungan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 18
Tahun 2021

Jurnal

Artana, I Made Yudi, dkk. 2019. Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha
Konfeksi terhadap Pencemaran Sungai di Kota Denpasar. Jurnal Analogi

Hukum. Volume 1, Nomor 2.

Genoveva Puspitasari Larasati, 2022, Penerapan Prinsip Pencemar Membayar
Terhadap Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3),

Jurnal Pacta Sunt Servanda, Volume 3, Nomor 2.
Skripsi

Beta Putra Vebriawandaru, 2020, Analisis Status Kerusakan Tanah untuk Produksi
Biomassa di Desa Beji Kecamatan Ngawen Kabupaten Gunung Kidul,

Skripsi, Fakultas Pertanian, UPN Veteran Yogyakarta: Yogyakarta.
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Artikel

BPLawyers, 2022, Keuntungan Menyelesaikan Sengketa dengan Arbitrase,
https://bpl I 1d/2022 1/keuntungan-menyelesaikan-sengketa-den

gan-arbitrase/, diakses 18/10/23 Pukul 19.33 WIB.
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Pendapat Hukum atas Permasalahan Hukum PT. Bumi Sriwijaya Visual
Mengenai Dugaan Tindakan Melawan Hukum Berupa Pelanggaran atas
Hak Merek

No: 012/LO-HKI/S-KL/1X/2022

Yth.
& KLR K X D OORM\L W RIUBu@iJSriwijaya
Visual Tuan Edgard Simatupang
di Tempat
Perihal: Penyampaian Pendapat Hukum (/ HIR2SLQLRQ

Dengan hormat,

Perkenankan kami, Najmi Amalia, S.H., LL.M. dan Rekan,
seluruhnya adalah Advokat dan Praktisi Hukum pada kantor hukum EVV
Indonesian Legal Consultants (“EVV?), beralamat di Jalan Kusuma Bangsa,
No. 19, Kota Palembang, berdasarkan penunjukkan dari surat Penunjukkan
Konsultan Hukum Nomor: 08/2022/PTBSV/BSVPRIME telah ditunjuk dan
diminta oleh Chief of Monitoring Quality PT. Bumi Sriwijaya Visual, yaitu
Tn. Edgard Simatupang (“Klien”), untuk memberikan Pendapat Hukum
mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan atas permasalahan hukum yang
dihadapi oleh Klien dengan Kayla Odessia mengenai dugaan tindakan
melawan hukum yang dilakukan oleh Kayla Odessia berupa pelanggaran

hukum atas merek milik Klien.

Pendahuluan

Kami memahami bahwasanya Klien adalah korban dari kegiatan
jual- beli akun layanan streaming berlangganan milik Klien yang
diperjualbelikan oleh pihak ketiga tanpa izin dan hak yakni oleh Kayla
Odessia (“Kayla”). Kami sendiri juga sudah mengikuti perkembangan kasus

ini, Kami melihat ada begitu banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan
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oleh Kayla yang sangat merugikan Klien. Kami sangat memegang teguh
adanya hak pengakuan dan perlindungan terhadap kekayaan intelektual,
sebagaimana telah menjadi bentuk komitmen pengakuan dan perlindungan
hukum Pemerintah Indonesia terhadap hak kekayaan intelektual setelah
meratifikasi Agreement Establishing the World Trade Organization yang telah

diadopsi ke dalam hukum positif di Indonesia.
I.  Asumsi dan Kualifikasi

Pendapat Hukum (Legal Opinion) ini kami buat berdasarkan asumsi-
asumsi yang didasarkan pada asas dan teori hukum serta tunduk pada
pembatasan-pembatasan, tanpa mengurangi ruang lingkup, asumsi, dan
pembatasan-pembatasan lain yang kami berikan dalam bagian lain Pendapat
Hukum (Legal Opinion), sebagai berikut :

1. Bahwa pernyataan-pernyataan, data, fakta-fakta, informasi-informasi dan
keterangan-keterangan yang diberikan oleh PT. Bumi Sriwijaya Visual (“PT
BSV”) yang difasilitasi oleh PT BSV kepada kami adalah benar, akurat,
lengkap, tidak menyesatkan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya,
serta tidak mengalami perubahan sampai dengan Legal Opinion ini dibuat;

2. Legal Opinion ini kami berikan berdasarkan pemeriksaan dokumen-dokumen
yang diberikan PT BSV kepada kami, dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku pada tanggal dibuatnya Legal Opinion ini dan karenanya
terdapat kemungkinan bahwa Legal Opinion ini dapat berubah baik sebagian
atau seluruhnya apabila ditemukan dokumen-dokumen tambahan selain dari
yang diuraikan pada Legal Opinion ini;

3. Legal Opinion ini kami berikan dalam kerangka hukum Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Oleh karena itu, Legal Opinion ini tidak dimaksudkan
untuk berlaku atau ditafsirkan menurut hukum dan yurisdiksi lain selain
Negara Kesatuan Republik Indonesia;

4. Informasi, fakta, dan pendapat yang dimuat dalam Legal Opinion ini dapat
terpengaruh apabila asumsi-asumsi tersebut di atas maupun yang diuraikan
pada bagian lain dari dari pendapat hukum ini tidak tepat atau tidak benar

atau tidak sesuai dengan kenyataannya;
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5. Bahwa Legal Opinion yang dibuat EVV hanya berdasarkan informasi yang
telah diterima. Adapun, apabila Legal Opinion ini nyatanya telah disebut
tidak sesuai dengan fakta yang ada dikarenakan adanya dokumen, data,
maupun informasi yang tidak disampaikan kepada EVV, maka EVV tidak
bertanggung jawab atas segala macam kemungkinan akibat yang timbul
terhadapnya;

6. Legal opinion ini disusun oleh EVV berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-
dokumen asli, fotokopi yang telah diterima, serta diberikan dan ditafsirkan
berdasarkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlaku dan
tidak dimaksudkan untuk berlaku atau ditafsirkan menurut hukum dan
yurisdiksi lain selain Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan EVV tidak
melakukan analisis atas aspek atas akuntansi, keuangan, komersial, dan
bisnis.

II. Fakta atau Latar Belakang
Bahwa, kami telah menyusun fakta dan latar belakang hukum yang
terjadi pada permasalahan hukum yang dihadapi oleh Klien dengan Kayla,
diantaranya:

1. Bahwa, PT BSV merupakan perusahaan dengan lingkup bisnis meliputi teater
(BSV Theater), bioskop (BSV Cinema) dan penyedia layanan jasa streaming
(BSV Prime) yang didirikan pada tanggal 6 Januari 2020.

2. Bahwa, BSV Prime merupakan salah satu cabang bisnis yang bergerak di
sektor penyedia layanan jasa streaming dengan laman website bsvprime.com
dan aplikasi yang dapat diunduh melalui play store dan app store.

3. Bahwa, BSV Prime telah memiliki sertifikat merek yang terdaftar di Daftar
Umum Direktorat Merek dan Indikasi Geografis Direktorat Jenderal Hak
Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia (“DJKI”), dengan nomor pendaftaran:

a. IDMO000731472 pada kelas 35;
b. IDMO000731474 pada kelas 38;
c. IDMO000731478 pada kelas 41.
dengan tanggal penerimaan pada tanggal 8 Februari 2020 untuk semua kelas.

4. Bahwa, BSV Prime telah memiliki hak cipta atau penerima lisensi tunggal
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yang diberikan Asia-Pacific Golf Leaders Association dan berhak menyiarkan
beberapa kompetisi golf paling bergengsi se-Asia Pasifik untuk musim
kompetisi 2021, 2022, dan 2023 untuk wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia dan Republik Filipina. Perjanjian Lisensi Hak Cipta dan Hak
Terkait telah dicatatkan pada DJKI pada tanggal 9 Februari 2020 dengan
Nomor: 000192935.

5. Bahwa, dalam laman bsvprime.com telah tercantum harga yang ditetapkan
oleh pihak BSV Prime bagi pengguna untuk menikmati semua laga pada
ketiga kompetisi golf tersebut, yakni paket Golf Golden sebesar
Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan untuk masing-masing kompetisi golf
yakni paket Golf Premiere sebesar Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima
ribu rupiah), kompetisi yang dimaksud adalah Australian Grand Master,
Asia-Pacific Cup, dan Desales Ouimet Championship.

6. Bahwa, pada tanggal 7 Juni 2022, Jeremia Albert (“Jeremia”) dan Simone
Adipraja yang merupakan karyawan divisi Quality Monitoring PT BSV
sedang melakukan monitoring kuarter pertama bulan Januari hingga Juni.

7. Bahwa, saat melakukan monitoring e-commerce Zamora, terdapat iklan yang
menjual paket berlangganan BSV Prime dengan menggunakan logo BSV
Prime berjudul “Voucher BSV Prime Golf Golden Full Garansi Murah” yang
dijual seharga Rp515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah) di akun yang
bernama “SportLife.id” milik Kayla.

8. Bahwa, pada tanggal 8 Juni 2022, divisi Quality Monitoring PT BSV
melakukan emergency meeting untuk membahas terkait penemuan iklan di
e-commerce Zamora. Emergency meeting tersebut memberikan hasil berupa
tindakan lanjutan yang akan dilakukan pihak BSV Prime, yaitu dengan
mencari info lebih lanjut terkait dugaan tindakan melawan hukum yang
dilakukan Kayla.

9. Bahwa, pada tanggal 9 Juni 2022, Jeremia menghubungi pihak
“SportLide.id” untuk membeli satu buah paket BSV Prime Golf Golden
seharga Rp515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah) dan melakukan
pembayaran melalui rekening Bank Finola 0911248401 atas nama Kayla.

10. Bahwa kemudian Jeremia meminta nomor WhatsApp dan pihak
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“SportLife.id”  memberikan  nomor  WhatsApp  yang  bernomor
+62-882-7485-3129 atas nama Kayla.

11. Bahwa setelah proses pembayaran berhasil dilakukan, Kayla mengirimkan
paket voucher tersebut dalam bentuk sebuah akun dengan username: bsv-

golfgolden311(@gmail.com dan kata sandi: bsvprime311 melalui WhatsApp

Jeremia.

12. Bahwa setelah menerima paket voucher tersebut, Jeremia lantas memeriksa
akun tersebut dan mendapati bahwa akun yang dikirimkan bukan merupakan
paket Golf Golden melainkan paket Golf Premiere kompetisi Australian
Grand Master.

13. Bahwa setelah mengetahui ketidaksesuaian paket yang dibeli dengan iklan
yang tertera, Jeremia mengirim pesan kepada Kayla melalui WhatsApp untuk
menanyakan hal tersebut.

14. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2022 Kayla baru membalas pesan Jeremia dan
mengatakan bahwa paket voucher yang diterima Jeremia adalah paket yang
sama dengan paket Golf Golden.

15. Bahwa pada tanggal 6 Juli 2022 Jeremia kembali mencoba mengakses paket
tersebut untuk kompetisi Asia-Pacific Cup yang bergulir pada bulan Juli
2022, dan didapati bahwa kompetisi tersebut tidak dapat diakses.

16. Bahwa pada tanggal 7 Juli 2022, Jeremia kembali menghubungi Kayla
melalui WhatsApp untuk kembali menanyakan permasalahan yang terjadi.
Pada hari yang sama. Kayla memberikan jawaban bahwa sedang dilakukan
untuk aktivasi paket agar dapat mengakses kompetisi Asia-Pacific Cup dan
memberitahukan agar menghubunginya kembali dalam dua hari.

17. Bahwa pada tanggal 9 Juli 2022 Jeremia kembali menghubungi Kayla untuk
mengkonfirmasi kembali arahan yang diberikan terkait aktivasi paket Golf
Golden, namun tidak kunjung mendapatkan jawaban.

18. Bahwa, beberapa waktu sebelum diketahuinya dugaan pelanggaran hukum
ini, dalam data BSV Prime terjadi transaksi atas nama Kayla dan pada
transaksi itu Kayla menyetujui terms and conditions yang berlaku sebagai
kontrak elektronik bagi para pihak. Terms and conditions tersebut berisi:

a. Semua Hak Kekayaan Intelektual dalam Platform Layanan ini dimiliki
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oleh Kami. Semua informasi dan bahan, termasuk namun tidak terbatas
pada, nama domain, konten, perangkat lunak, teks, data, grafik, citra,
gambar, suara, video, merek dagang, logo, simbol, ikon, kode html, kode
lainnya, hak kekayaan intelektual lainnya dalam Platform Layanan ini
dilarang untuk dipublikasikan, dimodifikasi, disalin, direproduksi,
digandakan atau diubah dengan cara apa pun tanpa izin yang dinyatakan
secara tertulis oleh Kami

b. Anda dengan ini menyadari bahwa Hak Kekayaan Intelektual yang
dimiliki oleh Kami, dilindungi secara tegas oleh hukum dan peraturan
perundang- undangan.

c. Anda tidak boleh membuat link, melakukan screen capture, scrapping,
maupun data crawling ke Platform Layanan tanpa adanya persetujuan
tertulis sebelumnya dari Kami. Hal-hal tersebut dianggap sebagai
pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual

d. Kami dapat melakukan tindakan yang tegas atas pelanggaran Anda
terhadap ketentuan ini, termasuk namun tidak terbatas pada pemblokiran
Akun dan penghentian akses Anda terhadap Layanan maupun Platform
Layanan. Kami juga berhak mengajukan gugatan secara perdata untuk
jumlah keseluruhan kerugian yang diderita akibat pelanggaran atas
ketentuan ini. Anda dengan ini mengetahui dan menyadari bahwa
pelanggaran atas ketentuan ini juga termasuk tindakan pidana yang dapat
diproses secara hukum.

19. Bahwa, karena dugaan tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh Kayla,
target penjualan paket Golf Golden yang sebanyak 3.000 buah hanya terjual
900 buah hingga Juli 2022.

20. Bahwa atas kejadian tersebut, PT BSV mengalami kerugian sebesar

Rp2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah).

III. Pertanyaan Hukum
1. Bagaimana upaya hukum yang dapat diajukan oleh PT BSV untuk
melaporkan Kayla?

2. Apa saja yang perlu dipersiapkan untuk mengajukan legal claim terhadap
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Kayla?
3. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban yang dibebankan kepada Kayla atas
dugaan tindakan melawan hukum yang dilakukannya dan terhadap kerugian

yang dialami oleh PT BSV?

, 9 ([HEXVEXPIR DU\

PT BSV didirikan pada 6 Januari 2020 yang berkedudukan di Jalan
Balaputeradewa, Nomor 419, Kota Palembang dengan lingkup bisnis
meliputi teater (BSV Theater), bioskop (BSV Cinema) dan penyedia layanan
jasa streaming (BSV Prime). BSV Prime sebagai salah satu cabang bisnis
yang bergerak di sektor penyedia layanan jasa streaming olahraga memiliki
laman website bsvprime.com dan aplikasi BSV Prime yang dapat diunduh
melalui Play Sore dan App Store.

BSV Prime telah memiliki sertifikat hak merek untuk kelas 35, 38
dan 41 Barang/Jasa yang terdaftar pada DJKI Kemenkumham RI, dan juga
pemegang hak cipta penerima lisensi tunggal yang diberikan oleh
Asia-Pacific Golf Leaders Association dengan Perjanjian Lisensi Hak Cipta
dan Hak Terkait yang telah dicatatkan pada DJKI Kemenkumham RI dengan
Nomor: 000192935. Sehingga, PT BSV memiliki hak untuk menyiarkan 3
kompetisi golf, yakni Australian Grand Master, Asia-Pacific Cup dan
DeSales Ouimet Championship.

Sebagai penyedia layanan jasa streaming, BSV Prime memiliki
paket berlangganan yakni Golf Golden yang dapat mengakses 3 (tiga)
kompetisi golf dengan harga Rp1.000.000,00, dan paket Golf Premiere yang
hanya dapatengakses 1 kompetisi golf saja dengan harga Rp375.000,00. Pada
tanggal 7 Juni 2022, diketahui terdapat iklan pada e-commerce Zamora yang
menjual paket berlangganan Golf Golden milik BSV Prime dengan harga
Rp.515.000,00 di akun “SportLife.id”, guna menyelidiki temuan tersebut,
Jeremia karyawan PT BSV pun membeli voucher tersebut dan mendapatkan

sebuah akun dengan username: bsv-golfgolden311@gmail.com dan kata

sandi: bsvprime311. Setelah mendapatkan akun, Jeremia kemudian

memeriksa akun tersebut dan ternyata voucher tersebut bukanlah paket Golf
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Golden melainkan paket Golf Premiere Kompetisi Australian Grand Master.
Jeremia kemudian menanyakan perihal tersebut kepada Kayla. Pada tanggal
12 Juni 2022, Kayla baru membalas pesan dari Jeremia dan meminta untuk
mencoba kembali pada bulan Juli saat kompetisi Asia-Pacific Cup digelar.

Pada bulan Juli 2022, Jeremia kemudian mencoba mengakses paket
tersebut untuk digunakan pada periode kompetisi Asia-Pacific Cup. Namun,
sesuai dugaan, bahwa paket Golf Premiere kompetisi Australian Grand
Master tidak dapat diakses untuk kompetisi Asia-Pacific Cup. Jeremia
kembali menghubungi Kayla untuk menanyakan perihal paket Golf Premiere
pada tanggal 7 Juli 2022. Kayla kemudian membalas pada hari yang sama
dan mengatakan bahwa aktivasi paket untuk dapat digunakan di kompetisi
Asia-Pacific Cup sedang dalam proses. Keesokan harinya, Jeremia kembali
menghubungi Kayla tetapi tidak mendapatkan balasan.

Pada 12 Juli 2022, berdasarkan rapat jajaran, pihak BSV Prime
memutuskan untuk menindaklanjuti perihal dugaan melawan hukum yang
dilakukan oleh Kayla. Akibat dari dugaan tindakan melawan hukum yang
dilakukan oleh Kayla, penjualan paket Golf Golden yang ditargetkan terjual
pada tahun 2022 sebanyak 3000 buah hanya terjual 900 buah, sehingga BSV
Prime mengalami kerugian sebesar Rp2.100.000.000,00 (dua miliar seratus
juta rupiah).

V.  Dasar Hukum

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi
Geografis (“UU MIG”);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik (“UU ITE”);

4. Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa (“UU AAPS”);

VI.  Analisis Hukum

1. PT BSV dapat Mengajukan Gugatan Ganti Kerugian, Tuntutan Pidana,

dan/atau Melalui Arbitrase

1.1 Gugatan Perdata
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a. Pada dasarnya, antara PT BSV dan Kayla telah menyepakati terms and
conditions. Sesuai dengan Pasal 1320 KUHper, disyaratkan terhadap suatu
perjanjian, yakni pertama, kesepakatan mereka yang mengikatkan diri.
Kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan. ketiga, suatu hal tertentu.
Dan keempat,. suatu sebab yang halal.'”® Oleh karena itu, hubungan
keperdataan antara Klien dan Kayla terikat berdasarkan Perjanjian
Berlangganan (“Perjanjian”) yang sah dan mengikat.

b. Selanjutnya, merujuk kepada terms and conditions yang telah disepakati
kedua belah pihak, maka, sesuai dengan Pasal 1338 KUHPer, bagi para pihak
tidak dapat menarik persetujuan kecuali dengan kesepakatan para pihak dan
yang ditentukan oleh undang-undang serta perjanjian tersebut berlaku sebagai
undang- undang bagi para pihak (pacta sunt servanda)."”’

c. Tindakan Kayla mengubah username yang telah diberikan oleh PT BSV
secara sadar dan sengaja dan menggunakan merek serta logo milik PT BSV
secara tanpa hak dan melawan hukum untuk mendapatkan manfaat ekonomi
dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Perbuatan
melawan hukum adalah berbuat atau tidak berbuat yang: melanggar hak
subjektif orang lain (hak yang ditentukan oleh undang-undang).?®

d. Berdasarkan Pasal 1365 KUHPer, telah ditentukan unsur-unsur dari
perbuatan melawan hukum, yakni 1. Adanya suatu perbuatan; 2. Perbuatan
tersebut melawan hukum; 3. Adanya kesalahan dari pelaku; 4. adanya
kerugian bagi korban; dan 5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan
dengan kerugian.*"!

e. Maka dari itu, dikarenakan telah terjadinya kerugian yang dialami oleh PT
BSV, berdasarkan Pasal Pasal 83 ayat (1) UU MIG, maka PT BSV dapat
mengajukan gugatan ganti rugi dan gugatan penghentian penggunaan merek
atas pelanggaran hukum yang dilakukan Kayla pada pengadilan tempat
kedudukan Kayla dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Ibid.

Dian Sawitri dan Supasti Dharmawan, ‘Perlindungan Keberadaan Konten Karya Intelektual Dalam
Transaksi e-Commerce Berbasis Perjanjian Lisensi’ (2021) 43 Kertha Patrika.[50].

Op.Cit.
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Surabaya dengan pulau Bali termasuk dalam Yurisdiksinya.*?

f. Selain daripada itu, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) UU MIG, selama
pemeriksaan perkara sengketa merek berlangsung, PT BSV dapat meminta
hakim untuk menghentikan kegiatan produksi, peredaran, dan/atau
perdagangan barang dan/atau jasa yang menggunakan merek tersebut secara
tanpa hak.

g. Namun, selain daripada itu, karena perbuatan Kayla yang menyebarluaskan
tanpa izin tersebut, dapat mencoreng serta mencemar nama baik dari PT BSV,
baik secara langsung maupun tidak langsung. Atas dasar hal tersebut, PT
BSV dalam gugatan ganti kerugian dapat pula meminta ganti rugi immateriil,
kerugian immateriil dapat berupa pengembalian nama baik ataupun berupa
uang ganti rugi.

1.2 Tuntutan Pidana

a. Penggunaan merek dan logo BSV Prime secara tanpa hak yang dilakukan
Kayla melanggar Pasal 100 ayat (1) UU MIG dengan ancaman pidana
penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak
Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

b. Selain tuntutan pidana pada UU MIG, Kayla juga melanggar ketentuan
pidana pada UU ITE karena transaksi yang dilakukan berbasis elektronik.
Dalam hal ini pengubahan username akun streaming berlangganan yang
dilakukan oleh Kayla sehingga apabila digunakan maka tidak terdaftar dalam
sistem BSV Prime, hal tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan akses
tidak sah/illegal access. Hal tersebut linear dengan apa yang disampaikan
Prof. Widodo dalam bukunya (Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi
Cybercrime Law: Telaah Teoretik dan Bedah Kasus) bahwa pengertian akses
tidak sah adalah perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang sengaja dan
secara tidak sah (tanpa hak) memasuki komputer atau sistem atau jaringan
komputer milik pihak lain yang bukan difungsikan sebagai akses publik.”

c. Perbuatan Kayla tersebut diancam dengan ancaman pidana diatur pada Pasal

34 ayat (1) jo. Pasal 50 UU ITE yang berbunyi Setiap Orang yang memenuhi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
Widodo, Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi (Cybercrime Law): Telaah Teoritik Dan Bedah
Kasus (Aswaja Pressindo 2013).[50]
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unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), dipidana dengan
pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).**

d. PT BSV dapat mengadukan dugaan pelanggaran hukum atas merek ini
kepada kantor kepolisian tempat kedudukan PT BSV.

Penyelesaian Sengketa Melalui Non-Litigasi

Dalam menyelesaikan sengketa pelanggaran hukum terhadap hak
merek juga dapat dilakukan melalui jalur non-litigasi, yaitu jalur di luar
pengadilan. Adapun penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dapat
kami sarankan adalah jalur arbitrase atau jalur mediasi. Berikut kami
jabarkan mekanisme umum dan argumentasi rekomendasi perihal jalur
arbitrase dan mediasi.

A Arbitrase
a. Mengacu pada Pasal 1 UU AAPS, “Arbitrase adalah cara

penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang
didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh
para pihak yang bersengketa.”*

b. Tindakan Kayla yang diduga sebagai tindakan melawan hukum, dapat
diselesaikan mengacu pada Pasal 5 UU AAPS,* yaitu dengan cara
arbitrase. Dimana dalam hal ini, sengketa yang terjadi menyangkut
hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai
sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Pada dasarnya, PT BSV
memiliki hak atas BSV Prime yang telah memiliki sertifikat merek.

c. Selain daripada itu, mengacu pada Pasal 93 UU MIG juga
menyebutkan “Selain penyelesaian gugatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 83 para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui

3207

arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

d. Adapun kelebihan yang didapat oleh pihak Klien jika menyelesaikan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa

1bid.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
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sengketa melalui arbitrase, yaitu:

" Proses arbitrase menjamin kerahasiaan dan publisitas yang

tidak dikehendaki oleh para pihak, karena arbitrase bersifat

tertutup dan kooperatif-damai.

Bersifat mementingkan privatisasi penyelesaian sengketa dan

cenderung ditujukan kepada posisi “win-win”.

Dapat menentukan Hukum Acara Arbitrase, seperti Badan

Arbitrase Nasional Indonesia (BANI Arbitration Center)

Dapat menentukan waktu, tempat, serta biaya perkara

tergantung dari hukum acara yang digunakan oleh pihak

yang bersengketa.

Para pihak juga diberi kebebasan untuk memilih arbiter

tunggal maupun arbiter masing - masing.

Putusan Arbitrase merupakan putusan yang sesuai kehendak

dan niat para pihak yang merupakan putusan final serta

mengikat bagi para pihaknya.**®

e. Putusan arbitrase wajib didaftarkan pada Panitera Pengadilan Negeri tempat
kedudukan Kayla, jika tidak dilaksanakan secara sukarela PT BSV dapat
mengajukan permohonan eksekutorial kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk
mengeluarkan perintah eksekusi jika Kayla tidak secara sukarela
melaksanakan putusan arbitrase.

f. Berdasarkan Pasal 70 UU AAPS, Terhadap putusan arbitrase oleh para pihak

hanya jika:

Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah

putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;

Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan,

yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau

Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu

pihak dalam pemeriksaan sengketa.>”

Sari, I, 2019, Keunggulan Arbitrase Sebagai Forum Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan,
Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara Vol. 9, No. 2,
Undang-Undang Republik Indonesia nomor 30 Tahun 1999 Tentang arbitrase Dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa (PNRI 1999)
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b Mediasi
a. Jika Klien memilih jalur mediasi, maka proses penyelesaian sengketa akan
dibantu oleh mediator, yaitu pihak ketiga. Dalam hal ini, pihak ketiga
merupakan pihak yang bersikap netral, tidak memihak, serta diterima oleh
pihak yang bersengketa. Mediator memimpin mediasi guna mencapai suatu
kesepakatan antara para pihak untuk penyelesaian sengketa dengan tidak

memutuskan sesuatu.

b. Adapun kelebihan dari penyelesaian sengketa melalui mediasi, yaitu:*'

Penyelesaian bersifat informal

Yang menyelesaikan sengketa adalah para pihak sendiri

Jangka waktu penyelesaian pendek dan berbiaya ringan

Aturan pembuktian tidak diperlukan

Proses penyelesaian bersifat konfidensial

Hubungan para pihak bersifat kooperatif

Komunikasi dan fokus penyelesaian

Hasil yang dituju sama menang

Bebas emosi dan dendam

2. Hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk mengajukan O H FOD L P

terhadap Kayla

a. Pada dasarnya, Indonesia menganut sistem first fo file yang merupakan
bentuk pengakuan secara hukum/stelsel konstitutif.

b. Mengacu pada poin a, maka, PT BSV dapat menindaklanjuti tindakan yang
dilakukan Kayla ke ranah hukum dengan mempersiapkan bukti kepemilikan
merek, yaitu sertifikat merek.

c. Selain daripada itu, berkas-berkas yang perlu dipersiapkan oleh PT BSV
sesuai dengan Pasal 95 UU MIG, yaitu berkas sertifikat hak merek, berkas

perjanjian lisensi hak cipta dan pencatatan perjanjian lisensi, alat bukti

Rifgani Nur Fauziah Hanif ‘Negara DJK (Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi melalui proses Mediasi)’
(Kementerian ~ Keuangan Republik Indonesia, 2020)
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13448/Penyelesaian-Sengketa-Non-
Litigasi-Melalui-Proses-Mediasi.htmI> accessed March 1, 2023
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elektronik berupa tangkapan layar penjualan di web e-commerce Zamora dan
percakapan jual-beli Kayla dengan Jeremia di WhatsApp yang kini telah
diakui sebagai alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 5 Ayat 1 UU ITE,?!" dan
laporan keuangan kuartal 2-3 tahun 2022 dan laporan penjualan tahun 2022.

d. Selanjutnya, jika PT BSV memilih mengajukan kasus ini ke ranah
pengadilan, maka berkas tambahan yang harus dipersiapkan adalah surat
gugatan.

e. Disamping itu, jika Klien memilih menyelesaikan sengketa melalui jalur di
luar pengadilan, bilamana adalah jalur arbitrase, maka yang perlu
dipersiapkan adalah formulir pendaftaran, perjanjian arbitrase dan
permohonan arbitrase.

f. eéelanjutnya, jika melalui mediasi, maka yang harus disiapkan adalah
dokumen- dokumen yang berkaitan dengan sengketa para pihak.

3. Bentuk pertanggungjawaban yang dibebankan kepada Kayla atas

dugaan tindakan melawan hukum yang dilakukannya dan terhadap

kerugian yang dialami oleh PT BSV

a. Berdasarkan Pasal 1365 KUHPer, setiap orang yang melakukan
perbuatan melawan hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang
timbul dari kesalahannya tersebut sehingga dalam hal ini Kayla
bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang dialami oleh PT
BSV.

b. Dengan demikian, ganti rugi yang diakibatkan adanya perbuatan
melawan hukum dapat dituntut secara materiil dan immateriil.

c. Selanjutnya, Komponen kerugian meliputi biaya yang berarti segala
sesuatu yang dapat dinilai dengan uang yang dikeluarkan oleh korban
yang dirugikan, kerugian yang berarti keadaan berkurangnya nilai dari
kekayaan, dan bunga yang mana ruang lingkupnya tidak hanya berupa
persentase dari hutang pokok saja, tetapi juga meliputi keuntungan yang
semestinya didapat oleh korban.

d. PT BSV dapat memilih penuntutan yang dapat dilakukan, yaitu ganti

kerugian atas kerugian dalam bentuk uang, ganti kerugian atas kerugian

I Gede Pastika Juniartha, dkk, ‘Keabsahan Hasil Cetak Screenshot Sebagai Alat Bukti Dalam
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dalam bentuk natura atau pengembalian keadaan pada keadaan semula,
pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat melawan
hukum, larangan untuk melakukan suatu perbuatan, pengumuman
daripada sesuatu yang telah diperbaiki, dan meniadakan sesuatu yang
diadakan secara melawan hukum.

e. Dalam hal ini, Klien sebagai korban harus dapat membuktikan besarnya
kerugian yang dialami akibat perbuatan melawan hukum dari Kayla
dengan menyertakan laporan keuangan dari PT BSV. Berdasarkan data
yang diperoleh dari laporan keuangan kuartal II dan kuartal III, kerugian
yang dialami oleh Klien mencapai Rp2.100.000.000 (dua milliar seratus
juta rupiah) akibat penjualan paket Golf Golden oleh Kayla dengan harga
setengah kali lipat lebih murah.

f. Selain itu, Klien juga dapat menuntut kerugian immateriil atas nama
Klien yang tercemar akibat tindakan penipuan yang dilakukan oleh
Kayla karena paket Golf Premiere yang dijual dengan judul paket Golf
Golden. Untuk menentukan besar kecilnya nilai kerugian immateriil
biasanya didasarkan kepada harkat martabat serta status sosial
penggugat, melihat kemampuan tergugat dan melihat latar belakang
perbuatan melawan hukum tersebut apakah terjadi karena kesalahan atau
karena kelalaian. Berdasarkan pernyataan diatas, Klien dapat
menentukan sendiri jumlah kerugian immateriil yang akan dituntut
kepada Kayla.

VII. Kesimpulan
Berdasarkan analisis kami atas permasalahan serta informasi pada
fakta hukum yang telah disampaikan, dapat disimpulkan:

a. Bahwa, dalam kasus pelanggaran hukum atas merek yang dilakukan oleh
Kayla merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Klien.

b. Dalam hal ini, terdapat beberapa upaya hukum yang dapat ditempuh oleh
Klien untuk menggugat Kayla. Pertama, apabila Klien memilih untuk
menggugat Kayla melalui jalur litigasi, maka Klien dapat menggugat
Kayla dengan gugatan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum ke

Pengadilan Niaga Surabaya karena salah satu yurisdiksi dari Pengadilan
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Niaga Surabaya meliputi Provinsi Bali yang merupakan domisili dari
Kayla.

c. Selanjutnya, apabila Klien memilih untuk menyelesaikan sengketa
melalui jalur non litigasi, maka, Klien dapat menggunakan metode
arbitrase atau mediasi.

d. Maka dari itu, dalam pengajuan legal claim kepada Kayla, PT BSV harus
menyiapkan beberapa berkas, yaitu sertifikat hak merek, berkas
perjanjian lisensi hak cipta dan pencatatan perjanjian lisensi, alat bukti
elektronik berupa tangkapan layar penjualan di web e-commerce Zamora
dan percakapan jual-beli Kayla dengan Jeremia di WhatsApp, dan
laporan keuangan kuartal 2-3 tahun 2022 dan laporan penjualan tahun
2022.

e. Mengacu pada poin d, Jika pihak Klien memilih untuk mengajukan kasus
ini ke ranah pengadilan, maka berkas tambahan yang harus dipersiapkan
adalah surat gugatan.

f. Dalam kasus ini, Kayla bertanggung jawab atas kerugian secara materiil

dan immateriil yang telah dialami oleh Klien.
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VIII. Rekomendasi
Atas permasalahan yang terjadi antara Klien dan Kayla dan berdasarkan
fakta hukum yang kami terima serta analisis hukum, kami merekomendasikan
upaya yang dapat dilakukan Klien, antara lain:

1. Melakukan upaya hukum melalui litigasi dengan gugatan ganti rugi
pelanggaran hukum atas merek yang dilakukan oleh Kayla.

2. Gugatan ganti rugi diajukan pada Pengadilan Niaga Surabaya, dengan
tuntutan ganti kerugian materiil dan kerugian immateriil, kerugian
immaterial dapat berupa pemulihan nama ataupun berupa ganti rugi biaya.

3. PT BSV juga dapat mengadukan pelanggaran hukum atas merek ini kepada
kantor kepolisian setempat dimana kedudukan PT BSV setelah gugatan
perdata diputus dan berkekuatan hukum tetap, karena gugatan secara

perdata tidak menghilangkan kesempatan tuntutan pidana.
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The Impact of Regional Comprehensive Economic Partnership on the Foreign Direct
Investment in Indonesia

, +HDGLQJV
A. To : ALSA National Chapter Indonesia
B. From : Kevin Akbar Sanabil, Jibril Lanang, and Budi Saputra
C. Re :The Impact of Regional Comprehensive Economic Partnership on the

Foreign Direct Investment in Indonesia

D. Date : October 25th, 2022

,, B6WDWHRBNYGWIQPHQW

As a law student, we have been appointed to make a Legal Memorandum
that criticizes the impact of Regional Comprehensive Economic Partnership
Agreement (“RCEP”) in aspects of Foreign Direct Investment (“FDI”) in
Indonesia. Each statement and opinions in this Legal Memorandum is only in
accordance with International Law specifically the RCEP itself and current
legislation within Republic of Indonesia Jurisdiction. We do not offer opinions
regarding economics, politics, or social aspects. Also, we do not conduct
independent investigation or research other than examining documents as mentioned

in this Legal Memorandum.

vvy  HVVXHYV

Indonesia became one of the 10 countries that ratified RCEP, which provides
a 20 Chapter, 17 Annex, and 54 commitment schedule covering market access;
regulation and discipline; also economic and technical cooperation. One of the
substances of the RCEP, especially in Chapter 10, discusses the expected investment
in the territories of countries that have ratified the RCEP to create a potential
investment climate. Furthermore, the condition of Indonesia, both in terms of
natural resources and human resources, is also considered to have great potential for

profitable FDI in Indonesia. However, the ratification of RCEP is still relatively new
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so there is a need for harmonization between RCEP which is a product of customary
international law, and Indonesian positive law. Therefore, this writing aims to
review whether the RCEP provision regarding investment is in line with the
principles of positive law in Indonesia and what regulation supports FDI in

Indonesia from a legal perspective.
,9 %UISKIVZHU

The ratification of the RCEP is certainly in line with positive Indonesian law
and Indonesian foreign policy called "Free and Active Foreign Policy" which is
mandated following the 1945 Constitution that Indonesia is free to determine its
views on the international world, and actively participates in international peace. In
addition, with the enactment of Law Number 24 of 2022, RCEP is recognized in the
laws and regulations in Indonesia. However, currently, there is no policy, especially
in the field of Foreign Direct Investment, that is in line with the provisions in the
RCEP because it takes time to review the policy so that it is in line with economic

developments in Indonesia.

9 O6WDWRRMEBRW

With the signing of the RCEP Agreement by 10 ASEAN countries

(including Indonesia) and 5 partner countries, we can state the following facts:

1) RCEP is one of the agreements to increase and deepen ASEAN's
engagement with 5 partner countries, such as Australia, China, Japan, Korea,
and New Zealand. RCEP was signed by Indonesia on November 15, 2020,
and entered into force on August 30, 2022.

2) Whereas the RCEP regulates 20 chapters, one of which is on investment.

3) Whereas the provisions in the RCEP Investment Chapter aim to enhance and
complement the ASEAN Plus one FTA.

4) Whereas Law Number 24 of 2022 concerning the Ratification of the
Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement recognizes

RCEP as an international agreement and is recognized in Indonesian laws
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and regulations.

9, $QDO\VLYV
A. Implications of Ratification of RCEP Through Law Number 24 of 2022
Concerning the Ratification of RCEP

Law Number 24 of 2022 concerning the Ratification of the Regional
Comprehensive Economic Partnership Agreement signed by the President of the
Republic of Indonesia on September 27, 2022. This Law is designed to ratify RCEP
as a regional agreement between ASEAN countries and 5 partner countries such as
Australia, Japan, China, South Korea, and New Zealand. The purpose of the signing
of this Law is to support national economic development, one of which is by
entering into international trade agreements with trading partner countries. This
RCEP is one of the largest Mega Regional Free Trade Agreements in the world
because cumulatively this agreement represents 29.60% of the world's population;
30.27% of the world's Gross Domestic Product; 27.4% of world trade; 29.8% of the

world's Foreign Direct Investment.*'?

The ratification carried out by Indonesia also facilitates the existing Rules of
Origin such as the ASEAN Free Trade and other FTAs. The impact of Indonesia
ratifying the RCEP through Law Number 24 of 2022 concerning the Ratification of
the Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement can provide the
potential for export markets from Indonesia to participating countries by 8-11% as
well as the potential for increased investment to Indonesia by 18-22%. In addition,
the impact of the ratification is the creation of a spillover effect from the Free Trade
Agreement owned by member countries and non-member countries which can

potentially increase Indonesia's exports by 7.2%.%'?

Furthermore, ratification of the RCEP Agreement has the potential to
increase Indonesia's GDP (GDP). According to a 2019 study conducted by the
Fiscal Policy Agency, ratifying the RCEP could increase Indonesia's GDP by 0.05%

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2022 tentang Pengesahan Regional Comprehensive
Economic Partnership (RCEP)
13 Mochamad Rifki Maulana, ‘Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional
(Regional Comprehensive Economic Partnership-RCEP) Dan Pengaruhnya Untuk
Indonesia’ (2021) V Jurnal Ilmu Sosial. [119].
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from 2021 to 2023. In contrast, if it does not ratify the RCEP, Indonesia's GDP will
fall by 0.07% over the same period.”"* Increased GDP in Indonesia means increased
profits for Indonesian entrepreneurs. This is due to RCEP countries using the same
Certificate of Origin. This makes it easier for small and large businesses to export
goods, as previously a Certificate of Origin was required, which differed depending

on the country of destination.

B. Indonesia's Policy in Increasing Investment Based on RCEP

Increasing foreign capital flows, particularly FDI, is crucial for emerging
developing countries because developing countries experience rapid economic
growth but lack adequate capital. Therefore, ASEAN countries certainly need to
form economic policies that can encourage the rapid flow of foreign capital,
especially FDI. The establishment of the RCEP also contributed to an increase in
foreign capital flows. This can be seen in Law Number 23 of 2022 which explains
that the signing of RCEP cumulatively represents 29.8% of world FDI so the

ratification of this RCEP is considered to be able to attract foreign capital.

The RCEP, particularly Chapter 10, discusses investments that include the
most-favored-nation treatment clause and commitments to prohibit performance
requirements that exceed their multilateral obligations under the WTO Trade
Related Investment Measures (TRIMS) Agreement. This Chapter also includes a
Schedule of Reservations and Non-Conforming Measures which provides for the
Parties' investment commitments using the negative list approach with a standstill
and ratchet mechanism. Lastly, this Chapter provides for improved investment
facilitation provisions that also address investor aftercare, such as assistance in the
resolution of complaints and grievances that may arise. The RCEP Agreement also
includes a built-in work program on investor-state dispute settlement provisions.
Furthermore, it can be concluded that this agreement advances the concept of
equality for member countries. This is reflected in Article 10.5, which explains the

treatment of investment and includes fair and equal treatment for member countries,

24 Ipid. [122].
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as well as the legal certainty for protection and security for member countries to
take such measures as may be reasonably necessary to ensure the physical

protection and security of the investment.?'®
9,, &RQFOXVLRQ
Based on the analysis explained above, it can be conclude that:

1) The ratification of the RCEP Agreements is in accordance with Indonesian
conditions, both in terms of law and foreign policy.

2) The RCP agreement has the potential to improve Indonesia's economic conditions.
In this case, every business actor, large and small, can more easily export their
products, thereby increasing Indonesia's GDP.

3) The RCEP agreement can serve to complement other Indonesian laws and
regulations related to investment in Indonesia

4) The RCP agreement has the potential to improve Indonesia's economic conditions.
In this case, every business actor, large and small, can more easily export their

products, thereby increasing Indonesia's GDP.

Regional Comprehensive Economic Partnership (5&( 3 $JUHP HQV
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Abstract: As one of the countries with the longest coastlines in the world, Indonesia has
abundant natural resources, especially in the marine and fisheries sector. This is the main
target of irresponsible individuals who come from various countries to gain unilateral
advantages in illegal fishing. Illegal fishing by foreign vessels in Indonesian waters is not a
new social fact that must receive special attention from the government, private sector, and
Indonesian society as a whole. This is because illegal fishing cases that occur can be
categorized as Transnational Crimes because they have crossed legal boundaries and were
carried out without official permission from the Indonesian government. Illegal fishing will
have a negative impact on the marine ecological system and Indonesia's national economy.
Therefore, the position of positive law that applies to perpetrators of illegal fishing in
Indonesian waters is urgent and must be implemented strictly to provide a deterrent effect
for criminals. Through this paper, the author would like to convey how the condition of
illegal fishing that occurs in Indonesia, the strength of the existing positive law for the
perpetrators, as well as the efforts that have been made by the government in tackling
illegal fishing disputes between countries that occur in Indonesian waters.

Keywords: Illegal Fishing, Indonesian Waters Territory, Transnational Crime, Indonesian
Positive Law.

3: HP XWWWR BILWH A K LW K D2WK D YWHR RV R J H WIRBIUQ \U D IGQ
SURWBHGOWDWHKHY XOWRKVWIUKDBUH
6XCXGMLDVWXWL
Minister of Marine Affairs and Fisheries
the Republic of Indonesia 2014-2019

PART I INTRODUCTION

1.1 Background

Indonesia is one of the largest archipelagic countries in the world, with
beautiful islands that stretch from Sabang (Aceh) to Merauke (Papua). The islands
are connected by the blue ocean as a 'bridge' that regulates the effectiveness of the
mobilization of marine transportation movements between one region and another.
Geographically, Indonesia is located in a strategic area with a positive impact and
could also be a threat to the country's economic, political, and national security.

One of the positive impacts of Indonesia's position at the crossroads of world
trade is in the economic sector. Being located between two continents and two
oceans, namely the Asian Continent and the Australian Continent, as well as the
Indian and Pacific Oceans, it certainly SURYLG SRMINIOEHHLW | RUWWH (DINRO
HRFP\ R ,QERAUD 7KLY SRMINIORDQ BHVHD 1TURP \WWH DGYDRQMHY R (DMXUIDO
VAR ZKIEK DH YHY VIZEXQAQM 1Q \WWH PLQQ) DG ROPLQQI (MDMID
VARV ADMRY 2 (HR WHOW BXMBURGARNRQARP P RAWWW/LQ, QARHDLVIQWH
IVKHIVVHARU' DD \KRZ V\KDAQ , @@RAD P DIHGW SURGFHD1IWKHY R

P LARQWJIH\ HU  Z W \KHIR®Z 1Q) GAMY

2© Dewi Wuryandani dan Hilma M, ‘Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Laut
Untuk Menunjang Ketahanan Pangan’, (2011), 2 Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik.
[396].
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No Description Total Production
1 Marine Fish Power Resources 6,5 million Tons/Year
2 Public Water Fish Resources 0,9 million Tons/Year
3 Mariculture 47 million Tons/Year
4 Pond Aquaculture 5 million Tons/Year
5 Freshwater Aquaculture 5,7 million Tons/Year

On the other hand, the strength of the fisheries sector in Indonesia has succeeded in
becoming one of the sectors that is growing quickly in the midst of the Covid-19
pandemic. This can be seen from the increased export value of Indonesian fishery
products which reached USD 4.7 billion in 2020. In the January-June 2021 period,
the export value of Indonesian fishery products successfully increased to USD 2.6
billion.*"”

Another positive impact for Indonesia is in the political sector. Therefore, as
a country with one of the largest maritime powers in the world, Indonesia's political
position is also very considered with active involvement through its active
participation in international organizations related to maritime affairs such as the
International Maritime Organization (IMO), the United Nations Convention on the
Law of the Sea (UNCLOS), and the Indian Ocean Rim Association (IORA).?"® This
position shows how the existence of Indonesia in the international world is related
to maritime affairs.

The total area of Indonesia between land and sea is 7.81 million km2 with an
ocean area of 3.25 million km? and 2.01 million km? is part of the Exclusive
Economic Zone (ZEE), while the land area only reaches 2.01 million km?2"
Therefore, it is undeniable if Indonesia is quite often involved in maritime disputes
with its neighboring countries. A concrete example that Indonesia is currently
experiencing is the North Natuna Sea conflict between China and Indonesia.

In this conflict, China unilaterally claims that the North Natuna Sea is
included in the waters that are part of China's Exclusive Economic Zone (ZEE) and
claims on the map of the Nine Dash Line created by China based on the historical
belief that the South China Sea area is entirely their own with a coverage of around
80% of the South China Sea. In the international positive rules, China's claim is
certainly contradictory to Indonesia's claim of sovereignty over the ZEE and
maritime boundaries based on the United Nations Convention on the Law of the Sea
(UNCLOS) and was reaffirmed through the Permanent Court of Arbitration (PCA)

I Humas Ditjen PDSPKP ‘Peringkat Indonesia Sebagai Eksportir Produk Perikanan Dunia
Meningkat di  Masa  Pandemi’ (Kementerian  Kelautan dan  Perikanan,

2021) <https://kkp.go.id/djpdspkp/artikel/33334-peringkat-indonesia-sebagai-eksportir-pro

duk-perikanan-dunia-meningkat-di-masa-pandemi> Accessed April 18, 2023.
I8 Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, ‘Peran Aktif Indonesia di Organisasi Maritim

Internasional Dukung Kemajuan Maritim Indonesia’ (Kementerian Perhubungan Republik
Indonesia, 2017)
<https://hubla.dephub.go.id/home/post/read/4919/peran-aktif-indonesia-di-organisasi-mariti
m-internasional-dukung-kemajuan-maritim-indonesia> Accessed April 18, 2023.

219 Oki Pratama, ‘Konservasi Perairan Sebagai Upaya menjaga Potensi Kelautan dan
Perikanan Indonesia’ (Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, 2020)

<https://kkp.go.id/djprl/artikel/21045-konservasi-perairan-sebagai-upaya-menjaga-potensi-
kelautan-dan-perikanan-indonesia>Accessed April 19, 2023.
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in the settlement of the dispute between the Philippines and China over the South
China Sea area region.”?

The North Natuna Sea's abundant natural resources in its territorial waters
and fisheries are one of the main factors behind the disputes in the area. The sea's
fisheries potential was at 504,212.85 tons/year in 2011, which is roughly 50% of the
potential of the State Fisheries Management Area of the Republic of Indonesia
(WPP RI) 711 in the Natuna Sea.”?' With this in mind, it is not surprising that
various countries frequently conduct illegal fishing activities in the Natuna Sea. The
Indonesian government should enforce positive rules that apply within the Unitary
State of the Republic of Indonesia (NKRI), including the application of existing
international and national law, to address this issue. Indonesia must also continue to
expand its positive regulations to safeguard its potential in the marine and fisheries
sector. Moreover, Indonesia needs to cooperate with other countries to emphasize its
maritime power and overcome challenges in the maritime sector.

1.2 Problem Formulation
The problem formulated by the author based on the description in the

background above are as follows:

1. What is the condition of illegal fishing that occurs in the Indonesia waters
territory?

2. How is the positive legal basis applicable in Indonesia to enforcing illegal
fishing conflicts in Indonesian waters territory?

3. What is the effort that can be done by Indonesia's government to resolve illegal
fishing conflicts committed by other countries in Indonesian waters territory.

YIMF/ ¥
7 KH, QRO SRMYH®I DCEDH XMHGLQWLY HAD. DA

1. United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 which has
been ratified by Indonesia in 1986 with the validity of the legal basis of Law
No. 17 of 1985 concerning the Ratification of UNCLOS and Law No. 1 of
1996 concerning Indonesian Waters.

2. Law Number (No) 31 of 2004 concerning Fisheries

Law Number (No) 45 of 2009 concerning Amendments to Law Number (No)

31 of 2004 concerning Fisheries. This regulation regulates the management of

fish resources, fish catches, fisheries monitoring and control, and law

enforcement for violators of regulations.

4. Minister of Marine Affairs and Fisheries Regulation of the Republic of
Indonesia Number 30 of 2012 concerning Capture Fisheries Business.

5. Minister of Maritime Affairs and Fisheries Regulation of the Republic of
Indonesia Number 39 of 2019 concerning the Implementation of Port State
Provisions to Prevent, Obstruct, and Eradicate Illegal, Unreported, and
Unregulated Fishing.

98]

20 Ardila, ‘Sengketa Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Studi Kasus Klaim Cina
Atas Laut Natuna Utara)’. (2020), 1 Uti Possidetis Journal Of International Law, [362].
6HDIFD *MAD UHDOD GO 3RMIL 1DMIY . RPSVFARP

KWBV 7277 NP SO/ARP \NRDUHIG NN GOS WQD
I $ FHWHGS SUO
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PART II ANALYSIS

2.1 Illegal Fishing in Indonesia

In terms of fishery resources, Indonesia is ranked second in the world,
following China**, has extensive jurisdiction over its waters that may attract many
countries to engage in illegal fishing activities. Illegal fishing refers to fishing by
individuals or groups in violation of applicable laws and regulations, including
regional (national) and international laws.”” There are various factors that
encourage a certain group or even a country to engage in illegal fishing activities,
including the desire to obtain greater profits from an area known for its fishery
resources, as exemplified by Indonesia.

There have been numerous instances of foreign vessels engaging in illegal
fishing activities within Indonesian waters. For example, China's unilaterally claim
to the Exclusive Economic Zone (ZEE) of the North Natuna Sea due to the large
fishery potential is contrary with the decision of the United Nations Convention on
the Law of the Sea (UNCLOS) and was reaffirmed by the Permanent Court of
Arbitration (PCA). Then there was a case of illegal fishing in 2014 conducted by the
MYV Hai Fa of China with a Panamanian flag in Wanam territorial waters, Merauke
Papua. Then, the case of illegal fishing in territorial waters Tanjung Berakit, Bintan
Islands, Riau Islands in 2016 led by the Spanish vessel FV Viking Ship. The FV
Viking is also identified as an illegal fishing, unreported and unregulated fishing
(IUUF) perpetrator by the Conservation of Antarctic Wildlife (CCAMLR) and
marines listed wanted by Interpol.?**

The numerous cases mentioned above serve as compelling evidence that the
Indonesian government needs to take a strong stance in enforcing laws concerning
illegal fishing. Illegal fishing activities carried out by foreign fishermen can be
classified as a transnational crime*® because they occur in the territorial jurisdiction
of another country without proper legal authorization and cross national borders.
Moreover, if such illegal fishing activity is carried out in the waters of the Exclusive
Economic Zone (ZEE), which is 200 miles from Indonesian baseline, then Indonesia
fully has legitimate sovereignty over natural resources. If this is not carried out, it
will have a significantly negative impact on the survival of Indonesia's marine
fisheries resources. In addition, if this is left unchecked, it will bring huge losses to
Indonesia's economy. According to the Research Agency of Marine and Fisheries

222 Nabila Nur Alifah, ‘Negara Penghasil Tkan Laut Terbesar di Dunia, Siapa Juaranya?’
(GoodStats 2022)

7Q3# ~ text—Chma%ZOmen]ad1%20negara%2Openghas11%2Olkan,begpengaruh%ZOakan%
Okondisi%?20perikanan%20dunia> Accessed April 19, 2023.

22 International Affairs, NOAA Fisheries ‘Understanding Illegal, Unreported, and
Unregulated Fishing’ (NOAA FISHERIES)
<https://www.fisheries.noaa.gov/insight/understanding-illegal-unreported-and-unregulated-
fishing> Accessed April 19, 2023.

*[ssah Harruma, ‘Kasus-Kasus Illegal Fishing di Indonesia’ (Kompas.com, 2022)
<https://nasional.kompas.com/read/2022/05/19/0030003 1/kasus-kasus-illegal-fishing-di-ind
onesia> Accessed April 19, 2023.

225 Simela Victor Muhammad, ‘Illegal Fishing di Perairan Indonesia: Permasalahan dan
Upaya Penanganannya Secara Bilateral’, (2012), 3 Politica, [60].
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Human Resources (BRSDM KP) of KKP, it has been noted that the state losses due
to illegal fishing activities reach an average of 4 - 7 million tons of fishery
commodities per year. From this amount, the estimated value of economic losses
reaches USD 8.3 million or roughly 116.2 billion rupiah annually.**®

On the other hand, Indonesia cannot solely blame foreigners who conduct
illegal fishing activities in Indonesia. This happens because Indonesia is currently
still focusing on managing natural resources in the land area only. So that the big
results that can be obtained through optimizing the management of marine
resources, especially fisheries, are in vain. Further examination of Article 29 section
(2) of Law Number 31 of 2004 concerning Fisheries, reveals a critical loophole that
contributes to the rampant illegal fishing within Indonesian waters territory. The
Article explains that foreign persons or legal entities can enter the Indonesian
Exclusive Economic Zone (ZEE) to conduct fishing business based on international
agreements or applicable international law provisions.””’ This condition is an
opportunity to encourage other countries or fishermen to exploit fishery resources in
Indonesia. In addition, the government also pays less attention to the conditions of
the community, especially local fishermen, local infrastructure, life insurance
coverage, and damage to existing vessels.”® This situation is a great opportunity for
foreign vessels to exploit the wealth of Indonesia's marine resources even in an
illegal way.

2.2 Positive Law of Illegal Fishing between Countries in the Indonesian Waters
Territory

‘Fiat Justitia Ruat Caelum’, which means that justice should always be
served even if the sky will fall. As a state of law, Indonesia surely has a clear,
definite, and firm legal basis in answering every public need for the creation of
justice for an offense committed by a person or a certain group. In the context of
law, the positive rules for every perpetrator of illegal fishing in Indonesian territory
are clearly and definitively stated in the results of International Conventions, Laws
and Regulations of the Republic of Indonesia, Government Regulations, and
relevant Ministerial Regulations.

The 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) is
the tangible result of an international convention that has been ratified by the
Indonesian state with the legal basis of Law Number 17 of 1985 concerning the
Ratification of UNCLOS and Law Number 1 of 1996 concerning Indonesian
Waters. Specifically, Articles 56 and 57 of UNCLOS 1982 explicitly stipulate that
Indonesia has sovereign rights over inland waters and territorial waters measured
from the baseline which cannot exceed 12 nautical miles. The baseline for
measuring other sea zones is also taken from the same baseline used to measure

226 M Ambari, ‘Masih Terjadi, Ini Dampak Negatif dari Praktek ITUU Fishing’ (Mongabay,
2020)
<https://www.mongabay.co.id/2020/03/12/masih-terjadi-ini-dampak-negatif-dari-
u-fishing/> Accessed April 19, 2023.

227 Lihat dalam pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang
Perikanan, LN. 2004/ No. 118, TLN NO. 4433.

228 Duradin, ‘Kebijakan Pemerintah di Bidang Perikanan untuk Pelestarian Lingkungan
Hidup dan Kesejahteraan Nelayan’, (2017), 2 Syntax Literate, Jurnal Ilmiah Indonesia,

raktik-iu
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inland waters. It is clear that Indonesia obtained full sovereignty over the Natuna
Sea area from China's unilateral claim on the historical basis that Chinese fishermen
have long been active in the area. This Chinese claim has no definite legal basis, is
unilateral, and has never been recognized by the results of UNCLOS 1982.
Therefore, in overcoming this, Indonesia has sought diplomatic channels through
bilateral relations with the Chinese government to resolve this issue peacefully.
When viewed from the perspective of criminal law, what China has done to
Indonesian territorial waters where the Natuna Sea 1s an Exclusive Economic Zone
(ZEE) can be criminalized because it has violated Indonesia's territorial principle as
stated in Article 2 of the Old Criminal Code (KUHP) and listed in Law No. 1 of
2023 Article 4 concerning Territorial Principles. This principle explains that every
criminal can be punished by the court in the jurisdiction where the act was
committed, even if the criminal comes from a different jurisdiction. This principle
does not only apply to China, but to all foreign countries that commit criminal acts
within the sovereign territory of the Republic of Indonesia will be dealt with upright
with Indonesian jurisdiction.

Illegal Fishing activities within Indonesian waters territory have clearly
violated Article 85 section (1) and (2) of Law Number 45 of 2009 concerning
Amendments to Law Number 31 of 2004 concerning Fisheries.”” In this article, it
has been explained that anyone who deliberately catches fish in Indonesian waters
without a legal permit and violates other legal requirements will be punished with a
maximum imprisonment of 5 years and/or a maximum fine of 2 billion rupiah.
Apart from imprisonment and fines, the perpetrators of illegal fishing can be
punished with administrative sanctions as stated in the provisions of Article 96
section (1) and (2) of Law Number 45 of 2009 concerning Amendments to Law
Number 31 of 2044 concerning Fisheries.**° By revoking fisheries business licenses
and/or revoking fisheries registration marks for perpetrators of illegal fishing.

The perpetrators of illegal fishing activities, especially those carried out by
foreign vessels, also violated the regulations as stated in Article 86 of the Ministerial
Regulation of Maritime Affairs and Fisheries Number 30 of 2012 concerning
Capture Fisheries Business in the State Fisheries Management Area of the Republic
of Indonesia.”' This article specifically requires that any foreign fishing vessel
operating in Indonesian waters must possess operating and fishing licenses,
including a fishing license (SIPI), fish carrier license (SIKPI), letter of operation
(SLO), and sailing approval letter (SPB). If this is not observed by incoming foreign
vessels, the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries has the authority to conduct
document checks and reject vessels that do not comply with the requirements.

If there are any foreign vessels that want to do fishing in Indonesian waters
territory, then there are conditions that must be considered in carrying out these
activities. Based on Articles 8-10 of the Ministerial Regulation of the Minister of
Maritime Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia Number 39 of 2019
concerning the Implementation of Port State Provisions to Prevent, Obstruct, and

AR IKDAGDDP SDOD DDV GO 8QEDY 8QEY 1RPRU 700 WO

SHOXEXDQSIVE DY) 8 QDY) 1RPRU  70KXQ  \MOBKY 3HINDQQ / 1 1R
7/112

20 Ibid, pasal 96 ayat (1) dan (2)

21 Lihat dalam pasal 86 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 tahun 2012

tentang Usaha Perikanan Tangkap.
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Eradicate Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing®”. It can be concluded that
foreign vessels must obtain official permission and legal status for port entry
applications submitted in writing to the Port State Measures (PSM) Authority
Secretariat. Then, referring to the same regulation in Article 7 section (4), the PSM
Authority has the power to verify Foreign Vessel identification documents and
information regarding the owner of the Foreign Vessel, verify the flags and marks of
foreign vessels, verify fishing licenses and fishing-related activities, and check the
suitability of fishing gear on foreign vessels. The purpose of these measures is to
ensure that the equipment used in fishing activities is not harmful to the
environment and to guarantee that foreign vessels do not interfere with the
sovereignty of Indonesian territory, while also being responsible for the safety of the
ship and crew.

2.3 The Efforts to Resolve Illegal Fishing Conflicts between Countries in
Indonesian Waters Territory

The law enforcement over Indonesia's territorial sovereignty, which includes
territorial waters and fisheries resources, must be carried out firmly and tangibly.
Quite a lot of efforts have been made by the government in handling illegal fishing
disputes in Indonesian waters. Starting from drowning and bombing foreign vessels
that conduct illegal fishing activities. These efforts can be carried out because it
does not contradict the provisions listed in Article 73 section (3) UNCLOS 1982.%*
In this provision, what is protected in bombing a ship is the subject, which is the
human, not the ship (means of transportation or infrastructure) where humans are
fined or deported without being given imprisonment. Meanwhile, the ship can be
confiscated or drowned with applicable legal procedures. This approach can
effectively serve as a deterrent to those who engage in illegal fishing activities
within Indonesian waters without official permission, helping to prevent repeat
offenses in the future.

Another approach to address the issue of illegal fishing in Indonesian waters
territory, particularly within the Exclusive Economic Zone (ZEE), is to pursue
international diplomacy related to fishery resource sovereignty. Indonesia can
strengthen cooperation with other countries in the region, especially those that also
have illegal fishing problems. This cooperation can lead to joint patrols and strict
monitoring in waters targeted by illegal fishing. Through international diplomacy
efforts, Indonesia can engage in intensive negotiations with other governments, with
the goal of encouraging their citizens to refrain from engaging in illegal fishing
activities.

Moving forward, it is expected for the government to enhance national
awareness and encourage active participation from the community and private
sector in monitoring and preventing illegal fishing activities in Indonesian waters In
fact, the threat that occurs to one island or one region in the context of Illegal
Fishing is essentially a threat to the whole nation and state, so this can be an

22 Lihat dalam pasal 8-10 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia
Nomor 39 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Ketentuan Negara Pelabuhan untuk Mencegabh,
Menghalangi, dan Memberantas Penangkapan lkan Secara llegal, Tidak Dilaporkan, dan
Tidak Diatur.

233 Lihat dalam Article 73 (3) United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)
1982.
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encouragement in efforts to eradicate foreign fishing vessels for the integrity and
prosperity of the Indonesian nation. The Indonesian government must also be aware
of being able to manage the results of Indonesia's fisheries resources optimally.
Therefore, the fulfillment of the needs of ships and advanced tools must be pursued
in order to realize a country with the best quality fish producers in the world.

PART III CLOSING
3.1 Conclusion

Based on the descriptions above, we can conclude that illegal fishing
activities between nations in Indonesian waters territory is a transnational
criminal act committed by catching fish illegally without any official permission
from the government and using dangerous equipment that can damage the
sustainability of Indonesia's marine ecological system. Several factors that
contribute to the occurrence of illegal fishing, including Indonesia's reputation
as a rich country in fishery resources, which attracts the attention of other
countries seeking to profit from illegal fishing practices. The impacts of illegal
fishing are not limited to environmental damage but also negatively affect the
country's national economy.

As a country of law, Indonesia must take a resolute stance and enforce all
relevant regulations concerning illegal fishing activities perpetrated by other
nations in its waters. Effective law enforcement in tackling such illegal activities
should be accompanied by adequate budgetary support and the provision of
necessary facilities, including the upgrade of advanced tools, ships that can
match the capabilities of illegal fishing perpetrators, and detection systems that
can monitor the entry of foreign vessels into Indonesian waters. These measures
will enable the fisheries resource supervisors to monitor all parts of Indonesia's
marine territory effectively.

In essence, with the combination of international diplomatic cooperation and
peace talks, every positive legal basis in Indonesia related to the handling of
illegal fishing conflicts that occur between countries in Indonesian waters
territory must be reinforced by the implementation of its punishment for
perpetrators. Especially if this activity occurs within Indonesia's Exclusive
Economic Zone (ZEE). The government must remain responsive and vigilant in
monitoring the enforcement of every existing law and regulation in Indonesia,
as the law is a dynamic product that needs to adapt to changing times and
human needs in the future.
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ABSTRAK

Kegiatan [llegal Fishing masih terus terjadi di wilayah maritim Indonesia dan
menimbulkan kerugian bagi Indonesia. Hal ini terus terjadi karena kawasan
maritim Indonesia sangat kaya akan sumber daya kelautan. Praktek /llegal Fishing
yang terjadi di wilayah maritim Indonesia meliputi penangkapan ikan tanpa
memiliki izin penangkapan sehingga menggunakan izin penangkapan palsu,
penggunaan alat tangkap ikan dengan peralatan dilarang, dan penangkapan jenis
atau spesies ikan yang dilarang. Salah satu kawasan maritim yang paling rawan
terhadap ancaman [llegal Fishing adalah Laut Natuna Utara dan salah satu
sengketa wilayah maritim yang dihadapi Indonesia adalah sengketa terkait
wilayah perbatasan ZEE dengan Vietnam di Laut Natuna Utara. Meskipun
Indonesia dan Vietnam telah melakukan perundingan secara intensif, masih
terdapat hambatan-hambatan dalam menemukan titik terang karena perspektif
hukum sepihak dari kedua negara. Dengan demikian, terus terjadi tumpang tindih
antara dasar hukum yang dimiliki oleh Indonesia dan Vietnam. Penulisan ini
bertujuan untuk mengetahui bagaimana kesepakatan penetapan batas maritim
antara Indonesia dan Vietnam, bagaimana perspektif hukum Indonesia dalam
menghadapi sengketa ini, serta bagaimana eksistensi penegakan hukum sebagai
upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dan solusi yang ditawarkan dari
hukum internasional. Dalam penulisan ini, metode yang digunakan ialah metode
hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan,
pendekatan perbandingan dengan hukum internasional, serta didukung oleh data
sekunder berupa hasil riset dari Kementerian Kelautan dan Perikanan dan
Indonesia Ocean Justice Initiative (10JI). Penulisan ini berupaya memberikan
penjelasan terkait penegakan hukum dalam batas ZEE antara Indonesia dan
Vietnam di Laut Natuna Utara dan untuk mencegah kegiatan lllegal Fishing yang

terjadi di wilayah tersebut.

Kata Kunci: Perspektif Hukum, Indonesia, Vietnam, lllegal Fishing, Zona
Ekonomi Eksklusif, Laut Natuna Utara.
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BAB1I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan di dunia yang
memiliki wilayah perairan yang sangat luas dan kaya akan sumber daya kelautan.
Indonesia diperkirakan memiliki luas wilayah perairan sekitar 5,8 juta km? (75%
dari total wilayah Indonesia) yang terdiri dari 0,3 juta km? perairan laut teritorial;
2,8 juta km® perairan laut nusantara; dan 2,7 juta km? laut Zona Ekonomi
Eksklusif Indonesia (ZEEI).*** Luas wilayah perairan yang dimiliki Indonesia
tentunya menawarkan potensi sumber daya perikanan yang cukup besar.
Meskipun demikian, seringkali Indonesia dihadapkan dengan praktik
penangkapan ikan secara ilegal oleh negara-negara lain. Selain itu, kesempatan
untuk memanfaatkan potensi sumber daya perikanan Indonesia juga masih terbuka
lebar sehingga menjadi daya tarik bagi kapal asing karena potensi lestari di
Indonesia belum dimanfaatkan secara optimal. Ikan laut di Indonesia mencapai
37% dari spesies ikan di dunia dan potensi lestarinya diperkirakan sudah mencapai
12,54 juta ton per tahun yang tersebar dalam perairan Zona Ekonomi Eksklusif
Indonesia (ZEEI) dan perairan wilayah Indonesia.”*® Oleh karena itu, praktek
lllegal Fishing di kawasan perairan Indonesia terus terjadi.

Pada tahun 2021, terdapat 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan
(WPP-NRI) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia bahwa Jumlah
Tangkapan yang Diperbolehkan (JTB) adalah sebesar 10,03 juta ton per tahun atau
sekitar 80% dari potensi lestari. Akan tetapi, potensi lestari yang baru
dimanfaatkan hanya sebesar 6,98 juta ton per tahun atau sekitar 65,59% dari

JTB.?® Berangkat dari tahun 2022, Nilai Tukar Nelayan (NTN) mengalami

2% Simela Victor Muhamad, ‘Illegal Fishing di Perairan Indonesia: Permasalahan dan Upaya
Penanganannya Secara Bilateral di Kawasan’ (2012), III Politica.

25 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 50 Tahun 2017 tentang Estimasi Potensi, Jumlah
Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya lkan di Wilayah Pengelolaan
Perikanan Negara Republik Indonesia.

26 Kementerian Kelautan dan Perikanan, ‘Bahan Paparan: Kebijakan Pembangunan Kelautan dan
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fluktuasi. Penyebab fluktuasi ini adalah indeks harga yang mengalami penurunan
yang diterima oleh nelayan, khususnya dalam penangkapan laut. NTN mengalami
peningkatan pada bulan Januari hingga Februari, tetapi mengalami penurunan dari
bulan Februari ke bulan Maret. Kenaikan yang dialami mencapai 0,13% dan
penurunan yang dialami mencapai 0,66% penurunan.”’ Secara keseluruhan, harga
ikan hasil budidaya di perairan umum dan hasil tangkapan laut sangat berdampak
pada performa NTN, sehingga diperlukan kesiapsiagaan terhadap fluktuasi harga
yang ekstrim agar NTN tidak mengalami penurunan drastis karena capaian NTN
nantinya akan memberikan dampak untuk kualitas dan kuantitas perekonomian
daerah dan negara. Salah satu faktor terjadinya fluktuasi NTN adalah kegiatan
lllegal Fishing yang masih marak terjadi di wilayah maritim Indonesia. Berikut
merupakan grafik perolehan dan perubahan komponen data perkembangan

komponen NTN dari Januari 2019 hingga Maret 2022.
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Gambar 1.1 Perkembangan Komponen Nilai Tukar Nelayan, Januari
2019 hingga Maret 2022
(sumber: KKP)
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Gambar 1.2 Perubahan Komponen Nilai Tukar Nelayan, Januari 2019
hingga Maret 2022

(sumber: KKP)

Dalam rangka memajukan target di bidang perikanan dan kelautan,
Kementerian Kelautan dan Perikanan menargetkan Produk Domestik Bruto (PDB)
perikanan untuk tumbuh 4-6% di tahun 2023 ini.”*® Peningkatan ekspor hasil
perikanan, peningkatan angka konsumsi ikan, Nilai Tukar Nelayan (NTN), luas
kawasan konservasi, serta kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan juga
turut menjadi indikator utama untuk mencapai target tersebut. Khususnya untuk
NTN, targetnya adalah mencapai angka 107. Target yang telah ditetapkan tersebut
bukanlah hal yang mudah untuk tercapai hanya dengan melakukan penangkapan
ikan yang dilanjutkan dengan pemanfaatan dan pengelolaan perairan dengan baik.
Kegiatan penangkapan ikan di perairan Indonesia yang sangat luas membutuhkan
pengawasan yang tinggi karena lllegal Fishing akan terus terjadi walaupun hanya
timbul sedikit kelengahan. Hal ini disebabkan pada fakta yang mana masih banyak
negara asing, khususnya negara yang berbatasan dengan Indonesia yang terlibat
dalam melakukan Illegal Fishing di wilayah perairan Indonesia dan batas ZEE
Indonesia. Hasil-hasil tangkapan ikan secara ilegal tersebut dilakukan tanpa
melalui prosedur pemeriksaan dan bersifat melanggar hukum sehingga sangat
berdampak pada kerugian pendapatan bagi pemerintah daerah maupun pusat yang
menyebabkan kerugian keuangan negara juga. lllegal Fishing di perairan Natuna
Utara, yaitu salah satu perairan bagian terluar di wilayah Indonesia kerap kali
terjadi. Hal ini terjadi karena perairan ini berbatasan dan berdekatan dengan
beberapa negara lain, seperti Vietnam, Malaysia, dan Singapura.

Berdasarkan praktik lllegal Unreported Unregulated (IUU) Fishing
yang menggunakan data Automatic Identification Systems (AlIS) dan citra satelit
European Space Agency (ESA) Sentinel-2, diduga kuat bahwa kapal asing yang

berasal dari Vietnam merupakan kapal asing terbanyak yang melakukan

238 Kementerian Kelautan dan Perikanan, ‘KKP Targetkan PDB Perikanan Tumbuh 4-6% di Tahun 2023’,
Siaran PERS Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor: SP.567/SJ.5/VI11/2022 (KKP 2022).
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penangkapan ikan secara ilegal di Laut Natuna Utara.”® Berikut merupakan grafik
jumlah kapal asing yang ditenggelamkan di Laut Natuna Utara periode 2021-2022
dan grafik batang pada Gambar 1.4 menunjukkan hasil pendeteksian jumlah

kapal Vietnam yang berada di Laut Natuna Utara periode 2021-2022.
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Gambar 1.3 Jumlah kapal asing ditenggelamkan di Laut Natuna Utara
2021-2022
(sumber: KKP)
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hal-hal lainnya yang relevan untuk menilai terjadinya dugaan pelanggaran terhadap kedaulatan dan hak
berdaulat Indonesia dilakukan dengan menggunakan teknologi analisis berupa Automatic Identification
System (AIS) dan European Space Agency (ESA).dan European Space Agency (ESA).
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Gambar 1.4 Jumlah kapal ikan Vietnam di Laut Natuna Utara 2021-2022

(sumber: 10JT)

Melalui United Nations Convention on The Law of The Sea
(UNCLOS) 1982, Indonesia dan Vietnam telah menyepakati batas Zona Ekonomi
Eksklusif (ZEE) masing-masing di wilayah Laut Natuna Utara. Sebelumnya,
kedua negara tersebut telah menandatangani kesepakatan untuk memperkuat batas
maritim wilayah kontinental kedua negara pada 26 Juni 2003 di Hanoi, yang mulai
berlaku pada 2007. Akan tetapi, Illegal Fishing yang masih terus terjadi
membuktikan bahwa Laut Natuna Utara belum dapat disebut lautan yang damai,
stabil, serta sesuai dengan hukum internasional dan United Nations UNCLOS
1982. Pihak-pihak yang berwenang seperti Kepolisian Republik Indonesia
(POLRI), Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (BAKAMLA RI), beserta
dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menindaklanjuti hal ini
dengan melakukan penangkapan dan penenggelaman kapal-kapal asing tersebut.
Namun, jumlah keseluruhan kapal ikan asing di Laut Natuna Utara tidak
sebanding atau masih cukup tinggi dibandingkan dengan jumlah kapal yang telah
ditangkap dan ditindaklanjuti. Grafik pada Gambar 1.3 telah menunjukkan
jumlah kapal ikan yang ditenggelamkan dan dimusnahkan berdasarkan putusan
pengadilan yang bersifat inkracht.

Dengan penguraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk
mengangkat tema tulisan ‘“Penegakan Hukum Sengketa Illegal Fishing di Laut
Natuna Dalam Batas Zona Ekonomi Eksklusif Antara Republik Indonesia dan
Vietnam dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia.” Permasalahan ini
mengandung unsur urgensi karena memiliki dampak besar baik dalam aspek
perekonomian, hubungan internasional, serta keamanan dan pertahanan negara.
Penyajian dalam tulisan ini secara umum memuat mengenai pengaturan mengenai
ZEE di Indonesia baik secara nasional maupun internasional, kesepakatan ZEE
antara Indonesia dan Vietnam, fakta aktivitas /l/legal Fishing di Indonesia, akibat

hukum yang dialami dan penegakan hukumnya, serta rekomendasi untuk
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pemerintah Indonesia terkait pengaturan hukum untuk sengketa //legal Fishing di
Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah
Melalui uraian latar belakang di atas, beberapa rumusan masalah adalah sebagai
berikut:

1. Bagaimana latar belakang dan kesepakatan terkait pengaturan Zona
Ekonomi Eksklusif (ZEE) antara Indonesia dan Vietnam di Laut Natuna
Utara?

2. Bagaimana argumentasi dan perspektif hukum positif Indonesia dalam
sengketa lllegal Fishing yang dilakukan Vietnam di Laut Natuna Utara?

3. Bagaimana akibat hukum dan eksistensi upaya penegakan hukum yang
dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dan hukum internasional dalam
penyelesaian sengketa Illegal Fishing yang dilakukan Vietnam di Laut

Natuna Utara?

1.3 Dasar Hukum

1. United Nations Convention on The Law of The Sea (“UNCLOS”);

2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (“UUD NRI 1945”);

3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (“UU
Perikanan”);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (“UU
Perairan Indonesia”);

5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (“UU
Pelayaran”);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif
Indonesia (“UU ZEEI”);

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54 Tahun 2020 tentang
Izin Lokasi, Izin Pengelolaan, dan Izin Lokasi di Laut (“Permen 54/2020”);

8. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 37 Tahun 2017 tentang
Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas
Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal (“Permen 37/2017”);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2002 tentang
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Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan (“PP
38/2002”);

10. Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas
Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal (“Perpres 115/2015”)
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BAB 11
ANALISIS

2.1 Hasil Analisis
2.1.1 Latar Belakang dan Pengaturan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)

antara Indonesia dan Vietnam di Laut Natuna Utara

Pasal 1 angka (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia menyatakan bahwa
Indonesia berkeinginan untuk menjadi sebuah negara maritim yang
berdaulat, maju, mandiri, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi
keamanan dan perdamaian kawasan dan dunia sesuai dengan kepentingan
nasional.”*” Laut Natuna Utara merupakan bagian dari perairan Indonesia
yang mempunyai sumber daya alam melimpah, mulai dari minyak, gas,
serta sumber daya ikan. Laut ini juga mendapatkan sebutan sebagai Sea
Lines of Trade (SLOT) dan Sea Lines of Communication (SLOC). Terdapat
sepuluh negara yang berbatasan dengan laut ini, yakni Tiongkok, Brunei
Darussalam, Indonesia, Kamboja, Malaysia, Singapura, Filipina, Taiwan,
Thailand, dan Vietnam.**' Hal tersebut kerap kali mengakibatkan adanya
sengketa wilayah maritim yang terjadi di Zona Ekonomi Eksklusif
(selanjutnya ditulis ZEE) di Indonesia dengan negara-negara lain,
khususnya Vietnam terkait dengan hak kepemilikan untuk Laut Natuna
Utara tersebut. Indonesia mulai terlibat dalam perkembangan konflik atas
kepemilikan laut ini sejak tahun 2010 pada saat China mengklaim wilayah
Laut Natuna Utara dengan landasan bahwa wilayah tersebut adalah basis
zona tangkap tradisionalnya (Traditional Fishing Zone).*** Indonesia
tentunya tetap mempertahankan wilayahnya dengan landasan bahwa

wilayah tersebut terdapat di ZEE milik Indonesia. Kemudian, berbagai

240 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia,
Pasal 1 ayat (2).

2! Clive Schofield, ‘Untangling a Complex Web: Understanding Competing Maritime Claims in the South
China Sea in Ian Storey and Cheng-Yi Lin, The South China Sea Dispute: Navigating Diplomatic and
Strategic Tensions’ (2016), Singapore: ISEAS Yusof Ishak Institute.

2 Vinsensio Dugis, Teori Hubungan Internasional: Perspektif-perspektif Klasik (Cakra Studi Global
Strategis 2016).[97].
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macam insiden pelanggaran hukum, khususnya Illegal Unreported, and
Unregulated Fishing (IUU) Fishing dari kapal-kapal asing di wilayah
maritim terusterjadi dan memberikan dampak negatif untuk wilayah
perairan Indonesia seiring berjalannya waktu.

Indonesia dan Vietnam merupakan negara yang dapat dikatakan
sebagai Regional Power (Second Order State), yaitu negara yang memiliki
keterbatasan pengaruh terhadap regional kawasannya.’** Berbeda dengan
Major Power (First Order State), yaitu negara yang dapat memberikan
pengaruh lebih luas dari regional wilayahnya karena memiliki kapasitas
dan ambisi yang lebih tinggi, contohnya adalah negara China dan Amerika
Serikat. Dengan keterbatasan wilayah yang dimiliki, Indonesia dan
Vietnam merasa harus lebih mempertahankan wilayah yang dimilikinya
karena kecenderungan direbut oleh negara asing lainnya. Merujuk pada
keterbatasan ~ wilayah tersebut, Indonesia dan Vietnam terus
mempertahankan wilayahnya terhadap Laut Natuna Utara sehingga
menyebabkan sering terjadinya konflik perbatasan. Konflik antara
Indonesia dengan Vietnam selaku anggota Association of Southeast Asian
Nations (ASEAN) dan termasuk negara yang telah meratifikasi UNCLOS
telah berlangsung sejak tahun 1963 ketika ketegangan dimulai di wilayah
maritim Kalimantan Utara yang belum memiliki batas maritim dengan
peraturan yang ditetapkan dan mengikat secara internasional ***

Salah satu konflik perbatasan wilayah maritim yang dialami oleh
Indonesia dan Vietnam adalah insiden yang terjadi pada tanggal 29 April
2019, di mana dua kapal pengawas milik Vietham memasuki wilayah ZEE
Indonesia di Laut Natuna Utara. Dalam kejadian itu, kapal Vietnam tidak
hanya memasuki, tetapi juga menabrak lambung Kapal Republik Indonesia
(KRI) milik TNI-AL yang awalnya sedang melakukan pengawasan dan
pengamanan mengusir kapal Vietnam untuk keluar dari wilayah ZEE
Indonesia. Konflik ini hanyalah salah satu contoh dari sejumlah konflik

yang terjadi antara kedua negara ini. Melalui laporan catatan Kementerian

3 Saul Bernard Cohen, ‘Geopolitics: The Geography of International Relations: Third Editions (Rowman
& Littlefield 2015).[2].

2% Dita Millenia, dkk ‘Resolusi Konflik Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan Vietnam dalam
Pengamanan Sumber Daya Maritim Natuna Utara’ (2022), I Bullet.
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Kelautan dan Perikanan, sepanjang periode Januari-Oktober 2021,
sebanyak 25 kapal berbendera Vietnam ditangkap dalam kasus Illegal
Fishing di Indonesia. Dalam perspektif Indonesia, kehadiran kapal-kapal
Vietnam merupakan upaya pelanggaran hukum /llegal Fishing, sedangkan
dalam perspektif Vietnam, mereka beralasan bahwa mereka jelas-jelas
hanya mencari ikan di wilayahnya.

Melalui pengaturan ZEE yang terdapat dalam Pasal 57-58
UNCLOS, batas wilayah yang diukur dari pangkalan laut sebuah negara
adalah 200 mil dan negara yang mempunyai wilayah tersebut memiliki hak
untuk semua kekayaan alam yang ada di dalamnya. Indonesia telah
meratifikasi UNCLOS 1982 tersebut dengan Undang-Undang Nomor 17
Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS (selanjutnya ditulis UU
Pengesahan UNCLOS) yang mana Indonesia mempunyai hak berdaulat
(sovereign rights) dalam pemanfaatan, konservasi, dan pengelolaan sumber
daya ikan di ZEEI berdasarkan persyaratan dan standar internasional yang
berlaku. Hal ini selaras dengan pengaturan hukum di Indonesia, yaitu Pasal
4 UU ZEEI yang juga mengatur bahwa Indonesia mempunyai hak untuk
mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya yang berada di kawasan
ZEE wilayahnya.?* Berdasarkan Pasal 19 UNCLOS, di dalam zona ini
juga diatur bahwa negara yang memiliki hak berdaulat tersebut tetap
memberikan kebebasan untuk kapal-kapal yang melintas secara damai
(freedom of ship).

Akan tetapi, meskipun telah ditetapkan peraturan- peraturan
tersebut, konflik antara Indonesia dan Vietnam masih terus berlangsung
dan Indonesia menganggap bahwa yang dilakukan kapal-kapal Vietnam
bukanlah melintas secara damai, melainkan melakukan aktivitas l/legal
Fishing. Meskipun ZEE telah diatur melalui hukum internasional dan
nasional, Indonesia dan Vietnam memiliki prinsip dan metode yang
berbeda dalam delimitasi ZEE mereka. Indonesia menggunakan prinsip
jarak murni (equidistance), sedangkan Vietnam menggunakan prinsip batas

maritim (a single maritime boundary). Ditambah lagi, pengaturan

5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Pasal 4.
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UNCLOS dalam penarikan garis ZEE sejauh 200 mil laut akan
mengakibatkan tumpang tindih (overlapping) bagi wilayah ZEE Indonesia
dan ZEE Vietnam karena terdapat perbedaan dalam cara menarik garis
pangkal untuk menentukan ZEE Indonesia dan Vietnam karena ciri khas
masing-masing negara. Penentuan garis pangkal dari setiap negara diatur
dalam UNCLOS menyebutkan terdapat tiga cara penarikan garis pangkal,
yaitu pada Pasal 5 dan 6 UNCLOS, diatur penarikan garis pangkal biasa,
kemudian pada Pasal 7 UNCLOS, diatur penarikan garis pangkal lurus,
dan pada Pasal 46 hingga Pasal 54 UNCLOS, diatur penarikan garis
pangkal kepulauan. Penarikan garis pangkal tersebut disesuaikan dengan
kepentingan negara yang bersangkutan karena perbedaan karakteristik
geografis setiap negara.

Dalam penerapan garis pangkal, Vietnam menerapkan garis
pangkal lurus, sedangkan Indonesia secara garis besar menerapkan garis
pangkal kepulauan. Garis Pangkal Lurus Kepulauan di Indonesia
diterapkan untuk perairan yang terletak di perairan kepulauan dan perairan
yang terletak pada sisi luar garis pangkal lurus kepulauan tersebut adalah
laut Teritorial. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 38 Tahun 2002 Pasal 3. Kemudian, jika geografis pantai
suatu pulau terluar menunjukkan bentuk yang normal dan merupakan
perairan pedalaman dan perairan yang terletak pada sisi luar garis pangkal
biasa tersebut adalah laut teritorial, dapat menerapkan Garis Pangkal Biasa.
Hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
38 Tahun 2002 Pasal 4. Selanjutnya, jika pantai terdapat lekukan yang
tajam dan merupakan perairan pedalaman dan perairan yang terletak pada
sisi luar garis pangkal lurus tersebut adalah laut teritorial, dapat
menerapkan Garis Pangkal Lurus. Hal tersebut diatur dalam Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2002 Pasal 5.

Kemudian dalam perspektif batas ZEE Vietnam pada Laut
Natuna, Vietnam memasukan Pulau Phu Quoc masuk kedalam wilayah
yang berada kira-kira 80 mil laut dari garis batas darat antara Kamboja dan

Vietnam, dan hal tersebut menyebabkan tumpang tindih dengan ZEE
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Indonesia yang berada di sebelah utara Pulau Natuna karena Vietnam terus
berusaha memasukkan pulau-pulau yang jaraknya sangat jauh dari titik
pangkal.**® Perbedaan perspektif dan kepentingan antara Indonesia dan
Vietnam akhirnya terus berlanjut hingga 12 tahun di mana Indonesia
menginginkan dasar dari garis batas ZEE adalah berdasarkan UNCLOS
1982, sedangkan Vietnam menginginkan berdasarkan garis batas landas
kontinen. Meskipun dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut
Indonesia dan Vietnam belum mencapai titik terang, hubungan bilateral
antara Indonesia dan Vietnam terbilang tetap terlaksana dengan baik
dikarenakan berhasil menyepakati dan menandatangani Perjanjian batas
Landas Kontinen RI-Vietnam dan Indonesia meratifikasinya dengan
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pengesahan Persetujuan
antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis
Vietnam tentang Penetapan Batas Landas Kontinen, 2003 (Agreement
Between The Government of the Republic of Indonesia and The
Government of the Socialist Republic of Vietham Concerning The
Delimitation of the Continental Shelf Boundary, 2003). Alhasil, setelah
sekian tahun tidak menemukan titik terang, pada tanggal 22 Desember
2012 telah disepakati ZEE Indonesia dan Vietnam dalam pertemuan
bilateral antara presiden kedua negara berdasarkan yang berdasarkan
UNCLOS 1982 dan menargetkan peningkatan kerja sama yang baik dalam

kerja sama dalam sektor perikanan dan penanganan lllegal Fishing.

2.1.2 Argumentasi dan Perspektif Hukum Positif Indonesia dalam Sengketa
, O O H 1 ¥ Rikaggldilakukan Vietnam di Laut Natuna Utara

Berdasarkan Pasal 33 UUD NRI 1945, dikatakan bahwa, “Bumi

dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah

pokok-pokok kemakmuran rakyat.”*’ Dalam pasal ini juga tercantum

sebuah dasar ekonomi dan produksi dalam negara adalah dikerjakan oleh

semua, di bawah pimpinan anggota-anggota masyarakat. Artinya, bukan

26 Mangisi Simanjuntak, Konvensi PBB 1982 tentang Hukum Laut, Makna dan Manfaatnya bagi Bangsa

Indonesia (Mitra Wacana Media 2018).[90].
#7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33.
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kemakmuran seorang saja yang merupakan prioritas, tetapi kemakmuran
seluruh masyarakat. Namun, kemakmuran masyarakat tidak akan secara
penuh terjamin jika hak tersebut masih direbut oleh pihak lain. Kekayaan
alam yang dimaksud dalam Pasal 33 tentunya memuat kekayaan alam yang
ada di lautan juga. Oleh karena itu, Indonesia ikut berkontribusi dan
mengambil bagian untuk meratifikasi UNCLOS 1982 sebagai
perlindungan hukum internasional atas bagian dari wilayah perairannya
dan sumber daya yang ada di dalamnya. Selain meratifikasi UNCLOS
1982 dengan UU Pengesahan UNCLOS, adanya peraturan-peraturan
positif di Indonesia seperti Perikanan, UU Kelautan, UU ZEEI, UU
Pelayaran, UU Perairan Indonesia, serta Peraturan Presiden dan Peraturan
Menteri sekiranya diharapkan dapat menjadi langkah preventif dan sebagai
solusi terhadap sektor perikanan di Indonesia, yang meliputi ketersediaan
sumber daya ikan, perkembangan pengelolaan perikanan, dan kelestarian
lingkungan sumber daya ikan agar aman, efektif, efisien, dan modern.
Setiap negara memiliki tujuan dalam mencapai, memperjuangkan,
merealisasikan, dan mempertahankan kepentingan nasionalnya dalam

konteks hubungan internasional.**

Menurut Nuechterlein, kepentingan
nasional suatu negara dibagi menjadi 4 (empat) kategori, yaitu kepentingan
pertahanan, kepentingan ekonomi, kepentingan tatanan dunia, dan
kepentingan ideologi.”* Berdasarkan kategori-kategori tersebut, dalam
konteks Laut Natuna Utara, Indonesia memiliki ketiga kategori
kepentingan nasional tersebut. Pertama, Indonesia memiliki kepentingan
pertahanan terkait dengan kedaulatan wilayah. Kedua, Indonesia memiliki
kepentingan ekonomi terkait dengan pengelolaan, pemanfaatan sumber
daya alam di ZEE, dan hak-hak untuk berdaulat atasnya, karena Laut
Natuna Utara kaya akan jenis ikan dan biota laut lainnya. Terakhir,
Indonesia memiliki kepentingan tatanan dunia terkait dengan pengawasan

stabilitas keamanan negara dalam jalur pelayaran dan perdagangan

internasional.

248 p_ Anthonius Sitepu, Studi Hubungan Internasional (Graha Ilmu 2011).[165].
9 Donald E. Nuechterlein, National Interest and Foreign Policy: A Conceptual Framework for Analysis
and Decision-Making (Royal College of Defense Studies 2012).[33].

Collasa 2023 Legal Development Division
ALSA Local Chapter Universitas Brawijaya



Collective Files of ALSA 229

Indonesia mengklaim Laut Natuna Utara sebagai bagian dari
wilayah kedaulatannya berdasarkan UNCLOS 1982. Secara tegas, dasar
hukum tersebut memberikan Indonesia dalam kepemilikan hak berdaulat
untuk mengeksplorasi sumber daya alam yang terkandung di dalamnya.**°
Hal tersebut didukung pula pada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 73
UNCLOS, yakni Indonesia yang berstatus sebagai negara kepulauan
mempunyai hak dalam mengeksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan
mengontrol sumber daya alam pada wilayah ZEE. Secara teoritis, tindak
pidana pencurian ikan (illegal fishing) merupakan tindakan menangkap
ikan yang meliputi:**' (i) tidak dilengkapi Surat Izin Penangkapan Ikan
(SIPI), (i1) menggunakan Surat Penangkapan Ikan (SPI) palsu, (ii1) isi
dokumen izin tidak sesuai dengan kapal dan jenis alat tangkapnya,
menangkap jenis dan ukuran ikan yang dilarang. Kegiatan-kegiatan //legal
Fishing yang dilakukan oleh kapal Vietnam di lautan tersebut tentunya
merupakan pelanggaran hukum bagi Indonesia karena telah menyentuh
wilayah perairannya, melawan UNCLOS 1982, serta hukum nasional
Indonesia. Oleh karena itu, jika terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum
tersebut, maka Indonesia berhak melakukan pemeriksaan, penahanan, dan
proses hukum yang diperlukan untuk menegakkan hukum penangkapan
ikan secara ilegal.

Pasal 93 dan Pasal 94 UU Perikanan telah mengatur
tindakan-tindakan yang berkaitan dengan [llegal Fishing. Berdasarkan
Pasal 93 ayat (2) UU Perikanan tersebut yang berbunyi, “Setiap orang
yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera
asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), dipidana dengan pidana
penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak

Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).”*> Kemudian dilanjutkan

20 Humphrey Wangke, ‘Menegakkan Hak Berdaulat Indonesia di Laut Natuna Utara’> (2020), XII Info
Singkat.

! Lambok Silalahi, Tindak Pidana Pencurian Ikan (Illegal Fishing) diperairan Pantai Timur Sumatera
Utara (Studi Kasus Keputusan PN Medan No. 1028/PID.B/2005/PN ME-DAN), Sekolah Pascasarjana,
Universitas Sumatera 2006).[2].

2 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004
tentang Perikanan Pasal 93 ayat (3)
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dengan Pasal 93 ayat (4) yang berbunyi, “Setiap orang yang
mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di ZEEI, yang
tidak membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3),
dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda
paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).”** Hal ini
mengandung arti bahwa jika kapal Vietnam melakukan, baik memiliki
ataupun mengoperasikan kegiatan penangkapan ikan di wilayah perairan
Indonesia dan tidak memiliki SIPI, maka dapat dikenakan pidana penjara
dan hukuman administratif berupa denda. Namun, Pasal 102 UU Perikanan
juga menegaskan bahwa hukuman yang diberikan tidak boleh mencakup
hukuman pengurungan apabila belum ada perjanjian antara negara yang
bersangkutan. Hal ini selaras dengan Pasal 73 ayat (3) UNCLOS. Maka,
berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Indonesia dalam melakukan
pemberantasan [UU Fishing yang dilakukan oleh kapal asing telah
diimplementasikan dengan baik karena berhasil menangkap dan menindak
kapal ikan asing yang memasuki perairan ZEEI dengan tidak melanggar
ketentuan yang berlaku bagi hukum internasional dan legislasi nasional.
Akan tetapi, masih terdapat celah hukum yang mengundang kapal
asing untuk masuk ke wilayah Indonesia, seperti Pasal 29 ayat (2) UU
Perikanan, tertulis bahwa orang/badan hukum asing dapat memasuki
wilayah ZEE Indonesia untuk melakukan usaha penangkapan ikan
berdasarkan persetujuan internasional atau ketentuan hukum internasional
yang berlaku.”** Adanya hukum ini menjadi persepsi untuk kapal-kapal
asing datang dan memanfaatkan sumber daya di ZEE Indonesia dengan
argumentasi bahwa perairan Indonesia adalah bagian dari wilayah
tradisional penangkapan ikan (traditional fishing ground) mereka. Selama
puluhan tahun Indonesia mengklaim Laut Natuna adalah miliknya
bukanlah tanpa dasar hukum, tetapi sudah sesuai dengan ketentuan
UNCLOS. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UU Perairan Indonesia, yang

berbunyi, “Segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan

253 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004
tentang Perikanan Pasal 93 ayat (4).
24 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004
tentang Perikanan Pasal 29 ayat (2).
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pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang termasuk daratan Negara
Republik Indonesia, dengan tidak memperhitungkan luas atau lebarnya
merupakan bagian integral dari wilayah daratan Negara Republik
Indonesia sehingga merupakan bagian dari perairan Indonesia yang berada
di bawah kedaulatan Negara Republik Indonesia.” Dengan berlandaskan
hukum tersebut, artinya semua negara asing, termasuk Vietnam ketika
memasuki bagian integral perairan Indonesia tunduk di bawah kedaulatan
Republik Indonesia. Namun, kapal-kapal asing tetap memiliki hak lintas
sesuai dengan ketentuan Pasal 11 dan 12 UU Perairan Indonesia tanpa
menimbulkan dampak negatif atau kerugian bagi Indonesia dan mengenai
alur laut Kepulauan Indonesia beserta dengan tata cara penggunaan untuk
perlintasan bagi kapal asing telah diatur dalam Pasal 194 UU Pelayaran,
yang mana sifat perlintasannya secara terus menerus, langsung, dan
secepatnya. Jika terjadi pelanggaran hak lintas atau hak penggunaan alur
laut, maka setiap negara yang berdaulat berhak, berwenang dan
berkewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu
untuk melindungi keutuhan, keselamatan, dan keamanan negaranya.>
Dalam penegakan hukum di ZEE Indonesia dalam kaitannya
dengan keamanan laut selain perwira TNI-AL sebagaimana dimaksud
dalam UU ZEEI, aparat penegak hukum yang memiliki wewenang
melakukan penyidikan ialah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan dan
Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam
Pasal 73 ayat 9 (1) UU Perikanan.*® Selanjutnya merujuk pada Pasal 58
ayat (3) UNCLOS, negara-negara lain wajib untuk menghormati,
mengikuti, serta melaksanakan aturan dan ketetapan yang diterapkan
Indonesia sebagai coastal state dalam memanfaatkan lautnya sebagai mata
pencaharian utama yang sudah berlangsung cukup lama, yaitu puluhan
sampai ratusan tahun. Selama tidak ada persetujuan bilateral antara
Indonesia dengan negara lain dalam menggunakan hak pengelolaan

sumber daya kelautan, maka hak nelayan untuk melakukan kegiatan

3 Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Hukum Internasional (Alumni 2003).[147].
26 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004
tentang Perikanan Pasal 73 ayat (1).
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melaut di teritorial Indonesia tetap dikategorikan sebagai perbuatan //legal
Fishing.

Jika ditinjau dari segi Pasal 3 UU ZEEI, tercantum bahwasanya
apabila ZEE Indonesia mengalami tumpang tindih (overlapping) dengan
negara lain, baik karena latar belakang geografis yang saling berdekatan
dengan Indonesia, maka batas ZEE Indonesia dengan negara tersebut
ditetapkan melalui persetujuan Republik Indonesia dengan negara yang
bersangkutan. Melalui peninjauan ini, tindakan yang dilakukan Indonesia
sudah cukup jelas, yaitu menyelesaikan kasus ini dengan tegas.
Selanjutnya, jika ditinjau dari Pasal 5 UU ZEEI, dalam melakukan
eksplorasi dan/atau eksploitasi sumber daya alam hayati haruslah sesuai
dengan ketentuan mengenai pengelolaan dan konservasi yang ditetapkan
oleh Pemerintah Indonesia. Dalam hal ini, tindakan //legal Fishing yang
dilakukan oleh Vietnam yang masih berhubungan dengan klaim Laut
Natuna, maka seharusnya Vietnam mematuhi seluruh regulasi yang berlaku

di negara Indonesia.

2.1.3 Eksistensi Upaya Penegakan Hukum yang Dilakukan dalam Sengketa
Illegal Fishing yang dilakukan Vietnam di Laut Natuna Utara

a) Upaya Penegakan Hukum oleh Pemerintah Indonesia

Nelayan asing yang melakukan kegiatan /llegal Fishing di
wilayah maritim Indonesia tidak berdiri sendiri, melainkan diduga
termasuk bagian dari jaringan transnasional yang berjalan secara
sistematis serta berkelanjutan.®®’ Illegal Fishing yang terdapat di
perairan Indonesia dipahami sebagai bagian dari transnational crime,
yaitu kejahatan yang meliputi:*® (i) dilakukan di berbagai negara; (ii)
persiapan, perencanaan, pengarahan, dan pengawasan dilakukan di
negara lain, (iii)) melibatkan organized criminal group yang mana

kejahatan dilakukan di berbagai negara, (iv) berdampak serius

27 Pujo Wahjono, ‘Transnational Crime and Security Threats in Indonesia’ (2010), Pennsylvania: Strategy
Research Project US Army War College.

% Monica Serrano, Transnational Organized Crime and International Security: Business as Usual (Lynne
Rienner Publishers 2002). [15-16].
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terhadap negara lain. Permasalahan ini bukan hanya menimbulkan
kerugian ekonomi, sosial, dan keamanan bagi Indonesia, namun juga
memprovokasi hubungan politik bilateral dan internasional antara

Indonesia dan Vietnam.

Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah
Indonesia dalam mengatasi kegiatan /llegal Fishing bukanlah hal yang
mudah. Beberapa kali Indonesia menyelesaikan sengketa perbatasan
dengan Vietnam dengan menggunakan cara negosiasi serta kerjasama
dalam melakukan penegakan hukum di Laut Natuna antar lembaga
penegak hukum. Penggunaan cara negosiasi ini berlandaskan dalam
Pasal 33 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang diharapkan
mampu menghasilkan perjanjian bilateral tentang batas wilayah ZEE
di Wilayah Laut Natuna Utara. Perundingan pertama yang dilakukan
antara Indonesia dan Vietnam dilaksanakan pada tahun 2010 dan
berlangsung secara intensif hingga tahun 2021. Kemudian pada tahun
2019, terbentuklah suatu pengaturan sementara (provisional
arrangement) yang mana antara kedua belah pihak menyepakati dalam
hal memperkuat komunikasi terhadap pembatasan kegiatan perikanan

dan tindakan menahan diri antara penegak hukum.*’

Dilanjutkan pada bulan Oktober 2021, Indonesia membentuk
suatu Komando Tugas Gabungan Terpadu (KOGASGABPAD) dalam
menangani pengawasan keamanan wilayah Laut Natuna Utara yang
beranggotakan TNI-AL, Badan Keamanan Laut (Bakamla),
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Kementerian Kelautan
dan Perikanan Republik Indonesia, serta Pemerintah Daerah.
Badan-badan tersebut memiliki peran yang sangat penting dalam
pengawasan dan penanganan wilayah Laut Natuna Utara dan

berkontribusi  langsung dalam pengambilan tindakan untuk

2% Kementerian Luar Negeri, ‘Pertemuan Teknis ke-12 Batas Maritim RI-Vietnam, Awali Konsultasi
Informal  Provisional  Arrangement  (On-line)’  (Kemlu.go.id 22  Agustus 2019) <
https://kemlu.go.id/portal/i/read/543/berita/pertemuan-teknis-ke-
12-batas-maritim-ri-vietnam-awali-konsultasi-informal-provisional-arrangement (12.> diakses 21 April
2023.
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menegakkan hukum terhadap adanya pelanggaran- pelanggaran
melawan hukum di wilayah perairan Indonesia. Selain itu, kebijakan
yang pernah dilakukan oleh pemerintah pada periode terbaru ini salah
satunya adalah dengan melakukan penenggelaman dan pengeboman
kapal-kapal ikan asing. Namun, hal tersebut memunculkan sejumlah
polemik dan kontroversi dari dalam maupun luar negeri. Sanksi tegas
pada masa pemerintahan periode Presiden Joko Widodo beserta
dengan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti menjadi
‘eksekutor’ dalam pemberian sanksi secara konsekuen. Dalam masa
jabatannya selama 5 (lima) tahun, sebanyak 556 kapal telah
ditenggelamkan dan paling banyak adalah kapal yang berasal dari
Vietnam, yakni 312 kapal. Pemerintah Vietham kemudian
mengirimkan permintaan protes melalui kedutaannya tanpa tindakan
lebih lanjut ke pemerintah Indonesia sejak 2014.%° Kebijakan
penenggelaman kapal Vietnam itu menurutnya tidak memiliki
landasan hukum jelas karena kawasan tersebut masih merupakan
bagian dari zona ekonomi negara. Namun, dalam perspektif Indonesia,
penegakan hukum di Natuna Utara jelas dibutuhkan untuk
mengamankan wilayah paling terpencil. Karena perbedaan perspektif
kedua negara tersebut, serta ditambah dengan tekad Indonesia
menenggelamkan ratusan kapal Vietnam, akhirnya memperumit dan

memperpanjang negosiasi dalam sengketa maritim antar negara.

Dalam menjaga keamanan wilayah perbatasannya,
perundingan perbatasan (diplomacy border) terus dilanjutkan oleh
Indonesia dengan Vietnam agar menghasilkan secara pasti perbatasan
Indonesia. Kegiatan-kegiatan di antaranya adalah tetap melakukan
eksplorasi sumber daya di Laut Natuna, seperti minyak bumi dan gas
alam untuk mempertahankan dan melindungi eksistensi Indonesia di
wilayah tersebut. Indonesia hingga kini melakukan kegiatan
perekonomian langsung di wilayah-wilayah perbatasan dengan tujuan

mempertahankan dan memperkuat posisi Indonesia dalam mengklaim

260 Dita Millenia, dkk, Loc.Cit.
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daerah Laut Natuna. Eksplorasi dan eksploitasi yang dilakukan
Indonesia di Laut Natuna terhadap sumber-sumber energi yang ada
akan meningkatkan eksistensi kepemilikan Indonesia terhadap Laut
Natuna di mata negara asing dan jika dilakukan dengan baik, maka
nama baik Indonesia sebagai penyimpan kekayaan terbesar di wilayah
ZEE wilayahnya akan semakin dikenal. Selain bertujuan untuk
mempertahankan eksistensi, kegiatan ini juga merupakan penyumbang

kas negara yang cukup besar.

Meskipun perundingan perbatasan antara Indonesia dan
Vietnam cukup memakan waktu yang lama, yaitu secara intensif
selama 12 (dua belas) tahun dalam meraih kesepakatan karena
perbedaan pandangan dalam mengusulkan garis batas ZEE, pada
akhirnya kedua presiden dari kedua negara, yaitu Presiden Joko
Widodo selaku Presiden Indonesia dan Presiden Phuc selaku Presiden
Vietnam mengadakan pertemuan untuk mencapai kesepakatan. Hasil
negosiasi tersebut menetapkan bahwa ZEE didasarkan pada hukum
internasional dan UNCLOS 1982, serta diharapkan ASEAN
memainkan peran sentral. Kedua negara telah menandatangani

kesepakatan batas laut untuk masing-masing negara

b) Upaya Penegakan Hukum Internasional

Indonesia dan Vietnam merupakan kedua negara berdaulat
yang sama-sama memiliki hak dalam melaksanakan yurisdiksi
eksklusif di atas wilayah perairannya. Merujuk pada pasal 74
UNCLOS, terdapat empat poin penting terkait ZEE yang berdekatan
antara dua negara terhadap suatu wilayah perairan di luar zona
teritorial. Pertama, penetapan batas ZEE antara berbagai negara yang
pantainya berhadapan atau berdampingan, sesuai kesepakatan
berdasarkan hukum internasional. Kedua, jika tidak ada kesepakatan
yang dapat dicapai antar negara atau kesepakatan tidak dijamin untuk
waktu yang lama, penyelesaian perselisihan harus sesuai dengan

prosedur.  Ketiga, dalam pelaksanaan prosedur perjanjian
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negara-negara yang bersangkutan membuat pengaturan praktis
sementara dengan semangat kerjasama dan saling mengerti. Keempat,
dalam hal ini kesepakatan dicapai antara negara-negara terkait,
masalah yang berkaitan dengan demarkasi zona ekonomi harus
diselesaikan berdasarkan ketentuan kontrak.

Pasal 74 UNCLOS menawarkan dua solusi alternatif yang
diakui secara internasional. Solusi pertama dan bersifat utama adalah
melalui kesepakatan antar negara yang diatur dalam bentuk kontrak,
untuk menentukan batas ZEE secara adil dan mengikat. Setelah
kesepakatan dicapai, maka diakui sebagai hukum yang harus dipatuhi
oleh kedua negara berdasarkan Asas Pacta Sunt Servanda dan
dijadikan panduan dalam melaksanakan hak dan kewajiban di wilayah
yang disengketakan. Langkah kedua yang dilakukan adalah melalui
pengajuan sengketa ke Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut
(International Tribunal for Law of the Sea) atau Mahkamah
Internasional yang diakui secara internasional. Kedua solusi tersebut
merupakan cara yang sah dan berlandaskan pada prinsip perdamaian

dan keamanan internasional.
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BAB III
PENUTUP

3.1 Kesimpulan

a. Laut Natuna Utara merupakan bagian dari perairan Indonesia yang kaya akan
sumber daya alam, mulai dari minyak, gas, dan sumber daya ikan yang
melimpah. Laut ini juga mendapatkan sebutan sebagai Sea Lines of Trade
(SLOT) dan Sea Lines of Communication (SLOC). Terdapat sepuluh negara
yang berbatasan dengan laut ini. Hal tersebut mengakibatkan kerap kali
terjadi sengketa wilayah maritim yang terjadi di Zona Ekonomi Eksklusif
(selanjutnya ditulis ZEFE) di Indonesia dengan negara-negara lain, khususnya
Vietnam yang berbatasan langsung dengan Indonesia. Seiring berjalannya
waktu, berbagai macam insiden pelanggaran hukum, khususnya Illegal
Unreported, and Unregulated Fishing (IUU) Fishing dari kapal-kapal asing di
wilayah maritim terus terjadi dan memberikan dampak negatif untuk wilayah
perairan Indonesia dan data menunjukkan kapal asing dari Vietnam
merupakan kapal terbanyak melakukan Illegal Fishing tersebut. Hal ini
tentunya menimbulkan kerugian bagi Indonesia, dimulai dari potensi lestari
yang direbut, menurunnya angka ekspor, hingga mempengaruhi Nilai Tukar
Nelayan (NTN). Selain berdampak bagi perekonomian Indonesia, [llegal
Fishing juga berdampak dalam aspek pertahanan, politik, dan hubungan
internasional di Indonesia.

b. Meskipun telah ditetapkan peraturan-peraturan internasional dan hukum
nasional, konflik antara Indonesia dan Vietnam tetap saja masih terjadi dan
Indonesia karena perbedaan kepentingan dan perspektif kedua negara. Garis
pangkal yang digunakan oleh Vietnam adalah garis pangkal lurus, sedangkan
Indonesia secara garis besar menggunakan garis pangkal kepulauan.
Kemudian dalam perspektif batas ZEE Vietnam pada Laut Natuna, Vietnam
memasukan Pulau Phu Quoc masuk ke dalam wilayah yang berada kurang
lebih 80 mil laut dari garis batas darat antara Kamboja dan Vietnam, dan hal
tersebut menimbulkan tumpang tindih dengan ZEE Indonesia yang berada di

sebelah utara Pulau Natuna karena Vietnam terus berupaya memasukkan
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pulau-pulau yang jaraknya sangat jauh dari titik pangkal. Perbedaan
perspektif dan kepentingan antara Indonesia dan Vietnam akhirnya terus
berlanjut hingga 12 tahun dimana Indonesia menginginkan dasar dari garis
batas ZEE berdasarkan UNCLOS 1982, sedangkan Vietnam menginginkan
berdasarkan garis batas landas kontinen.

c. Berlandaskan pengaturan ZEE, jika Indonesia mengalami tumpang tindih
dengan negara lain, antaranya saling berhadapan atau berdampingan dengan
Indonesia, maka batas ZEE Indonesia dan negara tersebut ditetapkan melalui
persetujuan Republik Indonesia dengan negara yang bersangkutan. Melalui
peninjauan ini, tindakan yang dilakukan Indonesia sudah cukup jelas, yaitu
menyelesaikan kasus ini secara tegas. Kemudian jika ditinjau dari Pasal 5 UU
ZEE, eksplorasi dan/atau eksploitasi sumber daya alam hayati haruslah
mentaati ketentuan tentang pengelolaan dan konservasi yang ditetapkan oleh
Pemerintah Indonesia. Dengan adanya tindakan [Illegal Fishing yang
dilakukan oleh Vietnam dan kasus ini masih berhubungan dengan
pengklaiman Laut Natuna, maka sudah seharusnya Vietnam mengikuti dan
menaati segala aturan yang ada dalam Pemerintahan Indonesia.

d. Berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam mengatasi
kegiatan Illegal Fishing adalah dengan menyelesaikan sengketa perbatasan
dengan Vietnam dengan menggunakan cara negosiasi serta kerjasama dalam
melakukan penegakan hukum di Laut Natuna antar lembaga penegak hukum,
membentuk suatu Komando Tugas Gabungan Terpadu (KOGASGABPAD)
dalam menangani pengawasan dan penjagaan wilayah Laut Natuna Utara,
menetapkan kebijakan dan sanksi tegas berupa penenggelaman dan
pengeboman kapal-kapal ikan asing, tetap melanjutkan perundingan
perbatasan (diplomacy border) dengan Vietnam untuk menghasilkan
perbatasan yang pasti bagi Indonesia, dan tetap melakukan kegiatan
perekonomian langsung di wilayah-wilayah perbatasan dengan tujuan
mempertahankan dan memperkuat posisi Indonesia dalam mengklaim daerah
Laut Natuna.

e. Sedangkan upaya yang ditawarkan dari hukum internasional adalah melalui

kesepakatan antar negara yang diatur dalam bentuk kontrak, untuk

Collasa 2023 Legal Development Division
ALSA Local Chapter Universitas Brawijaya



Collective Files of ALSA 239

menentukan batas ZEE secara adil dan mengikat. Langkah kedua yang
dilakukan adalah melalui pengajuan sengketa ke Pengadilan Internasional
untuk Hukum Laut (/nternational Tribunal for Law of the Sea) atau
Mahkamah Internasional yang diakui secara internasional. Kedua solusi
tersebut merupakan cara yang sah dan berlandaskan pada prinsip perdamaian

dan keamanan internasional.

3.2 Saran

a. Indonesia dan Vietnam hendaknya tetap mempertahankan dan melaksanakan
kesepakatan MoU yang berisi empat nota kesepahaman, yaitu kesepakatan
ZEE, kerja sama dalam pemanfaatan energi dan sumber daya mineral,
penanggulangan terorisme, serta pemberantasan perdagangan narkotika secara
ilegal. Kesepakatan ini telah tercapai dalam pertemuan bilateral antara kedua
presiden sebagai perwakilan dari kedua negara pada tanggal 22 Desember
2022.

b. Kesepakatan dan perjanjian bilateral yang telah disepakati oleh Indonesia dan
Vietnam merupakan hasil akhir dan titik terang yang baik. Dalam
pelaksanaannya, kedua negara harus berpegang teguh pada kesepakatan yang
telah disepakati. Jika terjadi pelanggaran, maka Indonesia harus memiliki
pendirian bahwa Laut Natuna merupakan bagian dari wilayah perairan
Indonesia dan akan tetap menggunakan cara penarikan garis pangkal
kepulauan sesuai dengan UNCLOS 1982.

c. Pembentukan satuan tugas yang telah dibentuk oleh Pemerintah Indonesia
dapat meningkatkan sinergitas dalam merealisasikan tugas-tugasnya dalam

pengawasan dan pemanfaatan wilayah Laut Natuna.
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Menelisik Penerapan Mekanisme Litigasi dalam RUU Perampasan Aset

terhadap ASN di Indonesia

Subtema: Analisis Mekanisme Litigasi terhadap ASN dalam RUU Perampasan Aset

Muhammad Thsan Razki, Rifki Hidayatullah
ALSA /R F B.®& D SUkiktisitas Brawijaya
mihsanrazki@student.ub.ac.id, rifkihidayatl4@student.ub.ac.id

ABSTRAK

Perampasan aset merupakan salah satu bentuk upaya paksa yang dilakukan oleh
Negara untuk mengambil alih penguasaan dan/atau kepemilikan Aset Tindak Pidana
berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa
didasarkan pada penghukuman terhadap pelakunya. Indonesia merupakan salah satu
negara hukum yang saat ini sedang melakukan proses perancangan terhadap
Rancangan Undang-Undangan Perampasan Aset (“RUU Perampasan Aset”) yang
diharapkan nantinya dengan disahkannya UU ini dapat menjadi payung hukum untuk
memudahkan pemerintah atau penegak hukum di Indonesia dalam merampas aset
tindak pidana yang melibatkan dana besar, seperti Korupsi, Perjudian, dIl.
Berdasarkan dari UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 1 ayat
(1) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya
disingkat ASN adalah profesi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan
perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah, yang artinya ASN di dalam
draft RUU Perampasan Aset masuk kedalam klasifikasi “Orang” yang artinya orang
perseorangan atau korporasi berdasarkan dari Pasal 1 ayat (12) RUU Perampasan
Aset. Artinya, setiap orang yang entah dia merupakan ASN atau warga sipil biasa
dapat masuk kedalam klasifikasi Pasal 1 ayat (12) RUU Perampasan Aset tersebut.
Kemudian, terkait dengan mekanisme litigasi terhadap ASN dalam RUU Perampasan
Aset telah diatur di dalam bagian Bab III tentang Hukum Acara Perampasan Aset
yang terdiri atas 5 Bagian yang pengaturannya tersebar dari Pasal 8§ sampai dengan

Pasal 49.

Kata Kunci: Aset, ASN, Pidana, Kepemilikan
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang mengedepankan
hukum dalam menjalankan roda pemerintahan. Dalam menjalankan
pemerintahannya, Pemerintah Indonesia membuat berbagai produk hukum
berupa undang-undang, putusan hakim, dan lain sebagainya. Salah satunya
adalah Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset (“RUU Perampasan
Aset”) yang saat ini sedang dirancang oleh pihak legislatif di Indonesia.
Perampasan Aset merupakan salah satu tindak pidana yang berupa upaya
paksa yang dilakukan oleh negara untuk mengambil alih penguasaan dan/atau
kepemilikan Aset Tindak Pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa didasarkan pada penghukuman
terhadap pelakunya. Adapun kategori aset tindak pidana yang dimaksud

adalah tindak pidana yang melibatkan dana besar, Korupsi, Perjudian, dll.

Kemudian, subjek hukum yang dimaksud di dalam RUU Perampasan
Aset melekat kepada semua pihak orang perseorangan maupun lembaga atau
organisasi berdasarkan dari Pasal 1 ayat (12) RUU Perampasan Aset. Dalam
arti lain, dapat kita simpulkan bahwa RUU Perampasan Aset dapat dikenakan
kepada warga sipil biasa ataupun Aparatur Sipil Negara (ASN). Aparatur
Sipil Negara (ASN) adalah profesi pegawai negeri sipil dan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
Artinya, ASN dapat diklasifikasikan sebagai subjek hukum RUU Perampasan
Aset tersebut. Lalu, di dalam RUU Perampasan Aset itu sendiri dijelaskan
terkait dengan penerapan mekanisme litigasi terhadap subjek hukum yang
memenuhi unsur subjektif maupun unsur objektif dari pasal-pasal mekanisme
litigasi tersebut, lebih tepatnya tertera pada Pasal 8 sampai dengan Pasal 49
RUU Perampasan Aset.

Lebih lanjut, RUU Perampasan Aset menganut rezim non-conviction

based atau perampasan aset tanpa pemidanaan. Dengan demikian, pengadilan
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dapat menetapkan perampasan aset tersebut tanpa harus menunggu putusan
tindak pidana yang dilakukan pelaku kejahatan. Disini dapat kita lihat, bahwa
dengan adanya RUU Perampasan Aset ini dapat memudahkan para penegak
hukum dalam melaksanakan tugas nya untuk melakukan perampasan aset
terhadap para pelaku tindak pidana yang melibatkan dana besar seperti
korupsi, perjudian, dll. Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia
Ramadhana, mendesak agar RUU Perampasan Aset segera disahkan. Hal ini
karena persepsi anti-korupsi Indonesia sedang mengalami penurunan. Dengan
pengesahan RUU Perampasan Aset maka terdapat merupakan bentuk
komitmen pemberantasan korupsi di Indonesia. Baginya, RUU Perampasan
Aset Tindak Pidana menyimpan berbagai solusi atas permasalahan penegakan
hukum pemberantasan korupsi dan tindak pidana yang melibatkan dana besar

lainnya.

B. Rumusan Masalah
1. Apa urgensi perancangan RUU Perampasan Aset?
2. Bagaimana mekanisme litigasi RUU Perampasan Aset terhadap ASN?
3. Bagaimana perbandingan pengelolaan aset rampasan antara Indonesia

dengan negara lain?
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BAB 11

PEMBAHASAN

Sebelum kita membahas lebih jauh terkait RUU Perampasan Aset dan
mekanisme litigasi nya terhadap ASN, penulis membuat pembahasan ini ke dalam 3
bagian poin pembahasan penting, agar gaya pembahasan paper ini dapat mudah
dimengerti dengan pemilihan kata yang komunikatif dan informatif. Adapun 3

bagian poin pembahasan penting itu, yaitu:
1. Urgensi Perancangan RUU Perampasan Aset

Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum (FH) Universitas Indonesia
(UD) Prof Harkristuti Harkrisnowo, mengatakan RUU Perampasan Aset sangat
penting untuk segera dibahas dan disahkan menjadi UU. Dia menerangkan, latar
belakang pentingnya RUU Perampasan Aset seperti tingginya kerugian negara
akibat tindak pidana khususnya di bidang perekonomian yang tidak dapat
dikembalikan ke negara. Apabila terdakwa dipanggil untuk menjalani proses

peradilan, tidak otomatis seluruh asetnya dirampas untuk negara.

Aparat juga tidak mudah menegakkan hukum pidana karena proses
pembuktian sulit menemukan bukti yang dibutuhkan. Selain merampas aset dan
kekayaan pelaku kejahatan dari hasil kegiatan ilegal, UU Perampasan Aset bisa
menghalangi kejahatan dan memulihkan properti korban. Sedikitnya ada 6
urgensi UU Perampasan Aset. Pertama, merampas hasil aktivitas ilegal dari para
pelaku kejahatan dan mencegah mereka menggunakan hasil kejahatannya.
Kedua, mematahkan tulang punggung finansial sindikat dan kartel kejahatan.
Ketiga, merampas hasil aktivitas ilegal para pelaku. Keempat, mencegah
terjadinya kejahatan serupa di masa depan. Kelima, mengembalikan aset

kembali kepada pemiliknya yang sah.*®!

Keenam, memulihkan aset negara. perampasan aset tindak pidana

! Luhut MP Pangaribuan, Tindak Pidana Ekonomi dan Anti Korupsi, Pengantar, Ketentuan dan
Pertanyaan-Pertanyaan (Cetakan Pertama, Papas Sinar Sinanti 2019).[501]
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meliputi upaya paksa yang dilakukan oleh negara untuk mengambil alih
penguasaan dan/atau kepemilikan aset tindak pidana berdasarkan putusan
pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa didasarkan pada
penghukuman terhadap pelakunya. RUU Perampasan Aset menggunakan model

Civil Forfeiture atau menggunakan gugatan perdata.

Model Civil Forfeiture menggunakan prosedur pembalikan beban
pembuktian (reversal of burden of proof). Kemudian penyitaan aset dapat
dilakukan lebih cepat begitu munculnya dugaan bahwa ada hubungan antara aset
dengan tindak pidana (immediate confiscation). Gugatan bukan ditujukan pada
individu tapi pada aset, sekalipun pelaku meninggal atau belum dapat diproses
melalui peradilan pidana tapi aset tindak pidana bisa tetap dirampas. Model ini
dikenal juga dengan istilah perampasan aset tanpa pemidanaan (non-conviction
based asset forfeiture). Mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Hak Asasi Manusia
(HAM) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) itu
mengusulkan ada aturan hukum yang jelas tentang pelacakan dan identifikasi
aset. Misalnya, unit pemulihan aset dan otoritas nasional yang kompeten untuk

melacak dan mengidentifikasi aset dalam proses penyidikan.

Unit tersebut harus punya kekuatan dan kewenangan serta informasi
yang diperlukan untuk melacak dan mengidentifikasi aset, serta memfasilitasi
kerjasama lintas batas. Harus dipastikan investigasi finansial untuk melacak dan
mengidentifikasi aset menjadi tahap otomatis dalam penyelidikan. Mengingat
kelompok organized crime menggunakan teknologi modern, Prof Tuti
mengusulkan penyidik harus dimungkinkan untuk mengikuti, membekukan, dan
menyita uang yang ditransfer ke rekening bank di berbagai negara. Selain itu
harus dipastikan akses informasi yang lebih cepat, dengan memberikan otoritas
penegak hukum dan Unit Pemulihan Aset akses langsung ke informasi rekening
bank untuk tujuan memerangi kejahatan serius. Ketua Umum Mahupiki Yenti
Garnasih, mengingatkan dalam praktik perampasan aset ada istilah asset sharing
sehingga aset tindak pidana tidak bisa dirampas 100 persen. Terutama aset

tindak pidana yang berada di negara lain.
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2. Mekanisme Litigasi terhadap ASN

Bentuk implementasi penerapan mekanisme litigasi terhadap ASN
dalam RUU Perampasan Aset telah diatur di dalam bagian Bab III tentang
Hukum Acara Perampasan Aset yang terdiri atas 5 Bagian yang pengaturannya
tersebar dari Pasal 8 sampai dengan Pasal 49. Seperti yang sudah dijelaskan
sebelumnya, bahwa ASN termasuk ke dalam klasifikasi orang berdasarkan dari
Pasal 1 ayat (12) RUU Perampasan Aset. Hal ini dikarenakan pengertian ASN
itu sendiri Berdasarkan dari UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Aparatur Sipil
Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi pegawai negeri sipil dan
pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi
pemerintah.

Dalam arti lain, bahwa ASN pun dapat terkena pasal RUU Perampasan
Aset apabila melakukan tindakan yang memenuhi unsur-unsur pasal dalam
RUU Perampasan Aset. mekanisme litigasi tersebut dijelaskan dalam Bab 3
tentang Hukum Acara Perampasan Aset yang terdiri dari 5 bagian. Bagian
kesatu, tentang penelusuran. Bagian ini menjelaskan terkait tugas dan
wewenang serta mekanisme penelusuran seorang penyidik dalam menelusuri
aset-aset yang masuk kedalam klasifikasi RUU Perampasan Aset dalam jumlah
dana yang besar. Bagian kedua, tentang pemblokiran dan penyitaan. Bagian ini
menjelaskan terkait mekanisme pemblokiran dan penyitaan yang dapat
dilakukan oleh penyidik kepada suatu aset yang akan disita. Kemudian, bagian
ketiga tentang pemberkasan dan pengajuan permohonan perampasan aset.
Bagian ini menjelaskan juga terkait mekanisme penyidik dalam melakukan
pemberkasan setelah 7 (tujuh) hari sejak dilakukan pemblokiran dan/atau
penyitaan. Lalu, bagian keempat tentang pemanggilan. Bagian ini menjelaskan
tentang alur mekanisme pemanggilan terhadap Orang yang memiliki atau
menguasai aset. Terakhir, bagian kelima tentang pemeriksaan di sidang
pengadilan. Bagian ini menjelaskan pula tentang mekanisme pemeriksaan di
sidang pengadilan terhadap Orang yang memiliki atau menguasai aset.

3. Perbandingan Mekanisme Pengelolaan Aset yang Dirampas antara
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Indonesia dengan Negara Lain

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menerbitkan pedoman-pedoman
(guidelines) yang mencakup substansi yang lebih spesifik dalam upaya
melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi dan upaya pemulihan terhadap
dampak yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi tersebut. Salah satu
guidelines adalah Stolen Asset Recovery (StAR) initiative yang hanya
menyediakan bantuan teknis dan dana untuk pelacakan serta pengembalian aset.
Lebih lanjut, secara substansi materiill PBB dan World Bank menerbitkan
sebuah literatur yang ditujukan sebagai buku panduan (guidelines) yang
disusun secara ilmiah dan berdasarkan penelitian-penelitian yang dilakukan
secara kolaborasi. Pedoman tersebut diberi judul utama “Stolen Asset
Recovery: A Good Practices Guide for Non-Conviction Based Asset
Forfeiture” yang disusun oleh Theodore S. Greenberg, Linda M. Samuel,
Wingate Grant, dan Larissa Gray. Petunjuk dalam buku StAR diatur menjadi
tiga bagian utama, untuk mengembangkan suatu rencana tindak guna
mendukung nasionalisasi dan pelaksanaan ketentuan-ketentuan pemulihan aset
dibawah UNCAC. Bagian A memperkenalkan perampasan aset berdasarkan
Non-Conviction Based Asset Forfeiture (“NCBAF”) sebagai satu alat penting
untuk melawan korupsi. Bagian B memuat 36 konsep kunci (key concept).

Bagian C memuat sejumlah kontribusi khusus tertulis. Ke-36 (tiga puluh
enam) konsep tersebut disusun dalam 8 (delapan) section title sebagai
penggolongan ruang lingkup penggunaan konsepnya, antara lain Organizational
Considerations and Asset Management (Beberapa Pertimbangan terkait
Organisasi dan Pengelolaan Aset) terdiri dari beberapa konsep kunci.?* Dari
187 (seratus delapan puluh tujuh) negara pihak, terdapat 140 (seratus empat
puluh) negara, termasuk Indonesia dan Thailand, yang telah menandatangani
konvensi tersebut. Salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yang telah
melaksanakan mekanisme ini adalah Thailand. Thailand memiliki dasar hukum
pelaksanaan NCBAF yaitu Undang-Undang Anti Pencucian Uang 1999 (Anti
Money Laundering Act B.E. 2542). Undang-Undang ini merupakan dasar bagi

Pemerintah Thailand antara lain untuk membentuk Anti Money Laundering

262 Wahyudi Hafiludi Sadeli (n 7). Op.cit.[76-77].
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Office (AMLO) dan Anti-Money Laundering Fund (AMLF).**® Sedangkan
Indonesia masih sebatas penyusunan RUU Perampasan Aset. Konsep NCBAF
ini merupakan hal baru bagi Indonesia bahkan berbeda dengan ketentuan yang
ada. Sampai dengan diratifikasinya UNCAC 2003, Indonesia hanya menganut
konsep in personam, yaitu menghukum pelaku terlebih dahulu baru kemudian
aset yang menjadi barang bukti dapat ditentukan statusnya. Tidak seperti
Thailand, pelaksanaan perampasan aset serta pengelolaannya dilaksanakan oleh
tiga institusi yaitu Pusat Pemulihan Aset — Kejaksaan Agung, Direktorat
Jenderal

Kekayaan Negara — Kementerian Keuangan, dan Rumah Penyimpanan
Benda Sitaan Negara — Kementerian Hukum dan HAM. Selain itu, tidak ada
pula pendanaan khusus bagi ketiga institusi tersebut dalam melaksanakan
pengelolaan perampasan aset. Mekanisme perampasan NCBAF ini telah
banyak dibahas baik dalam buku maupun artikel jurnal. Namun, tidak ada buku
atau artikel jurnal yang membahas spesifik mengenai konsep kunci terkait
organisasi dan pengelolaan aset rampasan dengan membandingkan pelaksanaan
di Indonesia dan Thailand. Sehingga, Penulis berpendapat bahwa penelitian ini
memiliki unsur kebaruan (novelty).

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan tersebut di atas,
diketahui bahwa NCBAF merupakan mekanisme perampasan aset yang dapat
mengembalikan kerugian negara lebih produktif daripada mekanisme
perampasan aset lainnya. Agar pembahasan dalam penelitian ini dapat lebih
terkonsentrasi pada sasaran yang diharapkan, maka penelitian ini memfokuskan
kepada perbandingan pelaksanaan konsep kunci di Indonesia dan Thailand,
yaitu:

a. Organisasi/unit mana yang memiliki yurisdiksi untuk menyelidiki dan
menuntut kasus perampasan;

b. Sistem seperti apa yang mendukung pengelolaan perampasan aset;

c. Mekanisme pembiayaan seperti apa agar pengelolaan perampasan aset

menjadi efektif.

%63 Anti-Money Laundering Office, ‘Anti-Money Laundering Act B.E. 2542 (1999)’ accessed 10 June
2021.
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- Pengelolaan Aset Rampasan di Indonesia

Meskipun Indonesia telah meratifikasi UNCAC 2003 melalui
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations
Convention  Against  Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan
Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) yang diundangkan pada tanggal 18
April 2006, tindak lanjut atas pengaturan NCBAF UNCAC 2003 masih
sebatas Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset (RUU PA). RUU PA
ini antara lain mengatur mengenai Lembaga Pengelola Aset, tata cara
pengelolaan aset, dan pendanaan. Mekanisme perampasan yang dianut oleh
Indonesia sampai dengan saat ini adalah perampasan in personam atau
criminal forfeiture.** Pengaturan pengelolaan aset rampasan antara lain
mengacu pada ketentuan Pasal 273 ayat (3) KUHAP. Selanjutnya adalah
Bab IX Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Selain itu, terdapat pula
peraturan di beberapa instansi Kementerian/Lembaga (K/L), seperti Surat
Edaran Jaksa Agung Nomor SE-03/B/8.5/8/1988 tentang Penyelesaian

Barang Rampasan.

Peraturan perundang-undangan lainnya adalah Peraturan Pemerintah
Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun
2020, Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-027/A/JA/10/2014 tentang
Pedoman Pemulihan Aset, Peraturan Menteri Keuangan Nomor
145/PMK.06/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal
dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi.

a) Lembaga Pengelola Aset
Indonesia mempunyai beberapa institusi yang mengelola aset
rampasan. Pada 2nd PPATK Legal Forum “Rancangan Undang-Undang
tentang Perampasan Aset Tindak Pidana: Pantaskah Masuk Prioritas?”,

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam)

264 Pengertian Umum Lampiran Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset
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Mahfud MD menyampaikan bahwa terdapat sejumlah institusi memiliki
kompetensi dan fasilitas dalam mengelola rampasan aset hasil tindak
pidana. Adapun institusi dimaksud adalah Direktorat Jenderal Kekayaan
Negara (DJKN), lalu ada Pusat Pemulihan Aset (PPA), dan Rumah
Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan).”®

DJKN merupakan unit eselon 1 di Kementerian Keuangan yang
mendapatkan pelimpahan tugas dan wewenang dari Menteri Keuangan
untuk melaksanakan pengelolaan Barang Milik Negara yang berasal dari
barang rampasan negara. Barang rampasan negara dimaksud merupakan
barang yang diserahkan oleh Kejaksaan Agung atau Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) atau Oditurat Tentara
Nasional Indonesia (Oditurat). Pelaksanaan tugas dan wewenang yang
telah dilimpahkan tersebut dilaksanakan oleh DJKN dan pejabat lainnya
di lingkungan DJKN, seperti Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara
dan Lelang, Kantor Wilayah DJKN, dan Direktur.

Penyelesaian barang rampasan meliputi pengurusan, yang
dilakukan melalui mekanisme penjualan, dan pengelolaan, yang
dilakukan melalui mekanisme penetapan status penggunaan,
pemindahtanganan, pemanfaatan, pemusnahan, dan/atau penghapusan.
2PPA  merupakan satuan kerja di bawah Kejaksaan Agung yang
bertanggung jawab memastikan terlaksananya pemulihan aset di
Indonesia secara optimal dengan pola sistem pemulihan aset terpadu
(integrated asset recovery system) secara efektif, efisien, transparan, dan
akuntabel. PPA sebagai Centre of Integrated Asset Recovery System
mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pemulihan aset dengan
kemampuan "follow the asset:', merupakan koordinator satuan kerja
Kejaksaan yang terkait dengan pemulihan aset, serta memiliki
kewenangan/kemampuan untuk berhubungan langsung dengan berbagai

K/L, institusi dan jaringan/agensi formal maupun informal, di dalam dan

65 Peraturan perundang-undangan yang mengatur NCBAF (perampasan aset tanpa pemidanaan) di
Thailand adalah Anti-Money Laundering Act of B.E. 2542.

266 Pasal 15 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145/PMK.06/2021 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi.
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di luar negeri. Pemulihan aset merupakan serangkaian kegiatan yang
meliputi proses penelusuran, pengamanan, pemeliharaan, perampasan,
dan pengembalian aset terkait tindak pidana (kejahatan/pelanggaran)
dan/atau aset lainnya, kepada negara/yang berhak.”” Rupbasan
merupakan satuan kerja di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia (Kemenkumham). Pengelolaan barang rampasan negara secara
teknis dilaksanakan oleh Direktorat Pelayanan Tahanan dan Pengelolaan
Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara.

Direktorat ini memiliki tugas untuk merumuskan dan
melaksanakan kebijakan serta mengelola barang rampasan negara.’*®
Pengelolaan barang rampasan negara meliputi kegiatan pengelolaan
penerimaan,  pendaftaran, pengklasifikasian dan  penempatan,

pemeliharaan, pengamanan, pemutasian, pengeluaran.

b) Sistem Informasi dan Teknologi Pendukung

Masing-masing lembaga pengelolaan aset yang tersebut pada
subbab 2.1. memiliki aplikasi sistem pengelolaan aset atau barang
rampasan yang berbeda dan tidak terintegrasi satu dengan yang lainnya.
Dalam mengelola barang rampasan negara, Menteri Keuangan bersama
DJKN menerima laporan barang rampasan negara secara semesteran dan
tahunan dari Kejaksaan Agung, KPK, dan Oditurat. Penyusunan laporan
ini dilakukan dengan cara manual dan sistem aplikasi pendukung. Dalam
melaksanakan tugas dan fungsi terkait pengelolaan barang rampasan
negara, DJKN memiliki aplikasi Modul Kekayaan Negara Lain-lain
(KNL) yang dapat diakses oleh DJKN dan Kejaksaan Agung.
Selanjutnya, dalam melaksanakan tugas sebagai Centre of Integrated
Asset Recovery System, PPA didukung dengan sistem Asset Recovery
Secured-data System (ARSSYS). ARSSYS berisikan himpunan dan
database yang dikelola dengan andal, aman, dapat beroperasi

sebagaimana mestinya. Sistem ini juga terkoneksi dengan seluruh satker

67 Pengertian Umum Lampiran Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset

8 Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, ‘Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia’ accessed 14 January 2022.
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Kejaksaan dan K/L yang terkait dengan kegiatan pemulihan aset seperti
Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, BPN dan PPATK sesuai
dengan kebutuhannya.**’

Sedangkan Rupbasan juga memiliki sistem pengelolaan barang
rampasan negara yaitu Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) yang
berisikan fitur Rupbasan. Selain itu, masing-masing rupbasan juga
membuat sistem pengelolaan barang rupbasan, seperti Sistem Informasi
Basan Baran Terintegrasi Rupbasan (SIBBIRU) pada Rupbasan Kelas II
Wates, Sistem Informasi Bank Data Benda Sitaan dan Barang Rampasan
(SIBABA) pada Rupbasan Kelas I Bandung, Sistem Informasi Tayangan
Perawatan Barang (SITU RABA) pada Rupbasan Kelas II Wonosari, dan
Sistem Rupbasan Siji Surabaya (Si Rusiya).

¢) Pendanaan

DJKN, PPA, dan Rupbasan merupakan satuan kerja pada suatu
K/L yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam
pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan
pemerintahan negara. Penyelenggaraan pemerintahan negara dimaksud
menimbulkan hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang dan
selanjutnya dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN). Oleh karena itu, dalam pelaksanaan pengelolaan barang
rampasan negara, DJKN, PPA, dan Rupbasan menggunakan dana APBN.

Dalam pengelolaan barang rampasan negara tersebut di atas
menghasilkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Instansi
pengelola PNBP dimaksud dapat mengusulkan pengguna dana PNBP
yang dikelolanya kepada Menteri Keuangan. Penggunaan dana dimaksud
digunakan dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan PNBP dan/atau
peningkatan kualitas penyelenggaraan pengelolaan PNBP dan/atau
kegiatan lainnya dan/atau optimalisasi PNBP. Selanjutnya, Menteri
Keuangan akan meneliti usulan dimaksud dengan mempertimbangkan

kondisi keuangan negara, kebijakan fiskal, dan/atau kebutuhan

0 Latar Belakang Lampiran Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset. [7].
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pendanaan instansi pengelola PNBP.?”
- Pengelolaan Aset Rampasan di Thailand

Pada bagian pendahuluan tersebut di atas telah disampaikan bahwa
salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yang melaksanakan mekanisme
NCBAF adalah Thailand. NCBAF di Thailand diatur melalui
Undang-Undang Anti Pencucian Uang 1999 (Anti-Money Laundering Act
B.E. 2542 - AMLA), sebagaimana telah diubah terakhir melalui
Anti-Money Laundering Act (No. 4) B.E. 2556 (2013).>"!

AMLA terdiri dari 66 Section 8 Chapter, yaitu Chapter I General
Provisions, Chapter II, Chapter III Anti-Money Laundering Board, Chapter
IV Transaction Committee, Chapter V Anti-Money Laundering Office,
Chapter VI, Chapter VI/I Anti-Money Laundering Fund, Chapter VII
Penalties. Peraturan pelaksana lainnya yang menjadi dasar hukum dalam
pengelolaan aset adalah Ordinances, antara lain AMLB Ordinance on
Rules, Procedures and Conditions for Organizing Training for Reporting
Entities under Section 13 and Section 16 B.E. 2559 (2016), AMLB
Ordinance concerning Supervision, Examination, and Assessment of
Compliance with the Law on AML of REs (2016), Anti-Money Laundering
Board Ordinance on Permitting the Stakeholder to Take the Property for
Custody and Utilization, Putting up the Property for Auction and Using the
Property for Benefits to the Authority
B.E. 2543 (2000), Anti-Money Laundering Board Ordinance on Putting up
the Property for Auction 2001, Anti-Money Laundering Board Ordinance
on the Custody and Management of the Seized or Attached Property B.E.
2543 (2000), Anti-Money Laundering Board Ordinance on the Damages
and Depreciation Appraisal B.E. 2543 (2000).27
a) Lembaga Pengelola Aset

20 Pasal 33 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang
Penerimaan Negara Bukan Pajak.

211 Anti-Money Laundering Act B.E. 2542 telah diubah beberapa kali, yaitu: Anti-Money Laundering Act
(No.2)

B.E. 2551 (2008), Anti-Money Laundering Act (No. 3) B.E. 2552 (2009), dan terakhir Anti-Money
Laundering Act (No.4) B.E. 2556 (2013).

2 Section 40 Anti-Money Laundering Act B.E. 2542 — AMLA.
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AMLA merupakan dasar mendirikan Anti-Money Laundering
Office (AMLO). AMLO adalah lembaga penegak hukum yang
independen dan netral. AMLO mempunyai kewenangan dan tugas, yaitu:
(1) Melaksanakan ketentuan sebagai pelaksanaan resolusi Anti-Money

Laundering Board dan Transaction Committee dan melaksanakan
tugas-tugas administratif lainnya;

(2) Menerima laporan transaksi yang disampaikan berdasarkan Bab II
dan mengakui penerimaan dimaksud serta menerima laporan dan
informasi yang terkait dengan transaksi dari sumber lain;

(3) Menerima atau menyebarkan laporan atau informasi untuk
pelaksanaan ketentuan AMLA atau undang-undang lain atau
berdasarkan perjanjian yang dibuat antara lembaga domestik atau
asing;

(4) Menetapkan pedoman untuk kepatuhan, mengawasi, memeriksa
dan mengevaluasi entitas pelaporan tentang pelaksanaan AMLA
sesuai dengan aturan, prosedur dan pedoman yang ditetapkan oleh
tata cara Anti-Money Laundering Board;

(5) Mengumpulkan, mengumpulkan data, statistik, memeriksa,
memantau dan mengevaluasi pelaksanaan AMLA dan menganalisis
laporan atau data yang terkait dengan transaksi, dan menilai risiko
yang berkaitan dengan pencucian uang dan pendanaan teroris;

(6) Mengumpulkan bukti untuk tujuan mengambil proses hukum
terhadap pelanggar berdasarkan AMLA;

(7) Untuk melakukan proyek-proyek vyang berkaitan dengan
penyebaran pengetahuan, pemberian pendidikan dan pelatihan di
bidang-bidang yang melibatkan pelaksanaan Undang-Undang ini,
atau untuk memberikan bantuan atau dukungan kepada pemerintah
dan sektor swasta dalam menyelenggarakan proyek-proyek
tersebut; dan

(8) Untuk melakukan tindakan lain berdasarkan AMLA atau

berdasarkan undang-undang lain.*”

13 Section 41 Anti-Money Laundering Act B.E. 2542 — AMLA.
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Struktur organisasi AMLO dikepalai oleh Sekretaris Jenderal
yang bertugas secara independen dan netral melaksanakan pengawasan
umum urusan resmi AMLO. Sekretaris Jenderal bertanggung jawab
langsung Menteri Kehakiman. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris
Jenderal dibantu oleh Deputi Sekretaris Jenderal yang bertugas untuk
membantu dalam memberikan arahan dan melakukan tugas resmi.

Selain dibantu oleh Deputi Sekretaris Jenderal, Sekretaris
Jenderal juga dibantu antara lain oleh Divisi Legal Affairs yang
bertindak sebagai Penasihat bagi Anti-Money Laundering Law, Measure.
Dalam melaksanakan tugasnya, Divisi Legal Affairs ini membawahi
Asset Management Division.

Asset Management Division bertugas:

(1) Melanjutkan dengan pembentukan sistem akuntansi properti
penyimpanan dan pemeliharaan serah terima aset kepada
Kementerian Keuangan. Pengembalian kepada pemilik dan penilaian
properti sesuai dengan Undang-Undang Anti Pencucian Uang;

(2) Mengambil tindakan atas pembentukan sistem manajemen aset yang
memungkinkan pemangku kepentingan untuk menerima aset untuk
diurus dan digunakan. Penggunaan properti untuk digunakan
pemerintah untuk janji sewa manajer termasuk survei properti untuk
manajemen aset sesuai dengan undang-undang tentang anti
pencucian uang;

(3) Untuk melaksanakan proses sehubungan dengan penjualan aset
dengan lelang berdasarkan undang-undang tentang anti pencucian
uang;

(4) Melaksanakan operasi dalam kaitannya dengan administrasi Dana
Anti Pencucian Uang;

(5) Melaksanakan tugas sekretaris komite dalam kaitannya dengan
manajemen aset;

(6) Untuk bekerja bersama dengan atau mendukung operasi lembaga lain
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yang bersangkutan atau ditugaskan.*™

Struktur internal Asset Management Division ini terdiri dari
Division Director, General Administration Section, Storage and Delivery
of Assets, Asset Management Section, Property Auction Section, dan
Fund Section. Unit pertama, Division Director bertugas untuk
merencanakan, mengelola, mengorganisir, mengarahkan,
mendelegasikan, mengawasi, merekomendasikan, meninjau,
mengevaluasi, membuat keputusan, dan menyelesaikan masalah dalam
pelaksanaan tugas Asset Management Division.

Unit kedua, General Administration Section bertugas sebagai
supervisor yang mengurus administrasi perkantoran dan memeriksa
kinerja para pegawai Asset Management Division dalam rangka
pengelolaan aset yang efektif. Unit ketiga, Storage and Delivery of

Assets memiliki tanggung jawab utama, antara lain:

(1) Mengawasi, merekomendasikan, merencanakan, dan
mengembangkan sistem akuntansi aset berupa penyimpanan dan
pemeliharaan aset, serah terima aset kepada Kementerian Keuangan,
mengembalikan aset properti kepada pemiliknya, dan melakukan
penilaian aset;

(2) Mengawasi, memeriksa, merekomendasikan, mencari,
mengumpulkan, memverifikasi fakta, informasi, bukti tentang aset
dalam rangka pengelolaan aset sesuai dengan peraturan

perundang-undangan terkait.

Unit keempat, Asset Management Section bertugas antara lain:

(1) Melaksanakan dan mengembangkan proses pengelolaan aset sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan terkait;

(2) Memeriksa dan merekomendasikan investigasi properti dan
menganalisis, mencari, mengumpulkan, memverifikasi fakta,
informasi, bukti tentang aset agar pengelolaan aset sesuai dengan

peraturan perundang-undangan terkait;

21 Anti-Money Laundering Office, ‘AMLO Organizational Structure’ accessed 27 December 2021.
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(3) Merencanakan, menyiapkan sistem dan model manajemen aset;

(4) Menyusun buku pedoman operasional pengelolaan aset.

Unit kelima, Property Auction Section memiliki tugas antara lain:

(1) Merekomendasikan, merencanakan, dan mengembangkan proses
penjualan dan pelelangan properti agar sesuai dengan peraturan
perundang-undangan terkait;

(2) Mengumpulkan, memverifikasi fakta, informasi, bukti tentang aset
properti agar aset tersebut dapat dijual melalui lelang sesuai dengan
peraturan perundang-undangan terkait.

Unit keenam, Fund Section bertugas untuk merencanakan dan

mengembangkan sistem akuntansi aset, termasuk terkait dana

penyimpanan, perawatan, dan pengelolaan aset sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang relevan.?”

b) Sistem Informasi dan Teknologi Pendukung

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, AMLO didukung dengan
berbagai sistem, antara lain AMLO Electronic Reporting System
(AERS), AMLO Financial Information Cooperation System (AMFICS),
AMLO Mail, AMLO Risk Assessment and Case Management
(AMRAC), AMLO Person Screening System (APS), Litigation System,
dan sistem audit terkait customers profiling.

Sedangkan untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan aset,
Asset Management Division didukung dengan sistem informasi dan
teknologi, yang disebut AMLO’s Consolidated Asset Tracking System
(AMCATS). AMCATS beroperasi secara akuntabel dan transparan
dengan merekam dan melacak semua data yang relevan dengan
penyitaan setiap aset. AMCATS menangkap rincian tentang penyitaan,
nama aset, nilai aset, nama kasus, perintah perampasan, perintah
pengadilan, lokasi penyimpanan aset, pendapatan yang dihasilkan oleh
aset dan pengeluaran yang timbul dalam mempertahankannya, rincian

lelang (nama penawar, harga yang diusulkan, harga jual), dan, jika

> Anti-Money Laundering Office, ‘Asset Management Division Structure’ accessed 30 December 2021.
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berlaku, informasi yang relevan mengenai penempatan aset ke dalam
penggunaan resmi oleh Pemerintah. Dengan merekam dan melacak data
ini, AMLO lebih mampu menjalankan fungsi manajemen asetnya—dapat
dengan mudah menghasilkan laporan, menghasilkan statistik,
memperhitungkan inventarisnya, dan memperkirakan dan mengontrol
biaya manajemen aset.

¢) Pendanaan (Anti-Money Laundering Fund)

Pada 2 Maret 2008, Amandemen AMLA mengharuskan
pembentukan  Anti-Money Laundering Fund (AMLF) untuk
memfasilitasi mekanisme yang efisien dan hemat biaya untuk
administrasi aset yang disita, untuk menyediakan sumber daya untuk
program penyitaan, dan untuk memungkinkan pembagian aset. Setelah
aset telah dirampas atas perintah akhir dari Pengadilan (Civil Court),
sebagian dari uang atau aset yang dirampas diteruskan ke Kementerian

Keuangan untuk kepentingan perbendaharaan nasional.

Sisanya disimpan dalam AMLF. Demikian pula, hasil dari aset
yang ditinggalkan dan disumbangkan serta aset yang dimiliki oleh
pemerintah Thailand atau asing lainnya disetorkan ke dana dan
perbendaharaan nasional. Berdasarkan Section 59 AMLA, administrasi
dana akan sesuai dengan peraturan yang sedang disusun pada awal
2009.” AMLF di dalam AMLO untuk tujuan anti pencucian uang
sebagai berikut:

(1) Memfasilitasi pelaksanaan penyelidikan, penuntutan,
penggeledahan, penyitaan, manajemen aset, pelaporan petunjuk,
perlindungan saksi, atau hal-hal lain yang berkaitan dengan anti
pencucian uang, termasuk membantu lembaga lain, pihak terkait dan
masyarakat dalam tindakan tersebut;

(2) Meningkatkan kerja sama dengan lembaga lain, pihak terkait dan
masyarakat dalam penyediaan dan penyebaran informasi, pertemuan
atau kursus pelatihan, kerjasama domestik dan internasional, dan

operasi untuk mendukung langkah anti pencucian uang;

276 Section 59/1 Anti-Money Laundering Office, Anti-Money Laundering Act (No.2) B.E. 2551 (2008).
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(3) Melaksanakan tindakan lain yang diperlukan untuk mencapai tujuan
Undang-Undang ini.

Pengeluaran atau remunerasi lain yang harus dibayarkan kepada
lembaga lain, orang lain, pejabat yang kompeten, pejabat publik atau
pejabat lain yang melakukan tugas, membantu atau mendukung
pelaksanaan tugas untuk memastikan eksekusi yang efisien dan efektif
berdasarkan AMLA harus dicairkan dari AMLF sesuai dengan peraturan
yang ditentukan oleh Dewan (Anti-Money Laundering Board) dengan
persetujuan Kementerian Keuangan.[51] Dalam waktu enam bulan dari
akhir setiap tahun fiskal, Sekretaris Jenderal AMLO akan menyajikan
neraca dan laporan pengeluaran dana untuk tahun sebelumnya, yang
diperiksa dan disahkan oleh Kantor Auditor Jenderal, kepada Dewan dan

Menteri.
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BAB III
PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari pembahasan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Thailand
telah memiliki perangkat pengaturan pengelolaan aset rampasan. Pengelolaan
aset rampasan di Thailand dilaksanakan berdasarkan AMLA sebagaimana
telah diubah terakhir melalui Anti-Money Laundering Act (No. 4) B.E. 2556
(2013) dan secara terpusat dilakukan oleh AMLO, serta didukung dengan
sistem teknologi berupa AMCATS dan pendanaan melalui AMLF. Dengan
perangkat berupa regulasi, lembaga pengelola aset, sistem teknologi, dan
pendanaan yang mumpuni, pelaksanaan pengelolaan aset rampasan di
Thailand dapat menghasilkan pengembalian aset yang optimal. Di lain pihak,
pengaturan pengelolaan aset rampasan di Indonesia diatur berdasarkan
peraturan internal tiga K/L yang berbeda yaitu DJKN, PPA, dan Rupbasan.
Meskipun pengelolaan aset rampasan dapat terlaksana, namun pelaksanaan
pengelolaan aset rampasan menghadapi birokrasi yang panjang, sistem

teknologi yang tidak terintegrasi, dan pendanaan yang tidak fleksibel.

Dalam arti lain, hal ini pun dapat kita implementasikan ke dalam
Draft RUU Perampasan Aset yang dimana subyek hukumnya dapat mengenai
seluruh lini lapisan masyarakat, termasuk didalamnya adalah ASN. Dengan
demikian, agar pengelolaan aset rampasan dalam rangka pemulihan aset yang
optimal, maka langkah pertama yang perlu dilakukan adalah sinergi antar K/L
atau pembentukan satu lembaga pengelola aset khusus, seperti AMLO.
Langkah kedua adalah sistem teknologi aset rampasan yang terintegrasi antar
K/L atau pembentukan sistem satu data rinci yang dikelola oleh lembaga
pengelola aset. Langkah ketiga adalah memformulasikan kembali mekanisme
anggaran pengelolaan aset dengan cara penggunaan kembali PNBP yang
diperoleh selama mengelola aset rampasan.

2. Saran
Adapun saran dari penulis, kami menyarankan agar lembaga legislatif

di Indonesia dalam merancang RUU Perampasan Aset di Indonesia dapat
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meniru UU yang sudah ada dan diterapkan di Thailand agar ketika RUU
Perampasan Aset di Indonesia sudah di sah kan, dalam pelaksanaan nya dapat

berjalan secara optimal dan sesuai dengan asas-asas hukum pidana.
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QNS B EBQEBMO B ITBO®BE M JO JQFS BEBREAR) E BEBGIUV O H
CFSBQUPMBOBO
6OEBOH VOEBWBHNFEKJC DB BIBBEOMFMBLVLBO
LF H J BABBICHOSP U MG DD F N\BIS (BRSO UNAN J MM O HRLQY O H
IFNFSJBDBG@BRO DBICY@UBY¥NCFSURGUBADOBVI BIBBO
UJENBANB WDASBUVSBO
.BLEEBSWGOEBOH 60FENBRSH5BIVO NFNCFSJLBO
M B O E BV BWN O UWE N F S BDRHOID F NEBJSEBIDEI M B L ¥ MBO
Q NS B EB®F O F L B@3 . BETC DS M EG HABHBE P MB 8 EBLY O H
1JEVQ
IFSBUMBBPSJORPMBPS 5BIVO "TQFLFSMJGONBO
1F CFHM P MBLBYWO S
1F S B U V OBJC WEWN E O D BIOAOF 9B §BU YFS\BRB5 JO U B |
TBMBBUVBEZBMBSBUVESBPSJORIBI 5BIVO UFOUBOH
IFCFHM P M BB J USEB QF CFHO E B IFBDFNBSE 6N OBE B
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CFCF S@REBDU JBMSH [JGJO H IBGEHBD MFO K BFEESITFUVKVB O
~JOHIB®H 0O1-) EBDNBOKIEST FUMWK\OEBDF BEHZ BSBU
EBMBRSP | PO BES T F UMIOWEBGAHS T F UMIOWEBR FHO K B E J
QSBTEBB®EYBAE MIES J[ ¥FBOB | B

1IFSBUXBGI® GH Y EDMP MBBIBIEBOIE FOBEBMJIBO
QFODFNBEBLOEPORTULBF S E BMIB | BBEOMFMBLVLBO
QFODF NBRIREG B UNOSIB B C F SM BBRE IB/TLB/M O UNE O BOH
LFBERBFGTFCVU

% B M B.NU\QEFTQID F NBRISBI@F S TB | BIES B U YFS\BRS JO U B |
/IPNPS 5BIVO NF @K CS U BCTHBLOW URJSBOBBTEJQBUVIJ
1IFETBIEROBBLBIG N B UW B ANBIEIIEBEB QB VLKILB
UJENSANBUVIJOZB

5JEBROZBYFSBWFSERBNEGHWMNBKIQBSBIBBO
VO UNAEMBQE BB G BFD D F NBESEBMEMO HEJD F C BPGILFB O
LFHJBRGPSBTJPPBNMSIZBE RQVOBEBUOUNENBOEBY
NFNFSQEVSBLEIB CHEP U NG OD FBIBS J

AFDBSB LFTEASSBUMSBPOSJORMNRS 5BIVO
N F N C F SNIIBEDE BVILB/AE B IQF PMP LB B OB IEBTQ F PG EBMJIBO
QFODFNBRISBE@RJVKVBBNBMJOBEOHAWEBLOFTFIBUBO
NBTZBSBLBU

, FEMBF SBUWSHE®E®BH VWE O LWLE-GHA P M B B KBIJESB O
QFPOEBQIBBOFMBE®BMOBIEBOIFMBLYEBO FBBBEKA C
NFOFSEB\BLHINBBBFUFOQNEBWWSHBOECVU

# *NQMFNFEPREFOHBUVEBAUBFODFNB3IEBOMITBLBEPMFI
, FHIBLFEBO BIBBBXADEPOFTJB

% BMBNBHW BTVYFSTFCVROFNBUBCFSBEQBOH 6EHE®OH

IFSBUWODBMNWEOBOHTWFODFNBBESBBOHITFCBEMBPHIBUBO
QNS BIBABMMBBVOEBOH Y06 SHGBMBEBMBEBOH 6/ PERPGH
5BIVO UFOUB®MJ 6 &BOHHM P MIBDBHOBUH VAB OIFNCFSJLBO
MBOEBVIIBKIEBH)IFOBOBOMIOH MMSB TWAFODFNBSEMBJIO
60OEBOH 60GEBPGKBMWE-NINMBEB U VSBRBJPUBISBIV O
UFOUBOZAFM SEGIBESMJ 6 &8O P MIBDBHOBO H V Q
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$

/BNVOINQMF NINVQYVBPJI EBMBRNO BOQKIY F O D F 8 EEBEXB U
CAB S JBRSMU BIEF SEEBLUKNS TUUOHEBREESEBQBUVIBO
Q WS B | BIBRISR B Q B TRIFNEFTS EGWIEINM B L @ EBIG O IEB\QE-ABAHB O
IVLVNFTLJQWFMBEIB CFE F$BIQ\BY P T 28 DGF BN E BRI Y BV
MJOHBLODG Y D F BBSBN F O KBEB TB MR EGE SECFCFEBEBBI
IFSBTBMEERIBIBMJIEIS JODHMINB GEBMEIODFNBBBE LICBU
Q F N C \BEXD BN BB B1W J LBV B | B8RO0 UPZ BEEBOEPOBFSEBQB U
QNI BIER®FTHUJKBKBBQRBERG SBEMH- ODFNBBIBUIKBKBS
QWS BIBEC TREWBYB LBRS B BBIP EWUDIBOFSLBS CPIESU
BLWJUWBEYY B BB TBOBUBMNFOKBES®BJUBNBOBVFIIBH
NBTZBIELBUBESH FSTBCERBRQBRN B O G BIB/BLBBN B HRIM O J
TVERIPOBURSBEFCFMV/NBOZBUIJEBEBEJTFMFEBBBBRS IV T
'BLUGBLTUPRYV S B OGIO®BHE @ L VAB QFHJ BRW FS C B U B TR
EBOVSBOEPNBO ZBIEGF EBLEBROHIBNCGED FNFS EBWEBIN
NFOBORFODF NBIBBOMH T F C BRM BICH J BQ B'S B | BBRK BAA J
TFSJOWE 8 KMERQB-OK@™H B §® $BIOV K F B ALF K B EBRI® @80 H
NFTLJSV¥BVWMBNEABH \CF CF STBB@BENJOJEBSFOFR BEB
IF$TBIEBOIRMBLYEBB OBO

%JEBMBN/PNPS 5F O URPIHV J 8 BE\BAFI CFHV P MBM®HDLBVID H
)JEVDBQ1/P 5BIVO 5FOUBTFHD Z FRB 56 B M J 8 ERVBOH
1F CFHM P MBMIOLBVADIHE VIQJ EBE B VED BIBS® HNNGHW BB OZ B O H
EJCFSBMBQNI BIBEBREROBIBUBMW QFSTFRP&BONFMBLVLBO
QFODF®BBSBO

#FOUMWBBBVYIOKNEKB OF SEBIBBIFSTBIBBOH-FODFNB®JS
+JIBIJUIJQKBBYWMVYVYNPTIHIGEPOFTJB

AFTEFEBB®6/P 5BIVO CBIBQFOZFMATBYUNMDO HBLY O H
EBQBJMB LEVH®® EVBBZBJIJNVWVMENFBHIEBBWVGBSEBHIMBO
TFTMBBLBYBEBCHSTFOBFTEEB3VNTBBTBMBILE NJ
BLBKOFNCBIBFSUBOUFMBAFBEHEE OHIB\AONHM BIMABEEIMBO H
EJKFWBHMBOQXB\HBTBMZBUZBCHSCVOZJ
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84 F UMB@B/MHBXY TBEB O R B BB BIOF M B LY/ABON B MBD H
|V L VOW §@F O D FENBEDS RSB MEI@ B DYEOBENF O J N CFMSHLIEBRIE B
P S BAERICHE YO B DYEXEXN ENESB DI EB O Bl BI\B LU\IICBEBE BDU V
#FSEBTHBIEGOUE TECNELB JUQBBRN TBBT B B IBX
Q VS B | EBONHF M B L \FLIHRIGIWDEYH RISH GH J C BURG DF BBSKA C
NFNZBS OYNHIURVYMBLYLGPB EFQE)N KB TZB ZB DBROKBE J
LPSCBBYFODFNBESBOTECEBRO DB EE TBMFUBBKMFSEBQBU
Q B ZBMNH BRI VB S UBJ B Q BISBIOWONB KT BI BBOQBEODFNBSBO
ZBIQUBEBTBM CHSCVOZJ
44FURSEBENFMB LY E B O FINEBGS BOFHB LMBID B OV B WRK J C
N F M B LO/ANB\OSI \J [BHDD.H DYEMD 2o
4 E NV MG VR TR DY DHEBH N EQ R B IQIBEEU E JM B IEFEBMD
UBIBQBO
BQF O H TFONIB®D ENB®BE B O A0 TESDD FN B S
CFNFEJBTJ
DFIBCIJMJIUBTJ
ESTUESBTBUBYV
F D BI$ BB OTHF TEVFEY FFS\.CEB@MHY ¥ O H FELBRORLBDIP P
% JJ QNS B BB RN | BB CHUSBIDWOXBKLBF S | BEBMD FNB S B O
B JZB QWHKS BTN FMB LY B BEQ BWM JZB@IF M BB QB BBTBMZB U
TORSDBHBYGBCBIXQNS BIBBO®INFMBLYEB® | FOWN B BS
Q F O D F \3BZEBMHF S EB.D BBXBIM K 8 @ Z@F O D F & IETB | BEBB O
NFNCFSTYIQBWSTQEODFANBGWFSEEQBYUNCBSSBTZBSBLBU
IFOBDHBB G TBEB O B BBV BUIBES OlIF MBLYE B8 D F BEKSED
XB K INCF M B L \QLFBADB @ MEBGIHF O D F NB.B®B B'S BD B SBF O B @ MEBD H
QF O D F NEBJSEFOVEBIB Q\BEIB TBM"ZBU OBWOEJTJQBNJIOHJO
NFOHBHIMUBHBEGB ZB GH SC¥BZHNCFCIGCPBF SUBMODFNBSBO
EBO BENBN\B IMBXD BHOVPW)BERBEFIBLBAVONGS®WFSTFERY
LS T I FGB B OBIOEP OFF QB NBNSIB T BLBEIM JOJO GBS J
B L BIOF SEORG O D F EBRENY B | BFM BV 0D VVOEBRF ODFNBSBO
NBMENV WS ODEBNB T ZB ZBLMF O K BPESIC BO EE\B IBOJTB T J
MJO HLOIEN@ OIF O F BIEWIBEISBTZBSBLBU
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1&/6561

*

7*

,&4*.16-"/

SJEEUQVOCRIBEYMOWNAMBLYEBE TBRE S| BEHBIBES B O
*OEPOFHII®NBTCIBO 488 RF OD F NBBIGB &1 BMEBUHLAW/IEH Q
IFODFNBJI® G JOHISBEMIJI EBWJINBOTIB FTJEGMEFNBBTEIB
IFMBYVBIBUBMYS BIBBRCFNMFSPQBEBUNUVEBFNIMJLO
MJOHLGFONE SRS OVHMBLYEBOFBBIS-BOBIBBKNENZBS
BUBWMBLVBBEBOWEBIUFOBMIEBOF O UMB/EKB ONHF BRIV S
%BTIB/AVNMNOUNBLYMB ONHF B QEOD FNBBESBBEHB BBNEBOH 60EBOH
IPNPS 5BIVO UFOUIBSMJB EesBIXIH CFHM P M BB IOLBAPIE V Q
/IBNWONBTBUOJNOZBOTQESRE OBOMBBE UBNBLNVIS BIBBO
EF6AJIBBTZBSAREME UMNFOKIBESLZGPOD F NBESBEXB O H
IBSTMFCBJQFSIBRIMEBENFSJORUBEGQJ I BABOGHFERBVB UVL
NFNCFSUEBIOGCBIQ BB O BTUBCIFE BB IBBXEBBVQBUVFSIBEBQ
Q F S B U2 B

3&,0.8&/%"4*
.FOBIEBLBRNJGBSL BB EBVT B | EZEBIHEP URGOTUNEMBLVLBO
QFODFM®BBSBO

.FOHBOHEGTB | VEWWE WX B O TOBSBG B QB SBAGHEXP UFOTJ
NFOKBECHODFNBSBO
FOHBOHEGTBIEBOWH MBLYEBO F BBXSKOEMBLYER®JIBO
MJO HBLOUEMNQ B VNB/TZ BRBOBISEBNQB L
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%''5"31645,"

1&3"563"/1&B/%"/I( 6/% "/("/

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup

Peraturan Pemerintah (PP) No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan

Pengendalian Pencemaran Air

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup

"35%, &-

)BTBOBARVJIB )V LV NBH#B H1F\ST B | BEE®I B LWO D F NBISEHB WO H
IUUQT INXXNP®RNOFMJOJL B IVLVNBI® BE®BIQFQBEY QFODTF
MJOHWIOV®H GG E CC BG

%JOMI 8FRJQBOBWOURBPNPS5BIVO "TQHRESM BEEBIEMHFMPMBBC
VUV "JS
IUUQT EWBXF K FRLEEC FEJOQB®BT UVOUBT QERIVOPNPS

BTQFL QBOMEBDEG\RPHIBBYD BIJS
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https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukuman-bagi-perusahaan-pelaku-pencemaran-lingkungan-lt57ff10d6bb0af/
https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukuman-bagi-perusahaan-pelaku-pencemaran-lingkungan-lt57ff10d6bb0af/
https://dlhp.purworejokab.go.id/2021/03/16/webinar-kupas-tuntas-pp-nomor-22-tahun-2021-aspek-perlindungan-dan-pengelolaan-mutu-air/
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6SHFOFMMJCBBIJHEGBEBW BINAV TV OHEQVNMNEBMO/ U
60OEBOH 6GHEROBRBEBMBANODBOBUVCKBRXONQGQRCGEENP S
SFOUBOHBBOFNVLINBOHFIFMBOKVUBO

,BLIER'\BE[JMBIBRV FIMPIDIFUBOGJIBBIBENSOJTB

* 1&/%)6-6"/
-BUBSMBLBOH

SVBAHSEIBNBTZBEBNMBUW BUR FNCF SJE OUSJCVTJ
UFSIBEEEQFSMBIENQHEPMP WBBOGBLVIENTBBHWFS CWEBB S
TFEENBEOBEEEBEBNEBOH 6/PRNPGIEBIVO UFOUB®MIBEVOH
EBAFCAHHMPMBOB B I BHEVQRBOEHITF6®YUL1-) IBTBM611-)
NFNCBBERBSTIDHBUES CYEB BB YBEUBBRUBBTZBSBLBU
EJEPSFOMESMFOBB EBMVMBRNNCFSQEBBOBGEBEEBMBLTBOBBO
VEZBYQFSMBIENQHEPMP WBBEEQAIENEITFOZBBE VBT GB/BTOZB
TFDEEBD HNEFOGYIEBREO HIN BBV (B BTZBEBMBBNCFSJLBO
QFSBBCPOUSICHENB®BJFSTBEBEMBBOAZBFSMNBBUB®BLB U
EBMBRANCFSIUBRSEERRNBTVUFQ I BEENSBVBIYREOZVTOBBIOTIT
%BNQBIOHIBBHEBOHITFC. VI - 4FCEBINBOBCEHHB EBHMBN
IFSFQ) /PNPS 5BIVO UFOUBORSMJIBCTEABS@BBIBIPTFT
"OBMYBNQBILOHIBLOHEVEBO[JOJOHIBAONHFNCFSJOBOHIU
CBIXTBOZBSBE®INBTZBSBEMBNNCFIBEBEGOBOO BTV LBEHJ
QFOZVEPANOF®"- TBBHJIQF S MB/ILBBSABR-EM ONBRNCFSJLBO
QFSBEXPOUSIJCEBN®HBZVTVOBOFTEB®BABTBMG611-)
BEBNNBIT ZB BLRHFFABE BN Q BIFN F S MBIWIHL. ODEHV DB QB O H
URY B¥IB UBREHCHE O LRY IV U \ETBEBMIB P T. Bol" -

IFMBLTBUOBEEY TWOBNE®"- TFDB/ISBNTBRONBTJI
N F G O B lUB-@ BBH MU BWOU JE R E M J C BWBLTEZ® STBHIBRVB\BEB O
NFOZ¥MBULBLBE U F S MJ OB WHMI®XCEE B O H IOBEEB@ZAB 6 (CPENBRCEH
5BIVO UFOWBQHAREBOWMB OKYTURICABBENHG $JQPBIBMBN
66 $JQBESIF OKF MBTTLZEBCE B BBRJQUB W BB FE- SBEIOFBOQUSJCVTJ

-JIBBBTBBOEBOH 6/PEBEBH/O UFO UB®WJI 6 &BOHFHV P MIBOBHABQU E V Q
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EBMBNOZVHFIOVNEF®"- IBOABTZB ZBOBRBSABBNQBBOHTVOH
UF S IBEB@DLEE BBAUBIHE $B J P MBAWOWIF ONUPWN Q F S TG N BRI
QJIBL QNIBEEF B IBIOBHD BS B\BER O HE VEDAHFISABB N QBB BRFIHIJBUB O
VTBIBEBIBMJLBUPWEBHRUNBB T Z B 5B3 1B K5- SBIOEBM@SIPTF T
QFOZVTVOBOTFTEEBBTHRRITIQGBMBBGYRFOZV TWOBO
ZBOBOAB-MJIJCBBIEOBIBIABKSOBB N QBB O HE B B:H J BWIEBO B
UJEBEODNBSOLIBFGEJMBP@®SP QP SOBRDOBWB P ZB MBIOBEH-TS B |
IBEBOUJEOHZBEMFNCFSMBEY@BBOUFNQFS TIBNBURBISF TIQBTJ
NBTZB3ISBLEHUBOGBIEB OB EUBBE IJWBIOHB.GBHBIEBMIBODJ
TFIBBOEBKBEBUBENTIBY BEZBU 60OEBOH 6@BBGH ZBOH
CFSCVOZJ

44 FURBEIOAS IIBE @ K BMBACERUIAJBDE NQBRANMEBRFOEBQBULBO

M J O B DYEXBQOB B BTG- MBEUB F SNE-INRONEEHBABEFO FIBUBO &

1SPTFHO ZV T'V®% B-OV O U VIBHVKEF OB H J BWIBBOLH- S | BUEEBIQ
KBSBOKIVIC@GEBNB T ZB ZB QBfS E BULHEHRIMJI CBRILBOOZVTVOBO
".%"- IBOZ4B CBAUBEMCUFBMBEBQMWEOUPQPB BB-BIQ IFMBIBO
HBNC¥YU BMJIJNBSE UBBOJEBEMICB.UWI'B@ B@H OBBWIOLBSFOB
KVVUS8"- EJTVTCR®S FUHMHBJBLURBMEBEOIBEBNQBUGBBBEBQ
MJO HLGY 6 & KTBBEIM F\EH J TRGUS) S/ N CWI B O BABOMWIL BSFOB
UJEBAQBRE CA/BEH-HB LI CCBWRIBBAOBNCXYBRGIHOEBIFSEBTBSLBO
QFNBQBBB®EMBI|I VEBSBERBVYBIQFSMVISBOWWINBIOBUBRBSBLBU
CBXZBQHFSEBNGOBHEFNOHENBROHOV®IHLE B QBWIEBBEB ONHB O B
EJBEBNBNSIQBPEIB ODMB-MBFS B WWSB BB OH Q@ B BIBFS MEBIL V
*OEPOFFUBENFOEVLYWRESDJ @V B OM®BWE-O/I P(@BREINP S
SFOUBRWBBIFrSVLINBBEDBHEMBOKVUBO

3VNVTBEOIBMBI
B #BB{J N BSJB MBWET B O DINOZV EPQ B E®B" - NFO86 6
$JQESBL

-JIBBTBMEZBUG6OEBOH 6% EBBH
.BYJIMRI@ZBQW¥BYJIJTIQ@BZB SBREBENX ZV TVEBOFQHO BBNQBDHIBBAHSEBTBE LB O
/P 5BIVO a7BS¥BUJDJB
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C #BBIINBQBMJONBUEG EBIMBRIROZVTV®B-ON FO8 5 6
$IJQB8EOKBEIWEBIHEBVMNBMNODB®BIPNPS

SVKVBFKWWMJTBO

B 60UWIF @KW BNIQUTJOHBONEBRE-T B O JIANFZV TBEWPARO FO
".%"- NFO8663JQES8BL

C 60UNIFBOBWHHMNDFMIOBUES EBIVBBNOZV TV®W'BO
NFOEB63$IJQBEEBMBMNODB®R®BIOPNPS

.FUPEFOFMJUJBO

#+ O OF O F M BUEKBIOV OBE BB S DERISB WBINH\EQ B TFFC V B |
QF O F M B@HBIG © BWE MBRL TWNVBIMERJ IVEVN4JGEFWFMJIUJIBO
JOBEBMBTLSBQBMBUUNWGOBINCBSEBBFOEFTLSLFQUF)XQ BB O
QFSBWSBOBOH W@ B BIEFIS L EEIFUB® FOUJQFMIBBUBBSBLBU
EBMBROZVTBFAEMNE®"- FOFSIB/S)FSWABOIPNBIFDEFLBUBO
ZBOEHHVOBBBI®ROFMDBEBMEO E F IBNSBOB O H B/@TELEBIM U F
BORBDZIBLQFOEF|ABBBOMBLEEBBNFBOBMFWBRFSBUVSBO
QNDEBOH NOBEUERAHVEBAGF SLBEUBAI TWLVEBMBWBUYV
QFOFMJIBOEGLBUBRSTITUBREBB MBLERB M F G BOWMBI OJMBJ
TF K BZEBONF O KB B LB § B [ BUIAB CCHOS- B UF S | BEBVDB Z BA M B J
UFSLB @B MBI \OFIS B Q\REBOBOH B@EBOH

% BTHA VN
IBTBMEZBUGOEBOH 6% EBBH
6OEBOH 6/PEBPGHBIVO UFOUBSMJIB &EBWHIMPMBB O
-JOHIBOIE YV Q
6OEBOH 6/PEPSIHBIVO UFO $BQUKB
66/PNPS5BIVO UFOUYBOH
11 /PNPS 5BIVO  UFOUB®HFHBEG BRS MJ 6 BN B

1F GFHV P MIBOBHOBWII H VB O

#BIE#SB/®B TV U.JPWLCP B0 F MM B IOV N# B O E VBDOHE BBX V
#BNCBUBROR.FUPERMPHIYMLIBNCGBLBB53BKBBGIGEPBEB
PIOGZSBEWNPSIJFUPEPIMOAMMLIBPR SIBABIGY SBEEEVNFEVBMJITIJOH
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IFSFQ) /PNPS 5BIVO UFOUBFORS M.JIBCTEABESG® BBIWB N
I1SPTEBMUBNTQBOHLBAIHEHVWVWBQJQ OHLBADH

1&.#")"4"]
3FBMJEBAFLBOJTNFAVTVOBPLVNFE®6"- .FO/8 U6

$JQEBL

#FSEBTGBEBOVRPTEUDEPOBWEBE®B%  1BTBN
ZBUEB®6 /PNPS 5BIVO UFOUBOWFMERBVEEBU ZBOH
EFNJLTIBIBSBIMFNCF SKEE 00B®I B BBY BT 0 HLAENE O H
CBJLRUS F1B BN OS F B WJUENTE O K B8 1BU BIT O HLOVXENEB M B N
S/NVTBEB $JQESIBTNFOKSEQBBABOMB B/ NJILB S FEEB O ZB
QFOHIBEBQRS B IBEOMBASE® WV T B® BMEB/P  5BI1VO
UF O UB®MJ 8 E\B@HAHM P MBBHILBODIHE VB M BEMER/ST BIOUB S B
MBIFSLBEEBOQFOHIBQYI®QO HLOEBHN F GBIO U JDRZ@D
QF ST F UMIOVELONT O H \B K 6 B BWIEBZ B GEHBXK J OB\ B OBIM I TJI T
EBNQBIUOHLWOPRK' - QFMJN QB KBIDEBMQFOHVEKE®EOJIJMBJIBO
LF @B L BIQO HLOVRQIB EBJ IBBTUE-NCBBRTEG QRIS TIJQBIMJIL
EBM@NPQFDZVTVWOBO B FOH IBHBROHFD J'MB'I-

IBEBPJDFNCBBRTEG QRS TJQBIHBMBSPQFDZVTVOBO
".%"- TVERKFNBTXQBEE P DQFNCVB UBMWBREJICBYGTYL
CRESTIDBOF GH THOB P TR0 ZV TV® B-0J UVF O E..BSUF&EE
$JQEBIFOHVBULBWOBEB OHIY QB HEBTIJNQV KRS8 BDJOIBL U JL
LFUFOLFLB G ZBEXBH F S D BEBIMEBINE BOH 6@ENBFOSH) GolB B ISR
AVTVOB@ESTEHES UOFOABABEIZBOEBOH ZBPBCEBIBUVS
TORRFOBYRTEEBSFNFSEGBBEBIOVNE@FSTF BYUB®BIY BTJ
PMOFNF S QWD A N BILFLOB U

66 $JQPSEOEISNEE®NFUREFOEFDBIOBGYEFBH
IBSB QIBO QWF S INBPIIF S J[BEBWOF CTHE F S INBERBH J Q F SEPBAF |
NFNCFSORBQBAAFOZF §B @BEs B RSB FUS/N C \FIBOP NBN O

4VOUPSP, PNOBT' . &*NQMFNIFODB®@B DRGS BIF EBGIENO JC B$ JQ,UF 8+ S B BIN

BDBEFNJB FEV

3JFOEZ%BNQ@BIEBOH VO@RBSEBH S | BPEEPP@PBRIEB U JOBMBB/TBAWOEBOH 6@ME BUBHV O

UFO Q-GN BIXEBHPMP MB 6 EBLOIEMN (B N V NBERNH F X NFEJB OFMJUJ DPN
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EBNQBBCBH BWOKSEB$SBMBCEITFC\VEJIBEBE B MBIT ZB IBICBH)
UFSEBRRPRHEMVKNONAMIH B INOIG B JUF S SBEODBONC B O NBVBY O
NFNIJREFPHBIVBO EBOIKBANCBOHVOBEONNE SFLB

".%"- EJIBSBRBREGWROHJEFONURGRH/MB/HEBEN F O HABLE O
MBOHLBI RBOBOBE) BEOBNQBRCEH Q FS L BS BUDBNDCAFNMJIKB H
".%"- EBOBIJHVOBEGEHFEPNEWOTUB O TB ZN3 EBHCBNEBIB U
UFSIEBBR®BSFODBPBTHFBMOEFBBEJOZBUBQBROPEBBOBIO
QFNCBWHITERWCMEFSIBESRPTHIOZVTVHBOKFMBEIF-OBBOH
EFBEB)PEBOVKEBKBEIJBEBLB®OZB86$IJQPREMBLOYEROBUBTBO
QBRI TIIMCMBEM@SIP T.RM- LBESHNEGBEUABB BB BNG N C 3B\ U
BMCISPLIEINFOHIBNI@BNFNCMUBBSH TUPGBONFMBLVLBO
JW TUBIAJEP OFQIEE/MOIIB DY F\6H J ICB@ KBIT ZB3BCHU OEBL
TF@RIHB MBB URN QP (BMHFABNCBTU BEM IBEMOHKS EB M BN
MJOHLXYOH

6SHFCFWJCBBB®OSBLBAMARAVTVOB®"- .FO/SB6

$JQEEIBMBNODBQ@®BITPNPS

.BTZBSBEBYBLBEMBEUOVNEBBMBRNDBGEBMJIBERY OH
I JEVIF SEPUFSMBCENESTCZ B SBIBREI Q F SNFDBIBED HY B O ML
NFNFOUVKWBO/EBRF N UV TH B IZB\DWESINAO JIWBYN B | B O
"EBOZBUFSMNEGHEZB SHBNQYDEBEMOROF SC[IWMBO - BLBO
N F N C\ BIDB GEHAM V BSE B DFETVAD 8 S B T FIE BBBWBAD KIBERIU V
JOVNETOF (BEHB O H{ERW F DO E BMJIG KBLOIEN, G UF S MNEBAEBSB L B U
JOEJMBLVDRME ODBIFSERN K\EBOV T VI] O& BO HLO/ZBH U V
LFUFSCVEBBG L QRSEMOHONBICBOB QVB M JUBIBNBEUFSMJCBUBC
NBTZB EBIMERO E BTFEOUVIEIGBSIFDBSB CERB8SBO TDBISB O
QFSFODBTBBRGIB BB FN CBFWIWBN TVRBEBNQBIKBMBOLBOOZ
VTIBIBFFEVEFGFLQFGB ONBUEZG EBIHEBIMBLEEBENFOEE® H
QFOEBIGNQVEBIP BIF S VB BEB (BH. BEY K B MBMEWTI UPS QFMBLV

*CJE

*CJE

$IJQUBONO*H3 "UJLBI 'BEIIJMBIAFSBESEBBTZBSBRMBIP TFO ZV T VWB\OFQHO B J
%BNQBOHIBGIHEWQOQFOUVFERBN
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VTBEBMERO K B MBWBIBWJ BWBE),EF UBINBTZB $SBEEUMJICBULBO
LFUJUBSEYBQSP DFBNCJIMEOUVIBSILBEBLBE O DBDE B
EJLBSFOBIEB VBA®IF G BIPDE MIDHLWZEEMB EJMBLVLBO
SFODBDHRIF S B LNET ZB EBLEIEO0 Z B N QIBBIBEENB V QVES B O
UFSI|BESRY DEWS L T BB 8 6BLOVEON O.F F N Q BKIB @H M B IPWMLMBIO
NBTZBSBABIOMUBEMIFSBPEEBMBNG"- "EBEVEBMBOH
NFNQB®OHBMFSTEBMDAUB NB TZBEBNBOHIBOICIIRSTIQBTI
KJLBIVEEVBERM F S FLBE BIIF Gi B /B IXQ RIS T JQBIBU BEBILB O
C FOSF BIVO UBTEM IS BQURO ZV TWE'BQ FEWBB T ZB B BEBALB O
CRES TIRBIRVIEBET EEBENJOBBOHINJBUBY QNOEBNQBL
M B O HIOFY BEE S F LB E B KRNDRIS T JELBNIECT Z B S BULBERBIEB @
IBOZB (BREHRS M CEBRBUBIF O H WBT®F SEG MS TB WGBS E J
E B QEBIU E F O U JER@ BIBBEB OF S J N QQVBJEERJFB LBFM® N C JTWEQ V
LFQ V U VZB@H N Q B@HLF I JEV @ BDZ B 9B LIEW © 8 BOBIO ZBIO H
UJEBAS EBMBGHT RS S M JBOM JYOHELY O BB ER B O

#FSBNMH UBOBBQRBNCJIMBIVUVTFBMOFNBTZBSEBRIB N
QFNCBOIVSEBORBURIOEFO BEF®B. BA'} U F MB¥XSEM BX
QFNCFO SVHB/@BSRLEBEBOH 60EMPMS] 581VO  UFOUBOH
1F S M J 8 8RBAF CFHV P MBMHOLBIHEV @ 6 11-) SFKBE JDRZBBIB O
QBEBFCFSGRBBNMSLBIPTFENSI [ NFBWANVEBIWTURSOUVL
C F SEHDUBFOBL\BNCF O JN C NI BID'S | BEBMD F NVBIDB-BW BBIO Z B
SJPUIF S | BEBMD F NVBISB-B ¥ BEBHKSEYVNBN C\6B 1$J Q UES B
NFODRNEB ZFEFS I(BOBILBBSS [2B@HF SEB PG BRI O HLOE6 H
$J Q,UFBS B OCIFUS/ K V 8 ONVALO D J QTU/EBMBQEEMAK BBV FOJOHLBUBO
QF SM BIER® FF KB |0 B §BE®B NV CE B MBMM B L T BORBEIB B/
QNS BIEONBORS BF N C B LEEBIVBER M J \NBBU'E B IBICEH OEG 8
N F G DBWBLBE ¢ F S M BOJIOVE G¢® € F FEBQDRU B 8 E 6 KB $ LIBUQF
J[IRJIOHLZ B BEH V CNBF O KB ES T F UWIKOHBLOMBMY/SAIBUZ B\DHJ Z
EJV QRO K\ EBC BVPRER T RUSD F BN C JIMABWOUMBBEB EBMBLVLBO
PMMBTZB IBLEHF S EB NG BH QBEB.WJIWEB L.EFOFOBBOQF
QFSJ[ZBBBUVCBPNFOOMBEFEVKBESTF UVKVHBOEOHVOBLBO

4BISVUEBSITIRBN P LEBIFN C B O &V BOWSRS F QTS
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TF (BRIHB S B EOB/S B M@NO HS 8 UFBISJ [0 S 6TE | HBGIF MBTEIB
UJEBESWWBLYEROEZB@H LB O YBUNAO E B QB UNDBBEB O
KJUWBRS EYBQ VMBSO BB EBFSTFUNVKVHEBONBL 8 FSJ[VOB OB
UFSTEICBIB EFM®E FOEJSIOBER J BEUON B LBF S T F W\ OHR® O H
BLBBJNBLDB®IPICKFECHIBB VB BIBARESBILBSFQBEDESCJIJUBO
QFSTF UMIOWEL®BOBNF O JNCBUILBBUV EBBIJQFSMYBE® O H
VOU¥BQRB®I$F LIRS T F UWKVHBOUFIS T FAGWIB O KW B BB O
OPNFOLEBSW SV DBANAIKEE B CCIBMTIREZ B WW DO K V LA BIBX
Q FUSBIOHOXBICEBIE O T Z B §B B E B DBFOCOZEN C V BUBBJL¥ SBMBIBO
ZBONFOJNCAUMAHBIROZCBIBEOMBOEBVBGEDSJQUBSBFSLBJIU
QFBNC JMBWVU VIBEES MB LA/ BB T ZB B QBESQBB N QD B S B
MBOHTERBOBWOEJQF PWNER/MP 5BIVO UNBTEEBMBNOZB
P S0 J MBITQJHALOVXEH/ZEB ONHF O E B N @I BOHHN B DZB SBIOBEISEBN QB L
EJBBECBH EB®IB T ZB SFISEECN BIOBS FEBQBE@H V TBS B O
QF O EBEBRUBIBIYBO®15ZB B BBIMIJCBEMBEMBLTIBOBBRMUBTJ
QVCMJIBN 066 $JQUBKB OK\BH JEBEO K BINWBEBLBEBEBB O
LF CF S BB B CRESBRITN E BAM DB O UN P&HR] INSBBTT Z B SBOB M G §I8 J
BLENG OH IJMEQQANBIG B E IMBNG TZBSBLBU
“BIOZBSBYTUBBB/EM A(@ B MIA( TN F O HM B SBE 6 U 0BRSS B
UFSLIVTVOPRBY¥DUMEOHYVUBRBNE® O HF\PJ B DWRD HLQYY O H
EFBBEFAMVBSLBOSOEBFHVNMBOOPROEJIBSBYORMWUEBL
N F N C B BR. BF® F SIF-TOJE B O BWM F WRIGB\L\Y@ UNAN FOIF CV UV I B O
ENBTEFLB SBEX@ FN B O GBARSEEH U AW NIEFEB MBRM J EBS J
UVKY¥®BODPNPZBJPWUBB TSV LJNBB@HEM B O K B MEBWLB/M
QF O UUPSHT BE B MB MEN C B O M OBROHEIS EB TBESMB DB L B
QFNF S EGQmBRM J C BRN.(BEIV $SBIONIBST Z B § B MBBIPQFDZVTVOBO
“NEBIKEBJZBOWF S E B M@BELH N\BOIY VOEBBOHTYOMIBSPTFT

IFECBIBPSTEES OB DXV PAFLBOINDEN M B LEVFEENT M J O\NBBHIZB@EUHFSEBB N BIOH TV OH
UFSIEFBDBD@ETUEBBO BHBRUBO &

IBTBMZBU 11 NFOZFCCZBIBBIBTZBZBMOBMSEBNBBG HEHEQBRO ZBN UEBEBMBN
QFMBLTBROBBRVEWRURMBIBO®&K &/ TBEBO BEHBYBNFEOXXZ BN QBIBB®OIEFTL SFOMDIB OB
VTBEBO BEHBYBUEBNQBRUKZBTEBHBAONEBEBEHFOUBGBGMABOHOEM ¥ TBEBO BEHBYBUBO

LPNQPO®BO H¥BGHBRFFABB N EBSEO DB GEBO BEBYBUBO
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* * %

QFNCBOEBVEIBEOKQBAX YV KVEESEBWKNBYOBLAP T48 06
UFMBCVPBIO®HEB

1&/6561
, FTINQVMBO

, FUFSMNEBABEB MBBO ZVEVOBRDPB MFOIHOBBNQBL
-JOHIBMO'H®"'- TBBUHRFOUVOHWENBTUGCBEBOEBNQBBOH
UFSJEFGEUIGBIB IBBOMBEEB) FEMPNMBBRENB O U BFWEGMICBUBC
NBTZBSBIBENBO PMIFB BN FS JOERIOEBVERNOZV TWRIBUN F O
".%"- ,FUFSMNBBYB®B MBUNENB BRMYIVRVBMBIKCH SGVOHTJ
TF@EEBSRE6ZBNIBNBRBIP NVOJIUETSINEMEFBM BTZBSBLBU
, POTVIQVEKABEN F O KBIWIBO T (EEBSEBLO/TAQIU BICY BIENEBBITZBSBLBU
, FUFSMNEBAUB&B MBBO ZV EVOQOB N FO"- QF O EJMH LL\BLSH-® B
NBTZBEBIOBENCFSNBBOIBOBQBTNGETGW BB N QB O SFLB
BMENXNJMBIONBTIOH NBTHONHFNEBIIBBOBMBEBHBEEOMBLVLBO
PMBUIQIFOZV EWVQENFO"-

6SHOTBUFSMBEGBUB &EBIMBRRO ZV TBMROB/MN'E®"- K\BH
UFSEEBEBH) F O D BRYKMEN C B O HAFGERB O KIVASBOP NP SZBJ UV
NFOKBEHBUBBQMNYLINBOLMBENB@&@FSUBIBEBOFSMBOKVUBO
4% (TCRSVKYVBQONEOEPSPFNNCBOH VYO BFONO P NEB ®JO HBLOY O H
4% (NFNIJMBRFIOTUBNBBS TIEOMBBEBIDO LWYTBWRFNBTUJLBO
UJEBEBFPSQ QBB QUHISKBM % (NFNJIJMIJUVKEBO UBRZBOH
EJOBLBHEADS B BOBHERM QQBEB VO EBBJ I B S BEBL(BEND BRXBHEIB | V O

SVKVIFOFCEMBBEBMBOUBOBBIP VOJUBBSMBOKBOBIO
CRS/KVE OVRO KB ERUBBD FWL INBBDTIB8 L MBNNBGFSUBIBOBO
EBCFSMBOKWVUBECGMJNEBBEUBSBNBRNO ZV TVROB/ONE® " -
QFOUVOHWIFODBWBKVEXABSFOBNBTUCBEBOLFCVUVEBO
LFQ S J 1B WNBOTEZB EB 1055 | J UBVEOMHR. BN C BQUIF CI K BEBEYX S BLUJL
QFBRUBBFBEMBOKNOIEFEA QS JP BIUMFHISE BB QBEOT@RNNBIB O
UKSBOHUBS AWBXBEHGJTBEBES/BABKEWOWUVEWB, FTINQVMBOOZB
IFUFSMNEBUBE&BIMBRINO ZV TBRABMNE®"- TBBWW FO WIOUHV L
NFNBTWHIBEOBN (BLAOHSIJEFEU QG S BURABI/MMEKIFPOMP MB B O
EBOQFNBOUBVYFCGMNEBIUB®EBBEBB OBURBEAFSIOBBOEFHEOB
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*7

EJMBINVANBEMOVIIVRIVEHBOIHFOKBINBID TEBOBWVO UBEIBEIRI BT
NBTZBSBLBU

4BSBO
#FSEBTRBSNEGIRBEBEFMBITBNQG@RAMMIOBLEBAMNFNCFSJILBO
CFCF3BQBOUMISBO
SFSIBEBBIZBSBOESB LTO-AMBE MNVCFS3EB QPGS | BEBHY B
LFCJKEBEXH M B LYEBOS JIOFUBBUKHKEQ S PUBMN CB M BLO H
E B Q\BRWD KNBEEDDVEBBRBE-M B T VABUBA M B LOHNBFOS JO U B |

3&,0.&/%"4*
SFENFOEBCJKBBBROGNFSIUFIBMBHITBOHPBSBDHTVOH

NFOHIBTQSRBWLVNOUNEOBIOUUBUGREBE®EBOH 6®HEBUWE

, FEEZ B ONHF N C B IIBHO U@ ONMJ ONBU'EZG EBIMBRIR O ZV TEVROLB/ON F O

".%"- ZBJBHAMMBENFOHJIULBUBES ZB Z B QBIAEWBASQABB N QIBHD B S B

MBOHOBWMNBTCIFSEBSIXEBBABNBBOFBWM BENBINQBHIBUBO

VTBIBF DBBESBBROHTVOH
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%''5"31645,"

#VLV

/IBTVUABIEPSBO .FUREGFNMNYWBQOKBOEVBOEBXYV

#B N C BAOMBRIO P .FUPHPNOFF M) YULYB® LBBL5 3BKBBGJOEP
IFSTBEB

PIOCEZSBIIJN 5FPSJ. FUPEPMPHMMNLNBNP S BU4JGSBE B
#BVNFEVBMJYMNOH
4BJING  1BSJI T WFENTRESENIC B O HBWBBOHS P F T Q SINT T

VOBM

$JQUBONLOHS "UJL8! 'BEIJMBI 1IF S B B.58
.BTZB SBAMIES\W TFO ZV TVOOERVDF OO % B N Q B L
-JOHIBOOEV-FOUYVFEBN

)BTJCVBO "SJGJO-VDZBOB 63(&/4*
1"35*4%4*"4:"3" ,"59%'-". 1&3-*/%6/("/
*1(,6/("  .&-"-6%(6(" 5"/ "%.*/*453"49[BO
NGB MNWLVN

.BIBSEJLB *N QM 1E 8 FJ B QNUTSEIB G JABINUEN
6OEBOH 6SIEBAEF S | B EBMH LBAD E \WQE S B
4V T UB %FBYI M@ NFFEOMAB DV S BWIL VA B O
IFNSOEBOHB®OEBOH

4ZBQVWSJ 1BSJTIJBBZBIBRBHIOZVTVCEAMITJIT
.FOFHO®BNQBOH B@ASEBTBERBGBIVO
7BS¥BUJDJB

1IFSBUYSBO®EBOH 60EBOHBO

IBTBMEZBUGOEBOH 6% EBBI

BOEBOH 60EB®I 5BIVO UFOUBGNJB BNEARF M PMBBO
-JOHIBODEVQ

6OEBOH 6/PEPSIHBIVO UFO$BQUKB

66/PNPS5BIVO UFOUYBOH
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11/PNPS 5BIVO UFOUBORBFMEBHEGMJE&EBIACHIPMBBO
-JOHIBOIEV Q

IFSFQG) /PNPS 5BIVO UFOUBFURSMJECTEABSE® BRMBNP TFT
"O B M4 BNQBOH LBOIE VEB'QJJ O H LB/AD H
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ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PENGGUNAAN
$57,),&,%$/17(//,*(1& (TERHADAP PEMANFAATAN PRIVASI
MANAJEMEN DATA DI SEKTOR PERBANKAN

3JQ)JEBA VMAMBRIFEJDROAB'EJCIBTLBSB
3B G3IBA\ B E | BOWXKBE
'"BLVMUVBVN OW % JUAESBI KBB Z
+M5 )BZEPOFP .BMBOH
F NBOMGIJBRZ 'TUVEFRIIEVC

"CTUSBL
SAVPVID BV  ZBCHNFOAWVCB EXBNJB NBIZBH BJ NB.B ECVW LBO VBY | UMW ZBCH

NFO-BYS KB 1IANFSOB *CEPCFTB EBN MCHE \VOWL NFOHRYS GFS/CE BD ZBCH NVCDM
BLTBU @RS AN CBOHBO WLCPAH) ZBCH QFIBUNANAL) VOEBH  VOEBCH ZBCH NFOHBYS BS.BU
BLCPYH) 0PSB ZBCH NVODAVELTBUSVPVT JEVIS 6 CERCH  VCERCH ZBH NFOHRYS
WS BUWACPYH) DN B EJ*CEPCFTBEERA 6 (BBH 6CEBCH/ PNPS 5B\VO  FOBH
+*QPS\N BIJ BBO 5B0R.TJ &LEPOL. . RPEF RORLBO ZBCH ERACELBO BB N RPEF GRORLBO
CPNBG . APEF OB CPINBJG NFS(EBO NAPEF QRORMED | UW  BROHD [BB
N FOHECBUIB B8O NFCRMU CB BO | VLW QBNIFS D TRLVCEFS 5ALQL. GFCHN QABO EBB Z8CH
EHCBEBO BBA EFOHRO TVE) QUIEB %) *CEPCFTB QFRVIEVOHEO QFRCHHVCERD " * S BERD
QANBOEBBO (BVBIU NBOBRNFO EBB E) TA.WPS (FXBILEO NBHU  WS/T ELANGRCH.BO P
GNFSOE  / BNVO (BB EBESYBQROHEYSD WOBH (SVBD EBB (BIBH (G5 PAl "+
N FSAQE.EO | BWABCH TBOHBUGFOUCH TRB-BNBB TVER BB 66 ZBCHN FOHBYSN FOHRCR) TH-B18
CFOML LAE BEO TIOFS EBO NFCHIOHEU (B XB J0J EES) (RA TROERD LAHBBO QFSBILRD 1V
N AN OFSLBO (RABCBO ZBCH TRFOA (7B LRQEB CBIECE (BL. THIES UBEQ NWLB BB/Q/O THES
VBYBVN FOHH/CRLBD" *

, BUB/OOFSMIBeVIOHNU JGODUBMBABEOBK PANBFE@BLUP S
IFSCBOLBO

-BUBSMBLBOH
%VOUBSNCBORHB®EBL

EF® 8 FBNC BQHF L O AN\BIDR J
C JNE O D J QENBAZERITH L BED Z
UF S CBBBBHETS BUF UBRQID JQ |
EVOB.EB B MW 58 M CCJJ UB SD |
E F @ BB E B OSZBWI VJTQIE V TAESA
E J B MM BN B\DT JBB EBRC BLE

Collasa 2023

SPPWIVODEVIINSODL\BNG BEB O ZB
UFLOPNWPTR/B QI FNCWBBYT JB
CHEEF6EBVMFONBT EHBVOEBU
SFAMVDEVARQGHKS RBBEBE
IF CVLBONMBIMBUVOPRPWVTJ
JOEVTZB®LHJIBMBNFNBWTJB
UFSEBRWUY D E W BZEDIMO DV M
TOERS PWIVMODEV T WBINN OD VM

Legal Development Division

ALSA Local Chapter Universitas Brawijaya


mailto:rifkihidayat14@student.ub.ac.id

Collective Files of ALSA

B L J CEBELB OZMBE M O B\8.DT 4 B DI
NFNQWE BJSP E@BBE RBE
SPWIVDEV T ZS8IH UBOESD
QFEWORBROQVQBEEIVO
EBC PW VIQJEVTUZBOWKS E
EFGEBEBQEBF S ESHIBBIES C
JOUPBIJOHT
3FWMYOEVTWCS/ALBED Z |
NFOHVTBLUREEVUES E @b
NFOHVCEIBINBOEBTZBS!
CFSJOUFBBYBNBIBJEBOZ
*OOFBG5IJONFNCVBBWOT JI
CFSJO UWBESIBEBOEE B KB S E
EBXBLUMWFTF PBBOMEHP OFJTT
TBKEFSJOUEBSBBTEBTFP §B (
"NFSJ4BS JEB M BN \BOEF U J
AFMBJOVSPW VT0DEV TK\BH
NFOHVCBH N BXOBOT JBFHK B
AFCFMVWWIDEVTURBWOT Ji
CFKBEF®B NF GV OBLBBO
NFNB O G BBALICEFOBRBIEG B E |
NBTBFSTFENADE FB B PW V"
JOEVTUSJZBOHNFNODVM
LFDFSEBIBEBTBNF GH JCB U
QFIKBBO ZBOH TFCFMVI
NFE N CV U VU EBBHDT N&F O K B
Q FAK B 26 CEHB-D U JILFBIOR S\B)
PMEID F S BSEFEZBO B
%FBGHEBEBGHMVIDEVT
Z B OIF O H VECJ®IB NBLTEZ B S £

,MBYDXBGIFPWY$OEV3HWPMNEB IRE
&DPOPRSDN

#BWLSBPEBBENBSITZBFOAMIVOEV T L

E B 6B O UB@HH C B IBROT J B M& P \DENG
18DFHEBIART IMN
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NBLEJCVUVTVBO®WLVNBOH
NF GHW WKSBHIFNFSJOGOBPOFTJB
EBMBNMBOHLBOUVNF@HW VS
QN BIB@BOHNVODVBILIJCBU
QFSNCBOHWFLOPHMPGAFTBU
NFNJMOEBOGE EZ6 MIF BW VS
UF S UFLW RIDBHBEZB OIW O DV M
BLJCBRWI VDEVTUSEBIOEBOH
V O E ZBHNHF B VS SUFLWDPMPH J
JOGBEVOEPOFEBBBEBOH
6OEB/PHPS 5B1VO UFOUBOH
*O GNBBEEBES BO TSBMFUUSPOJL
6OEBOIBOEBORNPS
5B1VO UF O UBODMMBI EB O
5S B O T&M F 1 USSP BYT FEER/AD
OBN®6 *5&N F\8Q B LBWME B O H
6 O E BDBHNHF BW VEB-MBMF SLBJ U
UFLOPMPGHIBSBMOURNSBTVL
UFURQEBIESCRBEBOGBSJ
FMFLUSWPDEIQ TBM F 1 U SR L
EPLVNMFLUSBEBIt5&E IBUVS
QBEB TB MO H L BC B IB&) OGP TS)
FMPDBEBWBBYBNFLVNBDBWB O
FMPDWH®B TVE WHE@BAS QBEBT
UVMJIVBEBBI CBS $B ODEP®H P
F MEOQ M8 UBODIBD KB * TVSBU
FMP DU B MPRIDBUBS) MFIIg BIWFMFLT
UFMBDB®E BOVB®B OEBH L B
PERTFTIN GR® ¥ S GBPGIFTIB |
EJPX BN N JBSBLIBB EBQBIBNJ

"UJLBISEI3ZBY5FHWIV SB UNBI®JIOJ
*OEBVJIBBU66 *5& %BMBNWNSTQFLUJG
IFSFINCBOIFLOP MPBIBSEBOPN OJLBTJ
%,8"56/" WOBMWBBXEB@®NVOJFIBIBIN
7P M/ P IMN
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PMPISB @B MNBNQW N B | BNz
CFSEBTBSIBAMOHLBUFSTF
JOGBS FMFLUSPEHUNSB TV |
JOGBSZBOBEBEBMBN\FOU'
FMFLUSEPROSI B BHEG B BV BIU
NFETBTUBRSOTSBNBDFCP|
5J LPSLE BOM ENT®HISBENB J O C
66*5&8NFBHWKNBAFPBIIBOSLI
USBORMET UGRERINBN H LB
Z B JAB/B O BBLAPLOBSE BYIFBS C V
|V L VA OB M B LEVFEENF ©WO B L
, P N Q \KWBFBIDP N Q \EUBFOS BIF B V
FMPDUBIBBO®BBOEPLVNF
FMF L USIKFMBEEBTBN H L E
66 *5&ZBJ&AP LV NMIPLAUS
BEBMENUJIBEBIM PLOUSB O +
EJC¥BWUFISEOL J S EVLLEFGU B
EJTINDBWER O BB MR H J |
FMPNB S ®RUIBLERW K B@ERIT K
EBERW EUBIB N @ BL EQBRC
N F M BRMN/Q VBLUFEBV T LRAVNFPLOUS
URBTVIE UBXEBFE S CEERTM J
TV B 888\ C B)F L5EB OD@EIFE P B
TFKBOWS@B OFE®H [FEE'R. TF T
TINGRMWF S GBCSHANJINBLO
BUB®B UB B EB Q BPBINFS BEDOH
NBNKQMNBIBNaOZ
.FTLIQWVOEBOHSOEBO
IPNPS5BIVO UFOU6 GBS .
EBO5SBOTEAMB L U S\PFOBH V
TFDBSANUFSUBELO PI0 BIHBS .
ZBOMVODE M® BB E B OZBM V-
JOEVTUSBUBQBEB &K E BI®H
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NBTOFMWNRBGHVMEDERBE TIGJIL
UFSUBDWF SEBFBBETBUBNBOH

MFCHIHOBEBMV-B6BOBNBIUJGJDJBM

*OUFMMJBBABBFSEBVBOBO
ZBOMVODEN®BBEBOIZBMVTJ
JOEVTUSJ

"JJ G FIDIBAMMMIHEOBY
, FDF S E/B\VIBUEBEB N BWM E BB J
LFDF S EMBBTZSB G Q S P MFFT
LP N Q V USEIS G*JDU BNMN NSO I T
EBWZB CGBH N B T \PIVBROB\DT ESB O
NFOIWOBLBBUBFSTFCZOUVL
NFOZFMF TB/BLUNG T B MO H
EJCFSHQRBBB )BNOUFNCVBU
"+ C JNBF O D J QU\BRSHIT ZB® H
N F N JMNJS EGB@ BT J B

" U J G F D UB-W MRISINFCODTH
EFBEDGBUBN EBNBOHFVEBI
NFODBQBIBRIJNBOB CJTB
EJHVOBNBBWT ¥Y® UYEIKB B O
ZBOBVLVENJUBRSNFMVLIT
NFOMJINFSEBBBTVBSEBO
NFNQSEBMBQRNQVELG B
CBJ)BMIOBNF®HJCBCB®IBL
QS Bl ZB@IH GIV O B'*B/@ U V L
NFOBOUJQBREB Z®B OSBFUJIUJIG
TORSQFKBBBRENJOJTEBBUJIG
QFPMBEBW B

" NF\BQ B LBNOBBIOTH/ E B |
EJHVOBBBEEF SEBALUPEVTUSJ

3JSJIROTVXBRJ )& $&3% "/ #6"5"/

164" "HBFHEF- *[5&--* (&I &
5&,/0-0(* *.1*"/] ."4" %&1Y 6-6-
"-#"# VO BINU VEMBAM /P IMN
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UNSTQBHBE L UPVSBBEOEBQB E |
TFLURB-SCBOLBOQ4FLABXC
NFOBUNFOBUIBTBM"OHLB
6OEBGBEBE®NPSS5BIVO
UFOUBFRBCBIBOBBKBOEBOH
6OEBMPHNPSS5BIVO UFOUE
1F S C B G4-BLAIPSSC B BE BTMBM E
TFEFTVBOW FBAH LWRO WBEBIH
N F O D BAWREBNECGEHH) BUBETHE 8
D BEBQRSTEB M\NBA\WM B L TIBHOIEBLU
VTBBB&BONFRSEQBLBEOMBB U
CBEBOBOKBFSEHBODBEBFLUI
LFVBBXON FO8BUIBTBMOHLB
6OEBGBEBE®NPSS5BIVO
UFOUBFR3CBIBOBBOEBOH
6OEBMPHNPSS5BIVO UFOUE
1F S C B G- BB@LE B 1B EBTBBRD
NFOHIJNBGAB NBEHIB IEHBWM E
CFOTUMLQ B BNBFI®M V SBI B)XBE:
NBEHIZIB EBWEBNOUSEEBBUB
CFOUVILFOWBBCEBMBROH
NFOJOHILIEBRHE® ER O BRELZ &
AFCFBEYBGHVMVOEVT
THRVM\BTBIBB CBHHKBMBRE
CBCHIMBLVABBESEN/Q B UB'
EJUFNCQBAALUEUFSPQFBRTI
UNBTVLNFOBCVOMFMBLYV
USBOTBIEFNICVLEFIOJOHBO
LFHJBWEBMWBJO GER FIVWBM V-
JOEVTUESBQFAGWOBBOQBEL

3BINJZVOBR TEJBGUYMIBGE¥%BHUB
/BTBCHEASLBBENB O G B BJUIEQ DUENG B B
EBMBNUJGIUBCBOEBTOEPORYGBM
,PNVOJO)BTYN BLVMWBLIVN6ONFSTJ
*OOBS ¥BUWBMM/P IMN
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TFLU®PBSSCBEBAMFOEBQBULBO
LFFGFLUJEBM BNBOB OTBBV B |
TBUVBEZBMEBIM BN O M B IBEU B
QBOB TBTCEBOL
)BMJONFOJNCVWBOV

NBTBMBELBEBYNBQBBHVSBO
QFPMPEBHEB EH M B LPAMLBIO
QBEBFLUPSSCBEURBSFOBLBO
QFBHVEESI BJUVFO RIESHII
CFMENBENBGBVLVMFSTREJEJIS]
*OEPOFEBIGNBTINFMIWOBLBO
VLV N BOMF GH TS D B/SBN
IBEBBTBMOEBBOEB/®NPS
5BIVO UFOUBWEIBIBUBT
6 O E B GId EB/@MN P S5B VO
UF O UBGIE B OLBRANS LEBRIWB
OBTBEZBJ#BOdBKNESBIBTIJBLBO
LF U FESBIG B HMBOBIIBDZIJNQBOBO
E B OT JN Q B3O ROM\ZEN M B B M
TECBHNEOR B EBWEB NBMBTBM

" IBTBMIBTBMEBIBTBM &
/IB\WVOQBTBMSTRQEBESMBLYV
LFQBEGFOZFB/FBIH.BSFUB
NFNJMJTUTURN MBLTEZBBBO
CFSCEBBBO%BSMBUCBS BLBOH
UF S TE B @IW BFSTIAN QWRVMBDB O H
S/ TBN@ T BABEBH EEQ C BOBE B
BSFMJOJZBJUWB #BBIJNBOB
QFSMBIXEVDOWHN FBWMOBBO
UF S | BEBNB O GEERIINIBA B K F N F O
EBWEBTFLUFSCBEBEOBQB
6 SFHO TIF CB-UV I BB TEB WB O H
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EJMBLFENMEF® VOUMENCFSJ
K B N JWB3J BEEBBIXB T BCEO L
.FUPBEFOFMJUJBO

.FUPEF QFOFMJ WBE
EJHVO B BEMBRUPBFOFM.
OMB UJBU P EFF O FMQ BNIBUO]
NFSQBLEPUPRIF OFMMLIWBX
EFBG 8D B NG B BNMEBMBFOF NV
CBIBKWLVNQSINEBAOFLVOE
SFLOJIQFOHVNQY¥YEBBEBOL!
EJHVOBHEBEBG 8 U\BJITUBL

IFNCBIBTBO
" IFBIJOEVY/HBEOLF OHHV O BB
"* BFSIBEBRNBBBUBGBTJ
.BOBKFBBWBFLUFSCBOL
4 F L UKL O PNVAINFBIOQ I M |
NFNCVLUWEBIBI®OZ@GBIHLYVBU
VUBEBMBNGHSBLIG®TEB O
QRS/NCVFRPOPNFDBIBCB
, FNBKVBE QO PAABRXHF TB&JRS
LFDFSEBVYBOB®IGJDUBW VM
JOOUFBAIJOHPIS EBQFLOP
QVIPDI BU DM\EHM B | A5 B@BAJ £
N F O E BEVEBVNB Bl O TCLIH @oFET B
JOJQFODJQUBEBOP MPHEB
NFOKBOEHCBSE B IH L UTRRSUS
DPOUPEOIZBA UPSS CBOEBOF
QFSCBOEMNBHOKXH B WYRIBN
CBHJ QFSNCB®H UFLOPN

4)JSBOHRB.BXBIUJOBESBBLUPS
SFLOPEPMBN®EP STOWBHEIBITTFSVNCVIE
&POPHE3IBIVO $IBMBPWFPM/P
IMN
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NFOH |BENZBLGBEROVH CHFLUJG
FGJTEOBOLTFTJZB WBRUBIVB T
CBHYBSBFAMOTSUBNBMBN
QF N B O G BERITBIOB O B K FENG-DB
ZBONFOKESPIL\VJFOUEBMBN
NFOH I|BEUSMERUEGFLUG $
)BMJOWUJEBBOZBFOJOHLBULBO
LFBNB EBQWE UBBBM FNCFSJLBO
LRFEIBBOQBEGFAMOBOUVL
N F GiV O B MBEOO 8 6 S C BDABES B
MV B 8 BIIPHO M 1B E VEBAU B S B
TFLURSSCB@EBBBUFLOPMPHIJ
NFODJQUBMBOHLO/ O BOH
NFOEV LOBIBFS/NCVABOPNJ
EBOFNCF SRBQUBATUB $SGBEBQ
NBTZBSB®»BUFBIH QFTBUOZB
QRS/NCVIBOJNBTJUFSEBQBU
UBOBBZBOHRJHOJGURABIBEBQ
QFSMBIEMANNQBEBFLUPS
QFSCBOLBENBOB@ITJIEBO
NB OB K EE HE O KBFESI BWWJBNB
ZBOGIFSEIMMUBUQBBETBOOZB
TRBQFSMBIEVOWNUFSIBEBQ
QWRITNBOBKENBRBBMWFOUJOH
VOUFMBODBEBSBBICBOLBO
%FBBQRS/NCVMBOIVNF
EBUBBOBGBUEBOPNQMFLTJUBT
KBSBJXDHQFSMBXIEVOFHSIBEBQ
JOGBSNFOKBENBLLSTIBM
OMFLB S FXWB) F SB/EB GFBH VM B T J
ZBQFUBBQF 0OJO HLBABTB O

FMFUBZSBBTVUBROVEEFBNBOBO
*ONBIB WUS8JCIBEW E X T ABIB M
*OSBSJHBV UBWE P IMN

Legal Development Division

ALSA Local Chapter Universitas Brawijaya



Collective Files of ALSA

VOUNENBT WER BB MB Q- UE
BNB @B SRIODBNBBN B OBIC F
,FSBO MLFEHVNZBTIKFMBB O
IPNQSFIFOEBGBWFNCFSJ
MB O EBZHB®HVBCBHMFNEB
LF V BBOOW O U WIE M J O EBVBAJHBJ E
QFMBOHEF®B UEBU,VOD
LFCFSIBNAWNEFOSKHV NG
VOUVINFXVKVELBRS/NCVI
FPOPNJBOGIFEMBOK¥EBB
NFGWBTUBOBB®OM J TFLUI
QFSCBOEBQBNFOKBEBUP
QF 65 BIF POLPNCBOHTB
%J *OEPOFQFB M BXIE
QFEBWOBBAFSIBEBRBOGE
QWTNBOBKFEBOBJ TFLUI
QFSCBOBFQNFSEHANCBOH
PMBIFNF S J8 NI B EB DB
S F H VQFESTM BOE B/ Qi J OTB/EB
EJBPWIBIOEBOH 6 CPENBRCEH
5BIVO UFOUB®EBBIBOBT
6OEBOH 6/PEBPGHBIV O
UF O UBO@WNMBI JEBO5SBOTB
&MFLUSRERDIE S B UWNBB BO O
Z B L OFJS B U YFSNBFCS J ORINBA S
5BIVO UFOUB®HIZFMBS6H
4JTUSSNBOTEMFLU SFOIBUG
QBEBIBM OLUPCFSLSFTJE
3FQVCMOEPOBFVEBAGHBILE
6OEBOH 6/PENBPGHBIV O
UF O UBSMJ 8 @ABal8 J C.BFH L J
TFDBSBTQMEBMBQMFBHVS
QNWSEBOH FVOQEEBHOKFME
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TFDESBLEFGIO®BFEWMOBBO
UF U BUFJS EBNOBLLO BN QM ITJU
URBTUEEBMBRLLQFNCBIBTBO
ZBOEHBEBSEBO *5& IBEBG
*5&"* EJBSLBFROBBHEMFLUSPOJL
E JK F VEBBIMIBKD BB/O H L68 * 5 &
ZBONF O ZB WBHLAEM FDBEBMB |
QFSBEBEY BTN B KR DUEBO H
EJCWEWNEMBLVVBOYOEBLBO
UFSIBEBROGPBMFPDWEBEO UV
TFD PSP NBOH T B\ BQENDF |
PSB®H

AFCBMHO FMFLUSPOJL
C FAK BT F (BRIE F S B OMIV BBRO H
N F O WMB T JLFEDCF S E BN'IBOY J B
EFBB LFNBNQVBMIKSBTFDBSB
PUPNBWURSE B T BFLBI@ABE] H
EJCFSRMENBWT JB NFBQBLBO
CBH EBSJ T UFA\F L USP®JK F L
Z B ONHF O KE@BFELWUT B EIBMLE B B*
URNBTVYEEBMBONGBFMFLUSPOJL
ZBEHINBLEBEBN*5&5FSLBJU
"+ TF@EBBHJIJBIT UFOIGBS J
NFEFOBJ QFBHVSBO
Q UBIOHONBICEB CF UJWBRBEJO Z B
TVBUFSHJBEBDEI MBLRNMBD
NFO$UBTBMFSBUVNBRBJOUBI
UFOUIBORAFHSBH USSBBOTBLTJ
&MFLUSPOMBIKIC NFMJOEVOHJ
QF B8O BOXWB T Z B $IB/BEUC B U
LF$HJBB®EH UJN CEBMBIF U F N
FMFLUSFGHEFNJLUBKSEJOZB
QFSCVBNMBNEO IVLVNZBOH

Legal Development Division

ALSA Local Chapter Universitas Brawijaya



Collective Files of ALSA

EJMBLVI*BQJFSIBE@BRAWO I
QFABBOBO TFLUPSQFSCBO
Q USBIDHOXBICE O QUAES M PBEL
QFOZFA/SIERUBBOHNCVBU
UF S T EFOO/AUS R@ BV SGB D B
UJEBMBOHTNP®MU EPLUS
Q USBIDHOXBICEBB QF EB-O W4B M B
NBUFSJ QBUEBIH C BOBTE I
6OEBOH 60FBMH 66 WoRH |
1SJCBEFJFEFBOLB6SMBIE
Q WITH B OB 8 M OTBF MBUEB M B
QFNCBIB/MBEBOH VIOERL®BH
NFNCFOBCMBANBIBHEFOEF
ZBO I FUBWHO HOBBC UFSIBE
QF DM P \E BEI® GEHB QNBFUN C B O
QSPQPS T EBIVERNNNULESTE BRI
BOUBSHBHVMBDIOBTJ*UVM
CFCFSBRBMHV EB@ F S M BXE
IVLVEB@HCFSBQBBEFAMWOI
BUBIB TZB MBAMBILUNENCFSJ
LFQFEBBEBOLFBNBOBBMB
QFBMOBBQJFSIBEBRBOGE
QWTNBOBKFEBOBJ TFLUI
QFSCBOLBO

# 6SHFOIROHBUVISS®J J
%BUWBOPRIMBLWYIMFG VOUYV
.FNCFSJIBBNJ OB IBEBBRU E
/IBTBB#BOL

% FBBBEBOZBSN C BOF
UFLOPKBPGIRFTBIFSN C BOF
UFLOP MPIQ)V OK\BHN F @GH B N
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QFBSNCB®H 1F FIN C BO@®HI O J
UFOUBOEBMFNEBEBNQBRJL
QPTJWEBVQVOMRUJGBTBMBI
LFBNBEBRBGMRSBONBSJIBLBO
IBMZBOHBBTEJQFSI|BEB MBMN
QFPNCB®H JOOFS VOUVL
LFEFBOOZBSFE@FMVBEBOZB
LRQBTUYRO BB TBEBNBOB
CFMVWF S EBIFBMHYV SIEEJBUBO
JOOF®B O LB HBIE P O F/TIBINY O
| B MCEIB (ERJW B HA@®M FSBUVSBO
QF S B UVE® @pRSHV BXE B O B
EBUBBSOBTBUBIOFSBEBQVO
LBJUB GEBERI WA EFB6 D
NFOBGTQSEEBOVGB®B U¥SBO
EBMBNFOFSBOBEBMBNUJIBQ
BLWJUIZBTNF MJC REFISEBBDL B O
*OEPOFTJB

4B MBB WQWF OF SB@EHBWMB N
EVOQBSCBDRBWMEMBEOOFS
CBOLJOBEBQVOOFSBOLJOH
TFORFSOBINFEIBEHHVOBLBO
PMFRIBOLOUNENQSPNPERIQB O
TFLBMNFMB L WLSB0 TEIABV L
CBIRWOTJRGBERYOP E\BIS
TF D BBGM JOFM BUPN QBO U VL
NFMBLW.SBBE0 TBIAEVYOOFS
CBOLJ®KWH EBQBEJEFGJOJTJILBO
QFBUHVSBBEBFJUWFC ZBOH

"ZVOEBINJI3VTEJZHGWR 6 @380UH
/BTBGBS$§ LBNB O G'BR UG ODUBNBNE MEBND D F
"LUJGBBBBEEBEPONVNBBBRINVOJILBTJ
J)VLVRP M/P IMN

*CJMN

*CJMN
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EJMBLRMBXBOIZBONMFODBL
JOGBSINFTGOBDSPEWBTI
QFOZFEGBBIOMOWHNIE MBLV
U S B O DEFINTCIF MRIBBSBP N N F
E BI® BUOMERID Z B
6OEBOGOEBPDMOEPOF
Z B ONHF O F U EE@BINB-QN C F ST\LB
QFSMBIEWIOHB UEBUBSJICE
O B T BICFBS D BQDEUEYSIT BE B U
66 1F S C B GI6BOCF S C UFEIE
QF SMMDEBYZB OBSEJTFEJI
PMFRIBOWLFSISBIPULSIP ZIBO
NVOHLE®QBIINCVHMI V CB/M®
EFBA/SBOOBIBIDBEKMBLV
NFMEBQOI'EBQEBIB EGHBU
PMEIBONF\5Q B LEEBAZB CHF S B -
EBNBTZBSZB ERTJNBUBBTB
LFQ F B B 8 MAQVIOBRY EBJ B U
EBM@BMTBEIBU661IFSCBOLB
,FUFOMBEOMBMEBOF
6OEBPDHOEPOFEQBFNCFSJ
QF SMJBXHVOWN F S E EEBBAB
QBTBEIBUEBO 66 1FSCBOL
IBTBMNF GH\CB IBXTBOQIIMB |
CBONFNJMRIBKJUBONEORB
B UBIF S B | B TLFRILFERBOHF O B
OBTBOBBVQWAONQBOBJIBC
UFSTFC\LBO UFUBQUFSEB
QF BBV B NRHBPOS B2 BIOEHXB T J
QJIBIQFSCBOIBEED VB MJIBU

UFSEBQBLMNQFOBODESBKBL

-JIBBMIBNB®BUG6OEBGBEBOH
SRRVCNOHPAOPNPES 5BIVO
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V O UWRE.O Z F MOFTVBSERIMMNVELT B O
MFMBOOHUMEQFOBO@WSBEJMBO
QF S LBEBBAMB TS O UBBBY QV O
QFSTF BUKBWER/BEBSITBCHB I
IFOZINPBMBMBMBIQBHB J
UFMBASDBEDRNEBBTBM)BTBM

" QBTBMBTBMBTBMPBTBM

5F S E BIBEOQ THE EGBF O E B
CBIEBQIBONFMBLYEBGPDPSBO
SB | B TZBL QJ E B@MBO KBR®@H
NJOJNBWBIVIGUSEFOEB BB
NJOJIBBM BUEWOEB
NBLTJNEBKF BRS
BEBQBWOUVEBIBEB BN BM

ZBU 66 IFSCBOLB@FUBQJ
1B TBMNB O 2NF- O H BUBBIW OKFSBU
QJIBQJIBBCHWSEBBEAEBLOJ
LPNJTBBSJISFEBR ZBBOEBSJ
CBQIWWVFOEBN OQB UEMJIEBL
NFOKFRSEEHUFNCPDPB®WE OH
EJM B IPM@D B 1 MVBGL

/BN O66 1FSCBOILFBIEJSJ
TVEBNFOBFHLBGBIX TFUJBQ
LPOTVNFOFNJMJBL VOUVL
NFOEB QB UQB®SM BIXE VIoUS
LRQBTUYRONBLEKJWEKSEJOZB
TVBQNNC P DSEIBEUB VEB/DB
OBTBZBMEH MBLYLBAVEBSJ
CBONB 6B IFSCBEBEBAD KBE J
QPOEBUBVQV@FEBIBTBCBI
V O UNEN J QEEB IDHOXBICEE® S J
C B QWU O B BSIIOYVROBAFTVBJ
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EF®BNBLQBOH SLB EBWMB
QBTBWM ZBU 66% ZBOt
CF S CVIOIFU PEB@ CH S | BLU B
Q FBHV BB N J @FG M BXE B O
LFQBTUJBDVNZBO B EJWAUSB
QFSMBIZBBGIBNEJ IBEBQI
IVLVN&1B T BN ST NGOBFTHL B
CBIBX TFUJBQBOGIF SIBRUB
NFNQFSPRFBHVBOKBNJO
NBVQ\WQFSMBIEVOWNOMFI
LB 'S BO®F S M BXE B DBICEBV Q V
DBMBWTCFSBTEBEBDEBBHEIM
LFTFINEBOHFBNBOB@EBO
LFTFMBNBOBWONFIBFRQBTU.
IVLVN
IFOHJNQMFNFQUBVTN
E B MBNO BB E B0 BFF0 HVEB
EJBEBSIBNEB OGO EB/PH P S
5B1V O UF O UBOGIBS .
5SBOTB&MBLUSROMBUDOE
QJEBIOBEG *5&NFBHW TS U J
B LW J UNBBWOT JBJC JE BWORHL O P |
JOGIBS 1P N OJLIE TR B IBES
66 *580BEB QSJMNFENCFSJ
QVBEBAXKBBTUYBUNFSIBE
U J O EFEKIB | BACEFCS

-J 1 BABMIBN B8EZB UG 6 %

.BIBSBWGIOHJILSBSBEBEOBOEOHTJ
IFSMJBRVOMRVEBO-SBIONCBH
IFSMIJBEFORVEBFOEPOFBSIMIBEVO|
, POTVNBW@W MBIBIBSBMW OPNJ
.BOBK&ENFRTBB BB M/ P IMN
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OMFILBSFOBVWFBHVSBO
UF O UBSRJFE B OB TBCBCPLM F |

"x  NFSQBLB®MZBOMRBBU

QF O U JDF®EEIM BOVE BIEEB 6
ZBONF BW WS GO BFMBFOU VL
LF K B | U BEOF O HRIMBABI O U J
EB ®F MB L LB B BENBSXC B.IOL\B O
N F N C F SQ EBEBDBET I RO O ZB
LFQ B BB TBCBJILF D B 8 B\R/Q B

B UB VIRAIB/YS B N O BL*B O
"BOHEJNBOBBMBNFOKBMBOLBO
QFMBLTBUBBOE® UV (BXT
NFNQFSIBUMBAFNOHLJOBO
LF DV BEOBIV QW00 EBE Z@® H
EJMBLFMBEDIIBEIMVBSVQVO
QJIELE B MBBIEIE B M FMBBBYV
NF@B®QBEBUFOUMBOFOUVBO
IVLVNEJ*OEPOER DBV E BIEB

4FMBJOVVOUVNFOJOEBLMBOKVU

LF DV SEXBUBV QNIOBIB@BOH
EJWANBO EFEBBNF®ID\WQBEB
LFUFOQBBBAM ZBUG6 %

CBIX TFUJBBOIHFSIBLOUVL
NFNQFSPR@FBHVBOKBNJOBO
N B V QQ/FOS M JBOIE/\V. U N

, FTINQVMBO
SFWMVTJJOEVTUS

NFNQFGBMCB® ZBAMT U

*OOFBPGS51JOHBONFOHVCBI

%IJTFNEFEBBESHOIRHVMB TJIEB O
1F N B O G B U G- @DUBMSNB MEO\DKFV E L B O
IFSMJB &\BaUBJCBIEPOVBEBHERTBO
VSJIEPIW P IMN
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CBBINBOBWOTIJBBMECEGEBIOUF
TBUBNMBEBCO-DF S EBHIEXT |
BUBVEIHOBNMBBEBNBIIGI
*OUFMMJIBBAGBPFSEBVYBO
ZBONHFOHVCBCFIBEQBRPEVT
UNBTVLFLUBS/BBOXH/BN O
BEBOZB NFOJNCVNEBBSI
N B T BWmBS REBMHV SBIOTW O E.
ZBONBTINVSBCOFHUB® BRB E |
TFLUPSSCBOEBOBENBOGE
EBOBTBABBEHAM B IPMM'BIO
IFBUV3HECGIB'EBNBTJ
NFAHWVOBIKBFRKSBUYBE®OEBOF
VOEBUB U SEFIEYMEOEBO
6O0OEBORNPS 5BIVO
UFOUBOMNBS JEBOSSBOTB
&MFLU3BOBLEO ZB UBR KGO
UNS TE¥BMBNPFRBIHOFMFLUS
/IBN\WOQFBUHVEBBOUBOBIEB
*584BOZBVMBBNBIT BEKBOJEE
NF@BRHVEDBQB TUBAU B PB-M
JONF BH J C BWJ1HEEA B OFZKBF M E
UFSLBBBBUMVSBODBISBFTJ
UKNS B IQEB BNBB O B K ENEBOH B U
OBTBCBUOEBQVOEBWBABEBC(
ZBOIHFBHNVBESDREBATEBQOBJICE
ZBOHIBUWWBSEBOEBOKBOEBO
IPNPS 5B1VO UFOUE
IFSMJBEeweosuRBRSJICBIBIO ZI
NFBHVIFDBYBYN UFOUE
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QFEMPHEMBRAB&HMB LPMBIO
AFEBOHBRBB®EM6OEBOGOEBOH
IPNPS 5B1VO UFOUBOH
IFCBIBOBBOEBOHOEBOH
/IPNPS5BIVO UFOUB®GBOLBO
IBORAEF BHQYPESMBAFEBVBHBTIBO
EBUBSICBETBUBUN¥BOEBO
CVLBOUWYHRO Z F/SBO H
%JCVUVIMBBWWFBHYSBO
ZBOIHF B VESDBQGBTURAOIUB OH
UVSYBNEBOHNFBHMVEFOUBOH
NBOBKEBHKH® &Hd M B LPMBIO
"EBOBBEBOGOEBOPHNPS
5BIVO UFOUBOM®MBS EBO
5S B O T&M FF I U ISSFOOREE B K V*S

TFDBWSBN EBONFOHLMBTJGJLBTJL

TF@BBHOFMFLUSFOBEMOJ
UJEBNFN XKFFMBBONFNCFSJLBO
L(FKFMBFBEQEBEBINBOBCJITB
EJHVOBEB@WH-IBBVLVEBOH
CFSMBEYBRBEEB OBKEBREG
OBTBEBOABOWNBTCIFMENBUVS
U F O UBI@H) B OG- DHOKEES C
UFSI|BESRJBEB OB T BKEBIMB O H
EJTFHBSEGBBIGFY1OMRIBSBOB
EJCVUVINBONBHVYZBOHMBT
EBOFDE®B TNEM@W V'S BBS
QFABHMOBBOIEBMBLTBIO®BABO
FGFLUJG
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%BGUBISUBLB
4D XBC, VT 51 F RAY *GVIEB\E MO 8 PIE &OPCPN D' PSAN
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. BXBJ. TBS4E0P THOHP a1FBO4A WPSSA CPAHIEBEN . FOEPSPCH*CPVBIIEBO
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PERLINDUNGAN PEKERJA ANAK SEBAGAI LANGKAH
MEMPERSIAPKAN GENERASI EMAS 2045
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SOBO NFOHAN) ROBLUBLTEU
(BEEO [BJ CFSH BB EJ BNGEU
LFS8

D 1MWVTTAPE " B NANN VOML
QAVT THPE ELESCHEO | BT
CFI8B VoML  NANGEW
QFFLPCPN BOLAVES BB

E 5JE LSNIBV "B FOB
WSRSANVT EBAN UCER. LSNIBV
BB QAT THPE ERO
NFOHBENJ AL TQRIBY E) UNGEU
LFS8
6OM. NFIFE USEDS

GRCH-BER0 GFSLS/BO BB LFSB BCRL
BB N AVCBILBO (FSRYK/BD PSSCH WB
QP EMALMLBO BB \(EZB QROFHE BO
BOEB TRCB-RICFSLWU

B 1FOCHBED LFEERD |VW
1FV EMMBD TPIBJBD ERO
FEVLBT WOBH GFMCEVOHBO BCR.
LFEB NBIZEHBJ L VIVIOB
FOH/TB BEBOPCHUB

C 1FRAHEB) IMW 1ANFSOB
PV NFOCER. BT raLvV
RECHESD GFLSABD BB
LFS8 BH. BB NRAIBLRD
FSRWKBOPICHWYB
1AN CFSERZERO N BIZBH BU 1RV

EMMVWB) QNGO NBIZEHBJ

UVVIZB LAVESB NJLD \OWL

NFQUHBUIBD GFFLPCPNEBD LAVESB

UBOGB | BS/T N FOHBOEBVIEO BB LFIB

BH
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1RABCHBB0 1FFLSABO 5FCB-B
, FSB " CBL %FOHBO . ACBUWBO
1FSRYR/BO0 |CH5VB
1IABCHERD LSO BB
LFS8 BoR. EROHEO N ACBULBO GRSIFR/BO
PSCH WVBERE CFOML GRBCH-BBOZBH
KHB TFSOH WSEE) 1AECHESD I
CBBYB EMMBO P QFCH/IB B ZB.H
N AN BOBEBULEO LPCET) ALPCPN J LAVES-B
ZBH TWU VO NANELTB PECH OB
N RZRWK) BOR.OVB CALFSB 1 AMCH-ESO
FFLSAB WBB LFS8 BH. EOHD
NACBLED GFSFWK/BD PRCH VB EBRU
SEEJEREN CFRCB-RICFOML. BOEBIRD

B 1FCH/IE B NFCBXESBO GFLFIER0
LREB BH. BOB0 VB ZBH
UCHD ) BV NAN OVBUPECH VB
FIHS EBD NFORWKI BHOB
CFI8 NFLRO QLAED
WSFOUCRSE EZBBB/ UER. TFVE)
EROHBOVIBRE.

C 1FCHVIB B NFOBKLBO REEELBO
EBO QA BO LREBRH. ) BVID)
N AN CVBUPSECH WB FEIIZB (B XB
BHOB HB) NRERBIRD
QREEELBO EED (R@J BO ZBH
lizz B NFILRQ/O B
LROBEOOB BH. | BYB BEO
CALFIB8

D IFOWEB NFOEIBN AR
NANGFS FOLBD PEH WB KB
BOR.(YB UFR. NB/ CFLF3B ) BVIDY
NANOBJ PEH OB USHETB
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NFOARWI BHOB A8
NFLDO PEBH U8B UWHEL
N FCHCHOL.BOOB

1IABCHERD GSLSABD BB
LFS8 B ZBH EM.M.BO THES U
TREMIYB XBAQO FFLSABO FSFOW
WSAU N AEBULBO (FSRWKBD PECH LB
URBQ EBJEUN FON OVVBOERN (B CRHELG
(BL EANGR. CHHBG CBH BE. NBQO
CB-0N BIZEE.BU %N (B EBNCR. CHHB.G
WSFOVWUBOEB 8D TROE-RICFSLWU

B " CA HBO NFOHBENJ FLTQRIBD
EBO LAFSBO " A BH ZBH
CALFI8 EFOHBO QFSIFK/BO PSCH
WB TFSCH LBJ KHB NFOHBENJ
ATQRIBD EBO LAFBEO
UNGRU LFSEYB "R BHR. I
EXA TB CALFS8 EBAN XA ZBH
M\NB EFOHBO VB ZBH $CEH
EBO EBEN LPCEJD ZBCH UER. NZR.
EBOCFSH BB

C "
LFA BBO
1AFSE30

NFO-BENJ  HEHAVED
EO  Q@SWNOU B
ZBH R BD

OB BB EBBJ NRYFELED

BH  NFOHBENJ  HEOHH/ED

LFHBED B QSWNOUED

" AL BE. ) SOBO NFOHEENJ

AL RSB D HEHAMVED

F3. ANCBOHRO

% , &, . BOEBMB EBO 4FEF3U
1AFS8" CBLaB
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#B¥H BH BH E , BXBBO
&LPCPNJ |, IVIVT | &, . BB
(ARS8 TFAB-B) (HEB8CH BIPGHRO TRRB
R0 TFERI L INBIESIES
XJIBBXBO ZBH (FSXJBB EJ LBXBIBO
. BOEBAB

. FO/U 43 1AFS8 " A
41" ZBH EMLMLBO PM #BER0 1VIRJ
ABIL #14 CALFSBTBNBEFGHEO*- 0
@EBEVW TS KBS
KAB BCRL EJ*CEPCFTB N FSAE.BOGHLFSB
BH %BEN | BV QNFSOE U
CFS/QEZB VL. N FOBOHBO) PN BTBE BO
WSFOW BROHBD NFCRCULBD CROFEB
FRYSO @SOEBHWERHD TREH)
NACEBIBO 2ASET EFOHEO WRBD \VOML
NFORE EBD NRHBYILBD THBB
CFOML. ATRIBD BH . JBOB
6 CEBH6 CEBH/ PNPS 58 \O
WOBHQRS/CE BO6 6 WOABCH1FS/AH BO
" BT 6 (EBHVCGEBH / PNPS B \O

WOBH 1FIEVGHO " CB.
NABEH TMVB Q1B BSNBW. PEH
WB VYL N AA VLB AL TQRIBIWS BER)
BH UNBWM. ATQRIBD FLPCPNJ
TPIEM O TNV 4ABD 1V
6 CEBTH6 CEBH, FWCB-AFSERD/ PNPS

58 VO NFCRHBILBD CH XB
QFOH/TB B EMSBCH NN GALFSE.BO BCRL
EJOXB VIB @ \O

IANFS0A KABWE NFBJABI
, POWORD *-0 / PNPS BEBO/ PNPS
TRB 6 GEBIH6 CEBCH / PNPS
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5BVO  EBD6 CEBH6 CEBH/ PNPS

5HVO  4ARDJIY GINFSOE KAB
NFCHNWLED 1RB 4880 1A\ CROBIRO
1AFI8 "B VO NFOM)
NQWFOBI 3FIBB " LT / BPGM
1AF38 "R 1FCH BY/TBO
#FOML CFOWL 1A_FSERD5FSOVSA VAL
"R 3"/ 1#15" 1RABHBE BSFOW
KHB CFRVKED VoML NFCHEFOJABI
SPSIBT LFCHLBO ERO (BHEN TFSB
NFOHOFHSILBOYB LF EBEN STIEB
NGBHAEO EFE  4ABD SHVBD
GNFSOBE  KHB NFO-ENCM B

LI VIVT TR

. FOHINCBOH.BO N PERVEFB S\ B
GFINQ/BD RO §\NB BH. TREH)
GUEABBD QOAHEBD (A8
BCH

. FHPPEIBIED  QRIRHE B
LFS8 BH. E] MN@J WS
GPSIBT FSBOBD FSLERD KB1B
EBOESKJBB

. FQCHBLRD (NBBBD ERD
LFTEERE0 NFOHRB) 1B 1B BR
AF8 BHEH B0 @GEW
CFOML CFOML  (ALFSERD FDVSIL
VOWL BH  #15"  EOHO
NAJBLBD GRAYV FPCPNJ ERO
LPN\QLBT

. KMEAR) QUREBR BD
QFOH BQVTBOGALFIBECH. EBO#15"
N ABV0 OFS0B-R) QBPHEN BOES D
FORBEBD  [PCB LBXBIBD  GRCBT

GLFIB BH. BRD LBNGBF BlJ
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CALFSBECR. *N QAN FOBIQSHEN
/SO (LS8 BR %S
BW\VO | IHB
(ALFSBER. BB KABQALFIB
BH GS/MB |IIHB W\W
EXFBJ ALFSEOB B
E1 AN CBVLBO LF N CB-B QREELRD
NABV) QPHEN 1) . ANGRRVERU
LBBABT VOV NFORHELBO
VOEBHVOEBH (ALFS8 BR. BRD
TUBCEES #15"  EFOHEO NN GFR9vBT
QREELBO EBO (AAJ BO WSNBM
BB  WaAr  NFHREB
QAN BOB/BO TURCEESCALFSBECH.

, FFSIBEO (ALFI8 B (BL EJ
TAWPS GNBVINBQO DEHINBV HaT
NANGS BIOBD %) 19WOU / VIB
SFCHES #BBUTRES FSBBJEB
ALFS8 BB E] OSBER WS
1FS\ BIBA BO (ALFS8 BCE. OLB@ | BV
ZEH NVEB VO EBBU ELESCHBO
GS\BBABO TPIBM ZBH LPNQAT
, BXBBO &LPCPNJ , | VIVT . BEBB
ZBHNFS(E.BOTBE TBY LBXBIBOXJBB
UFR. NQUEBLBO (ALFSB B ' RIPNF(B
GLFS8 BR. E) TALIES 108 , B E)
, BXBIBO &LPCPNJ , | VIVT . BCEBMLB
UM BJ KRBT BFO-BD CBYH. EBJESB
N FS$1B N FORE) GFER-BCH LALI NNB ZBTH
NFKBV OFSBR PA PA  %B@N
NAAMLBO GALFSEB0 NF$LB 1B 1B
ZBCH TH BS/TZB NFFLB EBBURO UFRL

AW IFEKBOBYOEPO*+T0JB
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EIFSNB (8 LBO BB ZBCH RS AL VRO
) BUFSIFOW TRQRSJ QAN GFSBO NBLBCRO
BB/ VBCH NBBD E1B8 NFFLB CRLF38
Z8CH FSYBB UER. TANVB N FOFSN BB
BN LFI8 NFSLB ZBCH CB LBO NAWC] J
CBBr NELTNBVI ALFS8 BH. (3 LBD
LVEHYB INIBD LFHBEO BB/
QFIEVOHEO LFA BBO ZBH EIFSNB
P BB (LS8 BH. KHB WSWU
NAN GRS LPCEJURCE. BOR. WSFOWU

& 1FMCEVOBO " CBL
. FOPCHIPCH *CEPCFTB

%FNJ
&N BT

96N JN FOZPCHIPCH W/BO VO
NFOEE) GFHBB NBY (BB B \O
ZBH E1LFCBVITRCB-B) *CEPCFTB &NBT
4 NEAB QFOIH VOYL NANBILBO
UIATBBYS NFOMBD B
QFCEVOHBO| BL | B BCR. NRAVIBYSRO
FSOEBHVWEBHD  ZABH R8T
" CA. BOA. NFSAH.BO XBE NBIBERED
BHB NEB IV LFRE G0
NFFLB TBOHU QOIH VO
N CGBHABOCHEB

IMNFE0A  *GPGFIB a

NAAMBO VB QRRIEVCHO B 1B
BH N RBWI GNCSE VRO

4PMJ)BWNJEFNNOBEOBIFSMJIBEYV

)BL"OBEBMBINORZOHTPOQHEP O&NBB
$BL BB OGRM /P
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6 CEBCH6 CEBCH 1FSIBVOH0" (AL
FBO QFRVSE BOOB / BNVO BFROHO
NBU CBYH (7B LBIVT GRORBOERO BH.
EBO (RECH-ER01 B | B B BB
XMZH EJ*CEPCFIB NFO/CKALBOCH XB
NBU CBYR QRLFSERO Z8CH | BS/T LIB
EML VLBOCFSENB

6 AL BBBJ NABIUWBD

QFMCEVOHBD EBO GNFOMEO 1B 1A
BH QOJH BJ PEH UB BD
GOBM  VOWL NANAL) QROHRE VO
NFOHCB) | B | B J0J EBO VO NAV BU
BCH. BH. TROE-B) JEVEV EFOHEO NBB
EREO NFFLB TREE OWBD PORL
LFQFOUOHBO NFFLB TREE " (AL BH
| BS/T EIBNBUBO (BB (PN EJ NBB
NFFLB EBBJ CRSANGBH NFIEE]
IEWEY ZBH NBEF BHO IBIR
NFFLBI B3/T EIFO/ JB-ESNFSL.BERRJ
CF3. AN CBOHEFOHBOCBL

484 TBY BB VOW. NFOENID
GNFOMBO B 1B BCH. BEB8 NRBWO
Q@CEELBD 1ANFE0E *CBPGFIB TRCER
M BB NAAVLBO BB VAL
NFQUH.BIBO LVBNIBT GFCEE1BO 5 Q)
BFOHBO BEBOB -CEELBOLBH 'S VOWL
NANGSBLBO EBH BH EBEN

60EBOH 60PEB®BIVO
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NFCH BB NBB BERBO 1REEIRD
IBHWS HBHBJ NANBY BH
NFGHINCBCH.BO LAHFSBIBO ANPTPCEM

BH OQJH VAL NFHBERY
WBABHO | BVQ BBD NFIBRI WKBO
*CEPCFTB&N BT

*k*k , &4*

"OBINFBQBLBDFABO
TBREFS IBEERDIEBALMBD Z |
EJMEBSYEQBOEBWHBB S
FUONEV QYET OB BR BUF UB
EBQEUMJIEBSIVE\QBOEB
FPOPNCVEB TPTJBWLVN
QPMJITUBIBLFQFOBOOBTIP
1BEBB DEZBO BERBTNFNQVO
LFTFNQBBBBS BOBNESFL
CEFMBEBBJIJAFSTFOBOH
EBDOBSMOBNESFNLBOBIQB
DJUB DJUBGZ®BJEFBGH
QFBNCBGHI TJTIJUOUFMF
EBOPTIJBEBMBNBTEBO!
BNBEBEBNBBN OPOEETJ
M B BEOO R S LBEGB M TLBZA
BOBL BORRIVTJBUBI¥ZBO!
NFOKBESBLEIGLUBEVT
L B S ROFEB T B MLB MBEBOPIS B O
UVBEBBBLMBBBMNH NBL1
N F S ALG UMLCUORRIS T JB)LBJIT

16-"/

1VSEB MFORZOH T PRICH SS'BTEIPO F-
&NBT .FMBMOVEJEJBRBBIHFSE BT
*48&261: POBMWM /P IMN

Collasa 2023
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E B MIEMN J BRPBOP NBEKB OB L
NF\BQBLBRB TBMABBBEBFSJIVT
LB S EGBNAUBH JCBIMBOZB
LVBMJIWBIT E®BN BWOT JBJ
* 0 E P OFEJN BEEBP BIOJ QBFL B
BOBBTEIMBLVLBO
6 SHOTNF\BQBLBIWBUYV
LFCVUVIBBOHQFO U JBBS
Q NS T B MR @8 O EBDI N C V M
EBQBINJOJNEBMBUTFMFTBJILBO
'PLVT QFOFMJUOBBEBMBI
QMNBTBMBJBBHVSEBQ IBL
QFIKEBOBEBMBRMEBOH VOEBOH
ZBOHFDBIYR VN JB UMVBSM B N
6OEBOH 6QEB/CHWIEPOFTJB
IPNPS 5BIVO UFOUBOH
 FUFBESBEBGMBBINFNBUVIJ
 PWOTBL )BLOBLFSBUVSBO
UFSTBEMRISBOPMEBKFMJT
6NVN IFSTFSJ£BOBDB #BOHTB
1## QBEBBIBIM /PWNCFS
EBO EJSBUJGRMETJ
OMBBBBESRBAPUBUNBTVL
*OEPO KQREBBBIBM BOBSJ
,PWOTBL"OBINVMBJ
CFSMBEDBBBOBS J P@BAB
U BiB M ARUFNCFS
.FOZFTVBJLBOEBOH 60EBOH
/IPNPS 5BIVO CFSLBJUBO
EFBD QFIKBBOCFSEBTBSLBO
, PWOJBL"OBZBCEHHJEVLVOH
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PMFEOEBOH 60EBEROS
5BIVO UFOUBGHIJ B 8\
"OBCFSCVOZJ

4 FMB L TBRSBBI®E B' IO H
CF SE BIBRSLBEAINMBBOH 6
% B T BHB 38D WG D E P §BA V OF

TE®SJOTINBOBOWFI
)BL'OBL &

 PWOTJBL"OBL,)"
BUBVE AOBMBHE F@BOBNE
6/ $33 60JUFEIJBOWOUJ
PQIBJHIRGEI§IJIMEBQBLE
TF C V@KS O KB B30T BNIB\DT J |
Z B ONHF O K BINB.LOI BBLO ELB M B
CJEBDHQEBIA P MJUJLEB
LF T F | BEUER® C ZEBEBAB QHF M |
EJSBUBBEEBIBEBIVO
3FBFLTUFSIBEBQQMFNF
 PWOTYBL )BL'OBL $3
UFOUVYE®BJM EBSF SEB
TVEWQBOEEBBGEFSCFEB
NVMBB &P LVNFPS B UABIH
EJUFSCEUTFOJEBLBOJT
QFNFSJOTWEEB\CSIISPLEB
QVTBBEBFSBRBIFLBOJT
QFPMPMBBO QFNFSJOL
QFOEFLBEBOBINIWD UV
NFGMCBOHLEBOJKBUBOL|
QF SM BXEROWEMJEBB®D B L
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, BKJBOJ GPLWIFOH LBKQ
NFEHBIF¥DVLVQB®SMBXIEVOH
IBL QFI&B BOBL EBMBN
VOEBOH VOHBOFBESBBO
LIVIVTOZB 60EBOH 60EBOH
, FUFBESBBONPS 5BIVO

EFGH PWOTBL"OBL
PMEBSBOBEVRNJOSBKJIC
EJLEBDBOEJEH BEONS U
VOUNEMJIPENQBUJC WMBEBTOZB
VSBEBOUBFSMBIBIBUFOUVBO
NF@®BXQFKB BOBLEBMBN
6OEBOH 6 0EM®H 5B1VO

U F O U,BFJHF BIESB BJF M B |
TEFTVEFIBD PWOTJBL"OBL
TRBFMBEBUNGOEBUBOEBS
*OEPOFJBRI UFSTFOWS
NFOOKVLCB® V@B UFMB |
EJMBLVLFOUVLNF®BHWBTJ
NFOEFTRBJB®MBIEB O EU
*0 E P OFTCB B OXYIUEBMEB N
IBTBM, P@OTBL )BLOBL
NFOZBUBBIBOA/FBS B BB
1JIBLIBBT NF @ CJIMFWB
UJOERBR@BWO UVROEPSPOH
Q FWM J IBDER Q TRM P HRUSB
SFJGBFBP TJBMBL BDBQH
NFOKBIPECBORMBFOUVL
QFOFMBOUBIRMP JIJBBBY
QFMFDKBOZJLEBBXRMB
C F O WRVELK B NBRUBWL V NBEO H
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LFKBNUJEBNBWTXB BUB'
NFSFOEBILBBSBCBWUB'
QFMBOBMFSTFUVKYBTH
QFWMJIBB®GFIJSBBBBLBC
CFSMB EBTWINIO HAL(Z 8 8 |
NFOJOHLIFUEBEUB®H JS
EBIOBLSB BBWBL BOBL

WIJUBEBBMBUOBEBBEBO

KBHQOFNCBIEITBWBJIFOZV"
EBQBIENCF S LI SBE)XEB
B O UM BIBOMBRMHSJLVU

B 1F OJ O HIFEIBEG\SELBWN
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1F S @ ¥YM B LU BIBBBIT
FEVLBFOD UBRSM BXE
BOBLLFQBEBNBTZBSH
LIVTVTQ@BOHV TEBB B
P S BIO\HB
IFOBHBOLVMNFSJO
Q F SNMR/O J OEBHIQ F M B
QF MBSO RGE S\FUBE BB
LF & BB O BULB OQBM J C B
QFSTF PG RYBB
IFNCFSEBONBTZBSE
IFSEYMBLYABOEBBE
NBTZBSBLBUIVTVTC
LFMBBSNJTLJO/OUV
NFOJOHLBEBRPEPNJI
LFM\BBSHUBOQHBST
N F G0 E B MULIB®BLAF K B
BOBL
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%''5"31645,"

#6,6
*TBBIP ELL ) VLW
, FCESKJIBERO /| FHEB
, FIRE WSO " QBB , FCIEED
INESINF - PLBM #PHPS
) BENBO. PRLB1VOMI IH
5SKIPXP  %BENBXBO EBOD AVHCH
#B BHP . NQ / REB
, FIRE WSRO AFSB -1 &4

+63/-

"CGHB 3 3 0 AIREVGHBD) UW
SFSERQ ) B 1AFSB" (A EJ
*CEPCFTBA 6 O RSBVD AXEB
VUB7PM / P

'POJ 9BAFS HEBO APW . DBBF
S4VIBIBCNIZ BOE NES AUIH 1D
WPVSIN  JT CPOFYT QREEPYFT
BQSHFT DBWCHT BE
QUOBA RSBV FG AVIRIBIA
5REIN 7PM /P
M O

) NE 4PMD * &IMNFOM BO B
1IFIEVGR0 ) B " CA. EB#N
. FO?PCHIPCH *CBPCFTB &N BT

4$A.BEB%DI 7PM / P

, JXBAP &BEZ & ABB, FIRE WS80
8 MBS 4BF . FO-ANCBMBO
1R8O | BB %BEN
1IANCGBORVCBO , FIRE W30
4PTBM Bl *(BPCFIBa  ASEBEM
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, FSIRLBO EBD " ENIOINBU 1\
7PM [ P | M

1VSB ( VBIB) REZAP BRO$D' 19
#RZ & FOPCHPCH ( FOFSW
*CEPCFTB &N BT . AW
1REELIRD , BEWS #FSBOr
*482 4 61 ASBVM7PM | P

| ™A

JRFB 5/ BO $ $BNGT
FOFSBPGEM WSIN  BE
FPCPN.DD HBXU " (BOAVEBB
BUBH) 4 ' RO R &Q) &CHIP
. BB/ RBE)- BRS

JABNBERY &NF)  9XJIBES BJ
AIFMEVOHD ) LW #B
1AFI8 "C(H. %D 6B
1FCBCHBCHEOOBA 3 RES\BD
7PM /P

-"103"/

*CEEBAJ 49 7FB- JUB 4PESB" AQ)
&NB 5VIBAJ 3J80P " GBI
1R ANCB3HO ABJIIL
, B8 880 - BIPO 4PTBM
*(EPCGFIB #HB0 1VIBJ
4BJ0. HEB I

6 UNJ 3FHIB 38 NB 1FJFE.BO) LN
$108 4FY 5RSN 4REBE 6 @B
1FRIBOB " B %) *GRAB
SFUT  1BTBEIEB 6 QUFSIBET
*CEPCFIB ' EWBT ) VLW
6 QUIESBT *CEPCFIB  %FQPL
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1&3"563"/
1&/("%*-"/
*CEPCFTB 6 CERCH6 CEBHYBIES AHEB
SFQOOML *(EPCFTB | VO
1BBM # BBJ BOBH
IRBCHED A )AIR
"R
*CHPOFIB 6 (EBBH6 CEBH/ P W VO
FOEH 1FSEVOHED” (B
-/ /P 5/ 10

,&16564"/

*CEBPGFIB 6 AEBCH6 GEBCH / PNPS
5B \VO WOBCH1FMEVGHO
" -/ /P 5-/
/I P

*CEBPCGFIB 6 AEBCH6 CEBCH / PNPS

58 \VO WOBH ) B " TBU
. BOVIB -/ /P
5-/1 10
*CEPGFIB 6 GEBCH6 GEBCH / PNPS
5B VO WOBH
, RFCB-B.FS830 -1/
/0 5-/11/0

*CEPCFIB 6 GEBCH6 CEBCH / PNPS

58 \VO WOBH 1KCEELBO
BO -BBBO 11PMd -/
/P 5-1 I P

%FBBIPO PGUF 3H U PGUF $1 8
3FIPMTI . BRI 6 NW
1FSFSLBBO #BHB#BHB / P
9*7 " 3&4
*CEBPGFIB , FQAVTBO1STEHO/ PNPS
w VO WOBH 1FCH-H BO
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$POFAPO 005IF3HT 0G
5IF $I M , PO/FOU 5FOBH
)yR) A"
*CEPCFTB , FQAVIED . FOFS) S5REB
, F38 EBO 5BONHBN / PNPS
o7 FOBH
1FICEVOHRO #B-0 1ALFIB " CAL
ZBCH N RELMLBD 1A FSER0 VOWL
. FOHMNGBHB . JBJ B
#BBJ
*CEPCFTB , FQAVIED . FOFS) 5RE-B
, F38 EBO 5BONHEN / PNPS

. FO WaBH
QI QN 1A-FSEB0 ZBCH %8B BJ
. NG BABO , FIH BBO

, FIRENBBOBB/. PEV (B
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